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ABSTRAKSI

Anak adalah potensi dan penerus suatu bangsa, vang perlindungannya harus dimulai
sejak dini. Anak adalah makhluk yang memiliki ciri dan sifat khusus, yang berhak atas
petlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan
dan perkembangan secara schat dan wajar. Karena itu, segala kebijakan dan perlakuan/tindakan
yang berkaitan dengan anak, harus selalu didasarkan semata-mata demi kesejahteraan anak,
vang pada akhirmys berujung pada kesejahteraan seluruh masyarakat,

Anak yang mempunyai masalah kelakuan, sebaiknya diperlakukan tidak sama dengan
pelaku-pelaku dewasa yang notabene mempunyai kemandirian, pola pikir, dan pola laku vang
anat berbeda. Karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakalfpelakn tindak pidana, orang
tua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan
pengembangan perilaky anak tersebut. Ironisnya, apa yang telah diatur secara baik dalam suatu
peraturan (hukum pidana) - yang menunjukkan adanya itikad baik pemerintah sebagai
pembentuk kebijakan - kadangkala harrya merupakan slogan betaka.

Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 - yang scbelumnya juga diatur pada Pasal 45 KUHP -
tindakan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tha asuh - scbagai tindakan non-
kelembapaan - adalah salah satu bentuk reaksi terhadap kenakalan anak. Namun patut
disayangkan, dalam praktck peradilan di Palembang, putusan demikian sama sekali tidak pernah
dikenal, sementara hpkum positif Indonesia telah mengatur bahwa pemberian realsi terhadap
kenakalan anak sebaiknya berupa tindakan yang tidak memisahkan si ansk dari orang tuanmys,
kecuali bila orang fnanya tersebut mempunyai masalah kelakuanvketidakmampuan, mengingat
cii dan sifat yang khas dari anak (Penjelasan  UU No. 3 tahun 1997). Dalam dolumen
internasional dinyatakan bahwa tindakan kelembagaan hanya diberikan sebagai upaya terakhir
dengan waktu seminimal mungkin dan dalam kasus-kasus yang berat, yang saat ini juga telah
dipertegas dalam UT No. 39 tahun 1999 (UU tentang HAM).

Sebab utama tidak dikenaliya putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau
orang tua asuh, dikarenakan hakim sebagai subjek hukum terpaksa memberikan putusan
kelembagaan/perijara karena tindakan hakim terikat pada perilakw/tindakan aparat penegak
hukum pada proses sebelumnya (penyidikan dan penuntutan). Keterpaksaan tindakan hakin
tersebut ditunjukkan oleh temuan data dimana lebih dari 50% dari selurub putusan adalah
semata-mata diseimbangkan dengan lsmanya anak dalam proses pemeriksaan/peradilan. Secara
rasionalitas tindakan hakim memang dimungkinkan, karena lembaga kehakiman adalah sub
sistem SPP yang intepratif, yang notabene merupakan satu kesatuan tindak dalam lingkup SPP
Anak menuju ke suatu fitik yang telah disepakati, yaitu tujuan SPP Anak it sendini, Dalam
kajian/.perspektf lain, SPP Ansk merupakan snatu orpanisasi birokrasi. Scbagai organisasi
birokrasi, sub-sub sistem SPP anak dihadapkan pada| svatu pilihan yang dilematis antara
pencapaian tujuan organisasi ity sendiri dengan fungsinya sebagai pelindung hak-hak anak.
Seringkali dijumpai adanya perbenturan tujuan dari lembaga birokrasi yang terkait dalam SPP -




sebagai sub sistem SPP Anak - tidak sama dengan tujuan SPP yang scbenamya, Maksudnya,
apa yang menjadi tujuan SPP akan diterjemahkan senditd dan diarahkan sesuai dengan tujuan
dari orapanisasi birokrasi itu sendiri.

Keinginan hakim untuk memberikan putusan Penpem,balian kepada orang tua, wali,
atan orang tua asuh, terhambat pada kondisi-kondisis yang teridentifikasi mempengaruhi pola
kerjanya. Kondisi-kondisi tersebut menyangkut : Pertama, adanya perbedaan perspektf
struktur peradilan anak yaitu penyidik dan penuntut umum dengan aparat pemutus (hakim),
tentang tjuan peradilan anak. Hakim dianggap lebih memahami tujuan peradilan anak,
sementara pihak pemyidik dan penuntui wmum dalam kewenanngannya cenderung tidak
mengindahkan hak-hak anak. Terlebih pada fingkat penyidikan - sebapai aparat yang
mempunyai kontak awal dengan anak - seharusnya tidak dengan mudah melakukan penzhanan
terhadap anak yang dikhawatirkan amat riskan dan beresiko terhadap perkembangan kejiwaan
(psyche) si anak. Xedua, kurang difungsikannya bantuan hukum dalam proses peradilan anak,
sementara diketahui bahwa anak adalah makhluk yang bercirikan kekurangmandirian dan
kebergantungan (dependensi) dengan orang lain. Bantuan hukum yang diberikan akan sangat
membantu anak untuk memahami - walau sebatas alam pikiranmya - tentang hak-hak
hukumnya, selain juga membantu proses peradilan yang mendukung nilai keadilan dan
humanistik. Kefigs, kurang difungsikannya secara optimal manfaat pendampingan Pembimbing
Kemasyarakatan - terutama di tingkat penyidikan - yang selama ini difungsikan scbatas
formalitas belaka. Litmas scharusnya dapat digunakan aparat penyidik untuk memilih dari
beberapa tindakan yang bersifat penghindaran perilaku yang refresif dan birokratik. Keempar,
kurang difungsikannya psikologi dalam penanganan kenakalan/tindak pidana anak. Psikelog
amat membanfu aparat hukvim dalam memahami latar belakang perilaku anak dan tindakan-
tindakan apa yang akan diberikan yang tidak mengjhambat pertumbuhan/perkembangan
kejiwaan (psyche) anak nakal.
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BAB I

PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernsh berhenti sepanjang
sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi pencrus bangsa dan penerus pembangunan,
yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutsn
dan pemegang kendali msa depan suatu negara, tidak terkecuali Indoncsié. Perlindungan anak
Indonesia beratti melindléngi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia
seulzth mungkin, scsuai“:ﬂcngan hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia
Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dsn makmur, material dan spritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat
berpartisipasi secara optimal bagi pembﬁgmm bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan
ayat (4) Undang-undeng Republik Indonesia Nomeor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Ansk, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan pcrlindu:iigan baik semasa
kandungan maupun sééudah dilahirkan. Anak berhak atas perdindungan-perlindungan
lingkumgan  hidup yané dapat membahayakan stau menghambat pertumbuhan dan
perkembangan dengan wajar®. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa

~

perfindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, \mtuk




mencapai kescjahteraan anak.' Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindunpi dirinya sendiri
terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan
dan penghidupannya. Anak harus dibantu oleh orang lsin dalem melindungi dirinya, mengingat
situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa.

Perlindungan tcriiadap anak pada suatu masyarakat bangsa, mempakan tolak ukur
peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan dem
kepentingan nusa dan ba;:lgsa. Kegistan perlindungan anak merupakan suatn tindaksn hukumn
yang membawa akibat ukum.> Oleh karena itn, perln adanya jaminan hukum bagi kegiatan
petlindungan anak. ch)asﬁan hukum pertu  diusahakan demi kegiatan kelangsungan
perlindungan anak dan niencegah penyelewengan yang membawa akibat n;.gaﬁf yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan kegiaten perlindongan anak® Untuk itu, kegiatan perlindungan
anak setidakmya memiltki %ua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kcbijakgn dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua

menyazgkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan tersebu.*

! Kesejehteraan anek adalsh suatu tata kehidupan dan penghidupean anek yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, Jjasmani, maupun sosial. (UU No,
4 Tehun 1979 tentang Kesejahterasn Ansk)

?  Memrut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungen anak yang serupa ini merupakan salah satu
perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomii,
sosial, dan budaya, .

Abdul Hakim G. nusantara, Hukum Dan Hak-Hak Ansk, disunting oleh Mulyana Kusumah, Rajawali,
Jakarta, 1986, hal, 23,

? Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presgindo, Jekarta, 1 993, hal. 222

* MNursyshbani Katjasungkana, Lembsga Perlindangan Ansk : Prospek dan
Permasalahannys, Mekaleh Seminar Nasional Pemasyerakatan Terpidana I, dalam buku
Pemasysrakatan Terpidana Ansk dan Wanitu Dulam Musyarakat Yang Sedang Membangun,
Universitas Indonesia, Jekarta, 1995, hal. 53.
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Berkaitan dcngan aspek pertama, dapat kita likat baik dalam UUD 1;45, GBHN, dan
berbagai peraturan pequang—undangan yang berksitan dengan hukum perfindungan enak.
Masalahnya kemudian, ilapakah dengan telah tersedianya berbagai perangkal perundang-
undangan tentang hek-hak anak yang ada, telsh dengan sendiritya uszha-usaha untuk
mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan prektik pelanggaran dan pengal;aian hak
anak schagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundangan tersebut, dapat diakhiri.
Kendsla-kendata apa yang dihadapi dalam upaya melakukan perfindungan terhadap hak anak
dan bagaimana pengimplementasian kebijakan dan ketentuan yang telah ada, pembahasan inilsh
merupakan aspek kedua dari masalah perfindungan ansk. |

Penghapusan prakuk pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak yang dimaksud, berkait
erat dengan upaya pelayanan kKhusus yang diberikan terhadap anak yang mengalami hambatan
rohani, jasmani, dan sogial ckonominya.® Terhadap anak-anak yang mengalami masalsh
kelakuan (yaitu kenakalan pada anak)®, penﬂkiraﬁ’dan usaha-usaha ke arah peradilan anak telah
dimulai sekitar tahun 1958, yaitu dengen diadakannys sidang fengadilan ansk yang berbeda

dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha pemerintah ini didasarkan

’ Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahterasn Ansk, dinyatekan “Disamping anak-
anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak yang
mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus,
yaitu '

Anak-anak tidak mampu

Ansk-anak terlantar

Anak-anak yang'mengalami masalah kelakuan
Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.”

el

5 Loebby Logman menyatakan bahwa “pengaturan perlindungan terhadap anak yang mengatami
maselsh kelakuen, dikerenakan snak yang melakukan kejahatan buken karena ia memiliki sifat jahat,
tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri, maupun
yang berasal dari luar, yaitu lingkungan yang memilikinya.”

Loebby Logman, Perkembangsn Kebijskan Legislatif tentang Peradilan Ansk di Indonesta,
Mekaleh Penateran Nagional Hukum Pidana dan Xriminologi, Universitas Diponegors, Semareng,
1995, hal, 1-2.




pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda
dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief’, tujuan dan
dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepasken dari tujuan utama untuk
mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasamya merupakan bagian intégral dari
kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan atau
kepentingan anak itu pada' hakikatmya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan
sosial. Sewaktu membah;';s RUU Peradilan Anak - yang konsepnya telah siap tahun 1967 -
almarhum Sudarto juga berpendapat bahwa walaupun di dﬁm1 RUU disebutkan Pengadilan
Ansk mengutamakan kescjahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, namun beliau
berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.s
Setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, keinginan
untuk mewujudkan perundang-undangan khusus bagi anak, yang mengatur secara integratif
mengenai hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan bagi anak yang
melakukan kenakalan. Da}am UU ini, yang dimaksud anak nakal (Pasal 1 ayat 2) adalah :
a. anak yang melakukan tind2k pidana, atau
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bag éﬁak, baik menurut
peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidop dan
berlaku dalam masyarakat.

y

7 Barda Nawawi Ariéf. Bunga Rampal Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 111.

®  Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, ibid.




Terhadap anak nakal tersebut dapat dijatubi sanksi berupa pidana atau tindekan. Pidana yang

kt}

dapat dijatubkan (Pasal 23) berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidanu Pokok

dimaksud adalah : Penjara, Kurungan, 1>enda, ataw Pidana Pcngawasan ; sedangkan Pidana

i

Tambahan berupa : Pcra{_npasan'Barahg-Barang Tertenty, Pembayaran Ganti Rugi. Mengenai

penjatuhan putusan yang berupa Tindakan (Pasal 24), ditentukan :

“(1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
2. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tna asub,
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembmaan, dan
latihan kerja, atan
¢. menyerahkan Kkepada Departemen Sosial, atau  Organisasi  Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan
kerja. i
(2). Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan
teguran dan-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.”

N

Sebelum menjaniilkm sanksi kepada terdakwa anak, seorang hakim hendaknya
bersikap sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, yaitu dengan tidak mengabaikan faktor
penyebab, pengaruh, dan akibat bagi diri si anak juga masyarakat. Dalam kaitan ini, Bismar
Siregar menyatakan bahwa peran hakim bersifat spiritual bukan Iahirish. Hal ini terbukti dari
kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketmhanan YME”, dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.® Kalaupun ada
penyimpangan, menurut beliau semata-mata karena masih banyak hakim yang menjabarkan

hukum secara harfiah dan'-ﬁlengabaikan tujuan hukum yang sebenarnya. Tujuan hukum yang

® Bismar Siregar, Hukurn Hakim Dan Keadllan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum Dan
Peradilan Di Indenesia, Germna Inseni Press, Jakarta, 1995, hal, 34,




sebenarmya tidak harus dirumuskan dalam kata-kata, tetapi dapat dipahami dan dihayati karena
bersumber pada hati nurani manusia '®

Hakim memegang peranan yang sangat seniral, karena ditangannyalah ditentukan status
dan nasib terdakwa anak, serta dampaknya terhadap mental, fisik, dan sosial anak. Apabila
putusan hakim tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional positif, bertanggung jawab,
dan atas asas kemanfaatan bagi anak, dikhawafirkan bahwa putusan itu justru menimbulkan
korban ‘stmktur (Viktimisasi Struktural)!!, yang sebenamya telah terjadi pada saat sebelim
putusan dijatuhkan (sebelum dan saat proses peradilan) - seperti yang penulis temui dalam
penelitian mandiri tahwt 1992 - maupun setelah ada putusan pengadilan. Ini berarti bahwa
usaha penegakan hukum dapat juga merupakan suatu faktor viktimogen atau kriminogen.
Untuk itn, Agung Wahyono dan Siti Rahayu menyatakan bahwa efektivitas Peradilan Anak
tidak akan tercapai jika tidak disertai pengetahuan mengenai anak dan permasalahannya, karena
anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.'? Dalam Konsideran UU No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak-pun diakui baliwa anak mempunyai ‘ciri dan sifat khusus’ yang
memerlukan p‘embipaan dan perindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
petkembangan fisik, mantal, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang,

Berkaitan dengan putusan berupa peranipasan kemerdekuan (institusional/ custodial),

banyak kritik yang dilontarkan berkenaan dengan efektivitas dan segi-segi negatifinya, sehingga

1 1bhid, hal, 35.

1 Menurut AriF Gosita, viktimisasi struktural adalah penimbulan korban dan akibat-akibat yang
tidek diinginkan dalam usaha penegakan hukum yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan pada
yang bersangkutan oleh karena struklur tertenty serta sisternnya dalam masyarakat Lertentu,

Arif Gosita, op.cit., hal. 101, :

12 pgung Wahyono dan Siti Rahayy, Tinjauan Tentang Peradilan Anak DI Indonesia, Sinar
Grafika, Jokarta, 1993, hal. 12,
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pidana penjara ini termasuk salsh satu jenis sanksi pidana yang diragukan kemanfaatannya dan
‘kurang disuksi’.'> Mengenai efektivitasnya, R M. Jackson mengemukakan bshwa penjara
termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif, karena hasil penelitianniya menyimpulkan
bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (Reconviction
Rate) bagi orang yang pertama kali melakukan kejehatan berbanding terbalik demgan usia
pelaku, ™

Selain masalsh efektivitas, scgi-segi negatif pidana inipun selaly menjadi sorotan, seperti
yang diungkapkan oleh Muladi hahwa'® : “... selanjutnya bilamana ditinjau dari hakikat fungsi
penjara, maka penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada
akhirnya menimbulkan kerugian bagi pelsku tindsk pidana berupa ketidak- mampuan untuk
melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.”

Dari ungkapan-ungkapan yang sering dilontarkan para ahli tentang efektivitas dan segj-
segi negatif pidana penjara, mengalihkan pandangan kita akan eksistensi hﬁkum yang bukan
kelembagaan, sebagai altematif pemecahan. Terlebih apabila si terpidana adajah anak-anak
yang memeriukan pettolq}ngan, yang seharusnya dilihat kemanfaatan pcmidanﬁan kelembagaan
terhadap perkembangan J:wanya Dikhawatirkan, dengan dijatuhi hukuman penjara terhadap
anak, akenkah mampu nienginsyaﬂcan si anak stas perbuatannya, ataukeh bahkan sebaliknya
menjadikan ia seorang p;mjahat kecil. Pendekatan yang penuh kasih sayang, dengan usaha

sedapat mungkin dihindarkannya putusan kelembagaan, bahkan dihindarkannya campur tangan

3 Barda Nawawi Arief, Kebljakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pldsna Penjars, CV. Anants, Semarang, 1994, hel, 8.

Y Tbid, hal, 47. .
15 Muladi, Lembaga Pidane Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal. 141.
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Sistem Peradilan Pidana, dkan terasa lebih bijaksana. Terkecuali bagi terdakwa ansk yang
memang harus dijatuhi pidana demikian — dengan tidak meninggalkan filosofi untuk kepentingan
dan kescjahteraan anak ~ yaitu terhadap kasus-kasus yang berat. Solusimys yaitu dengan
mendayagunakan hukuman Khusus bagi anak yang telah ada, berupa pengembalian kepada
orang tua, wali, atau orang tua asuh. Dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban, bentuk
ini sesuzi dengan yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa 1

“... anak yang telah mnelakukan kenakalan atau kejehatan sebenarnya adalah

‘korban strukfural’ atau ‘korban lingkungan’. Oleh karena itu sepantasmya

dikembangkan pemikiran/gagasan/strategi ‘pertanggungjawaban  struktural/

. fungsional’. Artinya, pemidanaan  tidak hanya  berfungsi untuk
mempertanggungjawabkan dan membina (melakukan ‘treafment’) si anak
sebagai pelaku kejshatan tetapi juga berfungsi untuk memper-tanggungjawabkan
dan membing/mencegah pibak-pihak lain yang secara struktural/fungsional
mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan/tindak
pidapa yang dilakukan oleh anak. Misainya, dalam hukum adat,
pemidanaan/pertanggungjawaban dapat juga dikenakan kepada pihak orang tua
dan “ketua adat’ (pejabat).”

Datam Dokumen Internasionalpun, penghindaran sejauh mungkin bentuk sanksi yang
bersifat custodial, dapat terlihat dalam Pasat 17.1 dan Pasal 19.1 Standard Minimum Rules for
the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) dan point 1.1 dan 1.2 Resolusi PEB
45/113 tentang UN Rules for the Protection of Juveniles Deptived of Their Liberty."

Namun kenyataannys, kebanyakan hakim Indonesia memilih menjatuhkan pidana

penjara, karena dianggap sebagai tindakan yang setimpal dengan perbuatan yang telah ditakukan

16 parda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.169

17 Thid, hal. 12-13.




si anak, dan selain putusennya lebih mudah dilaksanakan.'® Data empiris dapat dilihat dalam
suatu penclitian yang dilakukan oleh Djeje Wachyudin, didapatkan distribusi jenis putusan
untuk tindak pidana anak periode tahun 1986-1990, sebagai berikut:'®

1. Dikembalikan pada orang tua, wali, orang tua asuh sejumlah 51 orang :
15 (tahun 1986) ; 10 (tahun 1987) ; 8 (tahun 1988) ; 6 (1ehuni989) ; 12 (tabun 1950)

2. Dipelihara sebagai anak negara, sejumlah 42 orang :
6 (tahun 1986) ; 7 (tahun 1987) ; 15 (tahun 1988) ; 9 (tahun 1989) ; 6 (tahun 1990)

3. Pidana Penjara, sejumlsh 311 orang :

62 (tahun 1986) ; 69 (tahun 1987) ; 54 (tahun 1988) ; 60 (tahun 1989) ; 66 (tahun 1990).
Dari data tersebut, hanya 12,59% (51: dari 505 orang), yang dikenakan putusan yang bukan
kelembagaan, sementara putusan yang bersifat kelembagaan®™ sebanyak 87,41%. Fenomena ini
memberi keprihatinan dan menimbuikan pertanyaan kepada kita : mengapa lembaga non-
kelembagaan (Tindakan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh) jarang
sekali digunakan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengen kata
Iain faktor apa yang menyebabkan aparat penegal:: hukum kurang memfungsikan secara lebih
optimal lembaga tersebut, alternatif pemecahan bagsimana yang dapat ditawarkan untuk
meningkatkan fungsi lembaga tersebut; dan kondisi-kondisi bagaimanakeh dapat

menumbuhkan/mengembangkan potensi fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang

'8 \Wahyu Affandi, Berbagal Masalah Hukum Di Indonesls, Alumnni, Bandung, 1992, hal. 147,

¥ Data diambil dari Tabel XII hesil penelitian Djeje Wachyudin, Perspektif Sistem
Poradilan Pidana Anak di Masa Datang (Penelitian di Kotamadia Dati I Bandung), Fakultas

Pascasarjena Ul, Jakarta, 1991,

2 Yecara yuridis, anak negara termasuk sebagai anak didik kemasyarakatan (Pasal 2b UU No.
12 tghun 1995, tentang Pemasyarakatan), yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Ansk paling lama sampai berumur 18
{delapan belas) tahun,
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tna, wali, atan orang tua asuh.. Pertanyaan-pertanyaan demikianlah yang akan dicari

jawabanmnya dalam pepulisan karya ilmiah ini.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH
Bertifik tolak dari latar belakang peneliian yang telah dikemukakan, maka

permasalahan pokok dalam penelitian ini berkisar pada masafah kebijakan aplikatif (yudikatif),
yaitu pemitihan dari sekian alternatif pidana dan tindakan bagj anak nakal. Kebijakan aplikatif
merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan pemidansan yang diambil (Politik
Kriminal), sebagai salahﬁ‘sam usaha penanggulangan kejahatan melatui sarana penal.

Bagi anak, penjatuhan suatu sanksi oleh hakim merupakan persoalan yang sangat
penting, dikarenakan putusan terscbut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan
mental, fisik, dan sosial anak.. Untuk ifu, segala tindakan yang diberikan pada anak hatuslah
didasari pada konsep dan filosofi yang telah disepakati, bahwa upaya perlindungan hukum
terhadap anak-anak semata-mata untuk kepentingan dan kescjahteraan anak. Atas dasar
kepentingan dan kesejahteraan anak puls yang mendasari pemikiran kita bahwa seorang anak
harus dilihat sebagai orang yang memeriukan bantuan, pengertiim, kasih sayang, dan bukan
reaksi yang bersifat peﬁxbalasan {punitive).

Oleh karena itu, fungsionalisasi lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau
orang tua asuh terhadap kasus-kasus anak nakal, merupakan aitematif pemilihan yang ada.
Fungsionalisasi dimaksud adalah usaha pendayagunaan yang Iebih optimal fungsi lembaga
tersebut dalam memberikan reaksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan,

yang tidek saja diberikan pada tahap pcnéﬁfhbilan putusan, tetapi juga dimungkinkan pada
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tahap-tohap sebelummya (penyidikan dan penuntutan), yang salah satunya untuk menghindari
stigmatisasi bagi anak.
Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dari peneclitian ini adaelsh sebagai
berikut :
1. Mengapa lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh jarang
difungsikan aparat penegak hukum (hakim)?
2. Kondisi-kondisi bagaimana yang mempengaruhi disfungsi lembaga Eengemba!ian kepada
orang tua, wali, atau orang tua asuh?

3. Upayaapa yang dapat dilakukan nntuk memfungsionalisasikan lembaga tersebut?

¢, MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok-pokok permasalshan di atas,
maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk meng-identifikasikan fakior
penyebab terhambatnya kebijakan aplikatif, dan mencari sarana kondisional yang dapat
membantu pertumbuhan dan pengembangan letbaga pengembalian kepada orangtua, wali, atau

orang tua asuhnya dalam menghadapi kasus kenakalan anak.

D. KONTRIBUSIPENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain :
). Menambah informasi yang faktual dan konksit bagi usaha penanggulangan kejahatan yang

ditakukan oleh anak.
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2. Memberikan informasi bapi struktur hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai
masalah pemidanaan dengan segala aspeknya, baik yang menyangkut filosofi pemidanaan,

pemilihan alternatif hukuman, ataupun tujuan peradilan anak itu sendiri.

E. KERANGKA TEORITIS

Istilah Juvenile Delinquency atau anak-anak delinkuen yang kita kenal, adalah
pengkondisian tingkah laku kriminal schagai akibat pengaruh sosial dan kultural yang
mengelilinginya, yang meﬁimjlﬂd{m kurangnya atau tidak adamya konformitas anak terhadap
nonma-norma yang ada, yaim norma hukum ataupun terhadap norma yang hidup dalam
masyarakat.

Berbicara mengenai hak-hak anak delinkuen, sering dikaitkan dengan masalah perilaku
anak dalam kadar fertentu berbennuik perilaku écnyimpangan dan atau perilaku yang menjurus
pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya membawa orang pads permasatahan
pemshaman mengenai bentuk-bentuk perilaku penyimpangan dan atan perilskn kriminal,
beserta latar belakangnya, I,termasuk usaha-usaha penanggulangan terhadap perilaku tersebut di
masyarakat.

Banyak teori-tedri yang mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang
menyebabkan seorang anak berperilaku menyimpang. Sebagai contoh adaish perumussn yang
diberikan DR. Kartini Kartono yang menyatakan bahwa kejahatan remaja yang merupakan
gejala penyimpangan dan patologi sosial dapat dikelompokkan dalam satu kelas defekif secara
sosial, dan mempunyai sebab musabab yang majemuk, jadi sifatya multi kausal. Para sarjana
menggolongkannya menumt beberapa teori = (1) Teori Biologis, yang memberi pemahaman

bahwa tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena
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faktor-fakeor fisiologis dan struktur jasmaniah sescorang, juge dapat oleh cacat jasmaniah yang
dibawa sejak lahir; (2) Teori Psikogenis, yang menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen

ansk-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaanmya, antara lain : faktor intelegensia, ciri

* kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru,

konflik batin, emosi y?ang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan sebagainya; £3)
Teori Sosiogenis, yangtmenyatakan bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak
dan remaja, murni sosiologi atan sosial-psikologis sifainya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh
struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranén sosial, status sosial, atau oleh
internalisasi simbolis yang kelira; dan (4) Teori Subkultural Delinkuensi, yang menyatakan
sumber perilaku delinkuen anak adalah sifat-sifat snat struktur sosial dengan pola budaya
(subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oieh para
remaja delinkuensi tersebut. Sifat-sifat masyarakat terscbut antara Jain : populasi yang padat,
status sdsial ekonomi y@g rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, dan bamryak
disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.”

Dalam . menghadapi anak yang mengalami masalali kelakuan tersebut,
pemahaman-pemshaman dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan lebih berorientasi pada
pembinaan dan pendidikan yang didasari afas asas kemanfaatan, rasa tanggung jawab, dan
pcxiuh kasih sayang, karena anak mempunyai sifat dan ciri khusus yang amat berbeda dengan

orang dewasa. Dengan kata lain, pemahaman dan pendekatan secara kemanmsiaan/humaniter

. akan sangat dibutuhkari oleh anak, atas beberapa pertimbangan :

(1). Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafsh hidup kemanusian/humaniter terhadap

pribadi anak-anakédan remaja;

# Kartini I(arton;,.Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 25,
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(2). Kebutzhan akan pgraWatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal,
bermasalah, dan ménjadi masalah sosial, disebabkan oleh ketidakdewasaan mereka; ‘

(3). Untuk menggolongkah anak dan remaja definkuen tersebut ke dalam satu katagori yang
berbeda dengan kat:{agori kriminalitas orang dewasa; '

{(4). Untuk .mcnerapkan prosedur-prosedur peradilan, penghukuman, penyembuhan, dan
rehabilitasi Xhusus, terutama sekali untuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman
traumatis yang fidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan-tindakan manipulatif
oleh orang-orang dewasa;

(5). Adanya tugas ‘pa}ens patrice’ sebagai orang tua dan bapak oleh orang dewasa dan
masyarakat, khusyjlsnya oleh negara untuk ikut bertanggung jawab memikui beban
memelihara dan m;g.lindungi anak-anak dan remaja yang terhalang proses petkembangan
mental, dan cacat éccara sosial.?

Penanggulangan perilaku menyimpang oleh anak, tidak terlepas dari pembicaraan
penanggulangan kejahatan pada wmumnya, yang disebui dengan Politikk Kriminal sebagal suatu
usaha rasional masyarakat unik menanggulangi kejahatan®, yaitu dapat dilakukan melalui
pendekatan penal maupun non-penal Bagi anak delinkuen, pendekatan saran penal (Peradilan
Anak) adalah bagjan integral dari keadilan sosial anak, sebagai upaya perwujudan kesejehteraan
anak yang berpegang pada asas proporsionalitas.®® Yang perlu diperhatikan dalam Peradilan
Ansk bahwa Peradilan Anak adalah suatu sistem (SPP Anak) yang terdiri dari subsistem yang

saling ketergantungan (interrelated) satn dengan yang lainnya. Peradilan Ansk juga adalah

2 g, hal, 11-12.

B goedarto, Hukum dan Hukum Pidans, Alumni, Randung, 1981, hal. 38,

%4 1 ihat General Principles UN SMR-JJ (The Beffing Bales), Rule 5.
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suatu organisasi birokrasi yang masing-masing lembaga yang terkait dalam SPP Anak tersebut
mempunyai ideologi, struktur, personel, maupun peraturan sendiri, yang seringkali tidak
berjalan seiring dengan ideologi, strukiur, personel, dan peraturan dari sub sistem yang lebih
besar, dalam hal ini adalah Peradilan Pidana.® |

Dalam hal pemberian sanksi (hukuman) terhadap anak delinkuen, harus didasarkan

.. pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak.* Untuk itu, menurut Bismar Siregar hekim

dituntut selalu arif dan bijaksana, yang bersumber pada ha_ti nuraninya. Hakim tidak harrya
mentjuk pada bunryi pcraim’an atau undang-undang, tetapi wajib menjiwai apa yﬁng terdapat di
balik peraturan atan undang-undang tersebut.?’ Dalam melaksanakan tugasnya, hakim enak
wajib mendengarkan Laporan Sosial (Case Study) yang dibuat oleh BISPA®, yang dapat
membanty hakim uniuk memilih putusan apa yang tepat diberikan pada anak nakal.

Lebih jauhi, pemberian sanksi (hukuman) terhadap anak yang melakukan kenakalan
tidak terlepas dari tujuan 'pemiclanaan ity sendiri. Walaupun belum diatur secara substantif
dalam hukum positif Md{:)jnesia, namun secara teoritis/konseptual tujuan pemidanaan seringkal
dibicarakan. Menurut I{ﬁuladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan

individual dan sosial (individual and social damage) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal

¥ Blumberg, Crirninal Justics System, Quangdrale Books, Chicago, 1970, hal. 5.

2% 7ihat dalam Artikel 3 Konvensi Hak-Hak Anak : “In all action concerning children,
whether undertaken by public or private social welfare institutions courts of law, administrative
authorities or legislative bodies, the best interest af the child shail be a primary consideration”.

% Bismar Siregar, op.cit.,, hal. 80.

® Tugas wajib unfuk mendengarkan laporan BISPA pada hakim, didasarkan pada Peraturan
Mentri Kehakiman RI No.1.03-UM-01.03 Tghun 1991, yang kemudian dengan diundangkannya UU
No. 3 Tahun 1997 diubah menjadi Keputusan Mentri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 Tahun 1597
tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang,
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ini terdiri dari scperangkﬁt tujuan pemidanasn yang harus dipenubi, dengen catatan bahwa
tujuan manaksh yang me:};pakan titik berat sifatnya kasuistis.”

Dalam Konsep KUIIP Nasional (Disempurnakan oleh Tim Kecil Sampai dengan 13
Maret 1993) pada Bab 1]1 tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (Pasal 51), tujuan

pemidanaan untuk :

Ke-l ' mencegsh dilakukennya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat;
Ke-2 : memsyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinasn sehingga menjadikannya
. orang yang baik dan berguna;
Ke-3 : menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
Ke-4 ; membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Namun terhadap kasus-kasus tindak pidana yﬁng dilakukan anak-anak, orang gila, dan
penderita sakit mental, Jt;hanncs Andenaes menyatakan bahwa terhadap mereka tidek dapat
dijadikan objek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (general prevention).

Dalam kaitan deriéan putusan!‘yang bersifat kelembagaan, dapat diperhatiken prinsip-
prinsip Intemnasional, seperti ™ |

1. Dalam Resolusi PBB 40/33 tentang The Standard Minimum Rules for the Administration
of Juvenile Justice (The Beijing Rules), antara lain tertuang dalam :

Pasal 17.1 :

Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim) harus berpedoman

pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidans) selalu harus diseimbangkan tidak hanya
dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana (The circumstances and
gravity of the gffénces), tetapi juga dengan keadsan-keadaan dan kebutnhan si anak
(the circumstances and the needs of the juvenile) dan dengan kebutuhan-kebutuhan

masyarakat (the ngeds of the sociely),

® Muladi, op.cit., hal. 61,
¥ wuladi, op.cit., hal. 83,

3 parda Nawawi arief, Bebarapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, op.cit., hal. 164-166
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b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (restrictions on the personal liberty
of the juvenile) hanya dikenakan sciclah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi
seminimal mungkin;

¢. Perampasan kemerdekaan pribadi (deprivation of personal liberly) jangan dikenakan
kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang
lain) atau terus menerus melakukan tindsk pidana serius, dan kecuali tidek ada bentuk
respon/sanksi lain yang lebih tepat;

d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus
anak.

Rule 17.4:

“Pejabat yang berwenang (maksudnya hakim) mempunyai kekuasaan untuk setiap saat

menghentikan atan udak melanjutkan proses pemeriksaan”,

2. Di dalam Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of Iuvcnilcs Deprived
of Their Dbeny, antara lain dinyatakan :

1.1. Pidana penjara hams digunakan sebagai upaya terakhir (mprisonment should be used
as last resort),

1.2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebapai upaya terakhir dan untuk
jangka waktu yang minimal yang diperiukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang lnar
biasa/eksepsional (Deprivation of the liberty of a juvenile showld be o disposition of
last resort and the minimwn necessary period and showld be limited to exceptional
cases).

Dari prinsip-prinsip internasional di atas, secara umum dikatakan bahwa penggunaan
sarana custodial bapi anak hanya dapat diberikan atas pertimbangan yang sangat hati-hati,
terhadap tindak pidana yang luar biasa/ekseptional, dalam jangks seminimal mungkin, dan harus
sebagai upaya terakhir setelah dirasakan tidak ada sanksi lain yang lebih tepat. Jelaslah bahwa
penggunaan pidana kclcmbagaan harus bersifat selektif dan alternatif.

Memang pcnggunéan pidana penjara sebagai salah satu upaya penangulangan kejehatan
yang ada (termasuk icrhadap ausk delinkuen), selalui menjadi sorotan ahli penologi, karena
disadari bahwa banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan pidana
terscbut terlebih bagi seorang anak yang -belum matang perkembangan fisik, mental, dan

sosialnya. Yang paling utama dipersoalkan adalah mengenai efektivitas dan sisi negatif yang

¥

ib
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ditimbulkan akibat penjatuhan pidena tersebut™ Dalam segi efektivitas, R.M. Jackson
mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif.
Jackson mengungkapkan bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangen atan
penghukuman Kembali (Reconviction Rate) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak
yang dijatuhi pidana penjara. Dikemukakan lebih lanjut bahwa pelakun pemula (First Offender),
reconviction rate untulé anak-anak sekitar 50%, untuk para remaja sekitar 40%, untuk
kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30%, dan untuk kelompok di atas 40% éckitar 9- 15%. Data
reconviction rate tersebut menjadi lebih tinggt lagi apabila sebelummya si pelaku pernah
dipidana. Untuk anak-anak yang telah dua kali dijatubi pidana penjara, reconviction rate-mya
adalah 106%.

Angka pcrbandinggan residivisme dengan usia si pelaku dikemukakan oleh Leslie T
Wilkins, yang disusurmyaA kembali dengan bersumber pada The Sentence of.the Court, yaitu
suatu laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh The Home Office Research Unit di Inggris,
bahwa angka perbandingaljn residivisme untuk pelaku pertama dalam kelompok usia antara 8-16
tahun sekitar 65%, antar‘ﬁj 17-29 tahun sekitar 55%, dan untuk kelompoek 30 tabun ke atas
sekitar 28%.*

Dasi sudut sisi negatif, bahwa pidana penjara dapat menimbulkan dehumanisasi pelaku
tindak pidana berupa ketidaskmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di

dalam masyarakat, prisonisasi sebagai pengaruh subkultur narapidana dalam penjars, tempat

9 parda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, op.cit, hal. 9,

B 1bid, hal, 189,
¥ Toid,

&
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pencemaran dimana penjahat kebetulan atan pendatang bare dirusak melalui pergaulan, dan
menimbulkan stigma atad cap jahat ** L.H.C. Hulsman-pun mengatakan bahwa *

«... peratoran dalam penjara membuat hubungan-hubungan menjadi pasif-
agresif dan dikussai-menguasai; hampir tidak ada tempat untuk inisiatif dan
perfimbangan;  ditumbubkan ~ pandangan rendsh tethadap manusia,
menjadikannya dungu ... kebutuhan seks tidak dapat disaturkan lain daripada
dengan fantasi dan alat buatan, masturbasi, atau homoseksual, menambsh isolasi

batin. Jklim paksaan menyeluruh mematikan rasa percaya diri, menghapuskan

relasi yang sungguh antar orang, melumpuhkan pertumbuhan sikap dan
kelakuan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk hari pembebasan kelak. Di

dalam penjara, manusia di-depersonalisasi-kan dan di-desosialisasi-kan”.

Dari apa yang telsh divraikan di atas, wajariah apabila kebijakan-kebijakan pembatasan

penggunaan penjara selalu menjadi perhatian. Bahkan ada kemungkinan untuk menghapuskan
pidana tersebut, seperti yang diungkapkan oleh J.E. Hall Williams d

“g5 we have seen, the idea that the best way to reform prison would be to

abolish it altogether is not entirely new. Bernard Shaw’s view was that is passes

the weit of man to contrive a prison which shall not be gravely injurious to the

mind of the vast majosit of prisoner, if not also their bodics, He want to say : 5o

far as can be seén at present, the most and hopeful of prison reform is to keep

people cut of prison altogether.”
Jadi menurut Bernard Shaw, sebagaimana yang dikutip oleh J.E. Hall Williams, adalah Iebih
praktis tidak memenjarakan orang. Secara kelembapaanpun, gerakan penghapusan pidana
penjara dipelopori oleh ICOPA (International Conference On Prison Abolition), yang melihat
pidana sebagai hal yang jahat. Menurut mereka, pidana adalah jahat, oleh-karena itn untuk
menanggulangi kejahatd;‘i tidaklah layak dengan menggunakan suatu pidana, karena pidana

!

sendiri adalah jahat. Afasan lain yang dikemukakan kaum Abolisionist mengenai penolakan

s

3 Muladi, op.cit., hal, 141-143.

% 1 JL.C. Hulsman, Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasl, Jilid 1,
Terjemahan Wonosusanto, Forum Studi Hukum Pidana Surakarta, 1983, hal. 42.

37 1E Hall Williams, Changing Prison, Peter Owen, London, 1975,p. 70.
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pidana penjara itu dihuhl'ingkan dengan sustu psham vang ada dalem suatu ilmu pengetahuan
yaitu Determinisme.® Menurut paham ini, manusia tidsk mempunysi kemerdekaan atan
kebebasan kehendak (free will) untuk bertindak, karena setiap individu selalu dipenganihi baik
faktor yang ada dalam dirinya maupun oleh fakior yang ada di lingkungannya. Dengan kata
lain, semua tindakan manusia ditentukan oleh hubungan kausal. Oleh karena itu setiap individu
tidsk mempunysi kebebasan bertindak, maka tidak layak untuk meminta pertanggungjawaban
terhadap orang fersebut ap_abila ia melakukan tindak pidana. :

Dalam pemahaman Sosiologi Hukum, Emilie Durkheim peletak dasar Sosiologi Hukum
di Eropa — dengan teo:_inya vang membedskan berbagai jenis hukuman dsiam Klasifikasi
‘kesetiskawanan mekanis’ yang diiringi dengan sanksi yang bersifat mengekang (represif)
dengan “Kesetiakawanan organis® yang diiringj dengan sanksi yang bersifat pemuliban (resiiiuiif)
- berpendapat bahwa makin kuno suatu masyarakat, makin represif atau mengekang, makin
keras dan dasyat sanksinya, semakin tinggi tingkat perkembangan sustn masyarakat, semakin
ringan hukumannya schinggs pengekangan hampir sama sckali diganti dengan pemulihan.
Sanksi yang sifatnya memulihkan semata-mata terdiri dari pemulihan benda-benda seperti
sediakala, hubungan yang. terganggu dipulibkan ke dalam keadaan yang normal, baik dengan
jalan menarik kembali perbuatan pelanggarah serta mengembalikannys kepada tpe yang
darinya perbuatan ity menyimpang ataupun dengan membatalkannya, yakni menghapuskan

segala nilai sosialnya.™

= Djisman Samosir, Fungsl Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidansan di Indonesis,
Binacipta, Jekarta, 1992, hal. 49,

® Emile Durkheim dalam George Gurvitch, Sosiologl Eukum, Bhratera, Jakarta, 1988,
hal. 95-96. :
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Dalam hukum positif Indonesia, hakim diberi kebebasan uniuk memilih jenis pidana
atau tindakan (strafcort) bagi anak nakal, yeitu Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam UU No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hal tersebut juga diatur (Pasal 22, 23 dan 24), yang
menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menganut “Double Track System”.

Putusan yang diberikan terhadap anzk nakal haruslah rasionsl. Namun diskui oleh
Gregorius Aryadi®, bahwa tidak mudah memberikan dasar pertimbangan dan putusan hakim
yang dianggap rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmish, yang dapat diterima
oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum/hakim yang lebih tinggi, serta masyarakat. ¥
fNamun disayangkan dalam UU No. 3 Tahun i997 tentang Pengadilan Ansk ini tidak diator
“Pedoman” mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam
menjatubkan sanksi kepada anak, khususnya pidans penjara. Padahal menurut Barda Nawawi
Arief, prinsip-prinsip pc;ijau.lhan pidana inilah yang paling penting dikéﬁlukakan dalam
ketentuan tentang peradilan, karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-

dokumen internasional,® Sementara dalam Rancangan KIJHP Nasional, pedoman pemidanaan

in teiah diisysratkan.®

“ Gregorius Aryadi, Putusan Haklm Dalam Perkara Pldana, Penerbit Universitas Aima
Jaya, Yogyakarta, 1995, hal. 69.

41 Bigmar Siregar menyatakan bahwa hakim tidak saja bertanggung jawab pada hukum, diri
gendiri, kepada rekyat, tetapi bertanggung jawab pada Tuhan YME.
Bismar Siregar, op.cit., hal. _}35.

2 parda Nawawi Arief, Masalah Perlindungsn Hukum Bagl Ansk, op.cit., hal. 12.

9 ihat Pagal 52 RKUHP Nastonal 1991/1992 yang Disempurnakan tanggal 13 Maret, bahwa
hekim diwejibken mempertimbangkan beberapa faktor entara lain ; motif, sikep batin, dan kesalehan si
pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya,
gerta bagaimena pengaruh pidana terhadap masa depan si permbusat,
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Atas dasar kebebasan pemilihan sanksi puls didapatkan kenyatasn bshwa yang
dominan diberikan pada ,"..anak nakal, adalah pidana perampasan kemerdekaan. Sementara
diketahni banyaknya sisi negatif yang ditimbulkan oleh penjatuhen pidana tersebut, dan bagi
anak justre akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, sudah harus lebih dipikirkan pendayagunaan
jenis hukuman lain yang bukan kelembagaan (institusional), termasuk tindskan untuk
dikembalikan kepada negara (Anak Negara). Pendayagunaan tndakan pengembalian kepada
orang tua, wali, atau orang ina asuh sebagai aliematif dirasakan cuknp mengena, seperti yang
diungkapkan oleh B. Simandjuntak bahwa kinderstrafrecht didasarkan atas suatn tujuan
tertentu yang pantas, wajar, dan humanistis. Apabila dirasakan tidak perlu ada hukuman dan
orangtua masih sanggup n;imgasuhnya, si anak dikembalikan pada orang tua (wali atau orang
tua asuh, pen), juga dalam perkara penting sekalipun.** Ungkapan tersebut dapat dipermakium
dan ditindaklanjuti, karena Emcnumt Zakiah Daradjat bahwa keluarga adalah tempat pendidikan
yang pertama dan utama.® Dalam keluargalah seorang ansk dididik terhadap penumbuhan dan
pengembangan iman dan takwa (rasa keagamaan), pembinaan akhlak, pembentukan
kepribadian dan sikap, serta pengembangan bakat anak. Hanya saja, lebih lanjut dinngkapkan
Zakigh, jika menginginkan pembentukan anak yang diridhai Allsh SWT, yang bertakwa,
berilmu, terampil, berakhlak mulia, sehat tubuh dan menial, maka diperiukan orang tua yang
mampu melaksanakan ﬁmgsi pendidikan bagi anak-anakiya. Orang tua harus kuat imannya,

taat beragama, baik akhiaknys, dan sehat mentatnya. %

“  Simandjuntak, Patologi Sostal, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 176.

45 7akish Daradjat, Kesshatan Mental Dalamn Keluarga, Pustaka Antara, Jakaris, 1993,
hal, 56. .

4 1bid, hal. 55.



Apabila dilihat dati sudut politk keiminal, menurut Barda™ bahwa masaleh strategis
yang justrs harus ditanggulangi jalah masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial secara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atan menumbuhsuburkan kejahatan (termasuk
perilaky menyimpang yang dilakukan oleh anak, pen). Ini berarti, penanganan atay penggarapan
masalah-masalah ini jusﬁu merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik
kriminal. Oleh karena itu, wajarlah apabila kongres PBB ke-6 Tahun 1980 tentang Prevention
of Crime and Trcatlunent%of Offenders sangat memperhatikan masalah ini,*® Kebijakan integral
dengan penckanan pad:; pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberi
kesempatan untuk timbulnya kejahatan, jugs sangat mendapétkan perhatian dari Kongres PBB
ke-7 Tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen Kongres mengenai “Crime Prevention on the
Context of Development” (Dokumen A/CONE.121/1.9) bahwa upaya penghapusan scbab-
sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “Strategi pencegahan

yang mendasar” (The basic crime prevention strategies).®

. METODE PENELITIAN
1. Metode Pmdeka@ |
Metode pcndékatan yang digunakan dalam penelitian ini adalsh Yuridis-Sosiologis.
Pendekatan yuridis karena ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : asas, konsepsi,

dokirin hukum, serta isi kaedah hukum; sementara pendekatan sosiologis karena penclitian

(]

47 parda Wawawi Aref, Bunga Ramps! Kebijaksn Hukum Pidsna, Citra Aditya Bakii,
Bandung, 1996, hal. 10.

48 1 ihat Sixth UN Congress, Report, 1981, hal. 5.

* Bards, Bunga Raxi’ipni Kebljakan Hukum Pidana, op.cit,, hal. 12.
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ini ditnjukan pada penerapan ketentuan perundang-undangan yang terjadi dslam praktek.,
yaitu terhadap bekerja;r_ya aparat-aparat hukum yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak. |
Penelitian ini jlg}ga menggunakan metode kualitatif, karena bermaksud mengungkap
pemahaman terhadap -‘realitas sosigl dan tingkah laku aparat yang terkait dengan Sistem
Peradilan Pidana yang diberlakukan bagi ansk, dan diutamakan terhadap aparat pemberi
putusan (hakim). Unﬁlk mengungkap realitas sosial dan tingkah lakw dan aparat yang
dimaksud, menurut E‘;anapiah Faisal dapat melalui proses penghayatan terhadap sistem
makna yang terstruktur dalam “dunia psikis, sosial, dan budaya™ aparat yang bersangkutan,
dalam hel penghayatan makna itulsh yang mewamnai pilihan sikap dan tingksh laku,®
Pemilihan metode ml karena beberaps pertimbangan-pertimbangan ©  pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila bethadapan dengan kenyataan ganda;
kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan
responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan
banysk penajamen pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.™
Penelitian ini dilengkapi dengan metode yuridis-komparatif, yaitu berkaitan dengan
pidana kelembagaan/institusional yang diperbandingkan dengan tindskan pengembalian
kepada orang tus, wali, atau orang tua asuh; disamping juga berusaha untuk

4

® Senspieh Faisal, Peftelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasl, Yayasan Asih Aseh

Asuh Malang (Y A 3 Malang), Malang, 1990, hal. 2.

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarys, Bandung, 1996,

hal. 5. ‘
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diperbendingksn dengan hukum pidana (dalam Kaitan dengan SPF) tentang anak yang
berlaku di negara lain.
' 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis, scbab ingin menggambarkan
identifikasi terhadap faktor penyebab terhambatnya fungsionalisasi Lembaga Pengembalian
kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, terutama ditujukan pada hakim ansk sebagai
" pemberi putusan. Caranya yaitu dengan mengadakan eksplorasi/penggalian dari objek
penelitian, untuk mcnl?apatkan pemshaman yang mendalam dari permasalahan yang ada.
Kemudian, dilakukan analisis untuk memberikan alternatif pemecahan, dan mencari sarana
kendisional yang dapat mennmbuhkan potensi lembaga tersebut.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kotamadia Palembang, dengan asumsi bahwa
diduga tingkat knnunahtas yang melibatkan anak sebagai pelaku, cukup tingei, sementara
lembaga pengembalian kepads orang tua, wali, atau orang ta asuh sebagai resksi
kenskalan anak jarang digunakan.
4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan titik berat pada
data primer dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sementara data
sekunder bersifat pelengkap.
_ b. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer didapatkan langsung dari aparat yang berhubungan dengan Peradilan
Anak, yaitu : Penyidik Ansk, Pepuntut Umum Anak, Hekim Anak, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum yang pernah menangani kasus anak. Sementara
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sumber sekunder didapatkan dari penelitian kepustakean berupa bahan hukum primer :
himpunan perundang-undangan dan dokumen internasional yang berthubungan dengan
pertindungan anak i?ermasalah; dan bahan sekunder yaitu : hasil karya ilmiah, hasil-hasil

penclitian, dan data arsip dani instansi yang terkait.

5. Metode Pengumpul?l Data

Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data
dilakukan denpan metode pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Metode
wawancara ditakukan secara “Open-ended interviewing” dengan mempersiapkan pokok-
pokok masalah, yang diharapkan dapat herkembang pada saat penclifian berlangsung.

Namun disamping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan (iz‘brzazy

research). o
6. Sampel dan Teknik Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah selurub sparat yang terkait dengan Sistem Peradilan
Pidana Anak.

b. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu terhadap aparat yang pemah menangani kasus
anak, dengan asumsi bahwa responden dianggap memahami permasalahan yang ada,
yaitu :

« 2 orang Penyidik Anak

o 2 o;ang Jaksa*Anak

¢ 2 orang Hakim Anak : "
o 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan |

o 2 orang Penasihat Hukum.
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sumber sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer :
himpunah perundang-undangan dan doklunen internasional yang berhubungan dengan
perlindungan anak bermasalah; dan bahan sekunder yaito : hasil karya ilmish, hasil-hasil
penelitian, dan data arsip dari instansi yang terkait,
Metode Pengumpulan Data |
Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data
dilakukan dengan metode pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Metode
w.awanlcara ditakukan secara “Open-ended interviewing” dengan mempersiapkan pokok-
pokok masalah, yang diharapkan dapat berkembang pada saat peneliian betlangsung.
Namun disamping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan (library
research).
Sampel dan Teknik Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang terkait dengan. Sistem Peradilan
Pidana Anak.
b. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu terhadap aparat yang pemah menangani Kasus
anak, yang dianggap memahami permasalahan yang ada, yaitu :
e 2 orang Penyidik Anak
« 2 orang Jaksa Anak
¢ 3 orang Hakim Anak
o 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan

+ 2 orang Penasihat Hukum.
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Analisis Data

Data yang telah didapatkan dianafisis secara kualitatif dengan penguraian deskriptif,
diagnostik, dan preskeptif Hal ini bertolak dari maksud peneliian yang tidak hanya
mengungkapkan dan  menggambarkan  data sébagaimana adanya, melainkan
mengungkapkan realitas apa dibalik kebijakan aplikatif terhadap perlindungan anak nakal.

Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis-empiris, yang'
dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif.

Penryajian analisis data empiris, diéunakan untuk menkaji realitas perilaku aparat
sebagai instrumen petlindungan terhadap anak yang mengslami hambatan kenakatan.
Dengan analisis yang dilakukan, dapat menunjukkan seberapa jauh peran SPP dapat
menunjang upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami hambatan kelakuan, atas
dasar filosofis demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Sementara pemyajian analisis
yuridis-normatif, bertolak dari peraturan perundangan hukum positif dan dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan perlindungan anak, khususmya anak yaﬁg dihadapkan
pada sarana penal.
Sistematika Penulisan

Pada Bab T akan dibahas mengenai latar belakang perlunya fungsionalisasi Lembaga ©
Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, karens bagi anak yang terpaksa
dihadapkan pada sistem yang menggunakan sarana penal sebagai reaksi perbuatan
menyimpang yang dilakukantya, alfan menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh
besar bagi perkembangan jiwa, fisik, dan sosialnya. Mengingat pembahasan terhadap

permasalzhan anak sedemikian kompleks, maka penclitian ini dibatasi pada hal-hal yang
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berkenaan dengan faktor pemyebab terhambatnya fungsionalisasi lembaga pengembalian
kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan bagaimana alternatif pemecahannya.
Selain itu akan dicari sarana-sarana kondisional yang dapat menumbubhkan potensi
fungsionalisasi lembaga tersebut.

Pada Bab II akan dibahas tinjauan pustaka mengenai anak dan permasalahannya ,
yang diharapkan dapat memberikan ;gambaran umum sebagai kerangka menghantarkan
pada pemahaman yang lebih konksit dalam Bab TL

Bab I sebagai bab Hasil Penclitian dan Pembahasan, terurai dalam 4 sub bab,
yang pada pokeknya membsghas tentang (1) data-data frekuensi tindak pidana dalam
wilayah hukum Palembang, statistik tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan statistk
putnsan-putusan  yang  diberikan; (2) identifikasi faktor penyebab terhambatnya
fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;, (3)
kondisi-kondisi disfungsi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuh; dan (4) upaya penumbuhan potensi fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada
orang tua, wali, atan orang tua asuh.

Akhimya, Bab IV sebagai Bab Penutup, berusaha untuk menyimpulkan dari

kegiatan penelitian yang dilakukan, dan memberikan beberapa masukan/saran.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A, PERGERTIAN ANAK

Perlu diketahui bahwa sebenamya citra atan pengertian tentang manusia dan
kemanusiaan merupakan  faktor yang dominan dalam menghsdapi dan menyelesaikan
permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia
juga. Di sini yang mcnjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak
samg-5ama mempunyai hﬁk-hak dan kewajiban; meotivasi seseorang unfuk ikut serta secara
tekun dan pigih dalam setiap kepiatan perlindomgan anak; pandangan bahwa setiap anak itu
wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tva, anggota
masyarakat dan negara.! Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra
yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut anak. Di sini masalah
perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.?

Kalau kita kaji hal;tcrsebut di atas, jelas bahwa bagi mercka yang mempurnyai citra
yang tepat mengenai mmué@a dan kemanusiaan akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan
membangun manusia seuWa, yang juga meliputi kepiatan perlindungan anak., Karena,

pengertian manusia yang tidak tepat akan menimbulkan suat hambatan dalam Kkegiatan

! Shanti Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, !988, hal.15.

?  Arif Gosita, Masalah Perlindungsn Anak, Akademika Pressindo, Jekarta, 1985, hal.15
berpendapat bahwa” .. alangkah baiknya kalau kita ikut serta dalam peluksanaan kegiatan perlindungan
anek bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut : yang dilindungi maupun
yang melindungi dan siapa saja yeng terlibet dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-
mansia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yeng sama dengan kita sebagai manusia, dan
yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat.”

[¢]
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mengembangkan keadilan dan kescjahteraan pada umumnaya, dan kegiatan perlindungan anak
pada khususnya.

Pengertian anak menurut Paulus Hadisuprapto, biasanya dilakukan dengan
mendasarkan pada tinjgkatan usia, dalam arti tingkat usia berapaksh sescorang dapat
dikatagorikan sebagai ansk. Disamping itw, ada puls yang menggunakan pendekatan
psikhososial dalam usa}_i_;mya merunmskan batasan terhadap anak ini.*

Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturan tentang anak dapat dilihat

pada :

1), Kitab Undang-Undang Hukem Pidana (KUHFP) :
KUHP tidak memberikan rumusan sccara cksplisit tentang pengertian anak (sebagai
subjek), tetapi pembatasan usia anak (scbagai objck) dapat dijumpai antara lain pada:
B Pasal 45 dan ?asal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu

Pasal 45 :

“Jika seseorang vang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakanmya
ketika wnumya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supays si
tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan
tidak dikenakan sesuatu hukuman; atay memerintashkan supaya si tersafah diserahkan
kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan scsuatu hukuman, vakni jika perbuatan itu
masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diteranpkan dalam Pasal 489,
490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu
dilakukan sebelum laly dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia
melakukan salah satu pelanggaran it atau sesuaty kejahatan; atau menghukum anak

yang bersalah itu”

Pasal 72

“(1). Jika kejahatan yang hanmya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang
yang umunya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada
orang yang di bawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka

?  Paulvs Hadisuprapto, Juvenile Delinquency. Pemahamsn dan Penanggulangannys, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7.
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selama dalam kcﬁdaan—kcadaan ifu, yang berhak mengadu ialsh wakilnya yang sah
dalam perkara sipil

(2). Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh
dilakukan atas pengaduan weli yang mengawast atau curator (penilik) atau majelis yang
menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu,
atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak
ada atas pengaduan kaum kelvarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat

yang ketiga”

W Pasal 283 yang memberi batasan usia 17 tahun, vaifu :

“(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyakmya Rp. 9000,- diiukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-
lamanya atau buat sementara wakiu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan
kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinrya atau patut diketehuinya bahwa
orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu fulisan, gambar, atau sesuaty barang yang
menyinggung  perasan kesopanan, atap sesuafu cara yang dipergunakan untuk
mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara

it diketahuinya.

(@). Dengan bukuman serupa ity juga dilukum barangsiapa dihadapan seseorang yang
belum dewasa seperti terscbut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (fulisan)
yang melanggar perasaan kesopanan.

(3). Dengan hukuman penjara sclama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyakmya Rp. 9000,- dihukum barangsiapa
menawarkan, menyerahkan, buat  sclema-amanyz - atau sementara  waktu,
menyampaikan di tangan ataw memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa
sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat {tulisan), gambar, atau barang yang
melanggar perasaan kesopanan, demikisn pula memperdengarkan di hadapan
seseorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang
menyinggung perasaan kesepanan, jika ia ada slasan yang cukup untuk menyangka,
bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara ity
ialah cara untuk mencegah kehamilan”
Bl

2). UU No. 3 Talam 1997 tentang Pengadilan Anak ,

Pasal 1.1. menyatakan bahwa : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

dan belum permal kawia,




3).

4).

5).

6).

7.

8.
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KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981),
yang tidak secara cﬁsplisit diatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 (5)
memberi wcwcnang-:- kepada hakim untuk melarang anak yang ‘l‘)cl'um mencapai USiE; 17
tahun untuk menghadisi sidang,

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( BW),

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah
dewasa (meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur
21 tahun dan Pendewasaan (venie aeletis Pasal 419).

Pasal ini senada dengan Pasal 1.2 UU No. 4 Tahun 1979 (UU Kesejahteraan Ansk).
SEMA Jaksa Agmg_g No. SE-002/JA/4/1989, |
metninta agar tcrhadép anak yang belum berusia 18 tahun diperlakukan tata tertib sidang
anak.

PP No. 2 Tahun 1988,

tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, yaitu anak adalah
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin,

UU Nowmor 39 tahan 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

yaitu pada Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adaldh setiap manusia yang berusia di
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal terscbut adalah demi kepentinganmya.

Batasan Anal yang berlaku di negara-negara Jain

L Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 tahun,

sementara 6 negara bagian menentukan antara 8- 16 tabun.
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Inggyis, ditentukan batasan antara 12-16 tahun.

Austrafia, dikebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.

. Belanda, menentukan batasan umur antara 12-18 tahun,

Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.

. Iran, menentukan batasan wmur antara 6-13 tahun.

7.

8.

Jepang dan Koréj:_',a, menentukan batasan umur antara 14-20 tahun.

Taiwan, mencnggkan batasan umnur antara 14-18 tahun.

9, Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 tahun.

10. Filipina, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.

11. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 tahun.

12. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.*

8). Dalam Dokumen Internasional :

1. Task Force on Juvenile Delinguency Prevention, menentukan bahwa seyogiamya batas

usia penentuan seseorang scbagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana
ditetapkan usia terendah 10 tahun, dan batasan atas antara 16-18 tahun.

Resolusi PBB,,. Resolusi 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Tustice (Beijing Rules) menetapkan batasan anak adatah
seseorang, yang berusia 7-18 tahun (Commentary Rule 2.2) ; dan Resolusi PBB No.
45/113 mencntukan batasan atas yaitu 18 tahun (Role 119 (2)).

Dalam kaitan penentnan batasan anak dari aspek psikhososial, seperti diungkapkan ofch

Singgih Gunarse (1989) dalam makaialmya yang bejudul “Perubahan Sosial Dalam

4

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Huku, LP3ES, Jokarta, 1989,

hal.10-11. ;

ol
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Masyarakat”, yang disémpaikan dalam S:;,minar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan™
di Jakarta, mengemukakan klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia
dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi 5, yaitu: (2) anak, sescorang yang
berusia dibawah 12 tahun.; (b) remaja dini, sescorang yang berusia 12-15 tahun ; (c) remaja
penuh, seseorang yang bc:,‘rusia 15-17 tahun ; (d) dewasa muda, s¢seorang yang bcrﬁsia 17-21
tahun ; dan (g) dewasa, sescorang yang berusia diatas 21 tahun. Masing-masinglﬁngkatan usia
mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. Menurut J. Pikunas dan R.J. Havighurts
seperti yang dikutip Singgih Gunarso, bahwa remaja dini (usia 12-15 tehun)y memiliki
kecenderungan kejiwaan antara lain : (2} sibuk incnguasai tubuhrya, karena ketidakseimbangan
postur tubuhmysa, kekurangnyamanan tubuhnya ; (b} mencari identitas dalam kelvarga, satu
pihak menjurus pada sifat egosentris, pada pihak lain ia belum sepenuhmya ‘diserahi tanggung
jawab, schingga ia sméat memeriukan daya tampung dari lingkungan keliarganys | (c)
kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencarn
popularitas. Datam fase. ini ia sibuk unmtuk mengorganisasikan dirimya, mulai mengalami

perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual,

“bergaul dengan lawan jenis ; (d) minat ke tuar rumah tinggi, kecenderungan untuk ‘trial and

error tinggi dan kemauan untuk belajar dari pengalamanpun tinggi ; (¢) mulai timbul usaha-
usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, dan kiub.klub olahraga,
kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya. Semcntara pada tal{apan remaja lanjut,
ciri-ciri vang melekat padanya ialah © (2) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa
menerima kondisi fisiknya 5 (b) mulai dapaf menikmati kebebasan emosionalnya ; () mulai
Jebih mampu bergaul ;;(d) sudah menemukan identitas dirinya (c). nlai memperkuat

penguasaan dirt dan menyesuaikan perilakunya  dengan notma-norma keluarga dan
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kemasyarakatan ; dan (f) mulai sccara perlahan-lahan meningpalkan reaksi-resksi dan sikap
kekanak-kanakkan,®

B. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK

1. Pengertian Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Dikalangan para ahli di Indonesia, tidak ada péﬁdapat yang seragam mengenai istilah
“Javenile Delinquency”.® Ada yang menycbutnya sebapai Kenakalan Anak, Kenakalan
Remaja, Kenakalan Pemuda, Delinkuensi Anak, atau Tuna Sosial,

Istilah “Juvenile” senditi berasal dari bahasa lﬁﬁn “Juvent/is™ attinya : anak-anak,
anak’ muda, ciri karakteristik pada usia muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sementara
istilah “Deftnguent” berasal dari kata latin “Delinguere” yang berarti : terabaikan,
mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar
aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat dii}crbaiki tagi, durjana, dursila, dan lain-

lain.”

*  Singgih Gunarzo, Perubshan Sosial Dalam Masyarakat, Makalsh disampaikan dalam
Seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 9.

$ Ruth Strong, Fakta-fakta Tentang Kejshatan Anak-Ansk Nakal, Yayasan Jakarta, Jakerta,

1972, hal.3 menyatakan :

“ - Di kalengan kepolisian, khususnys pihak Biro Anek-anak telsh menggunakan istilah ‘Ansk Tuna
Laras’ ; sedangkan pihak Departemen Sosial menggunakan istilah ‘Anak Tuna Sosial’, yang pada
hakikatnya mempunyai arti yang sama,

- Pada masyarakat Tndonesia pada umumnya, nampaknya telah sepakat untuk menerjemahkan istilah
‘huvenile Delingquengy’ dengan ‘Kenakalan Anak’, dan menghindarken pengguneen istileh
‘Kejehatan Anak’, Dalam hal ini, Lembaga Penyelidikan Pendidiken FKIP UNPAD, atas dasar
pertimbangan yang sama telah menggunakan istileh ‘Anak Nakal’, bukan ‘Anek Jahat’ (Buletin
Resgearch Th. 1 No. 2).* .

? Kartini Kartono, op.cit., hal.7.
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Dalam istilah bahasa Indonesia belum didapatkan suatu terjemahan yang tepat tentang
istitah “Ju;aenile Delinguency” ataupun belum ada suatu ketetapan Pemerintah mengenai hal
imi, para ahli lebih cenderung menggunaken istilah “Kenakalan Anak™ daripada istilah
“Kejahatan Anak™. | |

Apa yang dimaksud tentang Kenakalan Anak-anak, dapat dilibat padla" pc@usm yang
berikut : | .r
a, Paul W. Tappan, yaﬁg memberikan pengertian “Juvenife Delinguency™ sebagai berikut 3

“The Juvenile Delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court
of proper jurisdiction. Delinquency is any act, course of conduct on sitution which
might be brought before a court and adjudicated”. .

(Terjemahan bebas ; Anak yang berperilaku menyimpang adalah seorang anak yang
diputuskan demikian oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Perilaku yang
menyimpang adalah sefiap perbuatan, sitwasi yang mungkin dibawa ke pengadilan
untuk diperiksa.)

b. Maud A. Merril, dalam bukunya “Problem of Child Delinguency” (Hoston, 1947), seperti

yang dikutip oleh Dr. Gerungan, merumuskan

“A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so
grave that he become or ought to become the subject of official action”
(Terjemahan bebas : seorang snak digolongkan anak delinkuen apabila tampak
adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncakitya
schingga yang berwajib terpaksa atau hendakiys mengambil tindakan terhadapnya,
dalam arti menahanoya atau mengasingkanmya).

€ Ppaul W. Tappan, Juvenile Dalinquency, Mc Graw Hill Book Coy Inc, New York — Torento
-London, 1949, hal 23,

® Maud A Merril _:da!arn Dr. Gerungsn, Psychologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco,
Bandung, 1966, hal 199,
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¢. Fuad Hasan, yang mengartikan delinkuensi sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan
oieh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindak
kejahatan. '

d. B. Simandjuntak vang memberi batasan :

1. Juvenile Delinquency berarti perbuatan dan tingkab laku pcrkosaan‘tcrhadap

. norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang
dilakukan oleh anak (para juvenile delinquents).

2. Juvenile Delinguent itn adalah offenders vang terdiri dari “anak™ (berumur di
bawah 21 tahun - pubertas) yang tczmaéuk yurisdiksi pengadilan anak (Juvenife

Courd).!!

¢. Dari Beberapa Scmiélar Internasional, yang melahirkan beberapa perumusan scbaga

‘ berikut ;2 ‘.

! 1, Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953, merumuskan : “Semua perbuatan

] yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi apak-mnak merupakan
“delinguency” ; jadi semua tindakan yang dilarang oleh Hukum Pidana seperti :
mencurd, menganiaya, dan sebagainya” ;

2. Seminar “Buropean Social Welfare” di Paris 1949, merumuskan : “Semua perbuatan

yang merupakan penyelewengan dari norma kelompok atau masyarakat tertentu yang

° Fuad Hasan, dalam B. Simandjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remsja, Alumni,
Bandung, 1984, hal 46,

| ' 1hid, hal 47,

12 pomli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja, Armico, Bandung, 1983,
hal.21.
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menimbulkan kcjonaran dalam masyarakat itu, misalnya : memakai celana jengki,
berdansa rock’n-roll, bolos dari sekolah dalam daerah-daerah tertentu”™ ;

3, “Middle East Seminar”, di Cairo tahun 1953 merumuskan : “Semua perbuatan yang
menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi si anak termasuk bcrgclandangan,

mengemis karena terlantar, dan sebagainya” ;

£ Team Proyek “Juvenile Delinguency” FH Universitas Padjadjaran merumuskan:

i
“Delinquency adafah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang
anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
di suaty nepara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serfa ditafsirkan
sebagai perbuatan yang tercela”. '

Jadi yang menjadi uRsur-unsur delinquency itu adalah ;

1. adanya suatu tindakan/perbuatan ;-

2. tindakan/perbuatan itu bcrtcntangan dcngan ketentuan tmkum ;

3. dan dirasakan serta ditafsirkan masyarakat dengan perbuatan yang ter cela.”?

UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) dalam Pasal 1 ayat 2 merumuskan sebagai
berikut :

“Anak Nakal adatah

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun mcnurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat bersangku

Dari perumusan pasa} di atas, yang menjadi lingkup dalam penelitian ini adalah anak nakal

yang melakukan tindak pidana, scperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 sub a di atas.

2 1hid, hal. 22-23.
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2. Latar Belakang Keuékalan Anal/Tindak Pidana Anak

Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang pengertian kenakalan anak/tindak
pidana scperti yang telah diungkapkan scbelumnya, perln kiranys dikemukakan tentang
sebab-sebab mengapa séscorang anak ity metakukan kenakalan. Dengan perkataan lain, periu
diketahmi faktor-faktor yang mendorong, atau dapat juga dikatakan latar belakang dari
perbuatan yang dilskukan si enak. Secara teknis, seperti yang diungkapkan olch Romii
Atmasasmita bahwa latarl belakang kenakalan anak terkait pada faktor kriminogen dari scorang
anak, atau secara tegas mengenal motivasinya. Apakah yang dimaksu_dkan dengan istilah
“motivasi”, dapat kita Lhat pengertian yang dibenkan Oxford Dictionary. Bahwa motivasi
berasal dari kata “motiv’ yang berarti : kecenderungan adanya inisiatif untuk bergerak.
Motivasi sering diariikan dengan hal-hal yang menyebabkan atau mendorong individu atau
kelompok untuk berbuat scsuatu. Dalam ari yuridis, motivasi diartikan : ... latar belakang
sescorang untuk hcrbua;‘. sesuaty”. ™ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia-pun pembatasan
motivasi adalah : (1) dorongan yang timbul pada din seseorang, sadar atau tidak sadar untuk
melakukan suata tindakéh dengan tujuan tertentu ; (2) usaha-usaha yang dapat menyebabkan
sescorang atau kclozmpok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai
tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan pcrbuatarmya.15

Dari perumusan motivasi tersebut diatas, dapat dipetik adanya suatu kesamaan

pendapat atau pengertian, bahwa suatu perbuatan tidaklah dapat dipisabkan dari scbab-

“

4 Thid, hal.44.

¥ Tim Penyosun Kamus Pusat Derrbinaan dan Pengernbangan Bahasa Departeraen P dan K,
Kamus Besar Bahasa Indonesis, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.




scbabnya, yaitu faktor-faktor yang menycbabkan timbulmya suatu perbuatan ity sendiri
Pembahasan mengenai masalah motivasi tersebut, secara teoritis mengandung manfaat,

tujuan, dan fungsi scperti yang diungkapkan dalam laporan hasil Team Proyek “ Juvenile

Delinguency™ Fakultas Hukum dan Pengetahuan masyarakat UNPAD pada medio Desember

1967, schagai benkut :

o motivasi it mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dimana motivasi
mempuutyal peranan Zécbagai tenaga penggerak atau motor yang memberikan daya energi
dalam mewujudkan sﬁam perbuatan ;

motivasi menentukan arah tujuan perhubungan yaitu untuk merealisasikan tujuan atau cita-

.
citanya. Motivasi ini merupakan perbuatan yang meniadakan penyelewengan dan
melaruskan perbuatan yang keliru. Daiam hat ini motivasi yang dimaksud. adalah motivasi
yang positif , penjelasan tijuan yang ditempuh berarti makin memperjelas jalan itu séﬁdi:i :
o moivasi itu sebenarnya mengadakan Koreksi terhadap perbuatan yang akan kita lakukan™

sendiri, artinya memi}ih mana perbuatan yany dibenarkan dan manakah perbuatan yang
harus dihindarkan.
Dengan demikian, didala;h pengertian motivasi terkandung suatu niat, hasrat, tckad, dorongan
kebutuhan, cita-cita, yang kemudian dimanifestasikan denpan lahimya perbuatan-perbuatan.
Motivasi, mempunyai 2 bentuk yaitu motivasi intringik dan motivasi ekstrinsik. Yang
dimaksud dengan meotivasi yang pertama adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu
sendiri untuk mengejar nilai-nilai positif perbuatan yang dilakukan. Motivasi ini terbagi menjadi:
faktor intellegentia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sementara
motivasi ekstrinsik ialah. motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar anak itu sendiri,

artinya datam mengejar nilai-nilai tersebut terdorong oleh faktor-faktor dari lnar, Faktor-faktor
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yang termasuk dari motivasi ini adalah : faktor rumah tangga (keluarga) , pendidikan dari
sekolah, pengawasan anak, dan faktor mass media. Yang paling banyak ditomjukkan dengan
lahimya suatu pesbuatan iglah motivasi ekstrinsik itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari
motif perbuatan, kita hams lebih banyak mengarahkan perhatian kepada pengarub dani luar,
dengan catatan motivasi instrinsik tidak terlepas dari motivasi ekstrinsik, schingga satu sama
lainnya saling isi mengisi. 8

Dalem mengungkapkan motivasi sescorang anak yang melakukan Kenakalan anak-
anak, haruslah diusahakan untuk terlebih dahulu mengenal pribadi si anak atau lebih luas lagi
harus berusaha mengenal dunia anak itu sendiri Dengan mengenal dunia anak akan lebih
mempermudah untuk mc;ggungkapkan faktor-faktor yang mendorong seseofang melakukan
perbuatan. Dan usaha lcbiih jauh lagi berarti akan mengenal perbuatan si anak sehingga kita
mengerti perbuataniya dan akibat dari perbuatan itu sendiri.

Untuk menetapkan sebab-musabab kenmakalan ansk-anak (ctiologi) adalah tidak
ymudah, karena banyak faktor yang harus diperhitungkan, misalya : faktor pribadi, pengaruh
sosial, atau pengaruh lainnya seperti riwayat hidup si anak sejak kecil Faktor keluarga
sangatlsh penting, karena merupaken lingkungan yang pertama (lingkungan primer) bagi si
anak. Dalam mencari sebab kenakalan anak tersebut, bukanlah sebab-scbab) yang tunggal atau
unilateral, Sebab-sebabmya berancka warna serta satu sama lainnya saling berkaitan, ada yang
berpengaruh sccara langsung dan ada yang  sccara tidak langsung. Sering pula sukar
membedakan scbabuscbab.-s.dan akibat dari perbuatan terscbut. '

Berkaitan dengan hal tersebut, B. Simandjuntak mengatakan bahwa dewasa ini

penelitian etiologi delinguency telah ditinggalkan ; karena tidaklah mungkin menentukan

16 Romli atrnasasmita, op.cit., hal.45
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sejumlah faktor-faktor yang dapat mencrangkan semua kasus kenakalan anak (Juvenile

. Delinguency). Yang dicari sekarang adalah mengaps dalam kelompok-kelompok orang yang

berbeda atan dalam lingkunpan yang berbeda-beda dengan kondisi-kondisi yang berbeda
terdapat lebih bamyak atau kurangmya anak yang menjadi nakal Jadi yang dicari bukanlah
mengapa si anak melakukan kenakslan. Hanya ada kemuspkinan suatu faktor tertentu
membawa risiko yang lebih besar atau lebih kecl menycbabkan orang -tertentu menjadi
Juvenile Delinguency, Pendapat yang demikian meninggalkan pendapat “the sufficient and
necessary cause” dan dlganu dengan pendapat “necessary but not syfficient” sebagai scbab
dari kenakalan anak. qusuﬁ}cienr and necessary cause senada dengan pcnaapat John Stuart
Mill vang menyatakan bahwa ada satu-satunya faktor yang selalu merupakan faktor sebab
kenakalan anak, tanpa r;lcmcrlukan faktor-faktor lain. Pendapat Stuart Mill ini ditolak olch
Manhclm yang menyatakan bshwa yang ada hanyalah faktor-faktor yang selalu merupakan
s:;i.Jab kenakalan anak bersama-sama dengan faktor lain. Dari uraian ini dapat ditarik
kesimpulan bshwa unfuk menceri scbab-sebab kenakalan anak hendaknya digunakan
pendekatan “mudtiple factor”, dan bukan dengan pendckatan “General Theory™. Pendekatan
multiple factor ini dipakai Sheldon Glueck bersama istrinya Elianor Glueck dalam penelitian
Juvenile Delinguency, sedangkan pendekatan General Theory digunakan Shutheriand dengan

teori Differential Association-nya."’

EEY

17 B Simandjuntak, op.cit., hal.56. .
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Dalam kaitan dengan pendekatan yang berbentuk multiple factor ini - yang scbenarya
menurut #imy kriminologi adalah pendekatan yang digunzkan dalam mencari sebab-scbab
timbulnya kejahatan (ctiologi kriminal)- Simandjuntak lebih lanjut menyatakan bahwa :*

“... tak ada sesuatu yang pasti selalu menghasilkan crime, baik abnormalitas fisik
maupun peryakit jiwa, mental retardation, kurangrya keschatan dan scbagainya.
Kejahatan akan terjadi jika ada kombinasi antara faktor-faktor kepribadian dan
faktor-faktor sosial serta struktur fisik tertentu, Dan pula faktor-faktor itu sendiri
dalam satu hal menimbutkan crime tetapi dalam hal lainnya tidek, karena situasi-
situasi itu tidak pernéh sama betul. Crime adalah bugh dar semua elemen didalam
sesuatu situasi tertentn. Soaluya situasi-situasi sosial tidak ada yang sama dan
terjadi berulangkali™,

$ri Widoyati Wiratmo Sockito membahas sebab-sebab Juvenile Delinguency menjadi
3 kelompok, yaits : (1) Faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan
sekelifingmya ; (2) Faktor-faktor struktural ; (3) Faktor-faktor yang berhubungan dengan

prosedur penentuan dan perlaknan tindakan kenakalan znak.

Faktor-faktor yang menychabkan Juvenile Delinguency yang berhubungan dengan
pribadi atau keadaan sekeliling anak adalah : (2) Rumah tangga/keluarpa yang retak (broken
homes) ; (b) Ditelantarkean oleh orang tua (material, kasih sayang, acuh tak acuh) ; (c)
Kekurangan-kekurangan psikologis ; (d) Pergaulan/teman vang tidak baik.

Secbab-sebab (causa) strukfural terdapat pada : (a) Sisterm ekonomi dan pendidikan
serta struktur untuk memperolehnya di suatu negara ; {b) Dalam proses perubshan sosial
sebagai akibat kemajuan industri, urbanisasi, dan teknik. Untuk mengurangi sebab-sebab ini
lebih sukar karema berhubungan dengan vested interest struktur yang ada, contohmya :

perubahan sistem keluarga sesudah perang ; femomena ibu yang bekerja atau yang tidak

bekerja tetapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ; keadaan perumahan ; kesempatan

W

¥ Tbid, hal.57.
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pendidikan ; perlombaan m’{i;ndapaﬂcan pendidikan yang lcbih tinggi ; kepadatan penduduk di
kota-kota besar ; media komunikasi massa ; pcrkcmbéngan ckonomi dan kenaikan harga-harga
dan scbagainya. Scbab-scb';ib tersebut hanya dapat dikurangi ataw ditanggulangi pada level
perencanaan sosial dan kebijaksanaan sosial.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan periakuan/tindakan
terhadap anak nakal- adalsh ; (1) Piliban undang-undang/peraturan. Benar bahwa peraturan
harus dibuat scbelum kejahatan/pelanggaran timbul, akan tetapi adakalanya lebih bijaksana
apabila suatu perbuatan ﬁd:;k diatur. Adalah tidak selalu bijaksana untuk mengadakan larangan
terhadap dipekerjakanmya enaga anak yang berumur kurang dari 16 tahun -dalam industri
apabila penduduk negara té,rscbut demikian miskin schingga anak-anak harus ikut membantu
mencari nafkah ; (2) Over‘:;acting petugas kepolisian ; (3) Pertakuan dalam lembaga-lembaga
pendidikan atau institutional treatm ent.”

Secara ‘tr:oritik, banyak teori yang lazimuya dipakai sebagai pisau analisis untuk
membedah latar belakang timbulnya kenakatan anak, yang menurut Paulus Hadisuprapto -
dengan menggunakan istilah delinkuensi anak terhadap kenakalan anak - lcbih menckankan
pada kelompok teori Undercontrol {Concensus Theories).® Dalam mengkaji masalah perilaku
delinkuen anak, teori ini ﬁlcndasarkan diri pada asumsi bahwa kita semua menyepakati isi serta
berlakunya kaidah-kaidah~kemasyarskatan, oleh karena jtu merupakan kewsajaran apabila

semua warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah kemasyarakatan itu.

¥ gri Widoysti Wiratmo Soekito, op.cit., hal. 11-12.

® John Hagan dalam bukunya Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and Its
Control, mengklasifikasikan tiga kelompok beser, yakni : (2) Teori Undercontral ; (b) Teori Kultur,
Status, dan Kesempatan ; dan {c) Teori Overcontrol. e
John Hagan dalam Paulus Hadisuprapto, op.cit., hal. 18.
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Teori Undercontrol terbagi dalam : (a) Teori Disorganisasi Sosial ; (b) Teori
Netralisasi; dan (c) Teori Kontrol, yang dibahas pada bagian berkut.
a. Teori Disorganisasi Sosial

Yang termasuk dalam teori ini adatah Teori Differential Association dari E. Sutherland
dan berkembang setelah itu Teori Anomic dari Robert Merton.

Teori Differential Association
Teost ini pada dasarnya mc}eandaskan diri pada proscs belajar. Kejshatan seperti juga perilaku

pada umumirya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang metandasi teori ini ialah - 2
criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present
(Ros¢ Giallombardo, 1972 :'89).

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan — termasuk delinkuensi
anak ~ mengajukan 9 proposisi, yaitu :

(1). Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajan, sccara negatif berart
perilaku jto tidak diwarisi ; ’

(2). Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang fain dalam suatu
proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun
menggunakan bahasa isyarat ;

(3). Bagian yang terpenting dalam proscs mempelujari perilsku kejahatan itu terjadi
dulum kelompok' personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi
yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting
dalam hal terjadinya kejahatan ;

(4). Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi ; (2)
Teknik melakukan kejahatan ; (b) Motif-motif tertentu, dorongan-dorongan,
alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap ;

(5). Arah dari motif dan dorongan ity dipelajari melalui definisi-definisi dari
peraturan hukum. Dalam suzte masyarakat kadang sescorang dikelilingi oleh
orang-orang yang secara bersamaan melibat apa yang diatur dalam peraturan
hukum sebagai sesuatu yang perly diperhatikan dan dipatubi, namun kadang iz
dikelilingi olch orang-orang yang melihat aturan hukum scbagai scsuatn yang
memberi pelnang dilakukannya kejahatan ;

(6). Sescorang menjadi delinkuen karena ckses dari pola-pola pikir yang lebih
melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya keiahiatan

i

n!'.!
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daripada yang n:i'ciihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan
dipatuhi ;

(7). Differential Association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka wakty,
prioritas, serta intensitasnya ;

(8). Proses mempelajari perilake kejahatan yang diperoleh melalti hubungan
dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut selurub
mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya;

(9). Sementara perilaku kejahatan merupakan permyataan kebutuhan dan milai
umun, akan tetapi hal terscbut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai
umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan permyataan
dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama,

Teori Anormie

Istilah Anomie sebetuinya | bcrasal dari seorang pakar Sosiolog Prancis, Emile Durkhcun yang
berasti suatu keadaan tanpa normaa. Konscp Anomie ini kemudian och Robcrt Merton
direformasikan dalam ra{igka menjelaskan  keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan
kecenderungan peng-adaptasianmya dalam sikap dan perilaku ketompok.

Teori Anomic dari Robert Merton ini mencoba melihat antara tahap-tahap tertentu dari
struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Tahapan-tahapan tersebut akan menimbulkan suatu
kondisi dimana pefanggaran terhadsp norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi
“normal”. Merton berusahs menunjukkan babwa berbagai struktur sosial yang mungkin
terdapat di masyarakat dalam: realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu
cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua
unstr yang dianggap pant:ié untuk diperhatiksn dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku
delinkuen ialah unsur-unsui dari strukiur sosial — yang melahirkan “meens™ — dan kultural -

A
yang melahirkan “goals™.
Goals, diartikan sebagai tujuan-mjugn dan kepentingan-kepentingan yang sudah

'

membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, scperti dorongan untuk hidup.




Sedangkan Means adalah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembags dan diterima
sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.

Sclanjutnya, Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan peng-adaptasian yang
dapat ferjadi didalam setiap kelompok masyarskat berkaitan dengan goels dan means..

Berbagai kemungkinan terscbut dapat dilihat dalam natriks berikut ini (Rose Giallombardo,

1972 : 97).

Beatuk Penyesuaian Diri Tujuan Cara-cara
Kebudayaan Melembaga

Konformitas (Conformity) + +

Inovasi (fnnovation) + .

Ritualisme (Ritualism) ) +

Penarikan Diri (Retreatism} - -

Pemberontakan (Rebellion) * *

Keterangan : +) be}arti menerima
(-}  berarti menolak
(#)  berarti menghendaki perombaken menyeluruh

Bentuk 2, 3, 4, dan 5 adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri yang “menyeleweng” dari porma-
norma yang berlaku. Pada bentwk conformity, merupakan perilaku yang terjadi manakala
tujuan den cara yang sudsh ada di masyarakat diferima dan melalui sikap itu seseorang
mencapai keberhasilan, funovation, terjadi manakala seseorang terlalu menckankan fujuan
yang membudaya tanpa menginteralisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata
cara untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut. Menurut Merton, kecenderungan

pengadaptasian ifu banyak terjadi pada kejahatan-kejahatan bermotif ekonomi dan kejahatan
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teshadap harta benda, conto%ll : pencurian, Bentuk adaptast ini cenderung terjadi P;ada kelompok
“lower — class™. Sedangkan?;?imaﬁsm, pada umummnya merupakan kcccndcrung@ yang terjadi
pada keclompok “lower —~ rr;i.iddle class™. Retreatism, mencerminkan mercka yang terlempar
dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk alkohotik, dan penyalahgunaan narkozat. Rebellion,
merupakan perjuangan yang terorganisasikan ditujukan untuk melzkukan perubahan-perubahan
menyeluruh.

b. Teori Neiralisasi

Teori ini beranpgapan bahwa aktivitas manusia dikendalikan oleh pikiran. Dengan
demikian, pertanyaan dan yang dilontarkan teori ini adalsh : “Pola pikiran yang bagaimanakah
yang terdapat di dalam berak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat?”
Pertanyaan ini sckaligus ﬁicnccnninkan suatn anggapan bahwa kebanyakan orang dalam
berbuat suatu selalu dikendalikan oleh pikiran yang baik. Teorl netralisasi juga beranggapan
bahwa dalam masyarakat ;selalu terdapat pcfsamaan pendapat tentang “hal-hal yang baik di
dalam kehidupan masyarakat” dan “jalan yang layak untuk mencapai hal tersebuf”.

Hal yang menarik dari teori ini ialah terletak pada cara menjawab pertanyaan tentang
bagaimanakah proscsiya échingga sescorang yang pada umumnya berpikiran baik sampai
melakukan kejahatan atau berperilaku menyimpang, Menutut teori ini orang-orang tersebut
berperilaku jahat atau mcr};yimpang disebabkan adanmya kecenderungan di ka}angan mercka
untuk merasionalkan no@a-noma dan pilai-nilai - yang scharusmya berfungsi scbagai
pencegah perilaku jahat - Igcnurut persepsi dan kepentingan mereka.

Sykes & Matza dalam artikel yang berjudul “The Technigue of Neutralization :
Theory of Delinguency” mengemukakan bahwa meskipun kebanyakan teori kejahatan

beranggapan bahwa pelaku kejahatan atau delinkuensi, khususnya pelaku kejahatan dari kelas
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bawah, mempunyai cmcnl berbeda dengan orang pada umumnya. Sykes dan Matza berpikir
sebalikya, yaitn bahwa justru kesamaan-kesamaan ciri antara pelaku kejahatan dan orang
kebamyakan lebih banyak kecendemumgannya daripada perbedaannya. Pendapat demikian
didasarkan atas pcngama!tan mercka bahwa temyata dikalangan pelaku kejehaten terdapat
adanya rasa malu dan rasa bersalah manakala mercka baru saja melakukan perbuatan jahatuya.
Menurut Sykes dan Matza, pelakn kejahatan itu merupakan : “orang-orang yang gagal meminta
maaf atas perbuatannya {apologetic fatlure) dan mengikuti arus gaya hidup para pelaku
kejshatan lainmya, melalui; suatu proses yang discbut “pembenaran kelakuan™”. Pembenaran
kelakuan ini oleh Sykes dan Matza dissbut : “Teknik Netralisasi”.
c. Teori Kontrol

‘ Teori kontrol atau sering juga disebut Tcori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi
bahv‘"a individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinaniya
menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatmya sescorang sepenuhnya terganfung pada masyarakat.
Ta menjadi baik kalau masyarakat membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat
juga membuatnya demikian.

Pertanyaan dasar yang ditontarkan paham ini berkaitan dengan unsuz-Unsur pencegah
yang Imampu mcnangka}:- timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat,
terutama para anak danL::;rcmaja, yaity : Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma
masyarakat?, atau : Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?. Pertanyaan demikisn
mencerminkan snatu pemikiran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang
dipandang scbagai pcrsqalan pokok adalah “Ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma
kemasyarakatan”, Dengan demikian menurut paham ini sesuaty peris dicari kejelasannya ialah
ketaatan pada norma, dan faktor-faktor yang menyebabkan sescorang patuh atau taat pada

)
L
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norma-norma kemasyarakatan, Pada dasamya upaya penjelasan perilaku penyimpangan tidak
harus di lakukan dengan cara menjclaskan perilaku “tidak patuh norma”. Oleh karena itu, tidak
mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (Socie! Bound)
sescorang dengan masyarakatnya dipandang scbagai faktor pencegah timbulnya perilaku
penyimpangan. Sescorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat,
manakala dimasyarakat itu telah terjadi pemerosotan fimgsi lembaga kontrol sosial baik formal
maupun informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal disini ialah sarana-sarana kontrol
sosial non hukum positif, atau dalam konteks masyarakat kita sarana:sarana tersebut dapat
diidentikkan dengan lembaga adat, suatu sistemn komtrol sosial yang tidak tertulis namun
memperolch pengakuan keabsahan keberlaknanmnya di masyarakat.
Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur  ikatan sosial itu menjadi 4, yaitu

(a). dttachment , (b) Commitment ; () Invelvement ; (d) Belieh. Attachment, mengacu pada
kemampuan sescorang untuk menginternalisasikan nema-noma masyarakat. Apabila
seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi
kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, berarti ia tak
perduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. Commitment, mengacu
pada perhitungan untung rugi keterlibatan sescorang pada perbuatan penyimpangan. Latar
belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya meng-inventarisasikan segala hal
termasuk waktu, ténaga, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan masyarakat dengan maksud
memperoleh reputasi di masyarakat. Involvement, mengacu pada suaty pemikiran bahwa
apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah
sempat berpikir apalagj melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. Beliefs, mengacu pada

situasi keanckaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota
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masyarakat. Kcanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) meral yang

~ terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Pelaku penyimpangan umumya

mengetahui bahwa perbuatannya “salah” namun makna dan keampuhan pemahamaniya itu
kalzh bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral) schingga
kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada pilirannya ia merasa

bebas untuk melakukan penyimpangan.®!

C. STRATEGI PENCEGAHAN KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAT
BAGIAN DARI PENCEGAHAN KEJAHATAN .

Slra.tcgi pcncegaﬁhn kenakalan anak/tindak pidana anak tidak terlepas dari usaha
penanggulangan kejahatan secara umum yang harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan,
Maksudnya, dalam usahali':pcnangglﬂangan kejahatan tidak saja dilakukan dengan pengpunaan
sanksi pidana (penal), tetapi juga harus dipadukan dengan usgha-usaha lain yang bersifat non-
penal.

Usaha-usaha non-penal terscbut dapat meliputi bidang yang sangat luas disefuruh sektor
kebijakan sosial atau pembangunan sosial. Tujuan utama dari ussha-usaha non-penal ini adalah
memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang sccara tidak langsung mempunyai pengaruh
preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan
kepiatan preventif yang nqﬁ-pmd itu sebenamya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.

Ta memepang posisi kunci yang harus diintesifkan dan dicfektifkan,”

3 1yigarikan dari Paulus Hadisuprapto, ibid, hal. 17-34.

| B Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisiatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidans Penjara, op.cit,, hal. 36,
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Kedudukan yang sangat stratcgis tindakan-tindaskan non-penal ini, dikarenakan ia

menggarap masalah-masalzh atan kondisi-kondisi sosial yang secara fangsung atau tidak

langsung menyebabkan timbuinya kejahatan. Masalah strategis ni sangat mc'ndapat perhatian

dari Kongres PBB ke-cnam tahun 1980 mengenai Prevention of Crime and The Treatment of

Qffenders. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalsh “Crime trends and

crime prevention strategies”. Beberapa pertimbangan menark yang dikemukakan dalam

resolusi ini antara lain ;2

*

bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang
pantas bagi sernua orang,
(the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of

life for all people),

bahwea stratepi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan
kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;

(crime prevention strategies showld be based upon the elimination of causes ond
conditions giving tise to crime},

bahwa penyebab utama dari Kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial,
diskriminasi rasial dan nasional, standard hidup yang rendsh, pengangguran dan
kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;

(the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national
discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad
sections of the population).

Kebijakan intcgraf dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-

kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejshatan, juga sangat mendapatkan

pethatian pada Kongres PBB ke-tujuh tahun 1985. Ditegaskan di dalam Doknmen Kongres

mengenai “Crime prevention on the context to development” (Dokumen A/CONF. 121/L. 9)

3 Bid
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bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan harus
merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (the basic crime prevention strategies) .

i Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke.8 tashun 1990 di
i Havar;zi. Cuba. Dalam Dokumen Kongres No. A/CONF. 144/1/17 tentang Social aspects of
. crime prevention and crimr"f;a! Justice in the context of development antara lain dirryatakan ;

+ bahwa aspek-sspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai
tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan herus diberikan prioritas paling utama;

3 + bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama ekonomi internasional
. hendsknya ditujukanr untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suaty kehidupan yang
| .

J bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutahurufun, kebodohan, penyakit dan ketakutan Jka

| perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang
L sehat. -

Dalam Kongres ke-8 ini dﬁdciﬁtiﬁkasikan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih
luas dan terperinei (khususny_é dalam masalah “Urban Crime™), antara lain -

X 3. kemiskinan, penganpguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan peru-mahan
j yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi:
N b. meningkatnya jumlsh penduduk yang tidak mempunya prospek (harapan) karena proses
| integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
/| ¢. mengendomya ikatan sosial dan keluarga;
i J d. keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota
N atau ke negare-negara lain;
| ¢. rusakmya atay hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan
diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam
lingkungan pekerjaan;

. menurun atan mundumya (kualitas} lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan
kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat  fasilitas
lingkungan/bertetanpga; ;

N g Kesulitan-kesulitan bagj orang-orang  dalam masyarakat modem untuk berintegrasi

scbagaimang mestinya di;: dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keuarga/

; familirrya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sckolahmrya;

h.  Penyalahpunaan atkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperiuas kavena
faktor-faktor yang discbut di atas;

* Barda Nawawi ‘Ariel, Bunga Rampal Hukum Pidana, op.cit,, hal, 12,
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Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan
penadahan barang-barang curian;

Dorongan-dorongan ide dan sikap (Khususmya olch media massa) yang mengarah -pada
tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Alasan Perhatian Pada Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain .

Menurut Aref Gosita, kita periu mencurabkan perhatian yang lebih besar terhadap

pencepahan Kejahatan dan penyimpangan lain (termasuk kenakalan anak - pen)® didasarkan

pada alasan-alasan, entara lain™

a.

Tindakan pencegahian adatah lebih baik daripada tindakan refresif dan korcksi. Usaha
pencegahan tidak selalu memeriukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat
menjurus ke arah  birokratisme yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan/
kewenangan, Usaha pencegahan adalah lebih ckonomis bila dibandingkan dengan usaha
refresif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahoya tidak
diperfukan banyak dana dan tenaga seperfi pada usaha refiesif dan rehabilitasi menurut
perbandingan, Usaha pencegahan juga dapat dilakukan sccara perorangan sendini-sendin
dan tidak selals memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rebabilitasi;

Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negafif, seperti : stigmatisasi
{pemberian cap pada orang yang dibukum, dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan
dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama
lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulan kerban
oleh suatu sistern struktur) tertentu dapat dikurangi dengan adamya usgha pencegahan
terscbut, misalnya korban suaty sistem penghukuman, peraturan tertentu, schingga dapat
mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial;

Usaha pencegahan .f'dapat juga mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa
tanggung jawab terhadap sesama anggola masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahab
dapat membantu oiang mengembangkan untuk bemegara dan bermasyarakat lebih bak

lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang

25 Eaiger mermberi batagan tentang pencegahan kejahatan sebagai suaty usaha yang meliputi !

segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan
suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan-pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan
kejehatan ataupun melalui usaha-useha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial
depat menjadi pelanggar serta kepada masyarskat urnumL ~
Kaiger dalam John Graham, Crime Prevention Strategies in Europe and orthamerics,Helsinski,
Finland, 1990, seperti yang dikutip Mohammad Kemal Darmawan, Strategi PencaegahanKejahatan,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 12,

% prief Gosite, Masalah Perlindungan Anak, op.cit., hal, 110-111.

[

i
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diperiukan derm pel;tksmlaan Pcmbanguﬁan Nasional untuk mencagai masyarakat yang adil

dan makmur, Usaha pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu
usaha menciptakan kcscjahtcraan mental, fisik, dan sosial seseorang. ’
2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Pencegahan Kejahatan/?enyimpang_an Lain
Permasalahan dalam kejahatan sangatlah multi-kausal dan mcmbuiuhkanpcngkajian
dari tingkat dan sudut péndang yang berbeda-beda. Masalah yang berlipat ganda membutuhkan
solusi yang berlipat ganda pula, oleh sebab itu program pencegahan itu sendin seringkali terkait
dalam besbagai sistem pemberian pelayanan yang bexlipat ganda. Jadi, walaupun pencegahan
kejahatan telah lama ditetapkan sebagai obyck utama dari Politik Kriminal, konscﬁwaﬁsashlya
tetap masih dalam masa pertumbuhan (belum sempurna). |
Dengan mempertimbangkan pemikiran di atas, maka beberapa hii memutuskan untuk
membagi penccgahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan, yaitu : (8) pendekatan sosial {Sociaf
Crime Prevention), (b) pendekatan situasional (Situational Crime Prevention), dan (c)
pendekatan kemasyarakatan (Community Based Crime Prevention).”
ad (a). Pencegahan K.gzjgnatgm Melalui Pendekatan Sosial
Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, segala kepiatannya bertujuan untuk
menlunpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran.
Yang menjadi sasarannya adalah bak populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-
kelompok yang secara khusus mempunyai tisiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
Pencegahan kc}ahatan melalui pendekatan sosial, bekerja dengan melalui penctapan
Entang .bagaimana wujid dan perubahan yang ada dasi struktur sosio-ckonomi dan lembaga-

|
lembaga sosialisasi yang dapat mempromosikan kecenderungan ke arah pelanggaran (haluan),

2 Mohammad Kemal Darmawan, op.cit., hal. 17.




dan dimana mcmungkinkﬁn untuk merubah kecenderungan terscbut dengan membuat seminim

mungkin atau bahkan mengurangi akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dampak negaif' perubshan-perubzhan dalam struktur sesio-ckonomi dan lembaga-
lembaga sosialisasi seringkali menpena secara tidak sepadan pada bidang-bidang khusus dalam
masyarakat. Pada umumnya hal tersebut paling sedikit dapat melindungi dan menyekat diri
mercka sendini dari perubahan-perubahan seperti para remaja, orang yang lemah, kaum
imigran, orang miskin, pengangguran, thmawisma. Kebijakan pencegahan kejahatan melalui
pendekatan sosial ccudc@g untuk memusatkan perhatian pada kelompok-kelormpok tersebut,
karena kecenderungan m;rcka sebagai kelompok-kelompok yang memiliki risiko besar untuk
melakukan pelanggaran (hukum).

Ada cnam lingkup kebijsksanaan sosial yang menjadi perhatian kebijakan pencegahan
kejahatan melalui pendekatan sosial, yaity %

(1). Kebijakan dalam pcfcncanaan daerah perkotaan dan pedesaan serta dalam kebijakan
khusus dalam penataan dacrah kumuh, pengaturan perumahan, masalah tunawisma, disain
dan penempatan fasilitas umum, penempatan daerzh pertokoan, antar hubungan antara
pihak penyedia perumahan dengan pihak penyedia pelayanan lain, secara khusus pula

masalah transportasi dan penempatan tenaga kerja.

(2). Kcbijakan tenaga kerja dan kebijakan khusus dalam kaitannya dengan pengangpguran dan
penciptaan kesempatan kerja.

(3). Kcbijakan dalam bidang pendidikan termasuk pula kebijakan yang berkaitan dengan masa
pra sckolah.

{4). Kcbijakan dalam bidang keluarga.

(5). Kebijakan bagi hal-hal yang menyangkut remaja, termasuk pula kebijakan dalam bidang
rekreasi, penpgunaan waktu luang dan kebudayaan.

(6). Kebijakan dalam bidang keschatan dan kebijakan khusus dalam bidang penyalahgunaan
obat-obatan dan minuman keras.

% Thid, hal. 32,
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tan sosial adalah berbeda dengan kedua bentuk

Pencegahan kejahatan melalui pendeka

a (slmaswnal dan kcmasyamkat an). Menurut Mohamﬁlad Kemal

pencegahan kejahatan lainmy
sosial memusatkan perhatiannya pada

Darmawai, pencegahan kejahatan melalui pendekatan
anak-anak/remaja, yang sccara:iprinsip dianggap sebagal kelompok utama pcncnma sosialisasi.
wm) dewasa ol melakukan pelanggarai pada waktu usia

Scbagian besar pelanggar (huk
& harusiah dimulai sejak dini untuk memperolch

muda. Dengan demikian pcnccgahan yang baik

waktu calon pelanggar masih anak—analdrf:maja).29

anak-anak/remaja schagai obyek
faktor pembahasasn, yaita menyangkut

hasil yang baik pula (pada
pemusaten perhatian terhadap

dari pencegahan

dimaksud, menunt penulis mencakup 3
didikan formal'sekolah, dan faktor per

kejahatan yang
gavlan anak. Ketiga faktor

rumah tanpga/keluarga, pen

tersebut akan dibahas sccard terurut pada bagian berikut ini.

Faktor Rumsah Tangpa/Keluarga
i gan disekitanmya

ja telah dipengaruhi oleh lingkun

a), Baik atau tidaknya pengarch terscbut akan menentukan bagaimana sikap

dian hari. Dengan kata lain,

Sejak sescorang "dilahirkan,

{lingkungan keluarga
sikap dan tingkah laku seorang

dan tingkah laku anak. kclak dikemu
ga aniak

anak dalam pergaulaniyd dimasyarakat mencerminkan pagaimana kehidupan keluar
yang persangkutan. Bahwa masalah pembentukan kepribadian anak crat kaitanmya dengan
engertian yang girniliki oleh kedua

didikan bagi si anak. Keluarga y

orang tuanya tentang makna hidup berkeluarga,

konsep/p
ang baik merupakan tempat pendidikan

terutama dalam hal pen
yang baik puia bagi si anak.

bctapa pentingiyd peranan
pkah laku dan pergaulan serta harmo

sumah tangga/keluarga dalam pembentukan

Mengingat
onisasi atay kerukunan orang

kepribadian g1 anak, mqlga tint

B Tbid, hal. 34.
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tua selalu menjadi perhatian dan teladan bagi si anak. Dalam kondisi demikian, si anak akan

merasakan nilai-nilai “parental love and affection” dan “narental advice and supervision”.

Tkatan yang kuat antara orang tua dan anak pada kenyataannya membantu mengurangi
kecenderungan/potensi anak untuk melakukan pelanggaran hukum/ pﬁrn,?ilrnpans,;amkcllal»zalan.30

Yang patut dicermati dalam usaha pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial
dimana fokus perhatiannya adalah anak-anak/remaja, yaitu kondisi “broken homes” yang
dianggap scbagai salah satu faktor yang menimbulkan kenakalan anak. Scbab-sebab perpecahan
keluarga (broken homes) tcrscﬁut adalah :

¢
o dasar perkawinan yang tidak kuat.

kematian (meninggalrya salah satu dari orang tua).

adanya kelemahan-kelemahan orang tua, misal : dalam menghadapi rayuah mulut manis,

lemah dalam menghadapi tekanan ckonomi, kurang berpendidikan atau salah satunya
mempunyai derajat pendidikan yang terlalu jauh atau tidak seimbang.
o Faktor-faktor intern yang terdapat pada diri salah seorang atau kedua orang tua, misal :
pemarah, berpenyakit jiwa, dan scbagainya.®
Penyelidikan mengenai relevansi broken homes tethadap pertumbuhan kenukalan anak
ditunjukksn daam penclitian. Shideler (tahun 1910) dimana 23% dari seluruh anak-anak
delinkuen di Amerika Scrika,tl-' hidup dan berasal dari keadaan keluarga yang “broken”. Juga

i

¥ Ppenelitian tentang hu};hngan antara penyimpangan dengan keterikatan pada orang tua 4]
= 1500, dengan distribusi frekuensi pada kategorisasi lemeh sebanyak 880, dan kuat sebanyak 620),
menunjukkan behwa semakin terikal seoraug anek dengan orang tuanys, semakin rendah

kecenderungan anak terlibat perileku penyimpangan.
Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinguency Pomahaman dan Penanggulangannya, op.cit., hal, 56.

3 Ny. Pramono dalam Romli Atmasasmita, Problern Kenakalan Ansk-Ansk/Remajs, op.cit.,
hal, 56-57.
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dalam studi Breckinridge dan Abbot terhadap 13.000 perkara anak delinkuen didapatkan data
bahwa 34% diantaranya berasal dari “broken homes™. Sedangkan Cafifornia Youth Authorily

dalam penclitian sclama 4 tahin ditemukan bahwa 62% dari anak-anak delinkuen berasal dari

“broken homes™

Di Indonesia, dalam hal hubungan antara perpecahan keluarga dengan timbulnya gejala
kenakalan anak, ditujukkép oleh penyelidikan yang dilakukan Lembaga Penyclidikan
Pendidikan Fakultas chum?an dan Timu Pendidikan Bandung (Sckarang Tnstitut Keguruan dan
Timu Pendidikan/TKIP) tcrhigdap 920 anak delinkuen dan 670 anak nen-delinkuen. Kurang lebih
51% dari anak delinkuen l;crasal dari keluarga boken fomes, sementara yang non-delinkuen
hanya 20% ‘saja. Dilain pihak, hasil riset Biro Anak-Anak KéM]MK VII Jakarta Raya pada
pertengahan tahun 1966, didapatkan data bahwa dari 151 perkara anak-anak delinkuen, 108
anak diantaranya berasal dari keluarga broken homes (71,52%, pen) dan 43 ansk (28,48%,
pen) diantaranya berasal dari keluarga yang disharmonis.™

Dari data-data i atas dapat dikatakan bahwa benfuk yang paling banyak dari broken
homes di Indonesia adalahi‘.“Psychologycalbl Broken Homes™® Jadi sedikit banyak gejala ini
sesnai dengan hasil-hasil pgpyslidikan yang telah dilakukan mengenai hal yang sama di negara-

negara Barat, walaupun mungkin yang menjadi latar belakangnya berlainan.

3 Romli Atmasasmita, ibid, hal. 60.

B 1bid, hal. 62.

M Baner dan Teeters membedeken broken homes menjadi 2 type, yailu ! )
psychologycally broken homes (disebut juga dis-organized home), dimana masih ditunjukken
adanya keluarga utuh, hanys saja dalam pembinaan rumah tangga sama sekali tidak ada kerukunan,
selalu terjadi pertengkaran, dan sedikit sekali penghargaan yang diberikan pada pribadi-pribadi
dalam keluarga tersebut; (2) physicaily broken homes, adalah keluarga yang salah getu orang tuanya
sudah meninggal dunia, bercerai, atau meninggalkan keluarganya berhubung dengan suatu hal.

H.E Barnes dan W.K, Teeters, New Horlzon in Criminology, 3-rd ed, tanpa penerbit dan tempat,
1960, dalam Romii Atmasasmita, ibid, hal. 5. '
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Faktor Pendidikan Formal/Sekolah,

Beccaria, kriminolog abad 18, mengatakan bahiwa : “metode yang paling cfékﬁf bagi
pencegahan kejahatan adai;ih sistemn yang sempurna dari pendidikan”, Clarcxié:c Darrow-pun
mengatakan ; “Jika ada suatu kemajuan yang permanen pada manusia dan ketertiban sosial
vang lebih baik, hat terscbiﬁt harus berasal terutama dari pendidikan dan sifat kemanusiaan”,
Tentang kualitas pendidikan yang menmyumbang ke arah pencegahan kejahatan, Clifford
memnyatakan ;

“pendidikan bisa tnembuktikan dirinya sebapai kunci untuk pencegahan terhadap

peningkatan kejahatan, jika pendidikan itu ditujukan untuk kehidupan bukan

semata-mata schagai alat pengaknan sosial melalui peroichan diplomafijasah.
chl_x.'f gyck tersebut memang berkaitan erat tetapi tidak boleh berdiri sendiri-
sendiri.

Mengapa sckolah dapat berperan dalam pencegahan kenakalan anak/delinkuensi,
karena sckolah adalah sat;:j-samnya lembaga sosial yang mewajibkan kehadiran anak-anak.
Anak-anak akan mcnghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk hadir di sekolah,
disamping waktu yang dihabiskan dalam kegiatan-kepiatan yang berhubungan dengan kerja
bakti di sekolah atau kegiatan ckstra kusikuler. Oleh sebab itu, sekolah berada pada posisi yang
unik dan potensial baik sebagai lembaga identifikasi anak dengan masalah tinpkah laku dan
sosialisasi, maupun scbagai lembaga atau perangkat latihan (dengan aneka disiplin) bagi tingkah
laku yang mematuhi hukum

Dalam penclitian fang dilakukan oleh Proyek Lembaga Pcnyelidil{gn Pendidikan

Institut Kegaruan dan ]]mti‘ Pendidikan Bandung yang menyorot tentang bagaimana peranan

pendidikan formal/sckolah f;:rhadap kenakalan anak didapatkan data :

¥ Mohammad Kemal Darmawan, op.cif., hal. 46-47.
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+  18% of the delinquents flever went to school;
s from the delinquents who went to school, more than half (54%) entercd school at the age |
of 9 years or older.® "

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari anak-anak didik yang melakukan kenakalan, 54%
dilakukan oleh anak yang masuk sckolah pada usia 9 tahun atau lebih, meropakan usia yang
lcbih bila dibandingkan dengan usia anak-anak yang diwajibkan pemerintah untuk masuk
pendidikan dasar. Oleh : karena itu, pemeriniah hendaknya lebih pro-aktif dalam
mensosialisasikan pcntingnxa pendidikan bagi warga negara, dan harus melgngkapi tenaga
matexial, fasilitas pendidika;g_l, dan personal pendidikan yang handal, serta tiapati menghasilkan
kebijakan-kebijakan yang ‘irrncmpcngamhi kapasitas/kemampuan sckolah untuk memperkeci
peristiwa kenakalan anak -~ yang menurut penelitian di atas dilakukan oleh 72% anak didik
sekolah - yang membentuk pusat perhatian dari school based social crime prevention.

Stategi pencegahan kejahatan/kenakalan melatui sekolah yang hanya menitikberatkan
pada pembinaan individu dani snak didik, tidaklah akan berhasil dalam mengurangl dan
mencegah delinkuensi. Pencegahan aiau pengurangan delinkuensi melalui sekolah tersangkut
banysk aspek, yang di dalam Economic and Social Commision for Asia and the Pasific
(ESCAP) di Bangkok talun 1987, dinyatakan sebagai berikut -/

a. Mengembangkan sistém pendidikan 'yang Juasfyang meliputi banyak hal yang memberikan
maksud tertentu dan instruksi serta bimbingan yang relevan, secara realitas berorientasi
pada situasi kehidnpan.dan kesempatan kerja.

b. Membantu pcnyesuaién diri melalui sistem pendidikan dari pendekatan fleksibel, dapat
menyesuaikan diri terhadap perubzhan situast dari sosio-ckonomi dan kultural, secara

% pulletin Research “Kalawarte® LPP IKIP Bandung, dalam Romli Atmasasmita , Problerm
Kenskalan Ansk-Anak/Remaja, op.cit., hal. 70.

37 mMoharnmad Kemal Darmawan, op.cit., hal. 50-52.
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khusus dalam kasus ketidakberuntungan dari masalah-masalah yang dihadapi remaja seperti
konflik sosio-kultural,

. Mendorong administrator pendidikan untuk mengingat masalah dan kebutuhan orang mudﬁ

dan meningkatkan hubungan saling pengertian dan keharmonisan diantara para pelajar,
guru, administrator, dan orang tua murid, dengan pandangan untuk menciptakan lingkungan
sckolah yang menghasilkan pengembangan belajar dan kemanusiaan. Dengan demikian
sekolah berkewajiban menyusun cara untuk mengurangi tingkat drop out (kegagalan
sckolah).

. Meningkatkan peran sckolah sebagai agen sosialisasi sebaik peranannya sebagai fasilitator

dari proses belajar,

Mendorong pengerahaﬂ; dari staf pengajar/pendidik yang berkualitas dan mempunyai
kepckaan terhadap kebutuhan orang muda.

Membantu pendidik dalam merencanakan strategi untuk menghadapi ketidakmampuan
anak untuk menyesuaikan diri yang scringkali tercetus sebagai tingkah laku ant sosial,
seperti suka menggertak, vandalisme, dan tindak agresif atau melawan terhadap guru dan
teman sekolahnya, :

Memobilisasikan kegiatan kooperatif antara keluarga, sckolah, dan masyarakat uniuk
mendorong perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang efektif dari pencegahan
ketergantungan obat di antara orang muda, dengan memberikan materi pelajaran tentang
akibat negatif dari berbagai jenis obat-obatan dan bahaya penyatahgunaan obat.

. Meningkatkan pendidik;m khusus dalam segala aspek penyalahgunaan seksual dan

eksploitasi anak yang lebih muda oleh orang yang lebih tua.

Mendorong administratd} pendidikan untuk mengurangi tckanan yang berlebihan ¢erhadap
orang muda untuk menerima pendidikan.

Mendorong partisipasi orang muda dalam meningkatkan tingksh laku yang mematuhi
hukum di sekolah.

. Mendoreng sckolsh untuk mengembangkan kursus yang menjamin babwa orang muda

mempunyai peogertian yang jelas tentang bagaimana mercka dapat terjerumus ke dalam
tingkah taku kriminal dan dieksploitasi oleh pemimpin gang, mucikari, penjual obat, dan
penjahat lain.

Moningkatkan usaha untuk mendidik orang muda agar memperhatikan hak-hak hukum
mercka, tanggung jawab, dan pemahaman tentang tata kerja sistem peraditan pidana
dengan penekanan pada pembinaan pelanggar hukum.
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Faktor Pe si Anak

Betapa besar pcnga;mh yang dimainkan oich lingkungan pergaulan anak ditunjukkan
sendiri olch pengungkapan. latar belakanp/masa lampau kehidupan sosial si anak da]mﬁ
Peneclitian Masyarakat (Litrﬁas) olch Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah dimulai pada
saat penyidikan anak. Benjamine Fine menyatakan “the enviromental factors must be
interpreted as the needs, values, goals, and behavior of individual children”> Dengan
demikian pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu dapat membentuk atau menghasilkan norma-
norma tertentn pula. Dan pengaruh pergaulan di dalam dan di lnar ramah adalah bersifat timbal
balik. Tidak selamanya pengaruh dari luar rumah tangga dapat membuat tenteram kehidupan
kelnarga dan kedudukan norma dalam keluarga itu sendiri, Dalam pertemuan antara norma
jama yang membekas/melekat dengan norma baru yang dibawa si anak dari luar, tentu ada
perubahan norma dan mqgimbuﬂ{an norma baru, baikk norma itu bersifat mendidik untuk
berbuat baik manpun untuk berbuat tidak baik.

Apabila pertumbuban norma baru tersebut yang berbeda bentuk dan tujuanmya itu tidak
diwaspadai olch orang tua si anak, artinya : orang tua tidak bijaksana dalam menyelesaikan
kebingungan yang dialami si anak dan membiarkan membentuk penafsiran/ persepsi sendir,
maka dikhawatirkan si anak skan berpegang pada norma yang lebih banyak membenarkan yang
tidak baik/buruk. | ‘

Mengenai masalatg: lingkungan pergaulan yang berbeda yang dialami -oleh anak, dan

menimbulkan suatn pemehaman/penafsiran baru, sccara teoritis/konseptual divraikan olch

% Benjamnina Fine dalam Romli Atmasasmits, Problern Dan Kenakalan Anak-Ansk/Remasja,
op.cit., hal. 73.
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Suthertand dalam teorimya “Differential-Assoctation™, yang pada dasarnya melandaskan diri
pada proses belajar (iearni:.::lg theory). Teosi ini berpangkal pada pemikiran bahwa pelanggaran
norma itu dipelajari di dalam pergaulan yang infim dengan kelompoknya, dimana anggota-
anggota ity mempelajari tidak saja cara melakukan perbuatan itn sendir, tetapi juga motif,
dorongan, pikiran, dan sikep orang yang pemnah melakukan perbuatan itu.

Proses mempelajan ity menghasilkan suatu pendapat mengenal norma yang berlaky,
yaitu apakah discmjuinys:‘; atau tidak disetujuinya. Jadi sescorang yang melakukan suaty
pergaulan menghadapkan c;.iirinya pada norma-norma yang mempunyai pendapat yang berbeda-
beda, dimana satu pihak berpendapat bahwa norma tersebut adalah “_pavomblé to violation of
law™, sedangkan dilain pihak menyatakan bahwa norma itu “wnpavorable to violation of law”
{(pendapat minoritas). Dengan kata lain, apabila scorang individu (anak) sering bergaul dengan
seseorang/kelompok dan merasakan Kkerukunan/keintiman diantara mercka, maka norma
mereka (delinkuensi) adalah norma yang membekas pada diri si anak itu dan dipandangnya
sehagai norma yang “pavorable”; sedangkan sebenarmya menurut masyarakat norma itu justru
“unpavorable to violation of law™, schingga harus ditafsirkan sebagai suéitu perbuatan yang
bertentangan dan merugikan kehendak masyarakat.

Yang patut dicermati berkaitan dengan perilaku anak-anak yang cenderung delinkuen
dalam hubungannya dengan proses belajar, adalah timbulrrya kelompok-kelompok remaja yang

discbut dengan “gang”. fcngcrtian “gang” dimaksudkan scbagai salah satu jenis pergaulan yang
saling erat hubunganiya di dalam kelompok.® Timbuliya gang-gang tersebut menimbulkan

masalak baru karena apabila dibiarkan bertarut-larut baik oleh orapg tua ataupun dlat negara

® Rdwin Sutherland dan Donald R, Cressey dalam Romli Atmasasmita, ibid.

40 1bid, hal. 76.




tidak mustahil kelak akan memunculkan pars penjahat dewasa. Ini disebabkan karena gang bagi
si anak lebih merupakan tempat untuk melatih did, baik dalam siasat maupus teknis
pelaksanaan, schingga dapat mc?jadi penjahat yang terlatih atau “skilled criminal”.
Ad (b). Pencegahan Kejaha :Mel i Pendekatan Situasional |
Pencegahan  kejahatan. ini perhatian utamanya adalah menpurangi kescmpatan
| | seseorang atau kelompok ntuk melakukan pelanggaran. Perbedaanmya dengan pendekatan

sosial yang merupakan ussha menanamkan pengaturan yang permanci untuk melawan

pelanggeran-pelanggaran secara umuim, pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional

memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-tangkah jangka yang lebih pendek

untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus. Teori-teori sifuasional febih berguna untuk

menjelaskan perbuatan jahat olch orang-orang yang bigsanya berfingkah laku rasional, tetapi

berada dalam tckanan—tckanan:i&husus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.”

Daya tarik dari langkah-langkah situasional secara luas terietak pada kapasitasnya untuk

menyediakan solusi yang realits, seringkali sederhana, dan tidak mahal, Ada dua katagori utama

dari langksh-langkeh situasional, yaitu : (1) langkah-langkah sekuriti yang akan membuat lebih
sukar untuk dilakukanmnya kcjghatan; dan (2) langkah-langkah yang mempengaruhi bigya dan

keuntungan dari dilakukannya kejahatan, #
: Ad.(1). Langkah-Langkah Sekuriti Yang Menghindari Pelanggaran

Ada tiga cara yang ditakukan, yaitu :

1. Memperkokoh sasaran kejahatan. ‘
Model ini diketbngahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat

merpekan faktor kunci bagi penjclasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan d

Y.
| 4 ) fohammad Kemal Darmawen, op.cit., hal. 67-68.
|

42 1hid, hal. 69.
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masyarakat. Dengan memperbaiki disain lingkungan fisik akan dapat menghasilkan
perubahan tingkah daku, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan.
Cara disain lingkungan ini mencakup pertimbangan tentang penempatan bangunan,
kualitas material yang digunakan dalam bangunan-bangunan {misalwya keadaan -
pintu, jendela, sistem kunci, dan kayu atau tembok yang digonakan), disain
arsitektur, peranan pepohonan, penerangan, serta pagar dalam mencegah
kejshatan.

b, Memindahkan sasaran kejahatan.

Beberapa kejahatan secara sederhana dapat dicegah melaluipemindahan jalan
masuk ke arsh sasaran kejahatan atau dengan jalan merancang lingkungan yang
dapat memperkecil kesempatan dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, sebagai
contoh : pemindahan mesin-mesin dari tempat-tempat umum ke lokasi yang lebih
memungkinkan pengawasan schingga mencegah tingkah laku vandalis dan
perusakan-perusakan; atau mengembangkan praktek-prakick pembayaran dengan
cek sebagai alternatif pembayaran tunai, kartu kredit, menggunakan vang plastik,
dan kartu telepon bagi pengguna telepon umum. Semua cara atau strategi ini dapat
memperkeeil ditakukansnya pencurian dan perampokan.

¢. Menghilangkan sarana/alat untuk melakukan kejahatan.
Strategi ini misalnya berupa penyaringan bagi penumpang pesawat terbang untuk
tidak membawa senjata atan bahan peledak sebagai usaha mengurangi peristiwa
pembajakan pesawat terbang; atau tingkah laku kekerasan yang potensial yang
terjadi di dalam pub atau stadion sepak bola dengan mengganii pelas atau botol
kaca dengan yang terbuat dari bahan plastik ©

Ad (2). Langkah-Langkah Yang Mempengaruhi Bicye Dan Keuniungan Dari Dilekukannya

Kejahatan :

Biaya dan keuntungan dari suatu pelanggaran hukum dapat dipengaruhi baik oleh
pengurangan dar perangsang untuk melakukan pelanggaran atan peningkatan dari ancaman
penangkapan dan penghukumén yang sungguh-sungguh.

Kurangnya pcrangsar{g untuk metakukan pelanggaran meliputi penurunan keuntungan

H "

yang, diharapkan dari pelanggaran yang dilakukan, sebagai contoh dalam Kkasus pencurian,

3 1hid, hal. 70-75.
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terdapatiya tanda kcpcnni}?kan pada barang yang dicuri akan mengurangi nilai dari barang
tersebut,

Peningkatan dari ancaman penangkapan atau penghukuman yang sungguh-sungguh cian
dapat dirasakan oleh calon pelanpgar akan dapat dicapai dengan meningkatkan bentuk-bentuk
dari penpawasan/pengamatan. Hal ini efektif berlaku bagi sebagian besar bentuk kejahatan.
Pengawasan/pengamatan yang demikian berbentuk pengawasan sccara teknis, dan pengawasan
formal/informal.

Pengawasan secara teknis dilakukan dengan memberikan peralatan-peralatan khusus
pada bangunan pcmulchﬂgn, bangunan toko, bangunan komersial (bank misalnya) dan
sebagainya, pada pintu masuk dan sudut-sudut ruangan tertentu dengan CCTV (Closed Circu:‘t‘
Television).

Pengawasan formal menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang umummnya ditakukan polisi
dengan ancaman penangkapan. Pengawasan ini juga Vtcrmasuk individu-individu yang
terorganisasi secara khusus dengan fujuan eksplisit untuk melakukan tugas pengawasan,
misalnya perusahaan pengamanan pribadi (private security firm) yang melakukan tugasnya di
pusat perbelanjaan, Iapangan terbang, lembaga keuangan, dan tempat hiburan. Sementara
pengawasan yang infomu_al seringkali dilskukan oleh petupas pelayanan sosial, pcga;;§
perusazhaan (pekerja pabn'k?% dan penduduk biasa sebagai baéian dari peran dan kewajiban yang
Jebih luas.

Ad (c). Pencegahan Kejahatan melalii Pendekatan Kemasyarakatan.
| Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, segala langkahmya
ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan

meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrot sosial informal,
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Terdapat suatu émdangan yang kuat yang menyebutkan bshwa tanpa adanya peran
serta dan kerjasama dari masyarakat, polisi akan sangat mustahil dapat melaksanakan strategi
penanggulangan kejahatan secara efektif, Berkenaan dengan ini Goldstein mengungkapkan :

“Apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius,
mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya
kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa polisi
lidak akan mungkin membuahkan suaty  kemampuan yang menyamai
kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan,
dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan
dalam membantu proscs penuntutan™
Dalam kasus-kasus kenakalan anak yang ada di Amerika, peran serta masyarakat
terlihat pada usaha mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan prograxﬁ kerja siap pakai
scbagai pelengkap dari élrategi intervensi yang menyediakan badan pemberi nasihat secara
b
khusus, sekolah Khusus, sukarelawan dalam peradilan anak-anak®, polisi khusus untuk
pelayanan sosial, dan pelayanan-pelayanan lain yang khusus ditujukan bagi anak-anak nakal.
Program ini menangani anak-anak nakal yang dikenakan taduhan mangkir dari sekolah, lari dari

rumal, dan kejahatan berskala kecil, ®

Dalam lingkup yang lebih luas, bentuk strategi pencegaban kejahatan yang paling
populer dikalangan masyarakat dan polisi, yaitu adanya Siskamling (Sistem Keamanan
Lingkungan). Siskamling (Konsbp di Indonesia discbut Keamanan Swakarsa) dilaksanakan

berdasarkan asumsi bahwa masyarakat yang terorganisasi akan dapat mendorong reaksi kolektif

" Goldstein, Pollcf!ng afree Society, Ballinger Publishing Co, Cambridge, 1997, hal. 52.

¥ Di Indonesis, dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997, memberi tempat bagi Pekerja
Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan, untuk ikut berperan dalam bentuk bimbingan,
bantuan, dan pemnbinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijetuhi pidana atau
tindakan, .

6 Mohammad Kemal Darmawan, op.cit., hal. 88,
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terhadap kejahatan, Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan - tinpkat kejahatan,
khususnya pencurian, Mepurut Olsen, kegiatan siskamling dilaksanakan dengan tujuan ;¥

+  Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan.

* Mendidk masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk
mengamankan rumah dan kendarannya

* Mcendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi apabila melihat kejadian-
kejadian yang mencurigakan.

¢  Meninpkatkan hubungan antara polisi dengan masyarakat,

3. Peserta Dalam Usaha Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain

Peserta-peserta yang terlibat dalam wsaha pencegahan kejahatan secara umum antara

lain sebagai berikut

a. 1. Pengnasa yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi kejahatan,
2. Penguasa yang menentukan kebijaksanaan setigp warga negara mendapatkan
kesempatan dan kemampuan memenuhi harapan fisik, mental, dan sosial secara lepal,

b. 1. Calon pelaku kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan
suatu kejahatan untuk kepentingan diri sendii dan karena perilaku orang lain
{keserakahan, kelalaian, ajakan/anjuran orang lain).

2. Pelaku kejahatan yang tidak diharapkan mengulang melakukan kejahatan yang sama atau
kejahatan lain demi kepentingan bersama. Diharapkan juga ikut Kerjasama dalam usaha
membing dinnys, bersedia dibina oleh instansi yang bertugas untuk melakukan
pembinaan dalam rangka pencegahan (residivisme),

¢. 1. Calon korban kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melibatkan diri
dalam suatu kejahatan secara langsung maupun tidak langsung unfuk kepentingan sendiri
ataupun orang lain, Diharapkan juga untuk tidak menjadi korban dengan bersikap
waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lein melakukan kejahatan
pada dirintya. )

2. Korban kejahatan, yang diharapkan berusaha untuk tidak menjadi korban lagi. Selain itn
juga diharapkan supaya si korban sendiri tidak melakukan kejahatan dengan mengadakan
pembalasan  atau menyuruh atau membiarkan orang lasin memberikan/melakukan
pembalasan. Diharapkan juga supaya tidak memberikan kesaksian palsu yang dapat
merugikan si pelaku, selain ity memberikan kesaksian palsu juga merupakan kejahatan.

*7 Ibid, hal, 108.

“® Arief Gosits, Masalah Perlindungan Anak, op.cit., hal, 114-116.

5
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d. Penyaksi terjadinyaberlangsungnya suatu kejahatan, anggota masyarakat yang diharapkan
tkut serta dalam usaha pencegahan dengan membantu berdaya upaya mencegah
terjadinya/beriangsunignya suatu kejahatan. Usaha ini dapat dilakukan dengan bertindak
sendiri maupun dengan bantuan orang lain/petugas. (Untuk meningkatkan partisipasi mereka
pertu diadakan bapi mercka penghargaan, imbalan, dan perlindungan). Sikap pasif para
penyaksi/masyarakat dapat merupakan dorongan para pelaku/calon pelaku kejahatan untuk
melaksanakan niat jahatmya, meneruskan/mengulang kejahatanmya. Apalagi bila golongan
masyarakat tertentu sccara jelas atau tidak ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan
golongan terscbut.

¢. Instansi/golongan swasta maupun pemerintah yang memang bertujuan membantu
melakukan kegiatan-kegjatan pencegah sesuai dengan bidang pelayanan dengan usaha-usaha
sebelum atau sesudah suatu kejahatan dilakukan, Instansi/organisasi ini mempunyai peranan
penting dalam uvsaha pencegahan kejahatan berhubung dengan kemampuan mempengaruhi
secara positif atau megatif instansi-instansi lain dengan masyarakat untuk ikut serta
bertanggung jawab dalam useha pencegahan kejahatan (lembapa sosial) : sekolah, polisi,
pengadilan, panti asuhian,

f. Keluarga, dalam arti Eiuas atau sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan yang
paling kuat dengan yang bersangkutan. Perhatian pada keluarga dalam masalah pencegahan
ini tidak bolch diabaikan, olch karcna pengaruh positif atau negatif dari ikatan keluarga yang
dapat mempengaruhi keras atau lemah seseorang melakukan kejahatan. Pengembangan
ikatan kelarga yang positif dapat banyak membanty usaha pencegahan kejahatan.

4. Pelaksanaan Usaha Pencegahan Kejahatan/ Penyimpangan lain.

Cara pencegahan kejshatan dan penyimpangan lain memperhitungkan  sermua

phenomena yang mempengaruhi cara-cara pencegahan yang terutama memperhatikan

_pencegahan sebelum tc:jiadi kejahatan, selain juga perhatian pada masa kini dan masa

mendatang sebagai obyek pencegahan. Pelaksanaan uszha pencegahan dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut :*

d. Yang bersifat langsung, kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu
kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, yang antara lain
meliputt kegiatan-kegiatan ;

(1). Pengamanan 6byck kejahatan dengan sarana fisik/konkrit, ditambah dengan
mencegah hubungan antara pelaku dan obyek kejohatan dengan berbagai sarana
pengamanan. -

* Tbid, hal, 117-120. |,
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C.

(2).
3).
.

(5).
(6).

71

Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kejahatan.

Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat jahat dengan perbaikan ling-kungan,
menambah peneranganfiampu; merubah bangunan, jalan, dan taman scdemikian rupa
sehingza mudsh diawasi

Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempe-
ngaruhi terjadmya kejahatan.

Pencegahan hibungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan.

Penghapusan peraturan yang melarang suatu kejahatan berdasarkan beberapa
pertimbangan.”

Yang bersifat tidak langsung; kepiatan pencegahan yang dilakukan sebelum dan atau
sesudah dilakukan kejakatan yang antara lain meliputi :

(1).

).
().
).

Penyuluhan penyadaran mengenai ; tanggung jawab bersama dalam  terjadinya
kejahatan; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta milik sendini dan orang lain;
melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu
kejahatan; akibat kejahatan.

Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kejahatan yang mengandung
ancaman hukuman,

Pendidikan, latiban untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan
fisik, mental, dan sostalrrya.

Penimbulan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kejahatan yang akan
dilakukan dan obyek sosialmya.

Pencegahan melalui perbaikan lingkengan (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain
scbapai berikut :

@).
@).
G).

Perbaikan sistem pengawasan.
Perencanaan dan disain perkotaan.
Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan jahat.

d. Pencegahan melalui perbaikan pelaku (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain
schagai berikut :

é.

(1.
@.
@).
.
().
.
.

Pemberian imbalan yang raenpuntungkan dari perilaku yang sesual dengan hukum,
Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku jahat,

Patroli polisi pencegahan.

Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kejahatan.

Pendidikan para calor korban.

Peningkatan/pengadaan program asuransi,

Penpuatan ikatan sosial tetangga di kota,

Hasil/akibatrya peﬁ:ccgahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku sebelum kejahatan
dilakukan adalah antara scbagai berikut :

(1.
).
@)-

Pengurangan angka kejahatan,
Pengurangan fekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan pembinaan,
Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kemerdekaan penduduk.
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(4). Pengurangan pengeluaran untuk kegiatan jahat.

(5). Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan Iingkungan,
pendidikan, dan pemberian kerja.

Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut;

1) Pengurangan angka kejahatan.

2) Kondisi lingkongan yang lebih baik.

@) Pengeluaran untuk kejahatan yang lebih rendah,

&) Pengeluaran untuk kesejahteraan vang lebih rendah.
(5) Pembangunan kembali lingkungan perkotaan,

©) Pengurangan penyimpanan tingkah laku,

Pencegahan kejahatan melaluj perbaikan lingkungan (setelah kejahatan dilakukan) sdalah
antara lain sebagai berikut -

{1). Pengembalian sistem Iespons yang cepat.

(). Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukumang,
(3). Sistem data dengan komputer.

(4). Sistem komunikasi yang modern,

(5). Sistem pengusutan atay penangkapan yang lebih baik.

. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan pelaku (sctelah kejahatan dilakukan) adalah antara

lain sebagai berikut :

hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini,

(2). Penggunaan Kkejahatan vang telah dilakukan sebagai dasar penclitian (analisa) lebih
lanjut, B

(1). Pencliian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku jahat untuk dalam

Hasil/akibat pencegahan melahui perbaikan  linglamgan dan peritaky (sesudsh kejahatan
dilakukan) antara lain sebagai berikut :

(1). Penyaluran para penjahat dalam safu kesatuan kerja di kota.
(2) Pengawasan atas perilaky jahat.

Hasil terscbut di atas menjurus ke had kemudian yang berakibat antara lain sebagai
berikut:

Penyaloran ulang kejahatan baru ke dalam sistem pencegahan dan tidak kepada pengadilan
atau sistern pembinaan/pemasyarakatan,
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D, PENANGGULA.NGAN KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA MELALUI HUKUM
PIDANA |
1. Politik Kriminal Dalam Konteks Kenakalan Anak/Tindak Pidana .

Pcmbahasan-pé;nhahasan terdahulu lebih ditekankan pada pemahaman tentang apa
dan bageimana, serta laiar belakang seorang anak itu melakukan kenakalan. Pemahaman yang
demikian sangat penting dalam tangka melandasi pemikiran-pemikiran ke arah upaya
penanggulangan terhadap kenakalan anak. Tanpa dilandasi pemahaman yang demikian,
penanggulangan terhadap kenakalan anak dirasakan fidak akan memenuhi sagaran, apalag
kalau kita ingat bahwa seorang anak harus diperlakukan berbeda dengan seorang dewasa yang
melakukan kejahatan. Seorang anak mempunysi ciri khas tertentu, yang perlakuan terhadapnya
haruslah mempunyai ke-khas-an tertentu pula.

Berbekal atas pemahaman yang demikianlah, pada bagian ini akan dibicarakan
permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan terhadap kenakalan anak. Namun
pembicaraan tidak terlepas dari pembahasan penanggulangan kejahatan pada umumnya, dan
akan lebih baik apabila kita awali dari apa yang disebut dengan politik kriminal.

Politik Kriminal.

Sudaito dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana memberi batasan
bahwa Politk Kriminal adaloh suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi
kejahatan,®® Sementara Marc Ancel merumuskannya sebagai rational org;mization of the
control of crime By sociely. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G.

Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “Criminal Policy is the rational organization of the

*® Martin R. Haskell & Lewis Yablonsky, Criminology, Crime, and Criminality, Rand Mc
Hally College Publishing Company, Chicago, 1974, hal. 223-224.
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social reaction to crimg”. Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels
ialah :

a. Criminal policy is the science of responses ;

b. Criminal Policy is the science of crime prevention ;

¢. Criminal policy is 2 policy of designating human behavior as crime ;

d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.”!

Berbagai bcntukl reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi
kcjéhatan anfarz lain menggunakan hukum pidana. Dengan demikian, pencgakan hukum
pidana merupakan bagian dari politik kriminal,

Sebagai salah satu bagian dari kescloruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan,
memang pencgakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk
dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan sccara tuntas. Hal ini wajar Karcna pada
hakekatrrya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusian™ dan “masalsh sosial” yang tidak
dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalsh sosial, kejahatan
merupakan suatn fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selals tumbuh dan terkait
dengan fenomena dan strulftur kemasyarakatan lainniya yang sangat kompleks. Oleh karena ita,
ada yang menyebutuya scbagal Secio-pofitical system.”

Apabila demikian: halnya, maka pemahaman atau hubungan Kkoresional antara
perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya

(sosial, ekonomi, politik, kultur) merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi usaha

# Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebkijakan Hukum Pidana, op.cit., hal, 2,
Lilmat juga Muladi, Kapita Selekta Sistern Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Dipenegoro, Semarang, 1995, bal, 7,

2 Muladi, ibid,
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penanggulangan kejahatan. Hal inj tampak dari salah satu kesimpulan dajam Kongres PBB
mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders ke-Iv d Kyoto, Jepang

yang memyatakan :

“The prevention of crime and the treatment of offenders cannot be effectively

under taken unless it js closely and itimately related to social and economic
trends™,

Pemyataan ini kemudian diperkuat lapi dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan Kongres PBB

mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ke-VI tahun 1980 di Caracas,
: vang menyatakan :

“Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of
- economic development, political systems, social and cultural values and social
change, as well as in the context of the new international economic order” ?

Sisi lain dari kebutuhan kebijakan penanggulangan kcj'ahatan yang demikian itu berarti pula

adalah kebutuhan unfuk z‘r'lcngaitkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan — yang nanfinya

terumuskan dalam suatu Kebijakan Kriminal - dengan Politik Sosial, Hal ini adalah wajar
karena pada hakekatnya tujuan akhir kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk

mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat > Seccara skematis dapat dilihat dalam

ragaan berikut, %

3 Paulug Hadisuprapto, op.cit., hal. 72-73,
34 Tujuan utama ini disebut dengan berbagai istilah misalnya :
{(happiness of the citizens) ; “kehidupan kultural yang sehat dan m
cultural livingy ; “kesejahteraan masyarakat (social welfare) ; atau
(equality), '

Sumrnary Report dari 34-th International Training Course, yang diselenggarakan UNAFET di Tokyo

tahun 1973, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
dengan Pidans Penjara, op.cit,, hal. 34,

“kebahagiaan warga masyarakat”
enyegarkan” (@ wholesome and
untuk mencapaj “keseimbangan®

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampal Kobijakan Hukum Pidanz, op.cit., hal, 3,

e
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RAGAAN1
Hubungan Politik Kriminal dan Politik Sosial

I Kebijakan Kevejahteraan Masyarakat
i (Soclal Welfare Policy)
Kebijakan Sosial
(Secial Policy) Tujtisn f
[ Kebijakan Perlindungan Masyarakat
(Secial Defence Policy)

Kebljakan Kriminal
(Criminal Policy)

Sehubungan dengan skema di atas, G.P. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa
“Criminal policy as a science of policy is part of a longer policy : the low enforcement
po.e’icj w The ligislative and enforcement policy is in tum part of social policy.>
Berdasarkan uraian ini G.P. Hoefnagels memberikan skema lebik rinci dalam ragaan berkut

il]i.57

* GPp. Hoefnagels : The Other Side of Criminology, dalam Paulus Hadisuprapto, op.cit,,
hal. 74,

%7 Paulus Hadisuprapto, ibid, hal. 75.
Lihat pula Barda Nawawi Arief, Bunga Rampsi Kebijakan Hukum Pidanas, op,cit., hal, 4.
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RAGAAN?2
Lingkup Kebijakan Kriminal
I SOCIAL POLICY
LAW ENF ORCEMENT p OLICY
r CRIMINAL POLICY
Influencing View of Crirninal Prevention
Society on Crime and , Law Without
Punishment ¢ Application Punishment
(masg Media) (Practical Criminology)
*  Adm. Of crim, Justice in *  Soc Policy
narrow *  Community planning
* Crim. Legilatjon mental health
*  Crim. Jurisprudence *  National menta
*  Crim. Process in wide sefge health
*  Sentecing *  Soc. Work, child
* Forensic, psychiatry, and welfare
psychology *  Administration and
Forensic, soc. Work civil law

*  Crime, sentence execution
and police statistic

apabila usaha Penanggnlangan kejahatan — termasuk uszhg penegakan hukum pidang - adalah



bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada ungkapan, antara

lain -

a.

Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha
mengatasi scgi-scgi negatif dari perkembangan masyarakat/modermisasi, maka hendaknya
dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan
inipun harus merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional,
W. Clifford perngh mengemukakan pada “The 32-nd International Seminar Course on
Reform in Criminal Justice” pada tahun 1973 di Jepang, sebagai berikut :
“ ... On the one hard there is the need for a wider view of criminal policy
as an integral part of general political and social policy of a given country.
It is a reflection of local mores and customs and a by-product of
development. From this wider view-point criminal policy cannot be
something a part from the more general social situation but must be
developed: from it and through it”,
Kongres PBB ke-IV tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun
1970 yang tema seniralmya membicarakan masalah “Crime and Development”

menegaskan

“Any dicli:(otomy between a country’s policies for social defence and its
planning ¥or national development was unreal by definitions™.

Kongres PBB ke-V tahun 1975 di Geneva, menyatakan :

“The many aspect of criminat policy should be coordinated and the whole
should be integrated into a general social policy of sach country”.

Dalam Deklarasi Caracas, yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-VI tahun 1980, antara

lain ditegaskan :

* Barda Nawawi Arief, ibid, hal. 5-8.
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- Crime prevention and criminal Justice should be considered in the context of economiic
development, political system, social and cultural values and social change, as well as in
the context of the new intemnational economic order (Deklarasi No. 2),

- Itis a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and
the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political, and
econormic circumstances of cach country, in a climate of frecedom and respeet for
human rights , and that Member states should develop and effective capacity policy,

coordinated with: strategies for social, cconomic, political, and cultural development
{Deklarasi No. 3):

£ Dalam salah satu pertimbungan “Milan Plan of Action” yang dihasilkan Kongres PEB ke-
VII tahun 1985 di Milan (Ttalia) juga ditegaskan :

“Crime prevention and criminal justice should be considered in the context
of economic developrent, political systems, social, and cultural values and
social change, as well as in the context of the new international economic
order. The criminal justice system should be fully responsive to the
diversity of political, econoniic and social systems and to the constantly
evolving conditions of socicty™.

g Di dalam “Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of

Development and a New International Economic Order” yang juga dihasilkan olch
Kongrés PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan (di dalam sub B mengenai “National
Development and the prevention of crime”).

- Systematic approach

15, Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to
be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wideranging

activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to -

(2). The socio-cconomic, political and cultural context and circumstances of the society in
which they are applied ;

(b). The developmental stage, with special emphasis on the changes taking place and

likely to occur and the related requirements ;

(c). The respective: traditions and customs, making maximum and effective use of human
indigenous options,
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Crime prevention as part of social policy

21 The criminat justice
deterrence, should also contribute to the objective of mai

inchuding the allocation of adequate funding,
institutions and resources of society, thus
COmMmumity, »

and to utilize as much as possibie all relevant
ensuring the appropriate involvement of the

h. Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih mengakui perlunya

pendekatan kebijakan integral seperti yang digariskan dalam kongres-kongres terdahmlu,

Hal ini terlihat di dalam dokumen kongres yang berkode A/CONF.144/L. 5 mengenai

“International cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of

development” yang menyatakan :

“Convinced thet crime prevention and criminal justice in the context of development
should be oriented toward the observance of the principles contained in the Caracas
Declaration, the Milan Plan of action, the Guiding Principles for Crime Prevention and
Criminal Justice in the context of Development and a New Internasional Economic order
and other relevant resolutions and recommendations of the Seventh United Nation

Congress on the of prevention Crime and the Treatment of Offenders”

Dalam kaitan pada point (b) tentang adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan
kejahatan denpan penal dan non-penal, masalah strategis yang justry harus ditanggulangi ialah
menangani masalah-masalah ataﬁ kondisi-kondisi sosial secara langsunp atan tidak langsung
dapat menimbulkan atau menumbuhsoburkan  kejahatan, Ini berarti, penanganan atau
pengparapan masalah-masalah ini justry merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut

politik kriminal.® Oleh karena itu adalah wajar apabila Kongres PBB sangat memperhatikan
hat ini, seperti : i

*® Thid, hal, 10.



(1).  Dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980, dalam pertimbangan resolusi mengenai “Crime

Trends and Crime Prevention Stratepis™, antara hain dikemukakan :
- W bahwa masalali kejshatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang
pantas bagi semua orang (ke crime problem impedes progress toward the
aitainment of and acceptable quality of life for all people);

B bahwa stratepi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan scbab-

sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (crime prevention strategies

should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to
crime);

® bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosigl,
diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendsh,
pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk

(the main causes of crime in many cowntries are social inequality, racial end

national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy

among broad sections of the poprlation).

{2).  Dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan (Italia), dokumen No. A/CONF.121/L.9,

3).

bahwa upaya penghapusan sebab-schab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus

merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (the baesic crime prevention

strategies),

Dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana (Kuba), pada dokumen No,

A/CONF.144/1/17 tentang “Social Aspects of crime prevention and criminal justice in

the context of development”, antara lain dinyatakan :

81
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B bahwa aspek-aspek sosial dari pembanpunan merupakan faktor, penting dalam
mencapai tujuan strategis penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas
paling utama ;

B bahwa tujuan i)cmbangunml, pertumbuhan ekonomi, dan Kerjasama ckonomi
internasional hm;;'daknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk
suatu kehidupan .svang bebas dan kelaparan, kemiskinan, kebutahurufan, kebodohan,
penyakit, dan ketakutan akan perang juga memberi kemungkinan bagi manusia untuk

hidup dalam lingkungan yang schat.

Politikal Kriminal : Perilakn Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak
Dari keseluruhan uraian di atas, yang apabila dikaitkan dengan permasalahan perilaku
anak nakai (tindak pidana_l anak), maka secara umum tidak akan jauh berbeda. Namun yang

periu diperhatikan adalah ‘perfunya modifikasi dalam penanganan/penanggulangan kenakalan

- yang difakukan anak baik secara penal maupun non-penal dalam konteks kebijakan kriminal.

Hal ini disebabkan karena ases-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan usia muda
(anak/remaja) sangat berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang
dewasa.

Haskell dan Yablonsky mengemukakan, dalam peraturan perundang-undanpan pada
masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa

faktor, yaitu :

% Djisarikan dari Barda Nawawi Arief, ibid, hal. 11-12.




83

1. Dibedakan olch umqr biasamya 18 tahun ;

2. Anek delinkuen bia;anya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertangpung jawabkan
atas tindakanmnya ; |

3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-
faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaranxya ;

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang

bersifat terapi daripada penghukuman ;

5. Meskipun sudah -terdapat perubahan, tetapi proses peradilan  anak mempuiyai
kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada aspck hukumnys, dan prosedurya
dalam pengadilan. kurang bersifat informal dan individu (wformel and personalized

p;‘"ocea’we).‘s1

Dalam kaitan dengan kebutuhan akan keterpaduan antara kebijakan penanggulangan

kejahatan (politik kriminal) dengan politik sosial, maka dalam hubungan dengan kebijakan

penanggulangan kenakalan anak/remaja scbagai bentuk dari hubungan kriminal terhadap anak
pertu dimodifikasi, yaitu yang diarahkan secara khusus pada politik kelscjahtcraan anak dan
politik perlindungan hak-hak anak, bak anak pada umumiya maupun anak yang menjadi

korban kejahatan orang dewasa (neglated children) atan anak yang melakukan kenakalan

{delinguent children),Secara skematis dapat dilihat dalam ragaan berikut 52

1 Martin R Haskell & Lewis Yablonsky, Criminology,
223-224,

82 peing Hadisuprapto, op.cit,, hal

Crime, and Criminality, op.cit., hal.
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RAGAAN3
Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Sosial
Dan Politik Kesejahteraan Anak

I Kebijakan Kesejahterasn Anak
Kebijakan Sosial
Tujuan

L Keb{jskan Porlindungan Anak

[Pt
Kebijakan Kriminal

Non
 Penal:

Dalam kaitan dengan penggunaan sarana penal dan non-penal, khnsns untuk kebijakan
penanggulangan kenakalan anak/remaja, juga perlu penekanan khusus, Penggunaan sarana
non-penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak seharusnya diberi porsi yang lebih
besar dibandingkan denéan sarana penal. Apabila hal ini disepakati, maka berarti ada
kebutuhan dalam pemahaman-pcmahmnan yang berorientasi pads pencarian faktor-faktor
kondusif (faktor kriminogen) yang menyebabkan timbuinya kenakalan anak/remaja. Disinilah,
menurut Paulus Hadisuprapto muncul peranan dar ilmu kriminologi, sebagai ideographis
sekaligus homothetis itu untuk menyumbangkan jasanya bagi pemahaman-pamahaman yang
dimaksud diatas. Kriminologi melalui kegiatan penelitian-penelitian yang bersifat klasik,
positivis, manpun interaksionis kiranya akan banyak memberikan sumbangan dalam rangka
memperdleh pemahaman-permahaman tentang hakikat dan latar belakang timbulnya kejahatan
usia muda dan perilakn delinkuensi anak. Disamping peranannya dibidang penclusuran dan
penemuan sarans-sarana non-penal, pendekatan kriminologi itu diperlukan pula dalam konteks

penggunaan sarana penal. Seperti diketshui bahwa dalam konteks sarana penal, dikenal adanya
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permasalahan temtang hukum pidana dala.fn arfi jus constitutum dan ivs constituendum.
Keduanya bersifat saling berkaitan dan menunjang dalam pcmbicaraan‘tcntang penggunaan
sarana penal dalam kebijakan penanggulangan kejehatan pada umuommya dan peﬁlaku
delinkuensi anak pada khususnya, Khusus dalam kaitan dengan terakhir, tampaknya
pemahaman terhadap dua masalah itu semakin penting saja, mengingat bahwa ketentuan yang
terfuang dalam sistem hukum kita, masalah' pidana anak dan peradilan anak masih merupakan
persoalan yang cukup serius.” Tentang masalah ini, akan dikaji pada pembahasan yang
berikut.

Pembicaraan tentang kebijakan penangpgulangan kejahatan usia muda dan perilaku
delinkuensi anak pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, perlu adanya pemikiran
agar kriminologi menempati porsi penting. Pemikiran ini lebih lanjut dijelaskan penulis datam

ragaan berikut,**

3 1bid, hal. 78.

% hid, hal. 79.




RAGAAN4
Lingkup Kajian Tentang Perilaku Delinkuensi Anak

ANAK

KORBAN
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\ PELAKU

ANAK BERMASALAH
DALAM PERILAKUNYA

SARANA PENAL

SARANA NON PENAL

IUS CONSTITUTOM

IUS CONSTITUENDUM

PENDEKATAN KRIMINOLOGIK

Bila Pembicaraan difokuskan pada masalah fus constituendum, disamping pemahaman

dan pendekatan kriminologi, ada suatu kebutuhan yang kiranya tidak bisa lagi dihindari dalam

upaya pembangunan hukum suatu negara. Kebutuhan jtu adalah adanya tuntitan-tuntutan

masyarakat internasional yang diskui bangsa-bangsa beradab, berupa instrumen-instrumen

internasional yang tertuang dalam resolusi PBB, Negara-negara yang merasakan dirinya sebagai

bangsa yang beradab, tuntutan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam instrumen-

instrumen internasional itu sudah seyogianyalah masuk dalam fingkungan ius constituendum.

Schingga apabila kemudian terbentuk hukum yang bar, perhatian akan kondisi sosiokultural

masyarakat dimana huI;:um itu dibangun selain akan mencerminkan tontutan dan kebutuhan

perlindungan hukum bapi masyarskat pada umumnya dan anak pada khususnys, juga

mencakup kepentingan yang lebih luas, baik kepentingan nasional maupun kepentingan

internasional. Untuk itulah penulis menganggap perlu untuk membahasnys secara tersendir,

yaitu pada bagian akhir dari bab ini.
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2. Perlindungan Hukwmn Bagi Anak (Pelaku) Dalam Konteks Hukum Pidana Material

Seperti yang diungkapkan pada pembahasan terdahulu bahwa permasalahan pidana
(juga tindakan} - yang -icrtuang dalam norma-norma hukum pidana - dan peradilan yang
diperuntukan bagi anak sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak/remaja -
sclalu menarik unfuk dibicarakan. Seyogianya memang demikian, karena anak adalah mahluk
yang memang harus difindungi dari segala kekurangan yang melekat pada mercka, Melindungj
anak berarti melindungi masa depan bangsa. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum
bagi anak harus mcrupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perlindungan anak
dalam pengertian yang luas. Perlindungan hukum bagi anak adalah semata-mata pendekatan
secara yuridis, selain pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan ckonomi, sosial, dan
budaya.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak (pelsku tindak pidana), hukum
pidana Indoncsia — yang tetap berlaku sebelum UU No, 3/1997 berlaku secara cfektif - tidak
diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang tersendiri, melainkan diatar di
berbapai pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita (KUHP). Hal ini sama
dengan yang berlaku di- negeri Belanda yang secara historis sangat mempengaruhi sistom
hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun berbeda dengan hukum pidana yang
berlaku di Inggris dan Belgia yang mengatur secara khusus dalamn undang-undang tersendiri.

Hukum Pidana anak-anak yang dimaksnd, adalah sebagai berikut ;..

3. Pasal 39 ayat 3) KUHP, yang merumuskan :
“Pernyataan scbagai disita itu dapat juga diputuskan atas benda-benda kepunyaan yang

bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, akan tetapi ferbatas pada
benda-benda yang telah disita™.




88

Pasal 40 KUHP, yaﬁg merumuskan

“Apabila seorang di bawah umur enam belas tahun memiliki, memasukkan atau
mengangkut barang:barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pendapatan dan
scwa tanah negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian
tertentu dari Indonesia ; maka hakim dapat menyatakan benda-benda tersebut sebagai
disita, juga apabila orang yang bersalah itu telah dikembalikan kepada orang tuanya,
walirya, atau kepada pengasuhmya tanpa dijatuhi suatu pidana apapun”.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan sesuatu kekecualian dalam ketentuan umum, bahwa
hukuman tambahan itu biasanya dijatubkan beserta hukuman pokok dan tidak pernah
dijatutikan tersendis,®

Pasal 45, dirnmuskan bahwa :

“Jika scorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika

wnuimya belum enam belas tahun, hakim boleh ;

» Memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang luanya, walinya,
atau pemeliharanya, dengan tidak dikarenakan suatu hukuman ; atau

¢ Memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak
dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau
salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-
505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya
sebelum dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah
safu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan ; atau

+ Menghukum anak yang bersalah itu”.

Pasal ini meminta 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 5

1. Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksud “belum dewasa” (bagi
orang Indonesia menmﬁt LN 1931 No. 34 ; bagi orang Eropa menurut Pasal 330 BW)
ialah mereka yan'g‘ belum berumur 21 tshun dan belum kawin, Jika orang kawin dan

bercerai sebelum wnmur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

® R Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanz (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Dem{ Pasal, Politea, Bogor, 1995, hal. 59.

% R. Susilo, ibid, hal. 61-62.
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2. Tuntutan ity mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu
sebelum ia berumur 16 tahun,

Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka terhadap anak-anak dapat dijatuhi salah satu

hukuman yang diperuntukkan bagi mercka.

Seorang anak yang telah dinyatakan bersalah dan kepadanya diperintahkan untuk
dikembalikan kepada (#311g tua, wali, afau pengasuhnys, menurwt E. Utrecht adalsh
penyimpangan dari prin:;ip umum yang menyatakan bahwa apabila seseorang ditetapkan
melakukan kesalahan maka harus ditetapkan hukuman, biarpun fukuman ity hukuman minimal
(satu hari atau Rp. 3.75) saja, atau ditetapkan hukuman bersyarat (Voorwaardelijke straf).
Dalam hal yang mcrryimﬁang dari prinsip umum ini, hekim mengembalikan anak kepada orang
tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa anak tersebut dikenai hukuman,®’

Dalam Stratwetboek di negeri Belanda, ada ketentuan semacam ini, yaity dalam Pasal
38-nya. Namun, ketentusn dalam KUHP kita sedikit lebih huas, yaitu‘ Bcrkaitan dengan
pengembalian  anak kcpada “pemchhara/pengasuhnya” ; sedangkan dalam Pasal 38
Strafwetbock itu “pemelihara/pengasuh” (égn versorger) tidak disebut. Menurut Keterangan
dalam Geschiedenis van het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indje (hal 134) maka
“zijn versorger” itu disisipkan dalam WVS tahun 1915 berhubung dengen hal diantara para
terdakwa yang berasal dari rakyat bumiputera ada banyak yang tidak lagi memiliki orang tua,
dan dalam hukum perdata, adat lembaga perwakilan tidak ada. Sclanjutnya, berhubung dengan
hal di beberapa dacrah di Indonesia — seperti di Minangkabau terdapat lembaga “matriarchat’,

maka pengertian “bapak™ (“vader”) dan “kekuasaan bapak” (“vaderiijke macht”) diperluas.

*" Utrecht, Huloum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabays, 1987, hal. 344.

¥
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Perluasan ini dimuat dalam Pasal 91 KUHP, berbunyi : “(1) Yang masuk secbutan kekuasaan
bapak yaitu kekuasaan kepada keluarga ; (2) Yang masuk scbutan ibu-bapak yaitu orang
kepada keluarga ; (3) Yang masuk scbutan bapak, yaitu orang yang menjalankan kekuasaan
yang sama dengan kekuasaan bapak ; (4) Yang masuk scbutan anak, yaitu orang yang dibawah
kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Dalam hubungan ini, apabila kita mengingat
hukum adat dalam lembaga mairiachat, kekuasaan bapak (vader lijke macht) tidak dijalankan
oleh bapak (ayah kmd@@, tetapi oleh kakak tertua dari ibu yang disebut dengan scbutan
“mamak”.ﬁg l

Apabila kembali kepada pilihan hakim seperti yang tertuang dalam Pasal 45 diatas,
maka menurut Utrecht perbuatan pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuh (pemeliharanya) adalah scbagai ketetapan hakim berupa satu “tindskan” (Maatregel).”
Boleh dikatakan bahwa hakim “mengalihkan wewenang” unftuk mengoreksi anak yang nakal

tersebut kepada orang tuanya sendin, atau kepada mercka yang tefsh mengganti kedudukan

orang tua im.”” Dalam hubungan ini, Lamintanp-pun mengatakan bahwa sebelum

‘memerintahkan agar seorang anak di bawah umur yang bersalah karena telah melakukan

sesuatu kenakalan itu dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, hakim harus

% Tbid, hal. 345,

% Mengenai tepat atau tidakniya tirndakan hakim tersebut harug dipandang sebagai suatu pemida-
naan atau suatt penindakan, berkatalah Prof. Pompe yang artinya :
“dalam hal ini, kita tidak dapat berbicara tentang adanya suatu pidana. Bahkan orang juga dapat
meragukan apalah penggembalian seseorang anak kepada orang tuanya seperii Hu dapat dianggap
sebagai suatu penindakan, Keraguan tersebut kiranya adalah wajar, mengingat bahwa putusan hakim
tergebut tidak berisi suatu penjatuhian pidana atau suatu penindakan”,
Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, N. V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1959, dalam Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984,
hal, 209. .

™ Utrecht, loc. cit,
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mempuityai “keyakinan” bahwa pendidikan untuk ‘membentuk  kembal® pribadi dan
kepribadian dari anak torsebut dapat dipercayakan kepada orang tua atau walinya,” Hanya
sdyangmya, und'ang-.undgpmg pidana sendiri tidak menentukan jenis tindak pidana yang
-bagairnana yang dapat ;mmcmbcn' piihan padz hakim untuk menjatuhkan tindakan yang
demikian, ‘

Selanjutnya seorang hﬁn juga dapat memerintahkan supaya ansk yang melakukan
kesalahan (dan dimyatakan bcrsdah) diserahkan pada pemerintah — sebagai pilihan selain
pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya atay penjatuban pidana — tindakan
hakjm. yang demikian dikenal dengan nama “de terbeschikkingstelling van de Regering”
(penyerahan kepada pemerintah) - atau disingkat menjadi “de terbeschikkingstelling” -
sehingga hubungan yang nyata (feitelijke bond) antara scorang anak dcnganl orang fmanya
menjadi terputus dan pcﬁ?lidikan “biasa” yang diberikan diganti menjadi pendidikan terpimpin
(dwang op voeding). |

Undang-Undang ﬁukum Pidana menycbut secara limitatif dalain'hal mana hakim
dapat menctapkan “de terbeschikiingstelling” itu. Apabila dilakukan salah satu pelanggaran
yang tersebut dalam Pasal 45 sub ke-2 KUHP terscbut, maka harus dipenuhi salah satu syarat
lagi, yaitu harus ada pcngulangap (recidive). Untuk pengulangan ini tidak ditentukan jangka
waktu yang biasa, yaitu 5 (lima) tahun, tetapi selama 2 tahun,™
d. Pasal 46 KUHP, diramusksn bahwa :

“(1). Apabila hakirﬁ telah memerintahkan agar orang yang bersalah ditempatkan dibawah
pengawasan pemerintah, maka ia

i

' Lamintang, op. cit., hal. 210.

&
” Utrecht, op. cit,, hal; 346,
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+ Dapat di tempatkan di dalam lembaga pendidikan negara, dimana ia memperoleh
pendidikan atay dengan cara-cara yang lain memperoleh pendidikan sesuai dengan
keinginan pemerintah ; )

+ Atau disershkan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia atau
kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, atau kepada scbuzh
lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk mendapatkan pendidikan
atau untuk kemudian dengan cara yang lain mendapatkan pendidikan sama
dengan keinginan pemerintah ;

» Satu dan lain hingga mereka it mencapai usia delapan belas tabun.

{2). Ketentuan-ketentuan untuk mejaksanakan apa yang telah diatur di dalam ayat (1)
ditetapkan dengan sebuah ordonansi”.

Ordonansi yang dimiaksud. ayat (2) adalah Dwangopvoeding-regeling, yang diundangkan
dalam Indonesia Stb. 1917 No. 741.
Jadi, menurut Pasal :46 tersebut, maka anak yang diserahkan kepada pemerintah itu dapat:
+  Ditempatkan disatu lembaga pendidikan negara (Lendsopvoedingsgesticht) ; atau
» Diserahkan kepada seorang khusus, yaitu keluarga partikulir/swasta ; atau
¢ Diserahkan kepada satu perhimpunan atau yayasan vang liékcrja dibidang
kesejahteraan sosial dan yang mempunyai status badan hukum.

¢. Pasal 47 KUHP, diromuskan bahwa :

“(1). Apabila hakim incnjahﬂﬂcm pidana bagi yang bersalah, maka pidana pokok yang
tertinggi bagi kejahatan itu dikurangi dengan sepertiganya ;

(2). Apabila perbuatan itu merupakan suatu kejahatan vang dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara sclama seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara selama-
lamariya lima belas tahun ;

(3). Pidana tambahan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan
angka 3 tidak dapat dijatuhkan”.

f Pasal 78 ayat (2) KUHP, dirumuskan bahwa :

“Bagi orang yang scbelum melakukan perbuatan itu belurn meneapai usia delapan
belas tahun, maka setiap jangka waktu kadariuarsa tersebut di atas dikurangi dengan

sepertiganya”.

n



Dari beberapa pasal KUHP yﬁng telah diuraikan di atas, jelastah kiranya bahwa jenis-
jenis pidana - seperti yang tertuang pada Pasal 10 KUHP - yang tidak dapat dijatuhkan bagl
anak-anak adalah (a). pldana mati ; (b). pidana tambahan bcrupa pencabutan hak-hak tertcntu
; dan ((.). pidana taibahan berupa pengumuman putusan hakim,

Kemudian, bagaimana pengaturan pidana (dan tindakan) dan penjatuhannya bila kita

kaitkan dengan peraturan yang dicita-citakan secara khusus mengatur tenfang anak, maka h

perubahan tidak terlepas dari pasal-pasal yang tertuang dalam Naskah Rancangan KUHP
(baru) dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam Naskah Rancangan Kitab UUHP (baru) yang disusun oleh Panitia Penyusunan
RUU.KUHP tahun 1991/;1992, yang disempurnakan olch : Tim kecil sampai dengan 13 Maret
1993, tentang Pidana dan Tindakan Anak diatur pada Pasal 99 sampai Pasal 112 RKUHP.
Jenis pidana yang thmaksud tercantuin dalam Pasal 99 yang berbunyi

(1). Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

ke —1. Pidana Nominal ;
a. Pidana Peringatan ;
b. Pidana tepuran keras,

ke—2. Pidana dengan Syarat
& Pidana Pembinaan di luar lembaga ;
b. Pidana Kerja Sosial ;
¢. Pidana Pengawasan,

ke ~3. Pidana Denda.

ke -4, Pidana Pembatasan Kebebasan :
a. Pembinaan di dalam fembaga ;
b. Pidana Penjara ;
¢. Pidana Tutupan.

(2). Pidana Tambahan : .
a. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan ;
b. Pembayaran ganti Kerugian ;
¢. Pemenuhan kewajiban adat,

»

2]
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Dalam RICUHP - pun diatur tentang Tindakan yang tertuang dalam Pasal 111 (94 p), yakni :

(1). Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan kepada anak yang memenuhi Pasal
38 dan Pasal 39, berupa :

ke ~1. Perawatan di romah sakit ;
ke -2.  Penyerahan kepada pemerintah ;
ke 3. Penyerahan kepada seseorang,

Ketentuan dalam Pasal 91, sepanjang dapat diberfakukan untuk anak, berlakn pula di sini.

(2). Hakim dapat menjatubikan tindakan tanpa menjatuhkan pidana pokok bagi anak berupa:
2. Pengembalian kepada orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya ;
b. Penyershan kepada pemerintah atau seseorang ;
¢. Keharusan mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan
swasta ; ‘
Pencabutan surat ijin megermudi ;
Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
Perbaikan akibat-akibat tindak pidana ;
Rehabilitasi ;
Perawatan di dalam suatu lembaga,

Prae e e

Ketentuan dalam Pasal 92, sepanjang dapat diberlakukan untuk anak, berlaku pula di
sini. Dalam kaitan dengan materi tindakan terhadap anak pada Pasal 111 ini ((1) dan (2)),
maka kita perhatikan 2 pasal yang disebut. Yaitu Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 91 mengatur :

1). Tindakan berupa perawatan di numah sakit jiwa diputus oleh hakim setelsh pembuat
tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukem dan yang bersangkutan masih
dianggap berada dalam keadaan yang berbahaya ;

2). Pembebasan dari tindakan berupa perawatan di ramah sakit jiwa diputus olch hakim
dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak
memeriukan perawatan lebth lanjut ;

3). Tindakan berupa penyerahan kepada pemerintah dapat diputus oleh hakim, baik terhadap
pembuat tindak pidana dewasa maupun anak-anak ;

4). Tindakan berupa penyerahan kepada pemerintah bagi orang dewasa diputus oleh hakim
demi kepentingan keamanan masyarakat, sedangkan bagi anak-anak demi kepentingan
anak yang bersangkutan ;

5). Apabila penyerahan kepada pemerintah diputus oleh hakim, ia menentokan dimana dan
bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan ;
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6). Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang dapat diputus oleh hakim, baik terhadap
pembuat tindak pidana dewasa maupun anak-anak. Hakim menentukan kepada siapa dan
bagaimana tindak pidana tersebut harus dijalankan.

Pasal 92 mengatur :

).

(2).

(3).

).
).

(6).
(7).

®).

9.

{10).

(11).

(12).

(13).

Tindakan berupa pencabutan SIM diputus oleh hakim setelah mempertimbangkan baik
keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan maupun yang menyertai pembuat
tindak pidana ;

Tindakan berupa pencabutan SIM diputus olch hakim sctclah mempertimbangkan
apakah pemilikan SIM terschut berkaitan dengan usaha mencari nafkah si pembuat
findak pidana ;

Dalam hal si pembuat tindak pidana memiliki SIM yang dikelsarkan oleh negara lain,
tindakan berupa pencabutan SIM dapat digantikan dengan larangan menpgunakan SIM
tersebut di wilayah Republik Indonesia ;

Jangka waktu pencabutan SIM berlaku antara 1 sampai 5 tahun ;

Segala keuntungan yang diperoleh pembuat tindak pidana dalam kaitan dengan tindak
pidana yang dilakukannya, baik berupa uang, barang maupun keuntungan lain, harus
dirampas oleh negara ;

Dalam hal keuntingan tersebut berupa uang, pembuat dapat menggantikannya dengan
vang s¢jumiah harga taksiran yang ditentukan oleh hakim ;

Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat diputuskan olch hakim, baik
berupa perbaikan, penggantian, maupun perintah untuk membayar harga taksiran
kerusakan akibat tindak pidana tersebut ;

Tindakan berupa lathan kerja diputus oleh hakim, baik dengan pertimbangan agar
pembuat menjadi orang yang rajin, tekun, dan menghargai peketjaan maupun untuk
mempersiapkan pembuat agar mudah memperoleh lapangan pekerjaan dikemudian har ;
Tindakan berupa’ latihan kerja diputus oleh hakim dengan mempertimbangkan pula
kemampuan, latihan kerja yang pernah difakukan, pekerjaan dan tempat tinggal
pembuat; ' .

Tindakan berupa rehabilitasi terutama ditujukan kepada si pembuat yang mengidap
kecanduan alkoho!, obat keras, narkotika, kelainan seksual, dan kelainan jiwa, demi
keamanan masyarakat ;

Tindakan berupa rehabilitasi dilakukan di delam suatu lembaga pengobatan dan
pembinaan, baik §wasta maupun pemerintah ; '

Tindakan perawatan di dalam suatu lembaga dapat diputus oleh hakim, baik terhadap
narapidana anak :ugupun narapidana dewasa ;

Dalam hal tindakan perawatan di dalam suatu lembaga dijatubkan kepada narapidana
dewasa, pertimbangan hakim harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak
pidana yang melakukan tindak pidana itu sebagai kebiasaan, sedangkan bilamana
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak, dasar pertimbangan dari putusan hiakim




adalah untuk membantu orang tua dalain mendidik dan memberikan bimbingan kepada
yang bersanglartan,

Dalam Rancangan KUHP (Bww) ini, ada hat-hal baru yang menark untuk

dikemukakan berkenaan dengan pemidanaan yang tidak akan ditemui pada hukum positif kita,

antara lain :

I

Anak pelaku yang belum mencapai umur 12 tshun tidak dapat dipertanggung jawabkan
(Pasal 96 ayat 1), dan hanya berlakn pada anak berusia antara 12 hingga 18 tahun
(ayat 2).

Penerapan pidana pembatasan kebebasan, adalah merupakan upays terakhir, khususnya
terhadap tindak pidafa berat atan yang disertal dengan kekerasan (Pasal 106 ayat 1),

Hal ini merupakan implementasi ketentuan universal yang terdapat dalm dokumen
Internasional.

Maksimum pidana pembatasan kebebasan yang dikenakan adalah selama-lamanya
seperdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal
106 ayat 3). |

Apabila tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana pcnjara seumur hidup,
maka pidana yang dapat .dijamhkan pada anak adalsh pidana penjara sclama.lamanya
sepuluh tahun (Pasal 108 ayat 2).

Pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disahkan dan

diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997, banyak pihak menganggap scbagai suatu langkah

pembangunan di bidang hukum (dikhususkan terhadap anak bermasalah kelakuan) yang patut

7 Lihat Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice {The

Beging Rules) Pasal 19.1 ; juga Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of
Juvenlle Deprived of their Liberty pada point 1.1 dan 1.2.
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dipuji. Walaupun pada saat ini telah berlaku — hanya masih datam masa transisi dan belum
efektif secara menyeluruh - namun dengan disahkannya undang-undang fcfécbut, merupakan
implementasi niat baik pemerintah untuk membentuk kebijakan yang berkaitan dengan
periindungan hukum terhadap anak-anak bermasalah. Banyak kemajuan yang dicapai dengan
diterbitkannya undang-undang ini, namun bagian ini hanya akan membatasi berkaitan dengan
hukum pidana material, sementara mengenai hukum pidana format akan dibahas pada bagian
selanjutiya. Dalam undang-undang ini, pengaturan tentang pidana dan tindakan tertuang dalam
Bab III Pasal 22 sampai Pasal 32. Tentang pidana yang dapat dijatuhkan pada anak, Pasal‘:‘l‘a'
mengatur ; B

(1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepade Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana
tambahan.

(2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah ;

a. Pidana penjara ;

b. Pidana kurungan ;
¢. Pidana denda ; atau
d. Pidana pengawasan.

(3). Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Anak Nakal, dapat
juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan baranp-barang terientu dan atau
pembayaran ganti rugi,

(4). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur Iebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Mengenai tindakan yang, dapat dijatubkan kepada Anak Nakal, Pasal 24 mengatur

{1). Tindakan yang dapat dijatubkan kepada Anak Nakal jalah : o
3. mengembalikan kepada orang twa, wali, atau orang tua asuh ; '
b. menycrahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pcmbmaan dan latihan
kerja; atau
¢. menyerahikan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang
bergerak di bisang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
(2). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disestai dengan teguran dan syarat
tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
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3. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) dalam Konteks Hukum Pidana
Formal.

Dalam pembahasan terdahuly, kita telah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana
Sistem Hukum Indonssia mengatur tentang perlindungan tethadap anak dari sisi hukum pidana
materialiya. Lebih lanjut, kita akan melihat juga bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang
petlindungan  hukum terhadap anak (pelaku) dilhat dari hukum pidana formal, yaitu
perfindungan hukum terhtadap anak (pslaku) dalam proses peradilan pidana,

Sebagaimana kit_a pahami, baliwa seorang anak yang karena sifat dan keadaanmya yang
melekat padanya, mcr_ﬁerhlkan periakvan dan peilindungan khusus, terutama terhadap
perbuatan-perbuatan  (tindakan-tindakan) yang pada  hakekatnya dapat merugikan
perkembangan anak itu sendii maupun masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh S
Widoyati Wiratmo Sockito.” Walaupun secara sekilas scorang dapat menentukan sendiri
iangkah pcrbuatanr&a berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, nemun karena
kualitasnya sebagai anak maka pada umumnya keadaan sekitar yang menimpa pada dirinya
akan lebih besar pengmjﬂmya dalam menentukan sikapiya daripada nilai pribadinya,

Anakanak yang melakukan kenakalan/tindak pidana memerlukan suatu penanganan
tersendiri, yang amat berbeda dengan pelaku kejahatan dewasa. Mengenai periumya
penanganan Khusus (Peradilan Anak) ini ditegaskan oleh Mason P, Thomas, scbagai berikut :

“legilature have passed laws to establish a separate court system for children

under certain ages because youths should not held accountable under the same

standards as adults, and because there may be a better chance of reform or

rehabilitation with young people”.”

™ 8ri Widoyati Wiratmo Soekito, Dokumen Dasar Sistematika Rancangan UU Tentang
Peradilan Anak, Lokakarys Tentang Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1979, hal, 69.

* Mason P. Thomas dalam Robert C. Troajanowicz dan Merry Morash, Juvenile Delinguency
Concept and Control, Third Edition, Prentice-Hall. Inc, New Jersey, 1983, hal. 380,
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Penyelengparaan proses peradilan anak sebagai suatu sistem, harus berorientasi pada
kepentingan hari depan anak, karena anak nakal pada akhimya harus diperbaiki kembali sifat,
tingkah laku, kondisi-kondisi jiwa, dan alam fikirannya. Untuk itu yang diperukan dalam
penanganan masalah tersebut adalah mengembalikan kesimbangan jiwa anak. Mengembalikan
kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tata nilai yang berlaku adalah berbeda
dengan cara yang harus dilakukan terhadap orang dewasa (pelaku). Oleh scbab itu wajarlah
apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses
peradilan anak, seperti yang sering tcrungkap didalam berbagai pernyataan, antara lain ;

1. Anak yang melakukan kenakalan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang
penjahat (criminai), tetapi harus dilihat sebagai oramg yang memerlukan bantuan,
pengertian dan kasth sayang ; |

2. Pendckatan yuridis terhadap anak hendaknya lcbih mengutamakan pendekatan persuasif-
edukatif dan pendekatan Kkejiwaan atau psikologis yang berari sejauh  mungkin
menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi
mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi
yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam
arti yang wajar.”

Sehubungan dengan proses stigmatisasi sebagaimana disebutkan di atas, secara teoritis
dikupas dalam teori Labciling, yang pertama kali dikemukakan oleh Howard Becker, bahwa :

“Kejahatan bukan kualitas perbuatan scscorang, melainkan merupakan akibat
diterapkanirya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang “pelanggar”,

" Barde Nawawi Arief dalam Perlindungsn Hukum Terhadap Anak Dalam Proses
Peradilan, Bungs Rampal Hukum Pidana, op.cit., hal. 115.




100

scdangkan penjahat adalah seseorang yang kepadanya label tersebut telah berhasil
dikenakan kepada masyarakat.™"

Oleh karena itu, menurut LS. Susante bahwa perspektif labelling adalah mempermasalahkan
peranan orang lain yakni penegak hukum, dalam menjadikan seseorang sebagai “penjahat™,
Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak pelaku, maka yang pertama kali yang harus
diperhatikan adalah bagaimana vsaha untuk menjauhkan anak dari kondisi labelling (stigma
jahat) tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, anak-anak yang berhubungan dengan proses
peradilan, haruslah dijamin dan dilindungi sejak saat sebelum sidang, pada saf;t sidang, maupun
sesudah sidang peradilan ; baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban, terlebih sebagai
terdakwa/terfuduh, "

Schubungan denigan hal itu, maka ada beberapa hak-hak anak sebagai pelaku tindak

.,
Ll

pidana/kenakalan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama,
yaitu antara fain
1. Sebelum persidangan ;

a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah ;

b. Hak untuk mendapatkan perdindungan terhadap tindakan-tindakan vang
merugikan, menimbulkan penderifaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
{ancaman, pcnganiayadn, cara, dan tempat penahanan misalnya) ;

¢. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan
dini berpaﬂisipasi datam persidangan yang akan datang dengan prodeo ,

d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap

dirnya (transport, penyulnhan dari yang berwajib).

7 Lihat 1S. Susanto, Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan,
Penggunaan dan Penyebarannya, Suatu Studi Kriminologi, Disertast, Unpulished, 1990, hal, 37.
&
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2. Sclama persidangan berhak untuk mendapatkan :

a. Penjelasan mengcnai tata cara persidangan dan kasusnya ;

b. Pendamping, penasihat selama persidangan ;

¢. Fasilitas ikut serta memperlancar persidengan mengenai dirinya (ansport,
perawatan keschatan) ;

d. Perlindungan tc_rhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan
penderitaaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, cara dan
tempat penahanan misalnya).

3. Setelah persidangan :

a. Pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD
1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.

b. Perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan
moral, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan misalmya).

¢. Kesempatan tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarga,”®
Apabila ditclash, praktik peradilan anak di Indonesia selama ini - sebelum bertaku

secara efektif UU No. 3 tahun 1997 - belum mempunyal perundang-undangan yang khusus,
karena kecenderungan fang terjadi bahwa aparat hukum melandaskan did bada Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tzhun 1981 KUHAP) yang diperuntukkan bagi
orang dewasa. Secara khusus ketentuan KUHAP hanya mengatur 2 pasal saja, yaitu Pasal 153
agat 3 dan 5 dan Pasal 171. Dalam Pasal 153 ayat 3 dan 5 mengatur kemungkinan

diberlakukan sidang tertutup, sepanjang terdakwanya scorang anak ; dan dalam sidang terbuka,

7 Arief Gosita, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV. Rajewali, Jakarta, 1986, hal. 50.
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hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun, tidak
diperkenankan menghadini sidang. Sedangkan Pasal 171 KUHAP mengatur tentang anek yang
belom cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin dapat diperiksa untuk memberikan
keterangan tanpa sumpah.

Dasar penyclenggaraan sidang anak, selain hukum acara yang diperuntukkan bagi
orang dewasa (KUHAP) juga mengkuti petunjuk/pedoman dalam bentuk Surat Edaran

Pengadilan Tinggi Jak;{xta 15 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara

‘Anak yang khusus diberlakukan bagi Pengadilan Negerl Dacrah Hukum Pengadilan Tinggi

Jakarta. Apa yang tertuang dalam SE MA No. 3 Tahun 1959 adalah sebagai berikut :

(1). Perkara Anak disidangkan.

¢ Terpisah dari orang dewasa.
» Pada hari tertentu saja.
» Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri maging-masing.

(2). Baik hakim, polisi, dan jaksa dalam sidang anak ini tidak memakai toga/pakaian dinasnya
masing-masing,

(3). Sidang selalu bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dann putusaniys
diucapkan dalam sidang yany tertutup, publikasipun dilarang,

(4). Orang tua/wall/penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahni juga
keadaan yang meliputi si anak, misalnya keadaan di ramah, untuk dijadikan bahan
pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan si anak.

(5). Sejak dari penyelidikan oleh pihak Kepolisian telah diambil Jangkah pengkhususan,
misalnya : N '
¢ Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri terpisah dari bagian untuk dewasa,

+ Tempat penahanan terpisah dari tempat tahanan untuk orang dewasa.

(6). Oleh Kejaksaaan ditunjuk Taksa Kinsus sebagai Penuntut untuk Perkara Anak.

(7). Dalam sidang perkara anak dikkut sertakan seorang Socia! Worker (Petugas Sosial) yang
dahuln ditangani oleh Departemen Sosial sekarang diserahkan kepada Direktorat
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Departemen Kehakiman. ™

® Balai RISPA adalah unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas
sebagai Pembimbing Kemayarakatan untuk membuat Laporan Sosial (“*Case Study”) berdasarkan
Peraturan Menteri Kehakiman No. 06.1UM.01.06 Tahun 1983 Pasal 12 ayat (2), yang diubah dengan
Peraturan Menteri Kehakirnan No. M.03.1/M.01,03 Tahun 1991, Laporan Sosia tersebut berisi :
1. Keterangan identitas klien;
Tdentitas keluarga (struktur keluerga) ;
Masalah/keluhan/penyajian masalah ; .
Data tentang riwayat klien dalarn hubungan dengan keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lingkungannya

SRR
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Lebih lanjut dalam Peraturan Menkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib
Persidangan dan Ruang Sidang diatur bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal,
kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat ditakukan dengan hakim majelis.
Pemeriksaan ditakukan dengan pintu tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum. Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum bersidang tanpa toga. Dalam
sidang anak, anak diperiksa dengan kehadiran orang tua atau wali atau ;)rang tua asuh,
penasihat hukum dan pCI_'I‘lbiﬂ'lbi]'lg kemnasyarakatan. Pada prinsipnya, dengan dikeluarkannya
Keputusan Menteri Kehakiman RT No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997, tidak berbeda dengan
Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang diatur oleh Peraturan Menteni

Kehakiman No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) dalam Konteks Hukum Pelaksanaan
Pidana

Yang tak kalah pentingnya dalam membahas perlindungan hukum bagi anak dilihat dar
sudut Polittk Kriminal, adalah bagaimana perundang-undangan Indonesia mengatur tentang
pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan pada si anak. Ini dapat dipahami karena antara
Hukum Pidana Material, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana adalah satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,

2.

5. Analisa, kesimpulan, dan saran hingge akhirmya Laporan Sosial tersebut mencantumkan seperti
yang tertuang dalamn Pasal 12 (3) PerMenKeh, yaitu :
a Keadaan anak, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi ;
b. Keadaan rumsh tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh serta penghuni lainnya
¢. Keterangan mengenai kelakuan anak di sekolah atau ditempat pekerjaan ;
d. Hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungan seperti RT, kepramukaan.
Dengan di undangkannya UU No. 3 Tzhun 1997, peraturan tersebut diubah menjadi Keputusan
Menteri Kehakiman RT No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata
Ruang Sidang, dan menggantnkan Unit BISPA menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatar),
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Hukum Pclaksapaan Pidana (Sirefvolistrefungsrecht) bagi anak pelaku tindak
pidana‘kenakalan usia n'iuda, berdasarkan pengamatan khusus untuk hukum pidana yang
diperuntukkan bagi orang dewasa,- dikemukakan olch Soedarto dalam buku “Hukum dan
Hukum Pidana” scbagai berikut :

“... kita belum punya UU pelaksanaan pidana (strafvollzug). Yang éda adalzh
Gestichtenreglement (stb 1917 - 708) yang felah mendapat perubshan. Dwang
opvoeding regelling (stb 1917 - 741) den Voorzieningen betreffende
Landswerkinrichtingen (stb 1936 - 160). Aturan-aturan ini mengatur tentang
pelaksanaan pidana penjara, kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana dibawah umur 16 tahun dan tindakan terhadap tunakarya yang
malas bekerja dan tanpa penghasilan, yang mengganpgu Ketertiban umum dengan
meminta-minta dan bergelandangan atau tindak laku yang asosial”.*

Dari uraian di af:cls, tampak bahwa dalam kaitan dengan masalah penanganan anak
lewat jalur penal (hukum pidana) aturan perundang-undangannya masih bersifat fragmentaris,®
Bila diukur dan kriteria y;ing lazimnya dipakai dalam konteks kebijakan hukum pidana dimana
di dalammya tercermin adanya hukum pidana anak material, hukum pidana anak formal, dan

hukum pelaksanaan pidana anak. Perangkat perundang-undangan yang tersedia dalam kaitan

" dengan masalah penanganan tindak pidana anak bila divkur dari kelompok hukum pidana itu

sanpat kurang memadai.

E. PERLINDUNGAN,. HUKUM ANAK BERMASALAH DALAM. PERSPEKTIIF
DOKUMEN INTERNASIONAL .

Kalau pada pcmz;i)aran terdahulu kita telah mengkaji perlindungan hukum bagi anak

baik dilihat dari hukum };;dana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan

8 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidans, op.cit., hal. 5.

81 Paulis Hadisupriiio, op.eit, hal. 153.
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pidania yang berlaku di Indonesia, pembahasan sclanjutnya pada bagian ini akan melihat
bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut dalam perspektif instrumen
internasional. Pembahasan ini dianggap penting karena sebagai suatu bangsa yang beradab dan
merupakan bagian dari peradaban dunia, scpatutnya kalau kita tidak akan metnalingkan muka
terhadap pedoman-pedoman/kerangka-kerangka scbagal suaty komitmen internasional yang
berlaku universal,

1. Perlii‘;‘:dtmgan Hukum Terhadap Anak Secara Umum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan scbagai upaya perfindungan hukum
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Aundomentel rights and freedoms of
children) serta berbagai kepentingan vang berhubungan dengan Kesejahteraan anak. Jadi
masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat hias.®

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah perlindungan anak, terlihat dan cukup
banyakmya dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak i, sntara lain
8. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yvang kemudian dikukuhkan dalam

Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 Nopember 1959 mengenai

“Declaration of the Righzs of the Child”

b. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai “United Nations Standard

Minimwm Rules for the Administration of hvenile Justice” (“The Beljing Rules™} ;

¥ Parda Nawawi Arief, Boborupa Aspek Kebijakan Pensgakan dan Pangsmbangan Hukum
Pidana, op.cit., hal, 153

¥ hid
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Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai “the prevention of

Juvenile delinquency ™,

Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Descmber 1986 mengenai “Declaration on Sociel and
Legal Principles reloting to the Protection end Welfare of Children, with Special

Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally”

Resolusi 43/121 tangeal 8 Desember 1988 mengenai “the use children in the illicit traffic

in narcotic drugs™ ;

Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 mengenal “Convention of the Rights
of the Child”, (Pada tanggal 26 Januari 1990, 61 negara telah menandatangani termasuk
Indonesia dan pada tanggal 25 Agustus 1990, telah dikeluarkan Keputusan Presiden No.

36 Tahun 1990 tentang “Pengesahan Convention on the Rights of the Child” - pen ) ;

Resolusi Ecosoc 1990/33 tanpgal 24 Mei 1990 mengenai “The prevention of drug

consumption amog young persons”™

Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Descmber 1990 mengenai “United Netions

Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinguency” (The Riyadh Guiedelines) ;

Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “United Nations Rules

Jor the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty” |
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Resolusi MU-PBB 457115 tangpal 14 Desember 1990 mengenai “The Instrumental Use of

Children in Criminal Activities” ;

Resolusi Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) 1993180 tanggat-10 Maret
1993 mengenai “The application of international stendards concerning the human rights

of detained juveniles” ;

Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The need to adopt

effective international measures for the prevention end ercdication of the sale of

children, child prostitution and child pornography”

. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The Special Rapporteur

on the sale o f children, child prostitution and child pornography” ;

Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “The plight of street

children” ;

Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “the effects of armed

conflicts on children’s lives™;

Dalam Kongres PBB ke-IX Tahun 1995 mengenai “The Prevention of Crime end the

Treatment of Offenders™, diajukan dua “draft reclution” mengena :
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1. Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice (Dokumen

A/CONF.IGQIL@).

2. Elimination of Violance against Children (Dokumen A/CON.169/L.11).

Dokumen ini pada prinsipriya berisikan fentang prinsip-prinsip perlindungan anak dari

segala bentuk kekerasan fisik dan mental™; himbauan kepada negara anggota, yaitu

antara lain : diadopsinya sanksi-sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak;
bekerjasama dalam bentuk hubungan bilateral, regional, multilateral untuk mendukung
legistasi tentang kekerasan terhadap anak; pemotivasian media massa untuk bekerja
sama mclakukap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak, berperan dengan cara
lain untuk mcmi)asmi kekerasan terhadap anak dan peningkatan p;fhaﬁan agar anak
memiliki kep cr;:ji.yaan diri.

2. Pelindungan Hukum FPidana Terhadap Anak Bermasalah Kelakuan.

Berbagai dokumen internasional yang tersebut diatas merupakan instrumen
internasional yang mengatur tentang hak-hak anak pada umumnya beserta perfindungannya.
Dalam kajian yang lebih khuosus, instrumen-instrumen intemnasional vang diarahkan untuk
melindungi hak-hak anak bermasalah, yaitu anak-anak yang berprilaku bertentangan dengan
norma hukum (pidana}, telah dimulai semmenjak tahun 1924 (Deklarasi Jenewa tentang Hak-
Hak Anak) kemudian Deklarasi Hak Anak Tahun 1958 dan berbagai Kongres PBB tentang
“Pencepahan chahatan:dan Pembinaan Pelaku” yang ke T sampai IX.

Pada Kongres EBB tentang “Pencepahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku™ ke-IX
yang diselengparakan pﬁda tanpgal 29 Aprl — 8 Mei 1995 di Kairo — Mesir, dalam Draft

Resolusi No. A/CON/169/1.5 termasuk 3 instrumen vang dianpgap penting untuk diperhatikan
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dalam pembicaraan tentang perindungan hak-hak anuk bermasalah, yaitu @ (1). The UN
Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyedh Guide!i#es) ; (2). The UN
Standard Minimum Ruics for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules) ; (3).
The UN Rules for the ﬁrotﬂcﬁon of Juvenile Deprived of Liberty. Berikut ini akan kita sajikan

sgcara berurut

{1). UNITED NATIONS GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY
{THE RIYADH GUIDELIVNES)

Instromen internasional ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112. tanggal 14 Desember
1990, yang terdiri dari 66 butir sebagai pedoman dalam kerangka pencegahan “Juvenile
delinguency” dan “Youth crimes”.

Apa yang tertuang dalam Resolusi tersebut, secara ringkas mengandung hal-hal
sebagai berikut

{1). Pencegahan Juvenile Delinguency merupakan bagian penting pencegahan kejahatan
pada umumnya di masyarakat ;

(2). Pengembangan sikap non-kriminogen di kalangan anak dan di masyarskat petin
dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang
bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi tethadap segala aspek kehidupan
masyarakat, termasﬁk memperhatikan dan mempelakukan anak dan remaja secara
manusiawi ;

3). Mengusahﬁkdﬁ terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi
terlangsmlgny; pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak-anak remaja

tidak harus dijé(lﬂ{ml obyek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga




{4).

(5).

).

).

®.
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pemsahamsn l;ahwa anak-anak remaja yang melakukan perbuatan pefanggaran ringan
tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasi dan penghukuman ;

Penyusunan Kcbijakan yang dilandaskan atas hasil-hasil kajian yang sistematis, dan
menjabarkannya menjadi tindakan-tindakan yang konstruktif dalam usaha-usaha
pencegahan juvenile delinguency. Kebijakan itu hendaknya tersusun dalam suatu
propram, dimana generasi muda dilibatkan didalamnya (agar tmbul self respect di
kalangan mercka). Program itu mengatur tentang mekanisme, peng-koordinasian
lembaga pemerintah maupun non-pemerintah,

Kebijakan yang telah tersusun hendaknya di dalamnya tcrkﬁndung rencana dan
program-program strategis dalam rangi(a pc_nanggulangan Juvenile delinguency bak
mclalui Sistem Peradilan Anak maupun tidak lewat Sistem Peradilan Anak. Penjara
hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, dan itupun hanya untuk jangka
pendek.

Kebijakan itu selanjutnya perlu disosialisasikan dan diintegrasikan melalui kelarga,
masyarakat, peer group, sckolahan-sekolahan dan tempat-tempat pelatihan-pelatihan
vokasional, organisasi-organisasi sukarcla, media massa.

Perundang-undangan yang disusun uniuk mendukung kebijakan tersebut hendaknya
terkandung aturan-aturan pencepahan viktimisasi, penyalehpunaan, pemerasan,
pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran obat bius,
dan ada ketentnan tentang kriteria-kriteria penempatan anak dalam penjara, hukuman
rumah atau hukuman sekolah.

Dalam kaitan dengan penafsiran dan pengimplementasian Resolusi ini, hendaknya

UN Declaration of Human Rights ; the International Covenant on Economic, Social
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and Cultural Rights ; the International Covenant on Civil and Political Rights, the
Declaration on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child
serta UN SMR-JJ, dijadikan kerangka acuan pada satu pihak, dan kondisi sosial,
ckonomi, budaya negara anggota pada lain pihak.

(9). Erat demgan penafsiran dan pengimplementasian ini dalam kehidupan masyarakat,
perlu adanya  pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum sehingga
memahami betul dunia anak dan rcm_aja, di samping itu dibentuk puta lembaga
ombudsman yang independent untuk mengawasi pcngimp[ementa.sian Resolusi ini.®*

(2). UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION oF
JUVENILE JUSTICE (BEUING RULES)

Instrument Intermasional ini disetujui pada tanggal 6 September 1985 scbagai hasil
dari pertermuan di Beijing, China pada tanggal 14-18 Mei 1984, yang kemndian
dipresentasikan oleh Dewan Ecosoc PBR dalam Kongres PBB ke-VII di Milan-Ttalia pada
bulan Agustus-September 1985. Beijing Rules ini kemudian dijadikan Resolusi PBB pada
tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33.

UN Sfandard Minimum Rules for the Administration of JYuvenile Justice
(selanjutirya disingkat SMR-JJ) ini secara keseluruhan terdii dard 6 bagian : Bagian I
General Principles terdini dari 9 sub-bagian ; Bagian II Tnvestigasi dan Penuntutan terdiri
dari 4 sub-hagiaﬁ ; Bagian TIT Adjudication and Disposition terdiri dari 9 sub-bagian ;

Bagian IV Pcmbiﬁaan Luar Tembaga terdiri dari 3l sub-bagian ; Eagian V Pembinaan

Dalam Lembaga terdiri dari 4 sub~bagién ; dan Bagian VI Penelitian, Perencenaan, dan

Evolusi terdiri dari 1 sub-bagian.

8 Paulus Hadisuprapto, op.cit., hal, 105-106.
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Ke-6 bagian dalam Resolusi PBB ini, terkandung dalam uraian-urgian sebagat

berikut :

.

2).

@)

@.

Kebijakan Sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya Kesejahteraan Anak
periu dilakukan, dengan tersusunmya Kebijakan Sosial yang demikian pada gilirarsya
akan mcngurangi keterlibatan dan campur tangan Sistem Peradilan ‘Anak. Pemberian
perhatian dan pengambilan tindakan terhadap anak dan remaja sebelum terlibat
perilaku pcnyi_mpangan dan kejahatan perfu dilakukan, Kebijaskan Dasar yang
terkandung dalam Resolusi ini ialah anak tersclamatkan dari penerapan Resolusi ini.
Juvenile adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah
melakukan kejshatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap
orang dewasa, offence adalah perilaku yang dapat dipidana menurut sistem hukum
yang berlaku. Juvenile Offender adalah anak atau remaja yang telah melanggar atau
diketahui melakukan pelanggaran hokwm, Batasan usia tentang anak ditetapkan
secara fleksibe! yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional
dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Pengkategorisasian jenis penryimpangan dan kejahatan anak hendaknya dirumuskan
secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa.

Usia pertangpungjawaban  pidana merupakan faktor penting, penentuanmya
diterapl‘.mn dengan pendekatan modem, yaitu dengan mengacu pada kesesuaian
antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak. Yang penting
penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak janpan terlalu rendah atau

sama sekali Hdak diramuskan.
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terciptaniya usgha pembinaan anak dalam Lembaga. Satw hal yang penting
diperhatikan dalam kaitan ini ialah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orang
tua dan penasihat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak.

{8). Pelepasan Borsyarat dalam kontcks pembinaan anak merupakan hal yang periu
diprioritaskan, di samping perlunya dipikitkan dibentuknya tempat pembinaan anak
yang bersifat semi-Lembaga, %

(3). UNITED NATIONS RULES FOR THE PRCOTECTION OF JUVENILE DEPRIVED OF THEIR
LIBERTY

Instrumen Internasional ini termuat dalam Resolusi PBB 45/113 yang berlaku
tangzal 14 Desember 1990. Pada intinya, ketentuan ini merupakan pemantapan standard
minimum  bagi perlindungan anak dari semuwa bentuk perampasan kemerdekaan
berlandaskan hak-hak asasi manusia, dan menghindarkan anak dari efek samping segala
bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.

Resolusi PBB 45/113 ini terbagi menjadi 4 bagian, yang secara garis besar
memuat:

(1). Resolusi ini merupakan wujud pemantapan Standard Minimum perlindungan anak
yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus juga diperuntukkan sebagai bahan acuan
para penegak hukum yang berurusan dengan peradilan anak. Oleh karenarya Resolusi
ini hendakiya di%erapkan secara utnh, tanpa diskriminasi, dan tetap berpegang pada
asas penghormatan konsep moralitas anak. Atas dasar itu, maka Resolusi i
hendaknya diwujudkan di kalangan negara anggota dalam wujud undang-undang yang

diberlakukan untuk penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan anak.

8 Tbid, hal. 113-115.
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Pengimplementasian Resolusi ini hendaknya tetap mengacu pada Beijing Rules,
konsisten dengan ketentuan Beijing Rules, maka perampasan kemerdekaan. anak
hendaknya ditempatkan scbagai ussha terakhir den itupun hanva untuk jangka
pendek.

Anak menurt Resolusi ini 1alah seseorang yang berusia 18 tahun. Batas usia minimal
bagi seseorang anak yang dapat dijatubi pidana perampasan kemerdekaan ditetapkan
atau ditentukan oleh undang-undang. Sementara yang dimaksudkan dengan
perampasan kemerdekaan ialah setiap bentuk penahanan atau pencrpatan anak
dalam Lembaga Koreksi di mana anak tidak boleh meningpalkan tempat itu atas
kehendak sendid, atas dasar perintah Lembapga Penpadilan, Administratif atau
Lembaga Publik lainrrya, A
Perampasan kemerdekaan atas dii anak, hendaknya tetap memperhatikan
penghormatan hak-hak asasi anak, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan
tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan keschatan dan munculnya self
respect pada din anak, dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di
masyarakat,

Dalam hal perampasan kemerdekaan anak semata-mata demi penundaan sidang
sedapat mungkin harus dibindarkan. Kalaupun terpaksa, maka pada satu pihak anak
tetap harus dianggap tak bersalah, dan ditempatkan terpisah dengan anak pelaku
kejahatan, didampingi penasihat hukum secara gratis dan totap dijamin privacy-irya,
Pada lain pihak petugas harus sesegera nungkin metakukan langkah-langkah untuk

menyelesaikan kasusnya, sehingea anak tidak berlarut-larut dalam tahanan.
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(10).

(11).

116

Records yang berisi laporan tentang anak harus dibuat dirahasiaken dan diterpatkan
sedemikian rupa schingga mudah ditemukan. Dalam hal ada laporan yang salah,
maka anak diberi kesempatan untuk melakukan korcksi. Setelah anak bebas, m.aka
catatan itu harus discgel dan jangka waktu tertentu dibilangkan/dihapus.

Catatan sekitar latar belakang kejiwaan dan sosial anak dan pengindentifikasian
faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak hams segera dilakukan, dalam
rangka penentuan tempat penahanannya, jenis dan tingkat perlakuan, serta
penyusunan program yang sesuai dengan Kondisi anak,

Program-program yang ada harus tetap memperhatikan kemungkinan penginteprasian
anak dalam masyarakat, Bila anak berusia sckolah, maka perlu diberi kesempatan
baginya untuk menikmati pendidikan, pelatihan vokasional, pemberian wakiu untuk
rekreasi di udara terbuka perlu selalu diprioritaskan.

Laporan tentang kesehatan fisik dan mental anak hendaknya selalu dibuat dan
disampaikan pada orang tua. Pada kesempatan tertentu anak hendaknya tetap diben
kesempatan untuk menjenguk rumah, kelnarganya, teman-teman dekatnya,
kesemuarrya untuk mendukung uszha-usaha pengintegrasian anak dalam masyarakat.
Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk fujuan apapun dilarang. Petugas dilarang
menyandang atau menggunakan senjata.

Semua bentuk tindakan pendisiplinan harus sccara tegas dinyatakan dalam aturan
Tata Tertib Lembaga, yang mencakup kategori perilaku yang dapat dikenakan
tindakan disiplin, tipe dan jangka waktu pendisiplinan, pihak yang berwenang

menerapkan tindakan pendisiplinan, dan penarikan sanksi pendisiplinan.
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(12). Perlunya ada petugas atau lembaga independent yang dibeni kekuasaan unfuk dengan
bebas tanpa memberitahu dahulu untuk masuk ke dalam Lembaga, bertemu dengan
petngas Lembaga Korcksi, dengan anak dan memeriksa fasilitas yang ada dalam

Lembaga ®

% 1bid, hal. 123-124.




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, GAMBARAN UMUM TENTANG KENAKALANKEJAHATAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DI KOTAMADIA PALEMBANG

Kejahatan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran kaedah sosial.! Karena itu, muncul
dan berkembangnya kejahatan akan menjadi problem sosial’, dan akan mempengaruhi tingkat
keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana kaedah tersebut berlaku. Dalam konteks yang
demikian, supremasi hukum ditantang untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang
terganggy. Hukum harus difongsikan sebagai social controf dan social engeenering dan
diharapkan searah dengz;n pembangunan masyarakat yang disebut dengah proyek inovasi
masyarakat > :

Dalam kaitan dengan pernyataan di atas, pada bagian ini akan dibahas tentang apa dan
bagaimana kejahatan ~ yang diartikan sebagai bentuk perilaku orang dewasa — dan kenakalan —
yang diartikan sebagai bentuk perilaku anak/remaja — beserta penyelesaiannya (berupa sanksi
hukuman) yang tertuang dalam bentuk data-data kriminalitas. Pemaparan datz kriminalitas

tersebut akan dibahas berurutan dengan melihat data yang ada secara nasional, dan kemndian

! Socedjono, Krimifologl, Tarsito, Bandung, 1974, hal. 38,

2 Reinhard mengemukakan 3 ciri problem sosial, yaitu :

a terjadi dalam masyarakat;

b. membawa akibat terhadap masyarakat;

c. merupakan tanggung jawab masyarakat,

Reinhard dalam Drs. B. Simpandjuntak, 3.H., Latar Belakang Kenakalan Remaja, op.cit., hal. 2.
3 Bambang Poernomo, Hukum Pidana Knmpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta,

1982, hal. 152,
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data yang ada di Kotamadia Palembang sebagai ingkup peneliian dalam penulisan karya ilmiah
ind.
1. Data Kriminalitas : Suatu Kajian Tentang Statistik Kriminal

Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat (recorded criminality).
Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang
berwenang, baik karena laporan masyarakat ataupun karena diketahui dalamn patroli polisi, dan
kemudian dicatat olch petugas-petugas tersebut. Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan
sample (contoh) dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah keselumhan keiminalitas ini tidak
perah dapat dik{:t‘.ihui.= Bagian kriminalitas yang tidak diketahui im (baik karcna korban tidak
mengetahui ufalxpun ia.mengetahui tetapi tidak atau sepan melaporkan) dinamakan kriminalitas
yang tersembunyi (hidden criminality atau derk number).’

Pada pengertian yang lebih luas, statistik kriminal juga bersumber dan kejaksaan,
pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, selain dari kepolisian. Dalam kaitan dengan tujuan
untuk keperluan pengukuran kriminalitas, statistik yang disusun berdasar kejahatan yang
diketahui dan dicatat kepolisian-lah (crimes known to the police) yang terbaik. Antara lain,
schagai alasan yang dikemukakan adalah kar¢na yang paling dekat dengan peristiwa terjadinya
kejahatan (dalam ukuran proses waktu); dan diketshui bahwa makin jauh proses pencatatan
kriminalitas tersebut dari peristiwa terjadinya, makin berkurang pula jumiahnya (criminel case
mortality).” Memurut penulis, pendapat demikian sangatlah wajar karena memang aparat

kepolisian-lah yang pertamna kali (tonggak utama) — dalam rangkaian aparat pencgak hukum -

* J. E Sehetapy dan B. Murdjono Reksodiputro, Parados Dalara Kriminologi, Rajawaii,

Jakarta, 1982, hal. 28.

* Ibid, hal, 31-32.
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diberi kekuasaan untuk memproses ataupun tidak suatu perkara pidana dalam sistem peradilan
pidana terpadu. Namun, aparat kcpoﬁsian pulalah —~ dengan kekuasannya yang besar - yang
dapat merangsang atan memudahkan penyalahgunaan  kekuasaan (dbuse of power)
ssbégaimana yang dikatakan oleh Lord Acton bafiwe “power tend to corrupt ™.

Dalam hubungan dengan statistik kriminal, maka pada bagian ini akan dibahas tentang
data kriminalitas di Indonesia pada umumnya dan Sumatra Selatan pada khususmya, yang
diambil dari Bire Pusat Statistik (BPS) Fakarta, Statistik kriminal yang dimaksud - adalah
bersumber dari data Pengadilan Neger di seluruh Indonesia yang tcrba;as pada tahun 1992,
1993, dan 1994,

Sumatra Sclatﬁn, yang berpenduduk 6.275.954 jiwa (Sensus 1990) dengan laju
pertumbuban penduduk tehun 1980-1990 scbesar 3,15% dan luas wilayah 109.254 Km™
tercatat sebagai salah satu propinsi yang mempunyai tingkat kriminalitas yang patut dicermati.
Ini terlihat dalam statistik kriminal dikaitkan dengan banyaknya tertudub/terdakwa yang telah
diajukan ke sidang pengadilan. Hanya saja pemahaman statistik kriminal tersebut harus dilihat
sebagai data aktivitas aparat penegak hukum, dan bukan gambaran keadaan kriminalitas yang
sebenamya.

Dari jenis kejahatan yang terjadi, patut dicermatinya kriminatitas di Sumatra Selatan
terihat pada data proyeksi penduduk Indonesia menurat profinsi, akan didapatkan rasio
perbandingan jumiah penduduk dengan angka kejahatan yang tci-'catat, yaitu terurai : tahun

1992 Sumatra Sﬂlatan'dcngan jumniah penduduk 6.697.600 jiwa (yang dihitung berdasar Sensus

S Ingat adanya kewenangan diskresi (Power of Discretion) bagi kepolisian, yang bertendensi
untuk menyalehgunakan kekuasannya demi keuntungan diri sendiri, kelompok, atau organisasi lain,
MFaal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Pararnita,
Jakarts, 1991, hal. 5,
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1990, rasio perbandingan jumlah penduduk dengan anpka kejahatan (sejumlah 4768 perkara,

ithat Tabel I Lampiran} yaitu 1367 : 1. Ini bcrarﬁ bahwa setiap 1367 orang melakunkan 1 jenis

kcjahafan. Tahum 1993 Sumatra Selatan dengan jumlah penduduk 6.875.100 jiwa, rasio
perbandingan jumlah penduduk dengan angka kejahatan (sejumlah 3288 perkara, tihat Tabel IT
Lampiran) yaitu 2036 ; 1. Ini bcrart bahwa sctiap 2036 orang melakukan 1 jenis kejatratan.
Tahun 1994 Sumatra Selatan dengan jumlah penduduk 7.053.500 jiwa, rasio perbandingan
jumlah penduduk dengan angka kejahatan (scjumlah 4.041 perkara, fihat Tabel 1 Lampiran)
yaitut 1701 : 1. Ini berarti bahwa setiap 1701 orang melakukan 1 jenis kejahatan. Sementara itu,

data menunjukkan bahwa kejahatan yang tertinggi di Sumatra Selatan adalah pencurian dengan
jumléh 2.621 perkara dari 4.768 perkara atau 54,97% di tahun 1992; 1.647 perkara dari 3.288

perkara atan 50,09% di tahun 1993; 1.890 perkara dari 4.041 perkara atau 46,77% di tahun

1994, Kejahatan penganiayaan adalzah jenis ke-2 setelah pencurian yang harus dicermati dengan
jumlzh 614 perkara (12,88%) di tahun 1992; 507 perkara (15,42%) di tahun 1993; dan 902
perkara (22,32%) di tahun 1994, | :

Apabila dilihat dari jenis pidana/hukuman vang dijatubkan, Sumatra Selatan secara
umum — sepetti juga daerah-daersh lain di Indonesia — terkonsenirasi pada pidana penjara, /
Pada tahun 1992, pidana penjara berjumlah 4.138 atan 86,79% dari 4.768 pidana/hukuman
(Lihat Tabel IV Lampiran); tahun 1993 pidana penjara berjumlah 2.893 atau 87,99% dari
3.288 hukuman yang ada (Lihat Tabel V Lampiran), dan tahun 1994 pidana penjara bejumlah
3.657 atau 90,5% dari 4041 pidana huknman (Lihat Tabel VI Lampiran).

Seclanjutnya, dilihat dar banyaknya terdakwa/tertuduh yang telah diajukan ke sidang
pengadilan dalam kelompok umur tertentn, maka akan terurai secara berurut pada ke-3 Tabel di

bawah ini :
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Tabel 1 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki—laki dan perempuan dalan perkara
pidana Kejahatan yang telah diajulan ke muka sidang pengadilan
menurut propinsi dan kelomp ok umur tahun 1992

No, Propinsi Kurang 16 —~2Q 21 tahun | Tidak Juinlzh
dari tnhun‘ \ ;i;:;]h Jelas
16 tahun

1. | D Acch 16 187 593 796
2. | Swmatra Utara 50 392 1.233 1675
3. | Sumatra Barst 16§ 534 1754 2 2428
4, | Riay 22 405 1.680 2 2.110
5, | Jambi 43 265 750 7 1.065
6. Sumatra Selatan 231 1.352 3148 37 4. 768
7. | Bengkulu 60 '39‘0 634 2 1.136
8. | Lampung 56 453 1,311 103 1.926
o, | DKIJakarta 46 1022 3,614 5 4.688
10. | Jawa Baral 226 3.328 16,622 26 14.202
11, | Jawa Tengah 7% 2.030 6,980 65 9.351
12. | DI Yogyakaria 7 206 494 707
13. | Jawa Timur 1z 1.083 4.664 27 5.886
14, | Bal 12 172 694 4 882
15. | Nusa Tenggara Barat 119 §32 2311 42 3.304
16, | Nusa Tenggara Timur 2% 173 733 2 989
17. | Timor Timur 6 230 724 8 1.028
18, | Kalimantan Barat 94 555 1.093 "4 1.746
19, | Kalimantan Tengah 102 52@ 1,695 2.318
20, | Kalimantan Selatan 185 963 2.564 2 3.814
21, | Kalimantan Tiaur, 221 582 1.875 2 2.680
22. | Sulawesi Utara . 28 166 1.216 8 1.418
23. | Sulawesi Tengah 80 440 1.528 10 2.058
24. | Sulawesi Selatan 175 1.535{ 4725 4 6441
28, | Sulawesi Tenggara 2 114, 344 466
26, Maluku 12 .ESSJ ¢l4 - 1.184
27, | irian Jaya 6 50 152 - 208
INDQNESIA 2422 | 18260 S8.211 3311 79274

Sumber : Bire Pusat Statisfik (BFS) Jakarta
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Tabel2 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara
pidana Kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan

menurut propinsi dan kelompok wnur tahun 1993

No. Propinst Kurans 16-20 | 21 tahun | Tidak Jumiah
- dari = tahun l;l;;lh Jelas
16 talun

1. | DI Aceh 40 221 895 2 1.158
2. | Sumatra Utara 216 366 3470 4 4,556
3, | Sumatra Barat - 83 332 1,083 7 1.505
4. | Riau 47 320 1.206 2 1.575
5, | Jambi 30 180 560 3 713
6. | Sumatra Selatan 204 804 2.158 22 3.288
7. | Benghkulu 44 197 422 5 668
8. Lampung 52 332 1.013 - 58 1.485
9. | DKI1lakarta 117 1.034 3.507 3 4.661
10. ! Jawa Barat 201 2.043 6.794 20 9.058
11. | Jawa Tengah 41 1709 6.824 32 8.806
12. | DI Yogyakarta 25 208 660 0 893
13, | Jawa Titur 215 1297 6.887 64 8.463
i4. | Bal 38 245 1.113 10 1.403
15, | Wusa Tenggara Barat 64 430 1.2 11 1,776
16, | Nusa Tenggars Timur 29 170 937 2 1,138
17. | Tinor Thrar 7 97 335 2 441
18, | Kalinantan Barat 92 345 928 4 1.369
19, | Kalimentan Tengah 1Y 308 966 2 1,348
20. | Kalimantan Selatan 181 700 1,866 7 2,754
21. | Kalimantan Timur 157 420 1.366 2 1.945
22. | Sulawesi Utara 41 183 975 10 1.209
23. | Sulawesi Tengdh 41 227 788 63 1.119
24, } Sulawesi Sc‘mtap 184 1.109 3.558 16 4,867
28, | Sulawesi Tenggara 21 129 453 0 603
26. | Maluku 23 165 §70 1 859
27, | Inan Jaya 34 142 533 3 Tz
INDONESIA 2.513 14.313 51.178 IS5 68,359

Sumber - Bire Pusat Sratistik (BPS) Jakarta '
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Tabel 3 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara
pidana kejahatan yang telah diajukan ke mmka sidang pengadilan
menurnt propinsi dan kelompok wmur tahun 1994

[No. |  Propinsi Karang | 1620 | 2itam ] Tidak | Jumlab
dari tahun 12:;111 Jelas
16 talnm
= VI |
1. | DI Aceh 50 307 1,428 0 1,785
2. Sumaiya Utara.:, 137 857 3.554 0 4.548
3, | Sumatra Barat . 31 284 1.015 0 1.350
4. Rian 52 407 1.538 e 1.997
5. 1 Jambi 30 34 668 8 932
6. | Sumatra Selatan 215 112t 2705 0 4.041
Bengkulu 48 227 493 0 768
Lampung 36 341 1.470 0 1.847
9, DK Jakarta 118 1.275 4.299 0 5.692
10. | Jawa Barat i62 2.296 7.253 ] 9,711
11, | Jawa Tengah 127 1.463 6,385 0 7.980
12, | DI Yogyakarta 36 267 854 0 1.1587
13. | Jawa Timur 156 1.376 1527 0 9,059
14, | Bali 36 305 1.622 0 1,963
15, | Nusa Tenpgara Barat 43 324 371 0 1.238
16, | Nusa Tenggara Timur 31 216 1.235 0 1.482
17, | Timor Timur 3 60 3% ] 302
18, } Kalimentan Barat 84 351 1.052 ] 1.487
19, | Kalimenten Tengah 56 215 603 ) 874
20, | Kalimantan Selatan 98 723 1.906 ] 2,727
21. | Kalimantan Timur 131 570 1.660 0 2361
22. | Sulawest Utara 22 179 937 0 1.128
23, | Sulawesi Tengah 25 227 716 0 968
24, | Sulawesi Selatan 134 1.070 3.406 0 4.616G
25, | Sulawesi Tenpgara 20 195 707 0 922
26. | Maluku 28 217 920 o 1.165
27, | lrianJays H 265 1.0:54 0 1393
b —— e ——
l INDONESIA 2.003 18317 56.107 o 73.487
I —— ——— W
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Dengan 1111;;'11;331"1331jkm! ke-3 rabel di gtas, sesual denpan objek dan penclition md, maks
fokus selanjutnys akan kita bahas perihal anak-anak nakal vany digjukan ke sidang pongadilan
vany berada dalam kelompok wur kirang dari 16 tahuon, karens sesoal dengan normra hukum
pidana kelompok wmur demikisrdah yang dimungkinkan untok diberikan putussn berupa
pengembalian kepads ovang tua, wah, atau orang ws ssuhoys,

Pady tabun 1992, & Swmairs Seltsn banyuknys ferdskwaieriuduh (aki-loki dan
perernpuan) yang diajukun ke muka sidang pengadilun yang benuour kurng dad 16 tahun
scharyak 231 waak, Ini berart sda 4.8% dan kesuluruhan perkars (Lh:was;i dan anak) yang
digjukap ke sidang pcngédi]aﬁ {4,768 kasus). Secara nasional, terhadap snalk fertuduh yang
bernmur kurang dav 16 ;éhun di Sumatra Selatan tersebut berjumiah 9,54% dani selurub anak
dalam kelompok wnur yany saa (2422 auek). Dot keseluruhan kelompek onnr tersebut,
hukuman yang, dijatuhkan hakim beropa pengembalisn kepada orang tus, wali, atau erang fiw
asudinya berjuniah 67 anak (Lihat Tabel 4). Ini berand babwa hanya 2,77% dan kesuhwuban

anal datam kelompok viour yang sama yang dijatuli hukuman demikian di sehuuh Indonesia,
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Tabel4: Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara
pidana yang ‘telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurat jenis pidana
dan kelompolk wmur tahun 1992
No, JENIS PIDANA 16-20 | 2¥ tahun | Tidak Jumish
- Kurang
. tahnn dan Jelax
dari lebih
16 tahun
1. | Matiy/Seumr hidup ' 0 0 it 0 g
2. Penjara . 1."782 16.348 48.055 310 66.515
3. | Euungan i 7 45 0 53
4. | Bersyarat/percohaan 439 1.615 5.695 37 8.836
5. Denda 17 136 2,136 20 2,359
6. Tambahan 0 0 o 0 0
7. | Dikembalitzan kepada orang fua 67 2 0 0 6%
8. | Disershkan kepada Pemerintah 22 10 67 2 101
9. | Bebas dari sepala tuduhan/ 44 122 1,163 12 1341
dilepaskan dari tuntuan
10. | Tidak jelas 6 0 0 6 0
JUMLAH 2,422 18.260 58211 381 79.274

Sumber : Biro Pusat Statistik (BFS) Jakata

Pada tahun 1993, di Sumatra Selatan banyaknya terdakwa/tertuduh (laki-laki dan

perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan pada kelompok umur kurang dan 16

tahun sebanyak 204 anak, yang berarti ada 6,20% dari kescloruhan perkara (dewasa dan anak)

yang diajukan ke sndang pengadilan (3.288 perkara). Secara nasional, maka terhadap anak

dalam kelompok umur kurang dari 16 tahun di Sumatra Selatan betjumlah 8,12% dati seluruh

anak dalam kelompok "f‘umur yang sama (2.513 anak). Dan keseluruhan kelompok umur

tersebut, hukuman yang dijatuhkan hakim berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau

orang fua asuhnya adalah sebanyak 31 anak (Lihat Tabel 5). Ini berarti bahwa hanya 1,23%
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dari keseluruhan anak dalam kelompok umur yang sama yang dijatuhi hukuman demikian di

sehiruh Indonesia.

Tabel 5: Banyalmya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuaﬁ dalam perkara
pidana yang'telah diajukan ke muka sidang pengadilan menwrut jenis pidana
dan kelompok wour tahen 1993

No. JENIS PIDANA 16 20 § 21 talmn | Tidak Jumlah
Kurang
tahun dan Jelas
darl lebih
16 talun
S
1. | MatiSeumur hidup 0 1 4 o 5
2. Penjara 2.042 12,334 42.066 258 57201
3, | Kurungan 5 37 150 p] 197
4. | Bersyaratpercobaan 356 1178 6.103 44 7.681
5. Denda 19 124 L7787 26 1.956
6. Tambahan 0 0 1 0 1
7. | Dikembalikan kepada orangtua 31 2 1 0 34
8. | Diserahkan kepada Pemerintah 14 6 29 0 49
9. | Bebas dari segala tuduhar/ 46 131 1,037 21 1.23%
ditepaskan dart tuntuan
10. | Tidak jelas 0 0 0 0 0
JUMLAH 2.513 14.313 51.178 385 68.359

Sumber : Biro Pusai Statistik (BPS) Jakaria

Pada tahun 1994, di Sumaira Selatan banyaknya. terdakwa/tertudubh (laki-laki dan
perempuan) diajukan ke sidang pengadilan pada kelompok nmur kurang dari 16 tahun sebanyak
215 anak, yang berarti bahwa ada 5,32% dari keseluruhan perkara (dewasa dan anak) yang
diajukan ke sidang pan%adilan (4.041 perkara). Secara nasional, maka terhadap anak-anak
tersebut di Sumatra Selat;an berjumlal 10,73% dari sehuuh anak dalam kelompok umur yang
sama (2.003 anak). Dari. keseluruhan anak yang diajukan ke sidang pengadilan, putusan hakim

berupa Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya adalah sebanyak 58 anak
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{Lihat Tabel 6). Ini berarti bahwa hanya 2,89% daii keseluruhan anak dalam kelompok wmur

yang sama yang dijatubi bukuman demildan di seluruh Indonesia.

Tabel 6 :

Banyaknya terdalowa/terindub laki-lalki dan perempuan dalan perkara

pidana yang telah diajulian ke muoka sidang pengadilan mermrat jenis pidana
dan kelompok nmur tahun 1994

No. JENIS PIDANA 16-20 | 21 tahun | Tidak Jumlah
. Kurang ) .
‘ tahnn chisny jelus
darl lebih
16 taham
1
1. | Maty/Seumur hidup 0 ] ¢ 0 10
2. Penjara 1.657 13.99% 46,205 0 61.860
3, Kurungan 16 EES 323 0 406
4 Bersyaratfpercobaan 214 1.057 0.247 D 7518
5. | Denda 21 115 2.242 0 2.378
6. | Tambahan | l 3 0 5
7. | Dikembaliken kepada orang taa 58 4 3 O &5
8. | Diserahkan kepada Pemesintah 18 9 KE 0 65
9. | Bebas dati segala tuduhan/ 24 £19 1.037 0 1.180
dilepaskan dani turituan
10, | Tidak jelas 0 0 0 0 0
JUMLAH 2.003 15.377 56.107 1] 73.487

Suniber : Bixo Pusat Statistik (BI'S) Jakarta

2. Deskripsi Kenakalan/Kejahatan di Kotamadia Palembang

Kotamadia Palembang scbagai salah satn dari 10 Kotamadia/Kabupaten di Sumatra
Selatan, berpenduduk 1.140.918 jiwa (sensus 1990) dengan las wilayah 244 Km?, mcmpuﬁyai
motto “Palembang Kota BART” (Bersih, Aman, Rapi, Indah). Dengan dikeluarkannya Perda
No. 3 Tahun 1981 jo Perda No. 8 Tahun 1987 dan Peratwran Pelaksannaniya yaitu Surat

Keputusan Waliketa No. 100/KPTS/IV1988, adalah sebagal landasan yuridis untuk
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mewujudkan tujuan yang diharapkan. Dari pencanangan motto “Palembang Kota BART”, maka
secara idealistis - sosiologis mayarakat amat mendukung keamanan di wilayahnya. Namun
kemyataanrya — dengan semakin berkembangoya scluruh sendi-sendi kemasyarakatan dan
heterogensitas penduduk di Palembang (agamna, ras, suku, adat istiadat) - tingkat kejahatan
masih cukup tinggi. .l

Untuk melihat écberapa besar tingkat kriminalitas di Palerabang dalam kurun waktu 5

tahun terakhir (Tahun 1994-1998), dapat terlihat dalam tabet berikut ;

Tabel 7: Keadaan Iaiminalitas di Kotamadia Palembang
Mennral Daeralr Selctor Kepolisian Tahun 1994-1998

T = =
No. POLSEKTA CRIME TOTAL

1994 1995 | 1996 } 1997 l 1998

1. iB-! 1,103 347 701 1.093 762

2, 1B~1 49% 331 398 313 469

3. IT-1 1,366 834 LI 744

4, IT-11 748 646 606 707 667

5, SU-1 1.180 1.134 a7 828 1.041
6. SU--1T 528 356 572 345 632
JUMELAH 5428 | 4143 | 3.943 | 4.565 I 4,315

Sumber : Poltabes Palentiang, 1999,

Dari tabel di atas, maka tingkat kerawanan tindak kriminal adalah daerah Polsckta Hir Barat I
{IB-0), Hir Timur I (IT-1), dan Seberang Ulu I (SU-I).
Apabita data keiminalitas dilihat dari sudut kejahatan yang ada, maka kejahatan yang

tertingpi adalah kejahatan terhadap harta benda (yaitu pencurian dengan pemberatan/curat,




pencurian dengan kekerasan/curas,

dengan pemberatan (anirat). Hal tersebut dapat terfihat pada tabel 8 berikut :
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pencurian kendaraan bermotor/curanmor) dan penganiayasn

Tabel 8: Keadaan Kriminalitas di Kotamadia Palembang Menurut Jenis Kejahatan
Tahun 1994-1998
e e S ST e et r———ia e ———
No, | KEJAHATAN ﬂma: AL
1994 1995 1996 1997 1998
M S M S M S M| s M S
1. | Curat 4545 52 f 1282 493 | 973 | 304] w04 | 370 1040 [ a3
#. | Anirat 782 298 639 254 544 249 5 2085 637 235
3. | Curas - 298 87 364 127 323 113 429 129 304 87
4. | Curenmor 220 75 254 23 343 46 417 25 106 15
S. | Bunuh ri 16 25 22 15 8 24 24 29 o
6. | Pemerasan 36 25 47 30 46 ¥y 59 25 29 14
7, | Culik 42 19 1 3 4 7 1 41 i9
8. | Pemerkosaan 62 24 30 14 35 17 28 13 49 20
+ | Pembakaran/bakar . . 11 8 17 17 18 17 3 2
10. | Lundup 1 1 - - 1 1 6 - b] 4
11, | Handak 3 1 . . 3 2 9 . 1 1
12. | Narkotka 8 3 4 5 3 3 14 11 7 6
13. | Lain Kejshatan 2.533 | 2.488 Jrl.clSts 1817 | 1.634 | 1139 | 2.076 | 1.273 | 2.055 | 1.667
—— — — ———= === —
JUMLAH 5.428 ! 3.565 | 4.143 | 27793 | 3.943 | 2.005 | 4.564 | 2.022 | 4.315 .’_2.511
= e = =5
Sumbey : Paliabes Palenthang, 1999,

#

Menurut keterangan dari Kepala Satuan Reserse (Kasatserse) Palembang, Kapten Drs.

Mudjiono’, bahwa ada beberapa daerah lokasi yang rawan kejahatan. Pada kecamatan

Seberang Ul I (SU-I), kerawanan pencurian dengan pemberatan (curaf) dan pencurian dengan

7 Kasatserse Poliabes Palemban

Palembang, 3 Maret 1999. )

g Kapten Drs. Mudjiono, Wawancara Pribadl, Poitabes
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kekerasan (curas) tcrdapfu:t di daerah 7, 8, 9 dan 10 Uly; sedangkan kcraﬂvanan pengarayaan
dengan pemberatan (anirat) yaitu di daerah 7 dan 8 Ulu dan Kerfapati. Pada kecamatan Hir
Timur T (IT-I), kerawanan pencurian dengan pemberatan terdapat di daerah 20 Tir I T, TH dan
IV, kerawanan pencurian dengan kekerasan di daerah 20 Iir III, sementara penganiayaan berat
dianggap rawan pada dacrah 20 Tir T dan IV. Pada kecamatan Tlir Barat I, kerawanan pencurian
dengan pemberatan terdapat di dacrah Lorok Pakjo, dan kerawanan pencurian dengan
kekerasan di dacrah 19 Hir dan sekiter Pasar Cinde, sementara kerawanan penganiayaan berat
terdapat di dacrah pemukiman romah susun.

Apabils tingkat kriminalitas dilihat dari jenis kenakalan dalsra kelompok usia — yang
dalam penelitian ini difok;skan pada anak pelaku di bawsh umur 16 tahun - didapatkan data -

yang diolah dari data sekunder BAPAS Palembang — seperti yang tertuang pada tabel 9 berikut.

Tabel 9: Banyaknya anak tertudndvterdalowa (lakilaki  dan
peremipuan) yang diajukaen ke muka sidang pengadilan
berdasarkan jenis kenakalan di Kotamadia Palembang
tahan 1994-1998

No. | JENISKENAKALAN TAHUN
1994 1995 | 1996 | 1997 | 1998

1. Pencurian 35 46 100 71 75
2. | Penganiayaan 3 4 ¢ 3 2
3. Pengeroyokan/Tawuran 1 9 8 9 4
4. | Sepjata Tajarm 3 7 3 6 7
5, Kenakalan Lain 5 7 ] 5 3

JUMLAH 121 73 126 99 91

Sumber : Data Diolah dari dita sekunder Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palentbang.
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Dan tabel 9 di atas, kita jumpai bahwa pelanggaran hukum terhadap haria benda
berupa pencurian yang terjabar dalam bentuk pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan
pemberatan (Pasal 363), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) merupakan persentase
yang tertinggi dari scluruh perkara anak tertudub/terdakwa yang diajukan ke muka sidang
pengadilan yaitu : 73,55% (Tahun 1994); 70,30% (Tshun 1995); 79,23% (Tahun 1996);
75,52% (Tahun 1997), dan 82,42% (Tahun 1998). Dari keseluruhan jenis kenakalan (berupa
tindak pidana), pada tahm 1994 pelangparan terhadap pasal pencurian (89 kasus) terjabar
menjadi : pelanggaran Pasal 362 scbanyak 38 perkara (31,40% dari total perkara); pelanggaran
Pasal 363 schbamyak 48 perkara (39,67%); dan pelanpgaran Pasal 365 sebanyak 3 perkara
(2,48%). Pada tahun 1995, dari seluruh pelanggaran pasal pencurian (46 kasus), terjabar
menjadi : pelanggaran Pasal 362 scbanyak 10 perkara (13,70% dari total perkara); pefanggaran
Pasal 363 scbanyak 35 perkara (47,95%y); dan pelanggaran Pasal 365 hanya 1 perkara (1,37%).
Pada tahun 1996, dari scluruh pelanggaran pasal pencurian (100 kasus), terjabar menjadi :
pelanggaran Pasal 362 sebanyak 21 perkara (16,67% dari total perkara); pelanggaran Pasal 363
scbanyak 75 perkara (59,52%); dan pelanggaran Pasal 365 sebanyak 4 perkara (3,17%). Pada
tahun 1997, dari scluruh pelanggaran pasal pencurian (71 kasus), terjabar menjadi : pelanggaran
Pasal 362 sebanyak 24 perkara (24,24% dari total perkara); pclangéaran Pasal 363 sebanyak 43
perkara (43,43%); dan pelanggaran Pasal 365 scbanyak 4 perkara (4,04%). Dan pada tahun
1998, dari scluruh pelanggaran pasal pencurian (75 kasus), terjabar menjadi : pelanggaran Pasal
362 schanyak 12 perkara (13,19% dari total perkara), pelanggaran Pasal 363 sebamyak 58
perkara (63,74%); dan pelanpgaran Pasal 365 scbunyak 5 perkara (5,49%).

Menurut M. Haxvcy Brenner dalam bukunya berjudul Effects of the Economy on

Criminal Behavior and the Administration of Criminal Justice in the United States, Caneda,
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England and Wales, and Scotiand bshwa masalah kriminalitas yang berhubungan dengan faktor

ckonomi, amat erat kaitannya dengan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ada 7 macam

pandangan (eoritis berKenaan dengan sebab-scbab kejahatan yang berhubungan langsung

dengan masalah pengaruh perubahan ckonomi terhadap peritaku jahat, yang mencakup :*

2. kemerosotan ckonomi;

b. kemundiran komparafif dalam kcadaan sosial ckonomi scbagai akibat terscharnya sebagian
besar keuntungan ekonomi ke sebagian besar penduduk;

¢. meningkatmya perbuatan pelanggaran schagai akibat berkurangnya kesempatan di dalam
sektor-scktor formal ckonomi;

d. teori ﬁ"ustrasi-agrcsi;;‘

¢. perkembangan penyimpangan sub budaya baik datam nilai-nilai mavpun dalam pola-pola
normatif sebagai reaksi atau “reaksi-formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi;

f.  teor asosiasi-differensial; dan

g. urbanisasi dan perfumbubhan ekonomi yang sccara potensial menimbulkan integrasi
masyarakat yang lebih miskin,

Teoni-teori yang dikemukakan di atas, memang dapat berlaku bagi pelaku dewasa.
Namun apabila akan kita terapkan pada anak-anak pelaku yang dari perkembangan fisik, jiwa,
dan tingkat rasionya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, hal tersebut perlu
dipertanyakan kembali dan membutuhkan penelitian khuvsus untuk mengetahui sebab-sebab

yane mcmpengamm perilaku  mercka. Dari hasil wawancara dengan  petugas Balal

¢ M Havey Brenner, Effects of the Ecenomy on Criminal Behavior and the
Administration of Criminal Justice in the United States, Cenada, England and Wales, and
Scotland, terjernshan D, Guritno, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 1. .
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Premasyarakatan (Bimbiﬁgm Klien Anak), scpanjang pengetahuan dan penpalaman mereka’,
perbuatan pencurian yang dilskukan oleh anak pelaku lebih didasarkan pada perbuatan yang
dilatarbelakangi oleh Ffaktor kemiskinan, yang mempengaruli mercka untuk mendapatkan
barang/uang secara mudah.

Dalam dmu Psikologi Anak, ansk-anak yang melakukan pencurian lebih didasarkan
pada “keinginan untuk memitiki” ~ yanp juga berlaku untuk orang dewass — namun pada anak-
anak hanya menginginkan sesuatu uniuk dimilikimya tanpa melihat kegunasnnya. Pada lapisan
sosio-ckonomi yang rendah, keinginan untuk memiliki terscbut tidak disertai kemampuan ontuk
memenuhi sedemikian banyak keinginan, sehingga akan timbul berbagai macam pikiran (yaitu
datamn lingkup alam pikiran ansk — pen) untuk mencari cara-cara untuk memenuhinya.'® Senada
dengan ungkapan demikian, dari hasil wawancara denpan Kasatscrse Poltabes Palembang
Kapten. Drs. Mudjiono bahwa anak-anak yang melakukan pencurian éebagian besar berasal
dari daerah-daerah pinggiran kota Palembang, yaitu dacrah-daersh yang kehidupan sosial
ekonominya di bawah paris kemiskinan.

Apabila kita kembali pada Tabel 9 di atas, maka terlihat bagaimana deskripsi kualitatif
tentang kenakalan analé/remaja di Palembang. Norma-norma hukum (pidana} yang sering

dilanggar oleh mereka pada umummnya adalah pada pasal-pasal tentang :

a. Pencurian (Pasal 362, 363 KUHP)

b. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHDP)

Nyirnag Ayudah den Ny, Rohani, Wawancara Pribadi, BAFAS Palembang Bagian
Bimbingan Klien Anak, 14 Mei 1999,

19 Ny. Singgil D. Gurarse, Psikologl Anak Bermasalah, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1995,
hal, 55, '
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Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
Senjata Tajam (UU No. 12 Darurat Tahun 1951)

Deiik pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak/
remaja, tidak terkecuali di Palembang, Masalash kejahatan, Khuwsusnya pencurian bukan
hamya menjadi milik masyarakat modem. Kejshatan pencurian yang sering fh'iékukan oleh
anak-anak/rernaja merupakan salsh satn bukti adanya kenakalan remaja (uvenile
delinguency). Menurut Zakiah Dargjat dalam bukunya Kesehatan Mental, menyatakan :

“... kenakalan anak-ansk adalah ungkapan dari ketegangan yperasaan

(tension), Kegelisahan, dan Kecemasan atau tckanan batin {frusiration).

Misalnya jika seorang anak dari orang yang kaya dan berpangkat, mencurni

atau melakukan kejahatan-kajahatan tertentu, maka kejahatan atau

kenakalan yang dilakukan oleh anak itu bukanlah karena ia kekurangan vang

dari oraugtuanya, akan tetapi adalah ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa

atau rasa lertekan, merasa kurang mcndapat perhatian, kurang merasakan

kagih sayang orang tua dan sebagainya.'!

Kenakalan remaja khususaya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.
anak/remaja sebagian discbabkan karena :

1. Keadaan ckonomi yang sangat parah. Anak-anak/remaja terpaksa melakukan kejshatan

pencurian karena vntuk menyambung hidupnysa.

2. Keinginan untuk hidup berfoya-foya, berkompetisi dengan teman sebayanya didalam

pesta pora, bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebih-lebihan
terhadap ajakan kawan unluk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan mercka

terjerumus ke dalam kejahatan,

D 7zakiah Durajat, Kesshatan Mental, Cetakan Kedus, Guing Agung, Jakarta, 1983, hal. 113




Demikian pula yang, terjadi di kalangan wnak/ramaja. Kekerasan yang terjadi berawal
dan provokasi korban l=(_¢mudian tercetus rasa suling balas dendam dan berakhir dengan
perkelahian satn melawan satu, atou kelompok melawan kelompok. bahkan dewasa ini yang
menggejala adalah perkelahian antar anak-anak sckolah, yakni antar peserta didik sckolah
dengan sckolalr lainnya, |

Yang menarik dalam kaitan dengan kualitas kenakalan di Palerbang yaitu pelanggaran
pasal tentang senjata tajam, yang secora kuantitas memiliki angka yang culup untuk dicermati,
yaitu : 8 kasus (6,61% dari 121 kasus ansk) tahun 1994; 7 kasus (9,59% dari 73 kasus anak)

tahun 1995; 3 kasus (2,38% dari 126 kasus anak) tahun 1996; 6 kasus (6,06% dari 99 kasus

anak) tahvon 1997, dan7 kasus (7,69% dari 91 kasus anak) tahun 1998.

Faktor yang menycbabkan cukup banyaknya kuantitas kejahatan senjata tajam ini,
merurut 2hli Sosiologi lebih didasarkan pada sejorah pernanfaatan senjata tajam terscbut dalam
kebidupan sosial masyarakat Palembang, vang memang menurut ﬂsejaralmya dahulu
dipergunakan untuk penjagaan diri dari sncaman binatang buas, Namun kenyataannya, pada
saat ini “budayas”™ membaws scnjata tajam tersebut - biasanya berupa parang atau badik —
niasih tetap dilakukan walaupun telah mengalami pergeseran nilai tentang scgi kemanfaatanmya,
Karena ita, acepkali pihak keamanan (polis)) melakukan usahs-usaha pencegahan baik secara
periodik/berkala ataupun situasional melakuken razia yang dilskukan di tempat-tempat yang

dianggap rawan.
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3. Penegakan Hukwn Terhadap Kenakalan Aunak/Tindak Pidana Anak di Kotamadia
Palembang

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak-anak dan remaja, seyogianya diupa;yakan
penanggulangannya secara sunggnh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-
tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi
apabila ditinjau secara t'érpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan
secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju
kondisi yang lain.

Kegiatan penanggulangan kejahatan pada umumiya dan kenakaldn pada khususmya,
dapat menggunakan hukum pidana (sarana penal), disamping dengan sarana-sarana lain bukan
pidana (sarana non-penal). Dengan demikian bahwa penggunaan hukum pidana hanya
merupakan salah satu ‘_.cara dari penanggulangan kejahatan, Hamya saja p:ara ahli sebenarnya
Iebih menyenangi kalau penggunaan sarana non-penal lebih besar porsimya dari sarana penal
Yang terpenting yang barus kita pahami bersama bahwa penegakan hukum pidana - yaitu
dengan bekerjanya aparat hukum yang berhubvngan dengen sistem peradilan pidana anak —
adalah bagian dari upaya peilindungan terhadap anak ~ yang dalam hal ini adalah anak yang
mempunyai masalah kelakuan — yang pada akhirnya berfujuan untuk mencapai kescjahteraan
anak,'*

Berkaitan dengan ungkapan di atas, pada bagian ini akan dibahas bagaimana penegakan
hukumn diberikan terhadap anak-anak yang melakukan kenakalan, sebagai reaksi yang diberikan

terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Dalam kaitan ini, akan kita lihat putusan-

ik

M fihat kemnbali RAGAAN 3
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putusan yang diberikan- hakim sebapai bentuk akhir dari kegiatan peradilan anak, yang terurai

pada tabel berikut.

Tabel 10. Banyaknya anak tertadub/terdakwa {Laki-laki dan Perempuan) yang
diajukan ke muka sidang pengadilan berdasarkan Jenis hukuman di
Kotamadia Palembang Tahun 1994-199§

— T
No

e e ——
—— ——

i
I

JENIS E

L _‘ ' L 1994

|
I
i
h
|

1. | Penjara;:
«  Kurang dari | tahun 102 | s 101 | 23 78
s | tehun—lebh - 2 3 - 3
Kurungan - - - - -
Bersyarat/Percobamm 4 4 b1 6 1
Benda . - - .
Tambahan

R T

Dikembalitean pada Grang e, "Wl st
Orang tua asuh

Diserahkan pada Pemerintsh 2 2 2 3 2
B. | Bebas dari segala tuduhanflepas dari segala
Tuntutan - oo -

9. | Tidakjelas 13 9 7
- —

' JUMLAH 121 3 126 99 91

b

]

‘Sunber : Dats Dislak dari data selounder Balai Pemmasyarakatan (BAPAS) Palambang,

1
i

Dari tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa pemberian sanksi terhadap anak
tertudub/terdakwa yang telah melakukan kenakalan, tidak jauh berbeda dengan sanksi {pidana)
yang diberikan pada oraug dewasa. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara
sangat mendominasi dan seluruh putusan yang diberikan hakim, yaito : sebesar 84,30% dari

schuruh jenis putusan di tahun 1994; sebesar 79,45% di tahun 1995; sebesar 88,09% di tahun

' )

Al
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1996; sebesar 83,84% di tahun 1997; dan sebesar 5,71% di tahun 1998. Sementara ita ada
kesepakatan nasional bahwa seorang anak adalah makhiuk yang memiliki ciri-ciri dan sifat
khusus, yang berarti membutuhkan penanganan berupa pembinaan dan petlindungan yang
khusus pula”, yang harus dibedakan dengan kebijakan-kebijakan bagi pelaku dewasa.

Dalam instramen internasionalpun mengingatkan bahwa perampasan kemerdekaan
atas anak adalah sebagai upaya terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal dan untuk
kasus-kasus tertentu saja, Hal demikian dapat ditemui dalam Resolusi PBB 40/33 (Beijing
Rules) dan Resolusi PBB 45/113 United Nations Rules For the Protection of Juvenile Deprived
of their Liberty. Juga apabila kembali pada konscp-konsep/teori-teori yang berkaitan dengan
putusan berupa perampasan kemerdekaan (institusional/custodial), kritikan dilontarkan tidak
saja pada scgi cfektivitasnya yang oleh R. M. Jackson dikatakan bahwa pidana penjara
termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif'®, tapi juga pada segi-scgi negatif yang
ditimbulkan antara lain : terampasnya kehidupan scksual yang normal, terampasnya
kemerdekaan, berakibat serius pada kehidupan sosial ekonomi keluarganya, dapat memberikan

cap jahat (stigmatisasi)'’, dan menycbabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri.'®

13 Baca Kongideran (a dan b) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pangadilan Ansk.

8 R M Jackson dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pldana Penjars, op.cit., hal, 47,

17 Samsul Wahidin dalem tulisannya berjudul Stlgrnatisasi, Tantangan Eks Narapidsna
menyatakan bahwa dalam suatn penelitian yang dilakukan pada tzshun 1995, ternyata 93% dari eks
narapidana mengalami stigmatisasi, baik stigmetisesi sosinl maupun stigmatisasi individual.
Stigmatisasi sosial berkaitan dengan rasa keteragingan dengan lingkungan sosial, merasa dikucilkan,
dan sulit menyesuaikan diri setelah eks narepidena kemnbali ke masyarakat, Stigmatisasi individual
menjadikan jiwa eks ndpi menjadi lebih mudah tersingging, dan amat rentan dengan hal-hal yang
bersifat “penyerangan terhadap pribadi”. '

Suars Pemibaheruan, 14 Mei 1997, hal. 4. o

1 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Pensnggulangan Kejahstan Dengan
Pidana Penjara, op.cit.;hal. 48,

b
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Berkenaan dcngan pemaparan di atas, maka suatu hal yang perlu dipertanyakan dan
dicari jawabannya adalaié mengapa alternatif hukuman berupa pengembalian kepada orang tua,
wali, atan orang tua asMa — Yang memang mernipakan bentuk sanksi khusus bagi anak —
sama sckali tidak pr:mah diberikan dalam menehadapi kasus-kasus kenskalan anak (berupa
tindak pidana) di Palembang. Apakah putusan itu berkaitan dengan diri hakim sendird, dalam
artian putusan yang sudah “membudaya” dikalangan hakim; apakah berkaitan dengan proses
peradilan pidana anak (criminal justice process); atan berkaitan dengan aparat hukum lain yang
berkaitan dengan sistem peradilan anak (struktur hukum). Untuk itu akan kita bahas pada
bagian-bagian berikut dari tulisan ini,

¢

B. FAKTOR PENYEBAB TIDAK BERFUNGSINY. A PUTUSAN PENGEMBALIAN
KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH :

1. Lembaga ngemﬂaﬁan Kepada Orang tua, Wali, atau Orang Tua Asuh Sebagai
Pengembangan Ide Subjektivitas Pelakn

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
secara tegas dirumuskan bahwa anak-anak mempunyai ciri dan sif‘at‘ khusus, schingga
memeriukan  pembinaan dan perfindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan  dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara uiuh, serasi, selaras, dan seimbang, Kebijakan
politik yang demikian scc;ra filosofis menuntut kepada seluruh komponen banésa untuk berfikir
dan bertindak secara cctt_iriat, hati-hati, dan terencana didalam menghadapi persoalan-persoalan
yang tersangkut dengan ém pribadi anak-anak/remaja. Upaya peningkatan taraf perlindungan
anak serta memajukan hak-hak mercka merupakan sebuah tantangan besar dalam beberapa

dasawarsa mendatang,
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Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Resolusi MU-PBB 44/23) - yang

kemudian melalui Keputusan Presiden No. 36 Tshun 1990 tanggal 25 Apustus 1990 telah

disahkan — memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan anak, yaitu :

v

Sctiap anak secars Kodrati memiliki hak hidup, den setiap negara harus menjamin
kehidupan dan perkembangannya secara maksimum.

Setiap anak berhak atas nama dan kebangsaan kelahiramrya,

Bila pengadilan, lembaga sosial, dan pemerintal benuwusan dengan anak, liendaknya
kepentingan anak yang terbalk menjadi pertimbangan utama. Pikiran anak harus
diperhatikan secara seksama, '

Setiap negara harus menjamin agar sctiap anak menikmati haknya sccara utah tanpa
diskriminasi dan pembedaan apapun,

Anak-anak hendaknya tidak dipisahkan dari orang tua mereka, kecuali dilakukan olch
otoritas yang berkompeten demi kebaikan anak ifn sendiri.

Setiap ncpara hendaknya memfasilitasi penyatuan kembali keluarga dengan mengizinkan
mereka bepergian ke Juar dan wilayah negara mereka.,

Orangfua mengemban tanggung jawab utama bagi pendewasaan anak; semetitara itu negara
hars membernikan bantuan yang perfu serts membangun lembaga perawatan anak.

Negara hendaknya melindungi snak-anak dari kekerssan dsn penyiksaan fisik dan mental,
termasuk pelecehan ataw eksploitasi seksual.

Negara hanis menyediakan perawatan alternatif bagl anak-anak vang tak memiliki orang tua
(yatim piattr). Proses adopsi hendaknya diatur dengan hati-hati. Datam hal ind kesepakatan-
kesepakatan internasional hendaknya dipertimbangkan sebagai acuan dan menjamin
validitas hukum bila orang tna yang mengadopsi bermaksud membawa anak tersebut (ke
Inar) dari negara kelahirannya.

Anak-anak cacat hendakoya mendapat pertakuan, pendidikan, dan perawatan khusus.
Angk-anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin, Setiap negara
hendaknya inenjamin ager perawatan keschatan diberikan kepada semua anak, yang
terutama memperhatikan tindakan-tindakan pencegahan, pendidikan' kesehatan, scita
perurunarn angka kematian.

Pendidikan dasar hendaknya bebas biaya dan bersifat wajib. Disamping itu, segala disiplin
yang diajarkan hendaknya menghargai martabat anak. Pendidikan juga hendaknya
mempersiapkan andk untek hidup dalam scnanpat saling memahami, toleransi dan
perdamnaian.

Anak-anak hendukiya mendapatkan wakiu istirahat dan bermain, serta kesempatan yang
sama unfuk melakukan keglutan-kegatan sent dan budaya,

Seiiap nepara baros melindongi anak dori ckspleitasi ckonomi serta pekerjuan yang
mungkin  dapat wmengganggn  pendidikannya,  atay  membabayakan  keschatan  dan
kesejahteraannya.

Sefiap negara harus melindungi anak terhadap pengpunaan, pembuatan, dan perdagangan
obat-obatan terlarang,

Segala upaya hendakoya dilakukun uplok menghapus perdagangan dan penculikan anak-
anuk.




143

+ Hukuman dends atau pemenjarsan tidak boleh dijatubkan kepada anak-anak yang
melaknkan kejahatan sebelum berumur 18 tatun,

+ Tak satu pun anak di bawah usia 15 tahun yang dibolehkan terlibat dalam perang kecil-
kecilan, Sementara ‘itu anak-anak yang berada di dacrah konflik militer hendaknys
mendapatkan perlindungan khusus. :

¢ Anak-anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli hendaknya dapat menjalankan
kebudayaan, agama, dan bahasa mereka secara bebas. ;

+ Anak-anak yang mclakukan tindakan pidana hendaknya diperlakukan scdemikian rupa
sehingga meningkatkan martabat dan harga diri mereka, yang ditujukan untuk menyatukan
mereka kembali ke masyarakat.

+ Scfiap negara hendaknya berusaha agar hak-hak yang terdapat dalam Konvensi ini dapat
diketabui secara Iuas, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak *2

Bagi anak-anak yang mempunyai masalah kelakuan, upaya perlindungan melahui
hukum pidanapun seyogianya mengindahkan prinsip-prinsip yang terfuang dalam Konvensi
Hak-Hak Anak tersebut, terutama seperti yang tertuang dalam Pasal 37 dan 40.

Datam Pasal 37 memuat hal :
Setiap Negara Peserta harus menjamin apar :

a). tidak seorang anakpun bisa menjadi sasaran penganiayaan atau kekejaman lain, hukuman
vang tidak manusiawi atau merusak, Begitu pula bukoman mati mavpun penjara seumur
hidup tanpa kemungkinan dibebaskan lagi tidak akan diterapkan bagi pelangparan-
pelanggaran yang dilakukan erang yang berusia di bawsah 18 tahun,

b). tidak seorang anakpun bisa direnggut kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-
wenang. Penangkapan dan pemenjaraan anak harus dilakukan sesuai hukum dan diterapkan
hanya sebagal langkah terakhir dan untuk masa sesingkat mungkin,

¢). setiap anak yang direngut kemerdekaannya harus diperiakukan secara manusiawi dan tetap
menghargai martabathya sebagai seorang manusia, dengan c¢ara memperhitungkan
kebutuhan orang scusianya. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya harus dipisahkan
dani tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan si anak dan tetap
berhak untuk memelihara hubungan dengan kelnarganya melalui surat-menyurat dan
kunjungan,

d). setiap anak yang direnggut kemerdekaannya berhak untuk bisa segera memperoleh bantuan
hukum dan bantuan lain yang sesuai. Juga hak untuk menggueat legalitas perenggutan

A

% palam Konvsnsfi' Hak-Hak Ansk (The Rights of the Child), terjernahan Yohannes da
Masenus Arus, PIPHAM (Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia), Jakarta, 1996, hal. 15.
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!{cmcrdckammya it di depan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang, secara
independen dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan cepat atas gugatanmya ity,

Dalam Pasat 40, terumus ;

1. Setiap Negara Peserta mengakui hak setiap anak yang didupa, ditudub, atau diputus telah
melakukan pelanggaran hukum untuk diperiakukan secara konsisten dengan usaha untuk
mendukung martabat dan harga di anak, yang memperkuat rasa hormat anak pada hak-
hak asasi manusia dan kebebasan yang memperhitungkan usia anak serta kehendak untuk
mempromosikan reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat.

2. Untuk maksud ini, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari
berbagai instrumen internasional, Negara Peserta secara khusus harus menjamin agar :

a). tak seorang anakpun bisa disangka, dituduh, atau diputus sebagai pelanggar hukum
karena perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional
maupun intemasional pada saat perbuatan itu dilakukan,

b). setiap anak yang disangka atap ditudub telah melakukan pelanggaran hukum tetap
mempunyai jaminan :

(. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalsh menurut hukum,

(). Diberitahu dengan scgera dan secara langsung fentang tuduhan-tuduhan yang
ditimpakan kepadanya dam, jika perlu, melalui orang tua atau walinya, serta
mendapat bantuan hukum atau bantuan lain yang diperlukan bagi persiapan dan
penyampaian pembelaanmya,

(iii). Agar persoslannya diputuskan tanpa penundaan oleh pejabat yang berwenang,
independen dan tidak memihak, atau olch badan peradilan dalam suatu sidang
yang adil menurut undang-undang, disertai bantuan hukum atau bantuan lain yang
mendukung kepentingan terbaik bagi anak, orang tua atau walinya,

(iv). Tidak dipaksa untuk memberi kepastian atau mengaku bersalah, menguji atau diuji
oleh saksi-saksi yang memberatkan ataupun mengambil bagian dan menguji saksi-
saksi yang meringankan berdasarkan kesetaraan,

(). Jika diputuskan felah melakukan pelanggaran hukum, tetap beriak mendapatkan
peninjauan ulang atas putusan tersebut berikut segala tindakan yang dikenakan
sebagai akibatnya oleh pejabat atau badan peradilan yang berwenang, independen,
dan tidak memihak sesuai perundang-undangan,

(vi). Mendspat hantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah jika anak tidak
dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan,

(vit). Kehidupan pribadirrys dihonmati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukurm,

3. Setiap Negara Peserta harus berusaha mempromosikan penetapan undang-undang,
prosedur-prosedur, kewenangan, dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi
anak-anak vyang disangka, dituduh, ataw diputuskan telah melakukan pelanggaran,
khususnya ;

#). penctapan usia minimum dimana anak yang berusia dibawaimya dianggap tidak mampu
melakukan pelanggaran hukum,
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b). bila perlu dan dikehendaki, ditetapkan langkah-langkah untuk menangani anak-anak
seperti ity tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-

kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya. .

4. Berbagai peratwran, seperti perawatan, tata-cara bimbingan, dan pengawasan, konseling,
hukuman percobaan, pengasuhan, program pendidikan, dan pelatihan kejuruan serta
alternatif-alternatif' lembaga pengasulian lsinnya perfu discdiakan untuk menjamin agar
anak-anak ditangani sesuai dengan kesejahteraan mereka secara seimbang, baik dengan
situasi mercka dan pelanggaran itu.

Implementasi prinsip-prinsip yang berhobungan dengan anak bermusalah, sedikitnya
telah dituangkan dalam UU No. 3/1997. Walaupun belum berlaku secara efeltif dan masih
dalam masa peralihan, dalam undang-undang tersebut telah diternui norma-norma hukum yang
mendukung prinsip-prinsip vang tertuang dalam instrument-instrument internasional, fak
terkecuali Konvensi tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989, Sebagai contoh adalsh tentang batas
usia minimal pertanggungjawaban pidana anak (the minimum age of criminal responsibility) -
sebagai suatu hal yang dianggap paling urgen untuk dikedepankan — yaitu usia 12 tahun ke-atas
(Pasal 26 Ayat 3 dan 4). Hal demikian menurut Barda Nawawi sudah “cukup memadsi dan
sudah sesuai dengan Rule 4.1, SMR-JJ (The Beijing Rules).* Dalam Konsep KUHP baru juga
menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 36 Konsep
1993). Tentang jenis Pidana dan Tindakan yang dapat diberikan kepada anak-pun telah
mengalami sedikit perubahan dari normna hukum yang sebelumirya (Pasal 45, 46, 47 KUHP).
Namun disayangkan, justiu pcdomén mengenai  prinsip-prinsip apa yang scharusnya

diperhatikan oleh hakim dalam menjatulikan sanksi (pidanaftindakan) kepada anak - terutama

:

2 Thid, hal, $3-54. dari hal. $5-58.

4 Boarda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijalan Penegakan dan Pengembangsn Hukum
Pidang, op.cit., hal, 164
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berkenaan dengan perampasan Kemerdekaan - malah disbaikan, f‘adahal masalah inilsh yang
menjadi pusat perhatian dokumen-dokumen internasional. ?

Setelah divndangkannya UU No. 39 {shun 1999 tentang Hak Asasi Mamusia - yang
disabkan tanggal 23 Secptember 1999 - implementasi dokumen-dokutnen  internasional
khususniya berkenaan dcﬁgan prinsip-prinsip pemberian tindakan bagi ansk yang'mcmpunyai
masalah kelakuan, telah dirumuskan sccara tepas dalam Pasul 66 ayat (1), dinyatzkan bahwa
anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran pcngarﬁayaan, penyiksaan, atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi; kerudian juga pada ayat (4), dinyatakan bahwa penangkapan,
penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesusi demgan hukum yang
berlaku dan hanya depat dilaksanakan scbagai upaya vang terakhir.

Dalam kenyalasnnys, frckuensi putusan pidana kelembagaanfinstitusional amat
mendominasi dalam m_.c;mhfsrikan reaksi terhadap kasus-kasus kenakalan anak. Demikian juga
di Palembang, presentase putusan hakim terkonsentrasi pada pidana penjara (Lihat Tabel 10).
Bahkan putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, sama sekali tidak
dikenal. Padahal secara normatif, pilihan putusan terscbut telah diatur kembali dalam UU No. 3
Tahun 1997 (Pasal 24) - setclah Pasal 45, 46 dan 47 dihapuskan keberlakuannya — vang
menunjukkan bahwa dari sudut kebijakan krimina! pengakuan Lembapa Pengembalian kepada
oi‘ang tua, wali, atay orang tua asuhnya scbagai sanksi hukuman - yang dalam UU No. 3
Tahun 1997 termasulk dalam Tindakan (maatregel) — masih diperlukan.

Dari sudut kebijakan legislatif, ada peluang-peluang yang cenderung memperbesar

kermingkinan dijatubkannya pidana penjara. Faktor pendorong atau faktor kondusif yang utama

2 1ihat Resolusi PBB 40/33 The Beijing Rules Pagal 17.1, 17.4, 19.1; dan Resolusi PBB
45/113 tentang UN Rules for the Protection of juvenlle Deprivad of thelr Liberty Artikel 1.1
dan 1.2,
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bagi hakim untuk cenderung lebih sering menjatuhkan pidana penjara ialah adanya perumusan
tunggal yanp hanya memuat ancaman pidana penjara saja. Sebagian besar perumusan delik
kejahatan dalam KUHP, yaitu lebih dari 70% menggunakan perumusan tunggal. Perumusan
tunggal ini terscbar hampir di semua kelompok kejahatan, yaitu terdapat di dalam 29 kelorpok
kejahatan dari 31 Bab Buku I KUHP; selain juga terdapat puda perumusan delik-delik
kejahatan di luar KUHP, walaupun juga dikenal perumusan secara alternatif atau kumulatif-
altemnatif. Perumusan kumulatif inipun pada hakekatoya tidak berbeda dengan perumusan
tunggal, karcna mengandung keharusan vntuk menjatubkan pidana penjara bersama-sama
dengan jenis sanksi pidana lainmya. Jadi sistem porumusan kumulatif juga merupakan faktor
kondusif. Faktor kondusif fainmya ialah lemahnya sistem kebijakan legislatif dalam merumuskan
ancaman denda. Hakim cenderung lebih sering menjatuhkan pidana penjara yang nfmdah dari
pada menjatuhkan pidana denda yang relatif dianggap kurang efektif

Dengan dianuinya sebagian besar perumusan delik kejahatan dengan perumusan
tunggal, menimbulkan kelemahan yaitn fidak memberikan kesempatan atau kelonggaran kepada
hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggapnya paling sosuai untuk terdakwa,
Oleh karena itu Iﬁenmut Barda Nawawi Arief, kondisi yang demikian kurang memberi
kesempatan kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada

orang.®

B parda Nawawi Arief, Kebijakan Logislatif Dalam Penanggulangan Kejshatan Dengan
Pidana Penjara, op.cit., hal. 175-176,

* Ibid, hal. 178,
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Dalam kaitan kasus-kasus kenakalan anak, pengaruh perumwusan tunggal juga
dirasakan, karena Pasal 1 Ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 dirumusksn bahwa anak ‘nakal
adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau :

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menorut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat bersangkutan,

Sccara implisit ayat terscbut diartikan bahwa anak nakal adalah yang melakukan pelanggaran

terhadap undang-undang hukum pidana (KUHP) - sclain peraturan hukum lain - yang secara

otomatis tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan legislatif yang mengatur tentang itu. Dengan
kondisi perumusan tunggal dalam perumusan delik kejahatan, telah menpabaikan individualisasi
pemidanaan bagi si anak dalam pengertian tidak menunjukkan subjektivitas anak. Padahal
secara Sosio-Psikologik, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan ity masih dalam kondisi
entropy (teori Piaget). Entropy yang dimaksud adalah keadaan dimana kesadaran manusia
masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasasn, dan
scbapainya), namun isi-isi terscbut belum saling terkait dengan baik, schingga belum bisa
berfingsi secara maksimel Kondisi entropy ini secara bertahap disusun, diarahkan,
distrukturkan kembali sesuai dengan perkembangan kognitif (kesadaran, inteligensi) si anak,
schingga lambat laun terjadi kondisi “negative entropy™ atau “negentropy”.®® Oleh karena itu,

ide individualisasi pemidanaan bagi anak yang melakukan kenakalanftindak pidana, terutama

¥ Kondisi Negentropy adalah keadaan di mana isi kesadaren tersusun dengan baik, pengetahuan
yang satu terkait dengan'bengetahuen yang lain dan pengetahuan jelas hubungannya dengan perasaan
atau sikap, Orang vang Bersangkuban tnerasy divinya sebagm kesatuan yang utuh dan bisa bertindak
dengan tujuan yang jelas; tidak birnbang lagi, sehingga bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat
kerja yang tinggi. R
Barlito Wirawan Sarwono, Psikelogl Remsjs, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal, 11,




149

dalam kaitan dengan pemilihan jenis pidana (findakam) perln lebih direflcksikan dalam
kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak.

Pemilihan tcrhédap putusan pengembalian kepada orang tuz, wali, atau orang tua
asuhnya dianggap salah satu upaya pengembangan ide individoalisasi pemidansan (yang
diartikan sebagai pemberian sanksi hukumean berupa pidana atan tindakan) bagi si anak. Dengan
tidak ditemuitya putusan yang demikian dalam kasus-kasus kenakalan anak/tindak pidana anak
di Palembang, memberi gambaran ada kondisi-kondisi yang diidentifikasikan menyumbat
berfungsimya pwtusan vang demikian dalam menjatuhkan reaksi terhadap kenakalan anak
Alasan-atasan rasional agar dapat difungsikannya lembaga ini dalam sidang pengaditen anak —
hahkan akan lebih baik pads proses sebelumnya - terkait pada masalah : kemampuan
perianggung jawaban, tujuan psmidanaan bagi anak, juga berkenaan dengan scgi cfektivitas dan
segi-segi negatif pidana penjara.

Kenakalan Anak dan Pertangpungjawabannya

Dalam imu bukum pidana, pengertian perbuatan pidana haruslsh dipisahkan dengan
perihal pertanggungjawaban pidana.® Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya
shatu perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana,
tergantung pada soal apakab ia dalam melakukan perbuatan itn mempunyai kesalshan atau
tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana ite memang mempunyai kesalahan,

tentu akan dipidana. Namun scbaliknya, apabila tidak mempunyai kesalahan walau ia telah

2 Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidans, Bina
Aksara, Jakarta, 1983, hal. 25.
Lihat juga Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian
Dasar Dalarm Hukum Pidana, Alisars Bars, Jakarta, 1981, hal. 80,
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melakukan perbuatan irang dilarang, dan tercels, dia tidsk akan dipidana®’ Dasar pemidanaan
pada si pelaku, dalam imu hukum pidana dikenal dengan asas tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan,

Dengan dipertanggungjawabkan perbuatan yang secara objektif tercela itu kepada si
pelaku, menunjukkan bahwa apabila si pelaku dianpgap tercels, maka kepadanya tentu
dipidana; namun apabila si pelaku tidak tercela, tenfu tidak dipidana. Oleh karena itu menurut
Roeslan Saleh bahwa dipidana atau tidaknya si pelakn bukanlah bergantung pada apakah ada
perbuatan pidana atau tidak melainkan pada apakah si tﬁrdakwa tercela atau tidak karena telah
melakukan perbuatan pidana itu. Karcna itulah maka jupa dikatakan, dasar adanya perbuatan
pidana adalah asas lepalitas, yaifu asas yang menentukan bahwa suatn perbuatan adalah
terfarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukarmya, sedangkan daser
dipidanarrya si pelaku adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalshan™. Kapankah seorang
dianggap mempunyai Kkesalshan, hal inilsh yang dibicarakan dalam masalah
pertanggungjawaban pidana ini, %

Simons menyatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psykis orang yang melakukan
perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang ditakukan, yang sedemikian rupa sehingga
orang itu dapat dicela karena perbutanmya.® Dengan demikian, yang harus diperhatikan adalah
(1) keadaan bathin (psychisch element) dani si pelaku yang melakukan perbuatan, {2) hubungan
antara kca;iaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukannya. Dua hal inilah yang harus

diperhatikan, terjalin erat satu dengan lainaya merupakan hal yang discbut dengan kesalahan.

41 Roeslan Sateh, ibid,
# Toid,

% sirnons dalam Roeslan Saieh, ibid, hal. 82.
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Mengenai hal yang pertama, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan l“kcmampuan -
bertanpgung jawab™; sementara hal yang kedua menyangkut persoalan kesengajaan atan
kealpaan, dan alasan pemaaf. Olch karena i, kemampuan bertanggung jawab, mempunyai
kesengajean atau kealpaan, scria tiduk adanya alasan pemaaf merupakan vnsur-unsur dari
kesalahan, yang tidak dapat dipisahkan (merupakan satu kesatuan).”® Secara singkat, bahwa
uniuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dapat dipidanannya terdakwa, barustah ;

(a). melakukan pcrbuatau-:pidaua;

(). mampu bertanggung jawab;

(c). dengan kesenpajaan atau kealpuan;

{d). tidak adanya alasan pemuaf,

Pandangan yang lebih menckankan pada segi psykis (kejiwaan) si pelaku adalah akibat
pengarub besar dari aliran modern, yang mempunyai minat terhadap pelaku secara individual,
sehinpga unsur kcsa]ahah tidak dapat ditetapkan dan tidak pula dapat diukur tanpa orang
mengetahuni din si pclaku.l Pandangan ini berbeda denpan aliran klasik, yang menurat Roeslan
Saleh secara mental dan tiz'adisi, aliran ini mengakibatkan para pengikutnya lebih memperhatikan
kejahatan yang dilakukan, daripada individualitas si pelaku. Para ahli hukum pidana klasik
membenkan tempat utama kepada manusia dalam arti abstrak. Dan justre karena hormatnya
pada manusialah (masyarakat umum - pen) makd mereka tidak bamyak mengadakan

penyelidikan-penyelidikan mengenai pelaku secara individual*

* hid.

¥ Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidans, Siner Grafika, Jakarta, 1988,
lal. 123~124, :
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Di atas telah dikemukakan bahwa dalam ilmu hukum pidana, kemampuan bertangzung
jawab berksitan erat dengan keadaan bathin si pelaku, Dalam Hukum Positif Indonesia,” Pasal
44 KUHP menyatakan ;

“apakah yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertangeung
jawabkan disebabkan karcna perfumbuhan yang cacat atau gangpuan karena
pemyakil pada jiwanya, maka orang itu tidak dipidana”,
Keadaan yang disebut. di atas menunjukkan bahwa orang terssbut tidak mampu bertangpung
jawab, oleh karena ifu tidak sepantasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh
hukum ataupun pikirag yang schat. Untuk dapat disebut sebagai orang yang mempunyai
kemampuan bcn:anggu,_}ig jawab, menurut Roeslan Saleh adalah “mampu untuk meng-insyafi
sifat  melawan hukuxf__mya perbuatan  den sesual dengan Kkeinsyafan o mampu  untuk
menentukan kehendsknya”, Baliwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab
ditentukan pertamakali oleh akal yaitu dapat atau mampu membeda-bedakan antara perbuatan
yang diperbolehkan dan vang lidak diperbolehkan, dan faktor kehendak adalah bergantung atau
fanjutan akalmya, ™
Datam hal kemampuan bertapggung jawab, menurut Jonkers™ tidaklah termasak daiam
Pasal 44 KUHP. Yang discbut tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus
pidana yang umum, yang dapat disalurkan daii alasan-alasan seperti yang tersebut datam Pasal
44, 48, 49, 50, dan § 1 Jadi, oranp vang tidak mampu bertangeung jawab bukan saja karena
perturnbuhan jiwanya yang cacat stau karens gangguan penyakit, tatapi juga karena umurnya

masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.

2 Roeslan saleh, Porbuatan Pidana den Pertanggungjawaban Pidana, op.cit,, hal. 85-86.

B Tonkers dalam Roeslan Saleh, ibid, hal. 88.




Pemahaman ?ang diberikan oleh Joukers tersebut disangkal oleh Roeslan Saleh.
Menurt Roeslan Saleh, Pasul 44 KUHP adalah pasal yang jelas-jelas mengatur tentang
kemarnpuan bertanggung jawab, atau tegasnya tentang ketidakmampuan bertanggung jawab.
Mengenai anak-anak yang umurnya masih muda, dalam keadaan-keadaaan yang tertentu untuk
dianggap tidak mampu bertanggung jawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama
dengan orang dewass. Benar bahwa menurut Pasal 45 XUHP dalam menuntut orang yang
belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim
dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali,
atau orang twa asuhnya tanps pidana apapun, tetspi dasar untuk tidsk memidana anak yang
belum berumur enam belas ta’hunlini bukanlah hal tidak mampunya dia bertangpong jawab,
melainkan karcna “kita tidak dapat menentukan kesengajaan atau kealpaan scbagaimana haliya
dengan kelakuan orang dewasa” >

Anak yang melakukan perbuatan pidana ifu tidak meropunyai kesalahan, karena dia
sesungguhnya belum mengerti atau belwn menginsyafi makna perbuatan yang dilakukannya,
discbabkan karcna umurnya masih muda, pertumbuhan jiwanya belum penub; dan fungsi
bathinnya juga belum ;:cmpuma. Oleh karena itu, i enak tidek dapat dipidana karcna tidak
mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalshan tidak ada padanya, sehingea dia
dipandang tidak bersalah. Terhadap mercka beraku asas “tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan™. Berkaitan dengan hal tersebut, maka scbaiknya dalam perumusan Pasal 45 pada

ketentuan pertama, kata “yang bersalah” tidak disebutkan, karena bertentangan dengan

#* Thid, hat. 89,
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kesimpulan yang ditari}; bahwa anak yang belum cukup wmur ity dalam keadaan tertentu fidak
dipandang bersalah,
Tujuan Pemidanaan Bag Anal

Dewass i trléﬁalalx pemnidangan menjadi ssngat kowpleks schagai akibat dari usaha
untuk lebih mcmpcﬁ}atikau {aktor-faktor yang menyangkut hak asasi rnanusia, scrta
menjadikan pidana bersifat operasionsl dan fungsional. Untuk itu diperfukan pendekatan vang
multi dirnensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut
dampak yang bersifat individual imaupun dampak vang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini
mengakibatkan keharusan uniuk memitih teor integratif tentang tajuan pemidanaan, yang dapat
memenuly fungsinya datam rangka wengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
tindak pidana { individual end sociel demages).

Pemilihan teon; integratif tentang tujuen penvidanaan ini didasarkan atas alasan-slasan
batk yang bersifat sosiologis, idcologis, maupnn yuridis. Secara sosiologis — scperti yang
dikemukakan Stanley Grupp - bahwa kelayakan suatu tcor pemidanaan tergantung pada
anggapan-anggapan scscorang terhadap hakekat manusta, informasi yang diterima seseorang
schagai dmu pengetabuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin
dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta
kemungkinan-kcnmngk}nan yang dapatl dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan
tcr#cbut. G.P. Hoehiagels dalam hal ini juga menyatakan bahwa persoalan wtama kejahatan dan

pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemukan di datam realitas manusia dan masyarakat

Y

3 1hid,

¥ Whatadi, Lembags Pidana Bersyurat, op.cit., hal. 54,
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Dalam kaitan dengan alasan ideologis, pemahaman hat tersebut dapat kita Lhat dari
pendapat Notonegore®, yang menyatakan sebagai berikut |

“... Negara kita karcna sifatnya mutlak monodualis kemanusiaan, bukan negara
liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau diktator, bukan negara materialis.
Negara kita adalah negara terdiri atas perscorangan yang bersama-sama hidup
batk dalam kelahiran, maupun dalam kebathinan, yang mempunyai kedua-
duanya kebutshan dan kepentingan perseorangan serta kebutuhan dan
kepentingan  bersama, yang kedva-duamya  diselenggarakan tidak saling
mengganggy, tetapi dalam Kkerjasama. Negara kita adalah yang dinamakan
negara hukum kebudayaan. Di dalam perinciannya tugas negara kita scbagai
necgara monodualis, schagai negara hukum kebudayaan di samping memelihara
ketertiban, keamanan dan perdamaian, mempunyai kewajiban :

1. memelihara: kebutuhan dan kepentingan umum, yang khusus mengenai
kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara;

2. memelihara kebutuban dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dan
kepentingan bersama dari para warganegara, yang tidak scluruhnya dapat
dilakukan oleh warganepara sendiri;

3. memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari  wargancgara
perscorangan yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warganepara
sendin, dalam bentuk bantuan dan negara;

4. memefihara kebutnhan dan kepentingan dari wargancgara perseorangan,
yang tidak selurvhnya dapat diselenggarakan oleh warganegara .............
Memang di dalam hidup manusia harrya ada tiga macam jenis soal hidup yang
pokok yaitu terhadap diri sendiri dan sesama manusia serta terhadap asal usul

mula segala sesuaty, yaitu Tuhan”.

Ungkapan di atas, pada hakckatnya menyatakan bahwa berdasarkan Pancasila,
manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatiya sebagai makhluk Tuhan YME
dengan kesadaran untuk mengemban kedratuya sebagai makhiuk pribadi sekalipys makhink
sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itv memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa
Indonesia bahwa kcbahagian hidup akan tercapai apabila didasarkan atas kesclarasan dan

kescimbangan, bak dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan

masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan banpsa denpan bangsa

¥ Notonegoro dalarn Muladi, ibid, hal. 58,
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{ainnya, daiam hubungan manusia dengan Tuhannys, maupun dalsin mengejar kemajuan
Iahirish dan kebahagiaan rohani.

Alasan ketiga funtuk memberi pembenaran icthadap teori integratif tentang tujuan
pemidanaan adalah berdasarkan alasan yuridis filosofis. Herbert L. Packer menyatakan bahwa
hanya ada dua tjuan utama dasi peridanaan yaitu pengenaan penderitaan yang sctimpal
terhadap pelaku, dan pencepahun kejzhatun. Lebih lanjut dikatakan bahbwa pidana meupakan
suaty  kebutuhan, le!gpi merapalan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia
mengenakan penderitaan atss nama tjuan-tujuan yang pencapaianmya meropakan suatu
kemungkinan.

Muladi memberikan pandangan yang merupakan kombinasi dari tujuan pemidanaan
dengan pendekatan sbsiologis, ideologis, dan yuridis flosofis terscbut. Asumsi dasar dani
pandangan beliau bahwa findak pidena merupskan pangguan terhadap Kkescimbangan,
kesclarasan, dan keserasian dalam kelidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan
individual staupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk
memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individue! and social dameges) yang diakibatkan
oleh tindak pidana. Hal ini terdini dari seperappkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi,
dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat
fujnan pemidanaan tersebut adalah ; (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan
masyarakal; (3) memelhara solidaritas masyarakat; (4) pengirnbalan/pengimbangan, >

Bertolak dari 'paﬁdangan NMuladi, dalam kaitan dengan twjuan pemidanasn ferhadap

anak pelaku, tidak terlepas dar kebijakan perlindunpan anak vang pada akhimmya bertujuan

® Herbert L. Packer daiars Mutadi, ibid, hal. 61.
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untuk Kkescjahteraan anak itu sendiri. Sifat kasuistis dari tujuan manakah yang lebih
dititikberatkan diantara tujuan-tujuan pemidanaan lain, adalah berkenaan dengan tujuah dan
dasar pemikiran yang lebih mengutamakan kesejahteraan anak, seperti yang ditegaskan dalam
SMR-JJ-1985 (The Beljing Rules) dalam Rule 5-1 tentang Aims of juvenile Justice ditegaskan :
“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and
shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion
to the circumstances of both the offender and the offence.” _
(Sistern peradilan anak harus menckankan pada Kkesejahteraan anak dan
menjamin bahwa setiap tindakan/reaksi terhadap ansk pelaku harus sclalu
scbanding dengan keadaan si pelaku (anak) dan pelanggaranmya).
Dalam Commentary yang terdapat di bawah Rule 5-1 disebutkan bahwa ada 2 tujuan utama
dari peradilan anak, yaitu : (1) memajukan kescjahteraan anak (the promotion of the well being
of the juvenile), dan (2) prnsip proporsionalitas (the principle of proportionality),
Tujuan/sasaran yang pértama merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani
pelanggaran anak-anak, khususnya dari dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan
pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak, agar terhindar adanya

sanksi yang bersifat punitive (menghukum serata)®. Pada sasaran kedua, yaitu prinsip yang

merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum/ punitive.

* bid

“0 Menurut Don C. Gibbons, tujuar dari mereke yeang mendukung perkembangan peradilan anak
bermaksud untuk menciptakan suatu struktur yang akan mengatur kebutuhan-kebutuhan anak lebih

berupa freaiment dan bukanlah penghuduman,
Don C. Gibbons, Soclsty, Crime, and Criminal Behavior, Sixth Edition, Prentice Hall, New

Jersey, 1992 hal. 454, §



Tindakan terhadap anak pelaku seharusnya didasarkan tidak hanya pada pertimbangan tingkat
keserivsan pelanggaran, tetapi juga pada situasi kondisi pribadi pelaku.™

Atas tujuan dan dasar pemikiran demi kesejahtoraan anak - yang pada akhimya pada
kesejahteraan masyarakat — penghukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai reaksi dan
kenakalanmya tidak dapa_t dijadikan objek dari pencegahan umurn, Seperti yang diungkapkan
oleh Johannes Andenaes bshwa terhadap anak-anak, orang pila, dan pendenita sakit mental,
tidak dapat dijadikan objek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (generel
prevention).” i
Efeldivitas Dan Segi;ﬁgﬂmij{_}ﬁgm Kelembagaan Basi Anak

Penggunaan pidans perampasan kemerdekaan (insiitusionalfcusiodial) sebagal salah
satu upaya penanggulangﬁn kejahatan yang ada (tennasuk terhadap anak nakal), selalu menjadi
sorotan ahli penologi, karena disadari bapyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dengan
pemberian hukuman tersebut, terlebih bagi seorang anak yang belum matang perkembangan
fisik, mental, dan sosialnys.

Yang paling utama dipersoalkan adalah masalah efektivitas dan segi-segi negatif yang
ditmbutkamya, Seperti yang telah dikemukakan di atas (baca Tabel 10), terhadap anak-anak
yang melakukan kenskalan di bawah usia 16 tahun terkonsentrasi pada pidana penjara. Dan
sudut politik krirninal l{caﬁaan demikian tentu fidak menguntungkan, karena dani hasi penclitian
yang dikemukakan oleh .M. Juckson bahwa angka perbandingan rata-rata untuk penpulangan

atau penghukuman kemball (reconviction rete) yang paling linggl justru terjadi pada anak-anak

4 Lihat juga dalam U Kesejehteraan Anak {UU No, 4 Tahun 1979) Pasal 1 sub 1.q, Pagal 2
ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1)
Biarda Nawaw! Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, op.cit., hal. 112-113,

42 Iohannes Andenaes dalam Iduladi, op.cit., hal, 83,
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yang dijatuhi pidana pcifljara. Dikemukakan olehmrya bahwa untuk pelaku pemula (first
offender), reconviction rete untuk anak-anak sekitar 50%. untuk para remaja sckitar 40%
lebih, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30%, dun untuk kelompok di atas 40 tuhun
sckitar 9-15%. Dikemukakan sclanjutnya oleh Juckson, bahwa data recoiviction rate itu
menjadi lebib tinggi lagi apabila sebelumnya si pelaku pernab dipidana. Untuk anak-anak yang
telah dua kali dijatubi pidana penjara, reconviction rate-nya menjadi 1009, ¥

’ .
Angka perbandingan residivisme dengan usia pelaku dikemukakan pula oleh Leslic T,

Wilkins, yang disusumryr;. kembali dengan bersumber dari The Sentence of The Court, yaitu
suatu laporan hasil pcnt:lizan vang dilakukan oleh The h’omer Office Reseéreh Unit di Ingeris.
Adapun data yang dikemukakannya ialah bahwa angka perbandingan residivisme (recidivisme
rate} uniuk pelaku pertama datam kelompok usia antara 8-16 tahun sekitar 65%, antara 17-29
tahun sekitar 55% dan untuk kelompok 30 tahun ke atas sckitar 28%.%

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pidana penjara, maka negara-negara lain telah
lebih maju yaitu dengan telah diatuniya pedoman stau aturan penjatuhan pidana dalam hukum
positifirya, misalnya terlihat di Inggris dengan dikeluarkannya “The First Offinders Act” pada
tahun 1958, yang merumuskan bahwa : pengadilan dilarang untuk menjatuhkan pidana penjara
kepada pelaku pemula (first offender) kecuali tidak ada cara lain yapg dianggap tepat untuk

memperiakukan meraka. ™ Demikian puta misalnya yang ada di Singapura, terumus bahwa

“ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjars, op.cit., hal. 189.

* Leslie T. Wilking, {bid.

# Rupert Cross dalam Barda Wawawi Arief, ibid, hal. 158,

i
T
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(1). Scorang anak {child) janganlah dipidana atau diperintahkan untuk dipenjara karena suatu
tindak pidana, atau-dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaian membayar denda atau
ongkos-ongkos, ¥ :

@). S_eorang remaja (young person) tidek akan diperintahkan untuk dipenjarakan karena suatu
tindak pidana, atau dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaian membayar denda atau
ongkos-ongkos, kecuali pengadilan berpendapat bahwa anak itu mempunyai karakter yang
sukar dikendalikan di rumsah-rumah pendidikan negara atau karena sudah sedemikian
rusak tabiatoya.®

Dari sudut sisi negatif, bahwa pidana kelembagaan dapat menimbulkan dehumanisasi
pelaku tindak pidana berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupanmya secara
produktif di dalam masyarakat; prisonisasi scbagai pengaruh sub kultur narapidana dalam
penjara; tempat pencemaran dimana penjahat kebetulan atan pendatang baru dirusak melatui
pergaulan; dan menimbutkan stigma atau cap jahat.”’ Terlebih bagi si anak, pidana perampasan
kemerdekaan tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhanmya, Oleh karena itu, The

Beifing Rules (SMR-JY} menganut pendirian untuk mencrapkan kebijakan yang selektif

mengenai penggunaan pidana perampasan kemerdekaan terhadap kasus anak (Pasal 17-1), dan

merupakan pilihan yang- terakhir dalam tempo yang seminimal mungkin (Rule 19-1).* Dalam

Commentary Rule 19-1 pada paragraf pertama discbutkan bahwa :

“Imu Kriminologi yang progresif menyarankan penggunaan perlakuan yang
bersifat non- kelembagaan daripada yang bersifat kelembagaan. Banmyakmya
pengarvh-pengaruh  yvang merugikan si pelaku  yang tampaknya tidak
terhindarkan didalam setiap institusionalisasi, tidak bisa diimbangi dengan uszha-
uszha pembinaan. Hal ini terutama sckali pada anak-anak/remaja yang amat
mudah terkena pengarubh negatif. Lagipula, pengarub-pengarub negatif yang

tidak hanya dikarenakan kehilangan kebebasan namun juga dari- pemisghan
linpkungan sosial yang dikenalnya, tentu lebih skut/pawat yang terjadi pada

* Thid.
47 Wuladi, Lembsga Pidsna Bersyarat, op.cit., hal. 141.

% Pasal 66 ayat (4) UU No. 39 tuhun 1999 dirumuskan bahwa penangkapan, penshanan, atau
pidana penjara ansk hanya boleh dilakukan sesuvai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir
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anak-snak/remaja dibanding orang dewasa, korena {ahap perkembangan mereka
yang masib dini.”

Dari komentar Ecrscbutjc:lasiah babwa tindaleun yang diberikan padﬁ anak-anek/romaja
haruslah  dibedakan d?zngan orang dewasa mengineat pertumbuhan mercka yang amat
dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosfal yang melingkupi mercka, Pemberisn lingkunpan
fisik dan sosial yang sehaf, skan berpengaruh posif pada ansk-ansk, nammn scbaliknya,
lingkungan yang tidak schat akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang
tidak schat puls. Dar sudut kebijakan kriminal, scbagai ide yang harus diejawantahkan datam

henfuk tindakan-tindakan perfindungan ansk nsksl, penempatan ansk-anak dalam suatu

lembaga sudah fentw akan bertentangan dengan uswha kesejabtersan anak, Hukum Positif

Indonesia-pun menpatur, yaitu dalan UU No. 4 tahun 1979, anak-anak harus diberi jaminan
terhadap pcrtumbuhanldah perhembanganiys sccara wajar, baik rohani, jasmani, maupun
sosialmya (Pasat 1 sub 1.w), wnak berhak atas perlindungan terhadap linpkunpan hidup yang
dapal memnbulayskan stsu menghsmbat pertvmbuhsn dan perkembangannyas dengan wajar
(Pasal 2 ayat (4)). Pertumbuhan dan perkembangan anak secaras wajar, tidak akan dipcﬁ;lch
apabila anak terscbul diferopatkan pads suain Jembaga scbaik apapun pembinaan yang

difakukan di dalamnya.
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2. Sebab Musabab Tidak Bexfungsinya Putusan Pengembalian Kepada Orang Tua,
Wa_li, atau Orang Tua Asult dalam Kasus Kenakalan Analﬂ"indak Pidana Anak

Di atas telah dikemukakan bahwa putusan pengembalian kepada orang tua, wali, atau
orang tua asuhnya sama sekali tidak pernah dikenal dalam praktek peradilan anak di Palembang
{baca Tabel 10). Dipandang dari sudut rasionalitas yaitu dari segi pertanggung jawaban pidana,
tmjuan pemidanaan terhadap anak, dan sisi efekfivitas dan segi nepatif pidana perampasan
kemerdekaan, putusan yang demikian perin dipertimbangkan keberadaanmya, Pengindahan
pada fokus utama dalam peradilan anak yaitu untuk kemajuan kesejehteraan anak, disamping
sasaran lain yaitu prinsip penghindaran sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas
semata-mata pada anak nakal (asas proporsionalitas), perlu menjadi perhatian aparat-aparat
yang terkﬁit dengan peradilan anak (polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, lembaga
bantuan hukum, dan lembaga koreksional).

Suatu keadaan yang ironis sekali apabila kembali direnungkan bahwa anak-anak yang
amat memerfukan bantuan dan l;crﬁndungan — tidak terkecuali bagi mercka yang mengalami
hambatan kelakuan ~ justru perfakuan yvang diberikan tidak berbeda dengan orang dewasa. Apa
yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa sebab utama tidak berfungsinya putusan
pengembalian kepada orang tua, wall, atau orang tua asuhnya buken semata-mata ada pada diri
hakim, yang olch undang-undang diberi wewenang untok memberikan putusan setiap
permasalahan hukum yang diajukan padanya. Penyumbatan putusan yang dernikian - schingga
tidak dikenal dalam praktek peradilan anak di Palembang - justru disebabkan karena semaia-
mata pada hubungan koordinasi fungsional dan instansional, dan sinkronisasi pelaksanaan
peradilan anak. Dalam pengertian yang sederhana, hakim tidak bisa lari dari tindakan-tindakan

yang telah diambil olch aparat pada tingkatan-tingkatan sebelumnya dalam proses peradilan
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anak. Apabila pada tingkat penyelidikan diteruskan dengan penyidikan - yang cleh UU Ne. 3
Tahun 1997 Pasal 1 sub 5 seharusnya dilakukan oleh polisipenyidik anak, juga dalam
penuntutan yang harus qﬂakukan Jaksa anak — terhadap si anak ditakukan ﬁn;iakan penshanan,
yang kemudian dilanjutkian pada tingkatan penuntutan, atas dasar demi sinkronisasi pelaksanaan
peradilan, maka tind'akzém hakim haruslah scjalan. Akibatiiya, putusan yang diberikan olch
hakim harus pcnccrmihan dari pelurusan tindakan sebelummya, Kenyataanys, putusan
perampasan  kemerdekaan/penjara oleh hakim semata-mata  untuk  menutopi lamarrya
penahanan yang dialami si anak dalam Proses peradilan dari awal sampai akhir, yaitu dengan
diberikan putusan oleh hakim. Di Palembang (baca Tabel 10) data di lapangan menunjukkan
bahwa dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang 1 tahun, yaitu : sebanyak 102
kasus di tahun 1994, mska pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim yang lamanya sama
dengan lamanya proses gwal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 71 kasus (58,68%
dari 121 kasus). Pada tahﬁn 1995, dar keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang dari 1
talnm (sebanyak 58 kasu§), maka pidana penjara yang dijatubkan oleh hakim yang lamanya
sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 37 kasus
(50,68% dari 73 kasus), Pada tahun 1996, dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya
kurang dari 1 tshun (scb:;nyak 101 kasus), maka pidana penjara yang dijatubkan oleh hakim
yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalsh berjumiah
74 kasus (58,73% dari 126 kasus). Pada tahun 1997, dari keseluruhan pidana penjara yang
lamanya kurang dari 1 tahgn (sebanyak 83 kasus), maka pidana penjara yang;dijattzhkan olch
hakim yang lamanya samia dengan lamanyz proses awal hingga pemberian putusan adalah
berjumiah 51 kasus (51,52% dari 99 kasus). Dan pada tahun 1998, dari keseluruhan pidana

penjara yang lamanya kurang dari 1 tahun (scbanyak 78 kasus), maka pidana penjara yang
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dijatubkan oleh hakim yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian
putusan adalah bcrjum];ah 53 kasus (58,24% dari 91 kasus). |

Data yang teruintus di atas, ditunjukkan bahwa pangkat tolak tidak dikenalnya putusan
pengembalian kepada orang tua, wali, atan orang tua asuhnya bukanlah tertuju pada kebijakan
yang dibcrikafi hakim sebapai pribadi hukum, tapi terkait pada sistem peradilan pidana anak itu
sendiri. Kcad:;ah demikian akan lebih dipahami apabila pemikiran diarahkan pada 2 keadaan,

yaitu ; (1). sistem peradilan pidana sebagal suatu sistem yang integratistik; (2). Sistem Peradilan

Pidana scbagai suatu organisasi birokrasi.

Frank Remingfon adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan
rekayasa administrasi l;cradilan pidana molalui pendekatan sistem (system approach)®, dan
gagasan mengenai sistc;m ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek tahun 1958. Gagasan ini
kemudian dilekatkan pa.da mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “Criminal
Justice System ”.

Istilah “Criminal Justice System™ atau Sistem peradilan pidana itu sendiri telah

menjadi suvatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

* Sebelumnya adaleh pendekatan “Zaw and Order” (Hukum dan Ketertiban), yang mempunyai
ciri-ciri ; :
a. Kepribadian ganda :
1. Penggunaan hukum sebagai instrurnen ketertiban dalam masyaraksf; den
2. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
b. Titik berat pada “Law Enforcement” dimana hukum diutamskan dengan dukungen instansi
kepolisian:  “
¢. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pade efektivitas dan efisiensi
tugas kepolisian,
d, Menimbulkan ekses diskusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian : “police brutality”, kolusi;
“police corruption®.
Romli Afmasasmita, Sistemn Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisma dan
Abolisionizme), Cetakan Kedua (Revisi), Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 7.
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dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.® Menurut Romli Atmasasmita, ciri
pendekatan sistern dalam peradilan pidana ialah :
a. Tittk berat pada koordinast dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).
Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.

¢ Efektivitas sistemm pepanggulangan kejahatan lebih uwtama dari efisiensi pemyelesaian

perkara.
d. Penggunaan hukum scbagai instrumen untuk memantapkan ‘the adminisiration of

Jjustice™. %3

Sementara it Mardjono memberkan batasan bahwa yang dimaksud deﬁgan sistem
peradilan pidana adal;h sistem pengendalian. kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga
kepolisian, kejaksuan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.®® Dalam kesempatan lain
belisu mengemukakan bahwa sistern peradilan pidana adalsh sistem dalam suatu masyarakat
untuk menanggulangi masalah kejohatan, Menangulangi  diartikan scbhagai mengendalikan
. kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sclanjutnya dikernukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : (a)
mencegah mawar{ikaﬁ menjadi korban kejahatan; (U) menyelesaikan kasus kejahatan yang
terjadi sehingpa masyarakat puas bahwa keaditan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
dan () mengusahakan agar mereka yang pemnab melakukan kejahatan tidak mengulangi

kejahataniya.

2 1hid, hal. 14.

% Ibid, hal. 9-10.

5 Mardjono Reksodipoetro, Sistern Peradilan Pidane Indonesia (Melihat kepada
kejahatan dan penegakan hukum dalarn batas-batas tolsransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan
Tabatan Gurut Besar Tetap dalara Ilmu Hukun pada Fakultas Hukurn universita Indonesia, 1993, hal. 1.
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Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengermukakan bahwa empat komponen
dalam sistem peradilan pidanz (kepolisian, Kkejaksaan, pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “integrated
criminal justice system”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidek difakukan,
diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :

1. kesukaran dalam:menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi,
schubungan dengan tupas mereka bersama;

2. kcsu]itﬁn datam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi
{scbagai subsistem dari sistem peradilan pidana);

3. karena tanppung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka sctiap
instansi tidak terlaly memperhatikan cfcktivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.*

Romii Atmas:;smita memberikan pengertian Sistem Peradiian - Pidana — dengan
mengutip pendapat Sﬁnford Kadish — yang meclihatuya dad sudut pendekatan normatif,
manajemen, dan sosiai. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
scbagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yanp berlaku, schingga keempat
aparatur tersebut merpakan bagian yang tidak terpisahken dari sistem penegakan hukum
semata-mata, Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai
suatu organisasi manajpmcn yang memiliki mekanisme kerja, baik hubunpan yang bersifat
horizontal maupun yang bersifat vertikal sesusi dengan struktur organisasi yang berlaku dalam

organisasi tersebut. Sistem vang diperpunakan adalsh sistemn administrasi. Sementara itu,

3 Mardjono Reksodipoetro, Sistern Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum
Melawan Kejshatan), di kutip dari Hak agasl Manusia dalam: Slstem Peradilan Pldana,
Kurnpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Ul, Jakarta,
1994, hal, 84-85,
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pendekatan sosial memandang keempat aparator penegak hukum merupakan bagian yang tak
terpisahkan dan suatu sistem sosial schingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung
jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur pencgak hukum tersebut
dalam melaksanakan thgasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.®

Kata “Sntegrated” pada “integrated criminel justice system” itu sendii, menurut
Muladi sangat mcnan’k perhatian apabila dikaitkan dengan istilah “system ™. Hal tersebut
discbabkan karena dalam istilah “system™ seharusnya sudah terkandung keterpaduan
(integration and cooré’z‘na{ion}, disamping karakteristik lain seperti adanya tujuan-tujuan yang
jelas dari sistem, proées (input — throughput — ouiput and feedback), sistem kontrol yang
efekiif (negative-antropy) dan scbagainya. Namun beliau menyetujui apabila penyebutan istilah
tersebut diarahkan ux;tuk lebih memberikan tekanan, agar inteprasi dan koordinasi lebih
diperhatikan, scbab fragmentasi dalam Sistem Peradilan Pidana nampaknya merupakan
“disturbing issue” di pelbagai negara.

Selanjutnya Muladi menegaskan bahwa makna “integrated criminal justice system”
adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :
1. Sinkromisasi Strukiural {Structural Syncronization;
2. Sinkronisasi Substansial (Substantial Syncronization); dan
3. Sinkronisasi Kultural (Cedturel Syncronization).
Sinkronisasi Struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar
femnbaga penegak hukum; Sinkromisasi Substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang

bersifat vertikal dan horizontal dalam keitannya dengan hukum positif, sementara Sirkonisasi

8 pomli Atmasernita, Sistern Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme), op.cit, hal. 16-17.
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Kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-
sikap, dan falsafah *yang= secara menyeluruh mendasari jalannya peradilan pidana.”’

Bertolak dari pengertian Sinkronisast yang diberikan oleh Muladi di atas, data di
lapangan menunjokkan bahwa dalam prakiek peradilan pidapa dimana anak scbagai pelaku,
pandangan/sikap yang ada pada aparat pemutus (hakim} seringkali tidak sejalan dengan
tindakan yang diberikan loleh aparat-aparat penegak hukum pada tahap sebelumnya (penyidik
dan penuntut umum), Putusan pidana penjara yang diberikan oleh hakim - yang pada
hakekatirya berupa pengembalian Kepada orang tua, wali, orang tua asuhﬁya ~ menunjukkan
kepada kita bahwa apgrat hakim sudah lebih memahami perlakuan bagaimana yang dianggap
baik — dalam kaitan derilgan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak — diberikan kepada anak
pelakn. Pemberdan pidana penjara yang lamanya discimbangkan dengan lamanya anak dalam
proses peradilan, memberikan pengertian bahwa hakim secara pribadi lebih menginginkan kalau
anak pelaku akan lebih baik apabila dididik dalam keluarganya (orang twa, wali, atau orang tua
asuh), asalkan keluarga tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas. Untuk itulah
bantuan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) sangat diperlukan hakim, schingga ia bisa
memahami kchidupan sosial si anak yang menungeu putusaniya.

Sebaliknya, para aparat kepolisian dan penuntut umum yang menangani kasus-kasus
anak lebih cendeming.kepads pelaksanaan wndang-undang semata (findakan represif dan
yudisial), dengan kurahg memperhatikan bahwa scorang anak lebih membutuhkan perlakuan
khusus yang amat berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada orsng dewasa.

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan olch polisi — yang idealnya dilakukan polisi anak -

& Muladi, Kapita :.Selekta Sistem Peradilan Pidana, op.cit., hal, 1-2,
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soringkali tidak secara langsung diberitahukan kepada pihak keluargamya, bahkan
pemberitahuan kadangkala mengpunakan jasa masyarakat (ternan, sandara, dan sebagainya)
yang kebetulan mcngétahui asal-usul st anak. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan
hak-hak anak yang dalam Beijing Rules yang meminta perhatian khusus terutama dalam kontak
awal (initial contact) sepert yang di atur dalam Rule 10, Dalam Rule 103 ditegaskan bahwa
kontak antara aparat ﬁcnegak hukum dengan anak pelaku (fuvenile oﬁ%n;fer) harus dilakukan
dengan cara : -
1). Menghormati kcdule‘iukan hukum si anak (respect the legal status of the juvenile),
2). Memajukan kesejahteraan ansk (promote the well being of the juvenile), dan
3). Menghindari hal-hal yang merugikan/merusak/membahayakan anak (avoid harm to her or
him}.

Dalam commentary dijelaskan bahwa istilah “avoid harm” merupakan kata-kata yang fleksibel
dan mencakup berbapai interaksi yang mungkin terjadi, misalnya menggunakan kata-kata keras
(bentakan-bentakan) atau tindakan kekerasan fisik. Ditegaskan bahwa istilah itu harus diartikan
secara luas. Hal ini dipandang sangat penting karena kontak pertama ini sangat mempengaruhi
sikap anak dan sangat menentukan keberhasilan proscs selanjutrya.®

Dalam hukmr; positif Indonesia, perihal pemberitahuan adamya penshanan tersebut
merupakan kewajiban aparat pada setiap tingkatan, yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 21
ayat (3) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyatakan bahwa : “tembusan surat perintah

penahanan atau penahanan lanjutan atau penectapan hakim scbagaimana dimaksud datam ayat

(2} harus diberikan kepada keluarganya.”

% Barda Nawawi ;i}.rief dalarn rnakalsh Perlindongan Hukum Terhadap Anask Dalam Proses
Peradilan, Bunga Rampai Hukum Pidana, cp.cit., hel. 116-117.
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Seorang anak yéng diketahui melakukan kenzkalan — baik olch aparat sendini ataupun
atas laporan masyarakat — dan kemudian olch penyidik dimasukkan dalam tahanan sementars,
idealrya bahwa tindakan yang diberikan terscbut adalah scbagai pilihan terakhir dan dalam
wakiu yang sesingkat mungkin, Hal terscbut dipertegas dalam Bez’jihg Rides pada Rule 13.1,
bahkan dalam point kedua (Rule 13.2) dinyatakan agar scdapat mungkin harus diganti dengan
tindakan-tindakan alternatif lainya seperi pengawasan yang kéfat, perlakuan/pemeliharaan
yang intensif, pcncmpz{ifan pade keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau di rumah.
Lebih jauh dalam Rulci;ls.l Beijing Rules mengharuskan tersedianya beragam tindakan dari
aparat yang bcchnanga agar sedapat mungkin menghindari tindakan pelembagaan/institusional.
Bahkan Rule 18.2 dirumuskan bahwa tak seorang anakpun dapat dipisahkan dari pengawasan
orang tuanya, baik sebagian maupun scluruhnya, kecuali jika situasi kondisi kasusnya memang
diperlukan demikian. Dalam Komentar Rule 18.2, pengcenalian yang dimaksud dalam kalimat
terakhir, menyangkut fakta-fakta yang benar-benar/jelas-jelas menjamin pengambilan tindakan
pemisahan si anak dari orang tuanya, misalnya adanya penyiksaan orang tua terhadap si anak,

Dalam hukum positif Indonesia, apa yang tcrtuang‘ dalam dokumen internasional di
atas, berujud pada pengadaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16
point 1 UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Hanya saja
yang perfu dikembangkan dan diperhatikan oleh pengambil kebijaksanaan adafah spabila si anak
dalam tahap penyidikan tidak dimasukkan dalam suatu lembaga (penahanan sementars) dan
dikembalikan ke lingkungan keluarganya, pihak keluarga harus bisa menjamin kalau. mereka
masih mampu untuk mendidik mental spin'tual si anak, dan kepada pihak keluarga harus diberi
persyaratan-persyaratan sebagai peringatan. Dalam Kkajian konsep/teori pertanggungjawaban,

tindakan demikian berkenaan dengan pertanggungjawaban struktural/fungsional. Barda Nawawi

o
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Arief menyatakan bahwa masalah anak lebik merupakan masalah struktural, Tericbih karena |
sifat kekurang-mandirian dan kebergantungan (dependensi) si anak, maka anak yanp melakukan
kenakalan atau kejahatan sebenamya adalah “korban struktural® atau “korban lingkungan™,*’
Bahkan adat Batak menggariskan, scorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan-
perbuatan pclanggamn: hukum dari anaknya yang belum cukup umur.* ‘

chcndcnmgaji’l vang terjadi di lapangan, tindakan pcnyldlk lebih pada
pcncmpatam’pcniﬁpan{_j:crdakwa anak tersebut ke Lembapa Pemasyarakatan Anak yang ada,
dan melanjutkan perkara tersebut pada proses sclanjutnya (penuntutan). Penghentian perkara
biasanya hanya dikenakan pada perkara-perkara perkelshian pelajar, dan kepada mercka
diberikan Bimmas (Bimbingan Masyarakat). Keadaan pada kecenderungan demikianlsh yang
pada akhirnya terkait crat dengan putosan hukum yang diberikan hakim, yaitu pidana penjara.
Sementara hukum positif Indonesia (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acarz Pidana) ditentukan peraturan-peraturan yang berkensan dengan penahanan,

seperti ©

1. Pasal 23, mcnmugkan :

(1). Penyidik atau penuntut umum atay hakim berwenang untuk mengalihkan jenis
penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22.

(2). Pengalihan jenis penahanan dimyatakan secara tersendin dengan surat perinteh dari
penyidik atau penuntut umum atau penctapan hakim yang tembusannya diberikan
kepada tersangka atau terdakwa beserta keluarganya dan kepada instansi yang
berkepentingan.

57 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, op.cit., hal. 169‘

*® Roeslan Saleh,;Perbuntan Pidana den Pertamggungjawaban Pidana (Dua Pengertisn
Dasar Dalam Hukum Pidana), op.cit., hal. 83,
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2. Pasal 31, merumus;lggan :

{1).

2).

i
Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut wmum atau hakim,
sesual dengan kewenanpan masing-masing . dapat mengadakan penangpuhan
penahanan dengan atau tanpa jaminan vang atau jaminan orang, berdasarkan syarat
yang ditentukan .

Karena jabatanmya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat
mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersanpka atau terdakwa melanggar
syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Pasal 123, merumuskan :

().

{3).

).

(5).

Tersangka, keluarpa, atau penasihat bukum dapat mengajukan keberatan atas
penahanan atau jenis penahanan tersangka Kkepada penyidik yang melaknkan
penahanan itu‘

. Untek  itu pumdﬂ{ dapat  menpabulkan  porgdnisan tersebul  dengan

smuq»rm;mdng,k 111 kentany perlu atau tidakiya tersangka itu tetap ditahan atau tetap
ada dalam jenis penahanan tertentu.

Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik,
tersanpka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan

penyidik.
Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan

memperhmbangkan tentang perlu atan tidaknya tcrsangka itu tetap ditahan atau tetap
ada dalam jenis tahanan tertentu.

Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas
dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat,

Perumusan pasal-pasalétcrscbut di atas sebenarnya pcmbcn'aﬁ kewenangan yang besar bagi

aparat — terutama kcpoﬁsian sebagai aparat yang mengadakan Kontak awal dalam kasus pidana

- agar tidak bertindak bersifat refresif dan yudisial semata. Terutama bapi terdakwa anak,

perhatian pihak pemyidik lebih ditonjolkan demi kebaikan anak itw sendiri. Terhadap pengalihan

jenis penzhanan ke bentuk lain - pemahanan rumah misalnya — adalah sikap proaktif
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penyidik karena U0 me;nang mengatur demikian, Akan lebih baik apabila ﬁcmbentuk kebijakan
menambahkan kata-kata “atas permintaan tersangka atau terdakwa, keluarga, atau penasihat
hukun” - seperti dalam perumusan Pasal 123 - yang menunjukkan adanrya hak terdakwa atau
keluargamya dan bukan semata-inata kewenangan penyidik. Juga dalam hal penangguhan
penahanan (Pasal 31), sebaiknya ditambahkan kata-kata “keluargamya, atau penasihat hukum”
setelah kata awal “Atag permintaaan tersangka, terdakwa® yang menunjukkan bahwa hak
permohonan tidak han:{fa‘dibedl{an pada tersanpka/terdakwanya saja tetapi juga pada pihak
keluarga atau penasihatthukum sebagai wakil dari pibak kelnarga. Hal ini disebabkan karcna
seorang anak adalah ictap anak dengan segala kekuranpannmya, yang fidak bisa menentukan
sendiri apa yang mercka kehendski tanpa bantuan dari pihak Jain (orang tua, wali, atau
pengasuhnya, atau penasihat hukumnya ).

Sistem Peradilan Pidana Sebagai Orgaatisasi Bivelorasi

Pada dasamya lembaga peradilan yang menangani proses peradilan pidana bagi anak-
anak adalah suatu sistem organisasi birokrasi’’, yaitu suatu jenis organisasi yang dirancang
untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan
pekerjaan orang banyak sccara sistematik. Dengan demikian konsep ini (birokrasi-pen) dapat
diterapkan dalam plinsip-prinsip organisasi yang tyjuannya adalash meningkatkan cfisiensi
administrasi (sebagaimana biasanya demikian), walaupun birokratisasi kadang-kadang berakibat

sebalikirya, menimbulkan ketidakefisicnan,

 peter M. Blaw dan Marshali W. Meyer. Bureucracy in Modern Society, terjernahan Gary
R. Yusuf, Birokrasi Dalprn Masyarakat Modern, Ul-Press, Jakarta, 1987, hal. 4.
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Blumberg®, misalnya, melihat masing-masing lembaga yang terkait dalam sistem
peradilan pidana tidak lain adalah suatu organisasi birokrasi, yang mempunyai ideologi, struktur
personel, maupun peraturan sendiri, yang scringkali tidak berjalan seiring dengan ideolog,
struktur, personel, peraturan dari subsistem yang lebihi besar, dalam hal ini adalah peradilan
pidana,

Sementara itn, Muladi melihat Sistem Peradilan Pidana dari sisi yang berbeda, yaitu
Sistem Peradilan Pidana sebagai faktor kriminogen. Dikatakan bahwa Sistem Peraditan Pidana
merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaanmya denpan sistem-sistem sosial
lainnya terletak pada kesadarannya untuk memproduksi scgala scsuatu yang sifatnya wiwelfare
(perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadangkala nyawa
orang) dalam skala besar, guna mencapai tujuan yang sifatinya welfare (rehabilitasi pelaku
kejahatan, pengendalian, dan kesejahteraan sosial).s!

Utrecht juga menpgambarkan adanya kondisi yang paradoksal/kontradiktif dalam
penjatuhan hukuman sebagaimana Muladi, mengpambarkan adanya welfare dan wnwelfare
pada Sistem Peradilan Pidana, scbagai berikut :

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya

pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang

scbalikstya, pemerintah negara (melalui sparat penegak hukum - pen)
menjatuhkan hukuman, dan karena menjatuhkan hukuman itu maka pribadi
manusia tersebut’ oleh Pemerintah Negara sendiri diserang, misalmya yang
bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada satu pihak Pemerintah Nepara membela
~ dan melindungi pribadi manusia terhadap siapapun juga; sedangkan pada pihak

lain Pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan
dibela itu. Kondisi ini oleh Franz von Lizt digambarkan sebagai melindungi hak,

% Blurmnberg, Criminal Justlce System, op.cit., hal. 5.

1 Muladi dalam makalsh Sistem Peradilan Pidana sebagai Faktor Kriminogen, Kapita Selakta
Sistem Peradilan Pidans, op.cit., hal. 21,
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kepentingan, dan sebagainya dengan menyerang, memperkosa hak, kepentingan,

dan sebagainya”,

Sehubungan d@pgan sifatnya yang unik itu, maka perfu ada scperangkat at;liran main
yang harus diindahkan oleh segenap aparat penegak hukum — yang merupakan bagian dari
Sister Peradilan Pidana ~ dalam mcnjalankaﬂ tugasrya.

Dalam proses peradilan pidana anak-anak harus berhadapan dengan aparat penepak
hukum sebagai bagian organisasi birokrasi. Sebagai ;ﬁatu organisast birokrasi, lembaga-lembaga
tersebut dihadapkan pada suatu pilihan yang dilematis antara pencapaian t};juan organisasimya
sendini dengan pclaksa;gaan fungsinya sebagai pelindung hak-hak anak. Bi_r‘okrasi mempunyai
tujuan sendini yang seringkali tidak sama dengan tujuan Sistem Peradifan Pidana yang
sebenarnya. Maksudnyé, apa yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana akan diterjemahkan
sendiri dan diarabkan sesuai dengan tujuan dari organisasi birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini
Sudarto mengingatkan bahwa citra kesatuan proses dalam sistem penyelengparaan hukum
pidana itu (peradilan pidana - pen) harus merupakan benang sutera yang menefusuri segala fase
dari pemeriksaan perkara scjak awal pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan, sampai akhir
proses itu, ialah pelaksanaan pemidanaan, yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana
olch narapidana,”

Unfuk mcmahm}i hakikat peradilan pidana anak sebapal proses, kiranya perlu
diperhatikan adanya aj:;ran Kriminologi Kiitis, yang menckankan arti pentingnya suatu proses.

Ajaran ini melihat hukum sebagai suatu proses yaitn bagaimana proses suatu undang-undang

™ Utrecht dalam Gerson Bawengan, Pengantar Psychologi Kriminal, Pradnva Paramita,
Jelearta, 1973, hal. 39-60.

7 gudarto, Uraisn Pokok-Pokok Permaselshan dalsm Seminar Kriminologi ke-IV,
Fakultas Hukurn UNDIP, Sernarang, 1984, hal, 14,
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disusun dan dijalankan. Adapun alasan yang mendasari dipergunakannya telash krominologi
keitis ini dalam memahami bagaimana penegak hukum memberikan perlindunpan hak-hak anak
dalam proses peradilan pidana secara umum adalah sebagai berikut ;™

1. Perkembangan asyarakat modem yang cepat telah dan akan menghasilkan
pergeseran-pergeseran dan perubahan kepentingan, nilai-nilai dan-struktur yang akan
berpengaruh terhadap sosok kejahatan. Oleh karena perubahan-perubahan sosial
dalam masyarakat modem terutama hasil buatan manusia/ masyarakat atan sebagai
konstruksi sosial, maka juga tindakan-tindakan manusia/masyarakat yang berupa
reaksi yang juga merupakan bagian dari proses konstruksi sosial, penting untuk
diungkapkan sehubungan dengan perkembangan dun perubahan’ ‘dalam kehidupan
masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian studi tentang kondisi-kondisi yang
mempengarulii perilaku anggota masyarakat dan penegak hukum dalam proses
bekerjanya hukum, termasuk juga dalam proses pembuatan Undang-Undang sangat
bermanfaat untuk dapat memahami fenomena kejehatan dengan lebih baik,

2, Salah satu ciri utama hukum adalah sifatnya yang terbuka, artinga hukum tidak
bekerja melalui kerahasian atau ketertutupan, sehinpga studi mengenai proses
penegakan hukum merupakan konkretisasi dari negara hukum, khususmya dalam
bidang kejahatan. Dengan demikian dapat dikaji seberapa jauh asas-asas hukum
seperti persamaan dihadapan hukum, perlindungan hak-hak tersangkafterdakwa dan
korban serfa masyarakat, dapat sampai ditangan atau dinikmati oleh anggota
masyarakat.

3. Studi tentang proses bekerjanya hukum dapat menunjukkan hambatan-hambatan
serta permasalahan-permasalzhan yang dihadapi dalam penegakan hukum, sehingga
hal ini akan memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha perbaikan dalam bidang
penegakan hukum (pidana) serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

4. Studi proses (sosiologis) mengenai perundang-undangan, akan memberikan
pemahaman yang lebih komperehensif. Misalnya dengan memmjukkan tujuan
undang-undang seperti adanya tujuan dan kepentingan yang tersembunyi dibalik
perundang-undangan tertentu justru dapat menghalang-halangi tercapainya tujuan
masyarakat adil maknr,

Dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana terhadap anak, maka apabila tidak

berhati-hati dalam penanganannya, justru akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari tujuan

% 1 S Susanto, Aliran Pemikirsn Dalam Kriminologi Dan Pengarulnya Terhadap
Orientasi Studi Kejahatan, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang,
1993, hal. 8, .

T
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peradilan pidana itu sendiri®, yaitu schagai suatu sistern peradilan anak adalah satu bagian dari
upays untuk mcwujuflkan kesejahteraan snak, disamping untuk melindungi kcpcniingan
masyarakat. Hanya ;aja, kescjahteraan anak harus menjadi qm'd:‘;g Jactor (faktor
penuntun/pedoman) seperti yang tertuang dalam Rule 17.1 (d) SMR-JT (The Beifing Rules),
yang berarti bahwa kcpchtingan anak harus lebih didahulukan dari kepentingan masyarakat.%
Makna utama dari rumusan tersebut adalah sistem peradilan snak adalah suaty forum dimana
hak-hak dan kepentingan anak harus dilindungi dalam rangka mewnjudkan kesejahteraaan
anak. Di dalam peradilan ini, anak-anak belajar tentang keadilan dan ketuhuran hukum.
Menurut Nursyahbani Katjasungkana®, pengertian keadilan disini hendaknya dipahami
sebagai perlindungan terhadap hak-hak mereka yang tentu saja harus disesuaikan dengan
kemampuan dan usia mercka atau scbagai suatu kondisi dimana setiap orang (anak) dapat
melaksanakan hak-hak*l-. dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia

seutuhnya yang berbudi lubur). Hal ini berarti behwa tuntutan-tantutan terhadap diri anak harus

% Menurut Lela B. Costin, pada permulaannya peradilan anak mernpunyai tujusn yang tinggi,
dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat, Tujuannya digambarken sebagal melindungi dan
merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini
didasarken pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatken pada kemanusiaan, yang
didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak serts individual serta kebutuhan-kebutuharmya
daripada atas tindekan pelanggaran dan penghukumannya. Dengen perkatean lain, titik beratnya tidak
didasarken atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakia dan hal-hal yang berhubungan yang
menyebabkan anek dihadapkan ke pengadilan. -

Lela B. Costin, The Child and The Court, Mc. Graw-Hill Book Company, New York, 1972, hal. 92.

 Lihat juga Rule™s.1 Beijing Rules yang menyatakan bahwa sistem peradilan ansk harus
menekankan kesejahteraan anak (the juveniie justice system shall emphasize the weli-being of the
Juventle) fi
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampsi Hukum Pidansg, op,cit., hal, 124,

¢’ Nursyshbeni Katjesungkane, Keadilan Bagl Anak Dalam Sistem Peradilsn Pidsns, Suat
Pendekatan Kriminologis, makalsh dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak Dalam Masyaraket
Jerta Pelaksanaarmya Dalam Sistem Peradilan Anak, Jakarta tanggal 12 Juni 1995, hal, 2.




178

disesuatkan dengan kemampuaniya pada usia tertentu. Untuk mewujudkan perlindungan

terhadap hak-hak anak tersebut dibutuhkan suatu kendisi, yaitu : |

1. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ckonomi
ke seluruh lapisan masyarakat,

2. Adanya iklin budaya (cwfture climate) yang memberikan suasanaz kemerdekaan dan
kebebasan bagi perkembangan anak.

3. Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial
yang kuat diantara anppota-anggota masyarakat,

Khusus bagi ansk-anak yang dihadapkan ke sidang pengadilan, menurut Suwantji
Sisworahardjo bahwa untuk mencapai keadilan bagi mereka, harus ada persyaratan-persyaratan
sebagai standar agar peradilan anak dapat efektif dan adil, yaitu : |
1. Hakim dan Staf-nya ﬁa:us mampu menerapkan pelayanan secara individual dan fidak

mcnghukum.
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat imtuk menjamin

a. Bahwa disﬁosisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang
kebutuhan anak.

b. Bahwa anak, jika ia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menetimanya
melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang
cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.

C. .Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.

3. Prosedur dirancang untuk rmenjamin :

a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual.
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b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dai anak dan orang tua, dan masyarakat
dipertimbanpkan secara tepat dan dilindungi.®®

Demikian bisa dipashami bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem lembaga

birokratis, yang dalam bekerjanya tidak bisa berdiri sendiri. Ada interaksional dan saling

ketergantungan dalam organisasi Sistemn Peradilan Pidana, menuju suatu fujuan bersama Sistem

Peradilan Pidana ity sendiri, sementara pada waktu yang bersamaan juga ada tujuan dari

masing-masing subsistern yang juga harus dicapai. Pencapaian tujuan subsistem tersebut justru

cenderung mengcdcpari‘g'dibanding dengan semangat untuk mencapai tujnan organisasi Sistem

Peradilan Pidana sccara uinum.

Sebagai organisast birokrasi, Sistern Peradilan Pidana fidak bisa mengelak dari ciri-ciri

yang melekat pada suatu organisssi birokrasi. Weber® mengemukakan adanya beberapa ciri

ideal pada strukfur birokrasi, antara lain :

1.

EQ

Kegiatan schari-hari yang dibutubkan untuk mencapai fujuan‘tujuan  organisasi
didistribusikan melalui cara vang telah ditentukan dan dianggap sebagai fugas-tugas resmi.
Adanya pembagian tugas secara tegas ini memungkinkan vntuk mempeketjakan hanya ahli-
ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.

Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarchi, yaitu bahwa unit yang lebih rendah
dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unif yang lebih tinggi.
Setiap pejabat yang berada dalam hiererchi administrasi dipercaya oleh atasannya untuk
berfanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya
atau dirinya sendiri. Agar dapat memperlanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang
dilakukan bawahannya, dia diberi wewenang untik mengatur mereka, mempunyai hak
untuk memerintah dan bawahannya harus menjalankan perintshnya terscbut,

Pelaksanaan tugas diatur olch suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup
juga aturan-aturan ini dalam kasus-kasus tertentu.

8 Suwatji Sisworahardjo, Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidans, disunting oleh

Mulyeana W. Kusumzh, Hukun dan Hak-Hak Anak, op.cit., hal. 33,

i
8 Deter M. Blaw dan Marshall W. Meyer, op.cit., hal, 27-30,
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4. Pejabat yang ideal melaksanakan fuasmya dengan semangat sine ira et studio (formal dan
tidak bersifat pribadi),®

Sementara itu, secara lebih realitas E, Strauss™ metihat bahwa birokrasi lebih bamyak
muncul sebagai ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi qrgmisasi-organisasi
besar. Gejala-gejala birokrasi olehnya ditunjukkan sebagai berikut : terlalu percaya pada
preseden, Kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai nnisan), terlalu bamyak
formulitas, duplikasi usaha, dan departementalisme.

Datam praktik sehari-hari, birokrasi lebih banyak muncul dalam wujudnya yang fidak
ideal, schingga timbul kesan bahwa lembaga birokrasi — ténnasuk Sistem Peradilan Pidana —
bekerja secara lamban, bertele-tele, dan penuh keruwetan. Orang cenderung memotong ranta
birokrasi — yang scbcﬁﬁmya secara ideal memperlambat pekerjaan administrasi (inefisicnsi) —
tetapi dalam Kkenyataannya justru membawa kemudahan dan mempercepat suatil proses.
Pemotongan rania bigokrasi imi sendii pada hakekatnya tidak laih adalah mempercepat
pencapaian tujuan pribadi atau kelompok scbagai bagjan dari suatu kelompok besar lainmya.

Dengan kondisi demikian, yaitu disamping scbagai suatn sistemn juga sebagai suatu
organisasi birokrasi, dalam kaitannya dengan peradilan anak, segenap unsur dalam Sistem
Peradilan Pidana diharapkan bisa memainkan perananmya dalam melindungi hak-hak anak

secara proporsional dan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

82 Dikemukakan dieh Weber bahwa semakin besar dehumanisasi dalam lembaga birokrasi, maka

semakin baik pula bekerjanya birokrasi it
Blumberg, op.cit., hal. 46.

8 Martin Albrow, Bursucracy, Cetakan Kedus, terjemahan M. Rusli Karirn dan Totok
Daryanto, Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hal, 85,
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Dalam kondisi;"adanya prioritas untuk kesejahteraan anak sebagai pencapaian tujuan
dalam peradifan anak, menjadikan tidak lagi ada kepentingan atau orientasi lainmya dari aparat
penegak hukum dalam melindungi hak-hak anak, selain kesejahteraan anak itu sendir.
Sementara itu, sebagai suaty organisasi tersendid, mereka juga dihadapkan pada pencapaian
tujuan organisasi itu, yang seringkali tuntutan orpanisasi sedemikian tinggi, schingea cenderung

mengenyampingkan tujuan peradilan anak (kesejahteraan anak).

C. KONDISI-KONDISI DISFUNGSI LEMBAGA PENGEMBALIAN KEPADA ORANG
TUA, WALL ATAU ORANG TUA ASUH

1. Adanya Perbedaah Perspektif Struktur Peradilan Anak Tentang Tujuan Peradilan
Anak.

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk
melindungi anak-anak. Karenanya, perlindungan anak tidak;cmata-mata bisa didekati secara
yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih Iuas, yaitu ckonomi, sosial, dar budaya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan
bahwa negara membefikan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Ketentuan terscbut kemudian lebih diperjelas dalam UU No. 4 Tahiun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, yang menyatakan : “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar, baik

secara rohani, jasmani, maupun sosial”,
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Kesejahteraan anak memang merupakan tujuan utama dari schuruh upaya perlindungan
hukum bagi anzk. Sistem Peradilan Pidana Anak - sebapai suatu sistem yang integral jupa
sebagai organisasi birokrasi — idealnya dimanfaatkan semata-mata untuk kesejahteraan anak,®
Hak-hak anak s_cyogianya harus lebih dikedepankan — scperti yang diungkapkan oleh J.J.
Rousseau® ~ dibandingkan kewajibannya. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan
kesejahteraan anak, a@alah menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama,
pendirian politik, dan iwdudnkan sosialnya.

Sc¢benarnya pernikiran dan usaha-usaha pcrlindungan hukum bagi anak yang mengalami
hambatan (peradilan anak) telah dimulai sekitar tahun 1958, Pihak Kepolisian atas dasar alasan
psikologis-sosiologis, | dan alasan pertahanan keamsnan negara, telah mengimstruksikan
pembentukan “Biro Anak-Anak™ baik ditingkat pusat maupun daerah propinsi dan kota-kota
besar discluruh Indong_sia (Order KXN No. 28/VITI/1958, tertanggal 4 Juni 1958). Nama Biro
Anak-Anak i kcnn?dian diubah fnenjadi : Dinas Polisi Urusan Anak/Pemmda, disingkat
DIPUAP (Surat Insiruksi Meniri Kepolisian No. Pol. 17/Instr/1965 tertanggal 23 Februar
1965). Kemudian sesuat dengan instruksi Panglima Daersh Anpkatan Kepolisian VI Jawa
Barat tertanggal 5 Februari 1968 (No. Pol. 2/nsti/1968), sebelum ada petunjuk lebih lanjut dari
Markas Besar Angkatan Kepolisian, untuk daerah Jawa Barat telah dipergunakan istilah

“Pembinaan Anak, Pemuda, dan ‘Wanita” yang di singkat BINAPTA.

¥ Para pakar Hukurm, Sosiclog, dan pihak-pihak lain mempertanyakan: “apakah pengadilan (anak
, per)) akan mampu berperan sebagai parens patrize dalam pengertian yang luag, dan mengubah anak
nakal menjadi taat hukurn”, Penentangan dernikian berdasarken enggapan bahwa peradilan anak tidak
lebih dari “alat sosial yang kasar?, dan menganjurken agar kita seharusnya tidak mmengharapkan
beriebihan padanya {peradiian angk).
Don C. Gibbons, op.cit,, hal. 455.

§ LelaB. Costin op.cit, hal. 91.
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Atas dasar pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus
diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, maka diadzkanlah sidang pengaditan Khusus unfuk
anak™, yang dibedakan dengan sidang pengadilan orang dewasa yang.mclakukan kejahatan.
Pembedaan sidang anak dengan sidang orang &cwasa ity merupakan hasil pembicaraan antara
instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak, yaito : Kchakiman,-chaksaan,
Kepolisian, dan Pra Yuwana. Bersamaan dengan diadakanmya pemisahan sidang tersebut,
Mahkamsh Agung tclah mengambil kebijaksanaan dan memerintahkan kepada Hakim
Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan suatu persidangan khusus untuk anak-anak, tanpa
menungeu-nunggu adarya suatu undang-undang tentang Pengadilan Anak. Bagi anak tersebut,
instansi yang terkait dalam proses peradilannya ditanpani oleh hakim yang kbusus menangani
perkara anak, jaksa yanjg juga khusus, polisi wanita untuk anak dan petugas Pra yuwana.

Ide pembentukan kesatuan polisi khusus bagi masslah anak-anak dipelopori pertamakali
oleh Departemen Kepolisian Negara Amerika Serikat, yang pada tahun 1888 sebagai realisasi
ide tersebut telah diresmikan suatu kesatuan Polisi Wanita untuk pertamakalinya di kota New
York. Kemudian pada tahun 1920 dengan suatu usul perubahan dari “city charter”, tugas
polisi wanita tersebut ditingkatkan terutarna khusus untuk mengurus kriminalitas yang dilakukan
olch wanita dan anak-znak. Dan atas dorongan Governor Smith’s State Crime Commission,
maka pada tahon 1929 telsh dibentuk suatu Panitia Penasihat untuk Pencegahan Kejehatan di
kota New York, yang atas prakarsa Panitia Penasihat terscbut telah dibentuk svatu Biro
Pencegahian Kejahatan: yang disebut “The Bureau of Crime Prevention™, yang kemudian

dikuatkan dalam suatu piagam perubahan tabun 1931. Sejak tahun 1936 sampai saat ini, biro

% Suatu persidangan khusus untuk enek-anak untuk pertama kalinya telah diadaken oleh
Pengadilan Negeri Istimewa Jakeria pada tanggal 29 Mel 1958,
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tersebut dikenal dengan nama “Juvenile Aid Bureau”, yaitu suatu biro resmi kepolisian yang
bertugas untuk mencegah setiap kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak.”’

pihak Kepolisian Amerika Serikat, nampaknya lebih menyetujui penggunaan nama
« rwvenile Control Division” atau “Juvenile Division”, scbagai spesialisasi adanya usaha-
usaha pengawasan terhadap anak-anak. Pada umumnya direction, supervision, dan control
pada juvenile Control Division tersebut tidakiah berbeda dengan direction, supervision, dan
contro! dari bagian lainiya pada Departemen Kepolistan Amerika Serikat, Jadi pada hakTkatoya
tidak terdapat perbedaan yang fundamental mengenai tugas-tugas Juvenile Control Division im
dengan tugas badan-badan lainmya. Namun ada kriteriﬁ-kﬁtcﬁa tertentu yang diberikan
Depariemen Kepolisian di Amerika Serikat kepada Juvenile Control Division, yang dapat
diterapkan pada setiap instansi yang berkecimpung dalam masatah anak-anak. Kriteria terscbut
adalah mengenai : fungsi, organisasi, bagian dan seksi-scksi, dan hubupgan antar bagian dan
seksi-seksi tersebut.®
Fungsi Jivenile Control Division dapat dibagi ke dalam 4 bagian besar, yaitu 0
I Discovery of delinguents, potenticl delinquents, and conditions inducing delinquency.
2. Investigation of delingquency and causes of delinguency.
3. Disposition or referréi of cases.
4. Protection of the child.

Disadari bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah penting sckali demi ob*ygkﬁvitas dalam membahas

& Dpaul W, Tappan, op.cit., hal. 522-523.

8 Tohn P. Kenney and &. Pursuit, Police Work With Juvenile, Charles C. Thomas Publisher
Springfiled, Illinois, 1954, hal. 19.

® 1pid, hal, 20-22.°

{7
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masalah anak ita sendiri, sehingga pihak kepolisian dapat menyelesaikan dengan baik dan
bermanfaat bagi pcrkcmbangan kehidupan si anak. Karena itu tidakish mengherankan apabila
pihak Departemen Kepolisian di Amerika Serikat mewajibkan kepada petugas-petugasnya
untuk sepenuhnya memahami dan menyadari akan fungsi-fungsi terscbut.

Ad 1. Discovery of delinguents, potenticl delinquents, and conditions inducing délinquency.

Fungsi yang periama 1m dapat dikatakan sebagai fungsi yang sangat penting untuk dilakukan
didalam rangka mengembangkan pengawasan dan pencegahan tethadap masalah kenakatan
anak-anak. Pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pihak petugas dapat
mengumpulkan data-data atau informasi selengkap mungkih mengenai diri si anak. Dan untuk
keperluan kelengkapan informasi atau data-data tersebut, pihak petugas pertama-tama
diharuskan untuk menghubungi sckolah si anak, vaitu tempat yang tetap dan sering dikunjungi
si anak. Kemudian orang tua dan sshabat-sahabat si anak, pengadilan émak, dan badan-badan
sosial yang bcrkccimpﬁng dalam masalah anak-anak, akbirnya semus aspek-aspek dalam
masyarakat yang erat kaitannya dengan kenakalan anak yang bersangkutan.

Ad 2. Investigation of Ia=w violations by youth

Tentang penyelidikan terhadap anak pelangpar hukum, pihak petugas kcﬁoﬁsian diwajibkan
untuk melakukan pemeriksaan scbagaimana halnyz pemeriksasn tcrha;iap pelaku dewasa.
Namun, pihak petugas dalam hal ini dibebankan tanggung jawab yang berat sekali, karena
pemeriksaan haruslah spdcmikian rupa schingga fakta-fakta yang dipcdukan dalam perkara
anak dapat terkumpul dengan lengkap, tanpa merugikan kepentingan si anak. Dalam
penyelidikan/pemeriksaan tersebut, yang paling utams adalah menemukan sebab-sebab
kenakalan ansk atau latar belakang kenakalanmya. Dalam mensmukan data-data yang

dimaksud, petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap si anak, menggunakan cara
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“interview” baik tcrhatiap si anak bersangkutan maupun terhadap orang tua dan mercka yang
dianggap berhubungan dengan kenakalan si anak. ’

Kadangkala tidak jarang pula uniuk keperluan kelengkapan bahan-bahan pemeriksaan
tersebut, pihak Kepolisian menganggap perlu untuk mengirimkan si anak yang bersangkutan ke
rumah sakit untuk diperiksa baik jasmani mavpun jiwanya.

Ad 3. Disposition or referral of delinguent juvenile

Setelah semua penyelidikan/pemeriksasan mengenai latar belakang kehidupan sosial dan

psychologis si anak sclesai dilakukan, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menentukan :

apaksh si ansk perlu dilakukan penahanan ataukah dibcbaskan dan diserahkan kepada orang

tua atau walinya ? Dalam beberapa perkara, pepahanan ini perlu dilakukan, yaitu pada

umumnya apakah anak terscbut tergolong ke datam katageri :

a. No supervision, when a juvenile concerned is destitute, or obviously in need of supervision
or protective dustody.

. Danger to person, when release of the juvenile will endanger his person or morals.

¢. Record of unaway, when a juvenile has a record as 2 runaway an it is reasonable to
assume that upon his release he will leave the jurisdiction of the court.

d. Danger to public, when the record of the juvenile and/for the gravity of the offense is such
that his release probably would prove dangerous to the public welfare.

e. Investigation, when a juvenile’s release would seriously hamper the officer’s completion of
the investigation,

Ad 4. Protection of the child

Fungsi yang terakhir ini-dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut ©

Through the removal or conirol of environmental hazards.

Through cooperation with civic betierment groups.

Dy giving assistance in initiating constructive legistation.

By carrying on juvenile patrol activitics

Through apprehension and prosecution of adults involved in offenges against minors.
By opposition to publicity which adentifies delinquents or juvenile victims of adults crime.

A RN
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Tentang fungsi pihak Kepolisian Amerika Serikat khususnya Juvenile Control Division dalam
menpadakan pengawasan dan pencegahan terhadap masalah kenakalan anak-anak ini, dap_atlah
dikatakan bahwa fungsi yang diembannya adalah luas sekali dan dilakukan dengan sangat telit.
Bahkan dewasa ini, fungsi-fungsi tersebut juga telah diimbangi dengan tugas-tugas kepolisian
khususnya Juvenile Control Division dalam mengurus dan menjaga kct;xtiban dalam
masyarakat, seperti : mengadakan penjagaan terhadap tempat-tempat pusat keramaian kota,
tempat-tempat yang berbahaya (red light) bagi anak-ansk, dan bioskop-bioskop. Bahkan
terhadap pcngaruh-pcng%mm yang datangrya dari luar seperti : Parent-Teacher Association,
lembaga-lembaga masyarakat, perkumpulan wanita, sckolaﬁ, pers, radio, dan sebagainya yang
telah diadakan pencatatan dalam rangka mengadakan pengawasan terhadap kondisi masyarakat
yang merugikan anak-anak muda.”

Bagaimanakah halnya dengan bidang tugas pihak Kepolisian di Indonesia dalam
menghadapi masalsh k;ﬂﬂkalan anak-anak 7 Dinas Polisi Urusan Anak (DIPUAP) telah
menggariskan bidang tugas ke dalam : tugas polisional preventif, polisional repressif, dan tugas-
tugas sosial, yaitu : :

1. Tugas polisional prr:?rcntif dilakukan dengan :
a menghubungi dan bekerjasama dengan jawatan-jawatan, yayasan, nniveristas-
universitas, dan bidang-bidang lainnya yang bergerak di lapangan anak-anak.
b. Mengadakan pencatatan, penclitian, dan pemetaan terhadap organisasi pemuda yang
teratur maupun tidak teratar.
¢. Mengadakan patreli dan pengawasan tcrhadaﬁ anak-anak yang berada di tempat-tempat

umum, misalya : tempat-tempat perteruan umum, jatan-jalan umum, tempat-tempat

% Tbid, hal. 23.
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tuna susils, tempat bacaan, kantin, bar, dan tempat-tempat lain yang kemungkinan dapat
menusak akhlak anak-anak.
d. Mengadakan pencrangan di RRI atau televisi tentang masalah kenakalan anak-anak.
2. Tugas polisional rx;prcsif dilakukan dengan :
a. mengadakan pengusutan dan pemeriksaan dimana anak menjadi terdakwa atau korban,
b. Mengadakan re-eduksi, supervisi bimbingan, dan social case study/report
¢. Mengawasi anak-anak yang diserahkan kembali kepada orung tuanya, schingga anak
1 tersebut menjadi baik kembali.
A 3. Tugas sosial DIPUAP dilakukan dengan :
3. membantu p:.n'a orang tua dengan nasihat-nasihat pcdagogis{psychologis dalam
menghadapi képakalan anak-anak tersebut/mercka,
b. Bcrsama-sama:_} dengan badan-badan pemerintah atan swasta yang bergerak dalam
lapangan kcscjéhtaraan anak membentuk :
¢ Badan Keamanan 1 sl Lintas (BKLL) dan Pramuka.
+ Badan Keamanan Umum (BKU).”!
Sectelah diterbitkannya UU Neo. 3 Tahlun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan
struktur hukum yang berksitan dengan peradilan anak (Pasal 1), yaitu Penyidik Anak; Penuntut
' Umum Anak, Hakim Anak; Hakim Banding Anak; Hakim Kasasi Amak; Pembimbing
| Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum., Khusus ontuk
penyidik anak (juga penunfut umum anak) sampai saat ini - juga sebelum berlakunya undang-

unidang — amat disayangkan kalau di propinsi Sumatra Selatan tidak dikenal biro khusus untuk

! Romdi Aimasasmits, Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio
Kriminologis), op.cit., hal. 105-106,
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anak-anak, yang mempunyai perhatian besar terhadap anak dan masalah kenakalanmya. Anak
ditangani oleh penyidik umum yang biasarrya menangani kejahatan yang dilakukan orang
dewasa, juga pemmtut umum yang tidak dikhususkan menangani masalah anak.
Konsekucnsinya, pertakuan terhadap anak tidak ada bedanya dengan perlakuan terhadap orang
dewasa yang melskukan kejahatan. Perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana terscbut,
tidak mencerminkan sikap dari pemyataan bahwa “anak mempunyai ciri dan sifat khusus™,
yang berarti tindakan yang diberikanpun harus sqjalan dengan kekhususan yang melekat pada
mereka, yang juga dipertepas Pasal 5 ayat (3) UU tentang HAM.

Sebapai subsistern dari sistem peradilan pidana anak, aparat-aparat yang terkait dalam
peradilan anak tersebut ideslnya mempunyai persepsi dan sikap yang saling menunjang unfuk
mencapai tujuan akhir dari peradilan anak, yaitu kescjahteraan anak. Sayangmya, scringkali kita
dapatkan bahwa anzk - yang tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri - sering
terombang-ambing pada suatu kondisi yang tercipta karena kekurangpahaman dan kurang
profesionalismenya aparat-aparat yang terkait pada peradilan anak itu sendir, teristimewa pada
tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kepolisian, sebagai pihak yang pertamakali mempunyai hubungan kontak dengan anak
yang terjaring dan masuk dalam lingkup sistem peradilan anak, sangat diharapkan untuk
berfindak sanpat hati-hati dan lebih cermat. Hal ini dikarenakan adanya suatu kesadaran bahwa
kontak awal (initial contact) sangatlah mempengarubi sikap ansk dan sangat menentukan
keberhasilan proses selanjutnya, seperti yang tertuang dalam Commentary pada Rule 10 SMR-
TI (The Beijing Rules). |

Sebagal ujung tombak dar peradilan anak (juga peradilan orang dewasa), pihak

kepolisian sangat dituntut untuk berprestasi, yaitu dalam bentuk output atau hasil kerja nyata.
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Akibatnya, muncullah sikap otoriter angpota polisi yang fujuannya untuk efisiensi dan
efektivitas kerja, namun sebenarnya, bila ditinjau dalam kajian Sistem Peradilan Pidana sebagai
suatu organisasi birokrasi, tuntutan untuk menghasilkan output ~ yang menunjukkan adanya
tuntutan hanya untukl'mcncapai target tanpa memperhitungkan dampak psiko-sosial bagi
masyarakat, tanpa kecuali bagi terdakwatertuduh - justru membelakangi tujuan yang
sebenarmya dari Sistem Peradilan Pidana tersebut. Khususniya berkaitan dengan peradilan anak,
fujuan yang ingin dicapai — yaitu kescjahteraan anak™ - menemui perbentoran nilai dengan
tujuan yang digariskan ferhadap birokrat kepolisian yang melakukan penyidikan dalam kasus
anak. Dengan mengejar joutput. dan hasil kerja nyata dari pibak kepolisian, menunjukkan bahwa
tujuan yang scbenamya;’qari peradilan anak diterjemahkan sendiri dan diaralikan sesuai dengan

tujuan dari organisasi kepolisian scbagai suatu organisasi birokrasi.

i
w

2 Konsep Kesejahteraan anak tiddk terlepas pada konsep kesejahteraan sosial, yaitu sebagai
suatu sistem yang terorganisasi (organized system) yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan
sosial, Sebagai suatu sistern, kesejahterasn sosial mempuryai tujuan-tujuan yang roenumut Leonard
Schrieidertnan mencakup ;.

1. System maintenance (sistemn pemelibaraan), dimana tujuan kesejahiersan sosial
mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta
nilai-nilai sosial;

2, System Control, yeitu mengadakan kontro] secara efektif terhadap perileku yang tidak
sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada;

3. System Change (sistem perubahan), yeitu: dengan mengadakan perubahan ke ardh
berkernbangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Leonerd Schneiderman dalan M, Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahiteraan Sosial, Edisi ke-1,
Arngkasa, Bandung, 1990, hal, 32-33.
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2. Kurang Difungsikannya Bantuaxi Hukum Dalam Proses Peradilan Anak

Eksistensi lembaga bantnan hukum dalam keranpka sistern pcradllan pldana telah diakui
oleh banyak ahfi.® Scpcru yang dmngkapkml oleh Muladi, struktur hukum dalam sistem
peradilan pidana tcrdm dan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga korcksi
baik yang sifatnya institusional maupun yang non-institusional. Mengingat peranannya yang
sernakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan scbagai quasi subsistem.*? Dalam peradilan
pidana anak, fungsi pembimbing kemayarakatan-pun tidek kalah pentingnya, terutama dalam
memahami persoalan-persoalan yang melingkupi kehidupan sosial dan perilaku anak.

Pada Bagian I daxi SMR-JJ (the Beijing Rules) tentang Ajudikasi dan Disposisi,
karakteristik yanp beroricntasi pada perlindungan hak anak ditentukan secara tepas tentang hak
anak atas kehadiran orang tua, wali, atay penasihat hukummya. Tentang penasihat hukum

tertuang dalam ; Rule 135.1 vaitu :

& Menurut Romli Atrnasasmita, dewssa ini komponen penasihat hukum dapat dipandang sebagai
kompoten yang pentmg dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan beberapa pertimbangan sebagai
berikut.

1. Keberhasilan penegakan hukumn dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung
jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhena, den jujur bukan semate-
mats ditujukan kepada empat komponen penegak hulum yang sudeh lazim diakui, melainkan jugs
ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima;

2, Penempatan komponen penagihat hukum di luar Sistern Peradilan Pidana sangat merugikan, baik
kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja Sistem Peradilan Pidana secara
menyeluruh, Bahkan cara penempatan sedemikian membshayakan kewibawaan penegakan hukum.
Kode Etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukumn yeng kurang didukung oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, akan memperkuat kecendenmgan penurunan kualitas dalam
melsksenakan perndilan yang jujur, cepat, dan sederhans,

3, Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan
mendukung tercxptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa,

Romli Atmasasmita, Slstém Peradilan Pldang Perspekt!f Eksistensialisme d’nn Abolisionisme,

op.cit,, hal. 25-26.

82 Muledi, Kapita Selekts Sistem Peradilan Pidana, op.cit., hal, 21. Juga dapat di lihat dalam
pengertian yang diberikan oleh Mardjono, bahwa profesi penasihat hukum dianggap sebagai suatu sub-
subgistern dari subsistern pengadilan.

Mardiono Reksodiputro, Hak Awxasi Msnusia Dalam Sistom Peradilan Pidana, op.cit, 1994,
hal, 79, |
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Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented

by a legal advisor or to apply for free legal and where there is. provision for

such and in the country. '
(Selama pemeriksaan si anak harus memiliki hak untuk diwakili oleh penasihat

hukum atau meminta bantwan hukum secara pratis bila di negara tersebut terdapat

peraturan yang demikian).

Tebih lanjut dalam komentar dikatakan bahwa kehadiran penasibat hukum atau banfuan hukum
eratis, diperlukan untuk menjamin bantuan hukum si anak.

Dalarn hukum positif Indonesia, hak untuk didampingi penasihat hukum tertuang pada
Bab VII UU No. 8 Taf;un 1981 (KUHAP), yang merurnuskan bahwa :
s Pasal 69

Penasihat hukam berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada
semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

» Pasal 70 ayat 1

Pcnasihat hukvm. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan
berbicara dengan tersangka pada setiap tinpkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk
kepentingan pembelaan perkaranya.

Keduoa pasal di atas mqmbcxi tempat bagi eksistensi penasihat hukum, yang sebenarnya dapat
dimulai pada saat pcxi_nulaan seseorang diduga oleh aparat felah mclakuf{an kejahatan dan
terhadapnya dilakukan_"_.pcnangkapan. Dalam kasus anak, kehadiran orang tua atau wali yang
dipandang scbagai bantuan psikologis dan emosional terhadap anak®, dan penasibat hukom
sebagai bantuan kepentingan hukum bagi si anak, amatleh dibutulkan. Hal tersebut scmata-

mata demi perlindungan hak anak, dan menjaga dampak stigmatisasi terhadapnya.

¥ Baca Commentary Rule 15,2, dalam SMR-JJ (The Beljing Rules)
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Hak untuk mendapatkan bantyan hukum dalam Kkasus kenakalan anak dipertepas
kembali setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penpaturan
terscbut terdapat pada :

» Pasal 51 "

(1). Setiap anak,:;nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan
hukum dari seorang atan lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap
tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

(2). Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada
tersangka dan orang tua, wali, atau orangtua asuh, mengenai hak memperoich
bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(3). Setiap Ansk Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan
Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

¢ Pasal 52
Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1), Penasihat Hukum berkewsjiban memperhatikan kepentinpan  anak dan
kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan
peradilan berjalan lancar.
Dalam Penjelasan Pasal 52 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajiban ini (pemberian
bantuan hokum-pen), Penasihat Hukum memperhatikan puia pendapat petugas kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 undang-undang ini. Dalam UU No. 39 tahun 1999
tentang HAM, pengaturan bantuan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (6).

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh Kkeadilan, maka diperlukan
pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak/kurang mampy. Terlebih terhadap
kasus anak dimana kualitas kenakalannya berupa pencurian, ‘yang sebagian besar dilakukan oleh
anak-anak yang mempunyai keluarga berstatus sosial rendab/kurang mampu, kesempatan
memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma amat dibutuhkan, Penyelengaraan tersebut
telah diatur dalam Keputusan Mentri Kchakiman Republik Tndonesia Nomor @ &, 02, UM. 09.

we

08, Tahun 1980 tentong Lelanjuk Pelaksanaan Bantuan Hukug,
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Pemberian Bantuan Hukum menurut Surat Keputusan Mentri Kehakiman tersebut,
dalam Pasal 1 dimmuskan :

(1). Pemberian Bantua{i Hukum dalam Keputusan ini disclenggarakan melalti Badan Peradilan
Umnumn.

{2). Bantuan Hukum ,ﬂibcn'kan kepada tertuduh yang tidak/kvrang mampu dalam perkara
pidana : .
1. yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup, atau pidana
mati;
2. yang diancam dengan pidena kurang daii lima tahun, tetapi perkara tersebut menark
perhatian masyarakat luas.

Kemudian dalam Pasal 2 tentang Penentuan Tertudub yang Tergolong Tidak/Kurang Mampu,
dirumuskan :

(1). Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perkara diajukan itu termasuk perkara seperti yang

dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), maka Pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada

tertuduh tentang hal i dan adalah haknya untuk didampingi eleh Pemberi Bantuan
Hukum menurut keputusan ini, apabila ia tidak mampu membiayai scorang Pembela;

(2). Dalam hal tertudub menyatakan bahwa ia tidak/kurang mampu untuk membiayai Pemberi
Bantuan Hukum, maka disyaratkan adanya surat keterangan dari Pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (setidak-tidakmya oleh Kepala Desa yang diketahui
oleh Camat). ’

Dalam Pasal 3 tentang Penunjukkan Pemberi Bantuan Hukum Dana Biaya yang dimaksud,
" dirumuskan :

(1). Kefua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut, setelah berkonsultasi dengan
Ketua Penpadilan Negeri, menunjuk seseorang atau Jebih Pemberi Bantuan Hukum.

(2). Penunjukkan diméksud ditetapkan dengan surat Penctapan Kctua Majelis Hukum yang
akan mengadili perkara tersebut.

(3). Pemberi Bantuan: Hukum yang ditunjuk harus dikenal mempunyai nama baik, yang
sanggup memberikan bantuan atau jasa-jasamya secara cuma-cunid, schingea biaya yang
dimaksud adalah sekedar merupakan imbalan jasa mengenai penggantian ongkos jalan,
biaya administrasi, dan lain sejenisnya.
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(4). Pemberi Bantuaﬁ Hukum dimaksud, diutamakan yang berdomisili dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri setempat,

(5). Apabila dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat tidak ada Pemberi Bantuan
Hukum, dapat ditunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang berdomisili dalam daerah hukum
Pengadilan yanp terdekat atan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan.

Pasal-pasal yang tertuang dalam Keputusan Mentri Kehakiman tersebut, terlihat itikad
baik pemerintah Indonesia dalam hal pemerataan kesempatan (non diskriminatif) untuk
memperoleh keadilan yang berhak diperoleh olch warga negara tanpa mclihat status dan
kehidupan sosialnya. ;Ianya sayangrya, perolchan hak untuk mendapatkan bantuan hukum
5ecara CuMma-cuma tcr:%ﬁbut baru diperoleh olch tertudub/tersangka — termasuk tersangka anak —
pada saat ia sudah dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, dan belum diberikan pada tahap
sebelumnya. Sementara KUHAP dalam Pasal 69 menyatakan bahwa konirak antara
tersangka/tertudub dengan penasihat hukumnya teleh dimulai pada saat penangkapan (tingkat
penyelidikan). Dalam.instmmcn internasionalpun hal tersebut bc:tcntangaﬁ dengan apa yang
tertuang, dalam Rule 15,1 SMR-JJ (The Beijing Rules).

Dalam praktek, pelaksanaan hak untuk didampingi penasihat hukum khusus dalam
perkara kenakalan analdﬁndak pidana anak masih amat kurang, yaitu dalam kurun waktu 5
(lima) tahun hanya ditcmui 1 kali pemberian bantuan oleh penasihat bukum dalam kasus
pembunuhan di tahun 1994, Dari penelitian didapatken data bahwa peranan penasihat hukom
cenderung difingsikan dalam kasvs-kasus yang bersifat komunal, umpama kasus-kasus yang
berkaitan dengan perburuhan, kasus-kasus fingkungan, atan kasus tanah rakyat. Karena it

pokok permasalahan yang melatarbelakangi kondisi yang demikian harusiah dicari, dan pada

akhirmya dapat dicari solusi pemecahannya, agar norma hukum yang tertulis dalam perumusan



196

undang-undang bukaniah sckedar “pajangan” belaka, tetapi dapat tersktualisssi dalam realitas

sosial.

3. Kurang Difungsikannya Secara Opiimal Pendampingan Pembimbing
Kemasyarakatan Dalam Kasus Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Dalam Bab tcrdahulu (Bab II sub D bagian 3} telah dipaparkan secara sekilas tentang
keikutsertaan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan anak, Pada bagian ini akan
dibahas tentang fungsi ;lbadanflcmbaga tersebut secara menyelurnh dan manfaatrya dalam
memberikan masukan-masukan untuk kelancaran, kecfektifan, dan keefisicnan petugas
penegak hukum dalam proses peradilan anak. Namun sebelumnya akan dipaparkan terlcbih
dahulu pembimbingan secara umum terhadap klien pemasyarakatan yang dilakukan olch suatu
badan yang bemaung dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS, dahulu BISPA).

Balai Pemasyarakatan (sclanjutnya discbut BAPAS) adalah Pranata wntuk
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan, Dalam Pola Pembimbingan Klien
Pemasyarakatan {lihat Skcma Pola Pembimbingan Xlien Pemasyarakatan pada Lampiran),
mencakup : |
a. Sumber Klien.

b. Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. .
¢. Kerjasama.
a. Klien Pemasyarakatan BAPAS bersumber pada :

+ Masyarakat, yaitu permintaan pelayanan masyarakat (PPM).
BAPAS lain, karena ade pelimpahan.

8 pendirian BISPA berdasarken Keputusan Mentri Kehakimen R.I Nomor : M. 02, PR, 07. 03
Tahun 1987 tanggal 2 Meit 1987 tentang Organisasi dan Teta Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anak.

HE
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LP Anak, yaitu berkenaan dengan asimilasi, anak asuh, cuti mengunjungi keluarga
{C.M.K), cuti menjelang bebas (C.M.B), dan pembebasan bersyarat (P.B).

Pengadilan Negeri, berkaitan dengan pidana bersyarat (PiB), pidana pengawasan, anak
yang diputus hitkim dikembalikan kepada orang tua/wali/ pengasub, wajib latihan kerja,
dan anak sipil. -

ILembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, berkaitan dengan pembebasan bersyarat
(P.B), cuti menjelang bebus, cuti mengunjungl keluarga, asimilasikerja pada pihak
ketiga. ' :

Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, terdiri dari :

¢ & & 9+ ® =

Penerimaan.
Pendaftaran.
Status Klien.
Tahap Awal
Tahap Lanjutan.
Tahap Akhir. |

Yang bertujuan untuk : (1) Membentuk warga Binaan Pemasyrakatan menjadi manusia

seutuhirya; (2) Menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangt tindak

pidana; (3) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan serta

dalam pembangunan; (4) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yaug baik dan

bertanggung jawab; (5) Dapat berintegrasi secara selat dengan masyarakat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

BAPAS melakukan kerjasama dengan

»

Tnstansi Pemerintah, yaitu Pencgak Hukum mencakup : pengadilan, rumah tahanari,
lembaga pemasyarakatan, BAPAS lain, kepolisian, kejaksaan, dan mstansi terkait
mencakup : Departemen-Departemen, yaitu Depariemen Sosial, Tenaga Kerja,
Keschatan, Perindusirian dan Perdagangan, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan,
Transmigrasi dan P.P.H; dan Pemerintah Dacrah.

Masyarakat/Mitra Kerja, yaitu : individu/perorangan, kemarga/kelompok, dan Lembaga
Sosial Masyarakat (LSM).
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Dalam hal pembimbingan Klien Pemngsyarakatan, program-program vang ditakukan
meliputi’” : (a) pendidikan agama; (b) pendidikan budi pekerti; (c) bimbingan dan penyuluhan
perorangan maupun kelompok; (d) pendidikan formal; {(¢) kepramukaan; () pendidikan
keterampilan kerja/pelatihan; (2) pendidikan kescjahteraan keluarga, (h) psyko-terapy; (1)
Kepustakaan; (j dan berbagai bentuk usaha penyembuban klien yang belum tercakup dalam
point di atas.

Pembimbing Kemasyarakatan™ - scbagai pelugas pemasyarakatan pada BAPAS -
mempunyai tugas dan fungsi meliputi >

(8). mclakukan penelitian kemasyarakatan (selanjutnya disebut Litmas) untuk sidang peradilan,
sidang TPP Lapas, pembimbingan BAPAS, calon anak asuh, orang tua asub/wali dar
calon anak asub, -calon kelnarga asub, calon pengasub oleh BAPAS, dan Litmas untuk
instanst lain;

(b). melaksanakan bimbingan dan pengawasen ferhadap klien pemasyarakatan serta membuat
laporan perkembangan klien,

(c). mengikuti sidang pengadilan dan sidang TPP Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan memberikan
penjelasan tentang Litmas yang dibuatnya bila diperhukan;

(d). mencarikan calon pengasuh bagi Anak Negara;

(e). mengadakan pemanggilan klien dalam rangka pembimbingan;

(. membantu klien untuk mengikuti pendidikan dan keterampilan kerja/pclatihan;

(). membantn menyalurkan klien untuk mendapatkan pekerjasn ke Depnuker setempat sesual
dengan keterampilan yang dimilikinys;

(h). memberikan bantuan moral kepada kiien dalam rangka memajukan usahanya.

Terhadap proses peradilan anak, fungsi petugas sosial (Social Worker) scbagai
pembimbing kemasyarakatan, telah dimulai setelah diketuarkannya Petunjuk/Pedoman dalam

bentuk Surat Edaran Mahkamah Apung No. 3 Tahun 1959 tentang Tata Cara Pemeriksaan

7 Bghan Rapat Teknis Pernasyerakatan Kanwil DEPKEH Surnatra Selaten, tanggal 10-11 Juni
1994, ’

% pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pernasyarakatan pada BAPAS merupakan pejabat
fungsional penegak hukum yang meleksunakan tugas pernbirnbingan terhadap kiien.

® Rahan Rapat Teknis Pemnasyerakatan, ibid
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Perkara dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1979 tentang Pokok-
Pokok Pelal;sanaan Sidung Perkara Anak yang khusus diberlakukan bagi Pengadilan Negeri
Dacrah Hukum Jakarta. Fungsi tersebut dipertegas oich Peraturan Mentri Kehakiman RI No.
M. 06. UM. 01. 06. '[ahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Ruang Sidany, vang
kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Mentri Kehakiman R No. M, 03. UM, 0L 06
Tahun 1991 mcngubah;kata dapat dolam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mentri Kehakiman Tabun
1983 menjadi kata g{.ﬂﬂ; Pengubahan menjadi kata wajib memberi pengertian bahwa
pembuatan laporan -pencliian kemasyarakatan  (Litinas) diwajibkan/diharuskan  bag
pernbimbing kemasyarakatan untuk mengetahui fatar belakang kehidupan anak.

Dengan dibuatnya laporan hasil penclitian kemasyarakatan akan dapat memberi
gumbaran kepada hakim apa yang menjadi ‘pcnychab dari kenakatan anak. Jadi kegunaannya
adalah untuk melengkapi data lainnya yang terdapat selama persidangan, bukan umtuk
mempengaruhi dan mengurangl wewenang hakim dalam mengambil keputusan. Tujuan dari
Jitmas ini adalah untuk kepentingan anak demi kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dengan diundangkannya UU No. 3 Tabun 1997 tentang Pengadilan Anak, peran
bimbinean kemasyarakatan (BAPAS) menjadi komplcks dan cuxup menantang. Ditinjau dan
peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sebelumnya harya maencakup dua aspek
kegiatan ntama yaitu pembuatan Litmas dan Pembimbingan, namun dengan berlakunya TUU
No. 3 Tahun 1997 maka peran PK semakin meningkat menjadi cipat aspek kegiatan utama
yaity
a.  Pembuatan Litmas (Penclitian Masyarakat).

b, Pembimbingan.




200

¢. FPengawasan (vide Pasal 43 huuf a UU No. 12 Tahun 1995 dan Pasal 34 ayat (1). b UU
No. 3 Tahun 1997).
d. Member pertimbangan (e@visor) (vide Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

Dengan semakin banyakirya aspek kegiatan utama Pembimbing Kemasyarakatan (PK),
maka untuk memudahkan sosialisasi terhadap peran dan ctos kerja PK, Direktorat Jendrat
Pemasyarakatan Dcpﬁcmcm Kehakiman RI mengefuarkan sural yang bemnomor @ E. PK. 04,
10-69 Perihal Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tertanggal 4 Mei 1999 yung menetapkan
Visi, Misi, dan Sasaran kegiatan PX scbagai berikut :

Visi : Cermat dalam peneliian
Tepat dalam pembimbingan

Ketat dalam pengawasan
Mantap dalam pertimbangan.

Misi . Menyelenggarakan pembimbingan Kiien Pemasyarakatan, pentbuatan  Litmas,
pengawasan, dan memberikan pertimbangan dalam rangka mewnjudkan peradilan
pidana terpadu.

Sasaran ; Membimbing Klien Pemasyarakatain agar menyadari kesalashannya dan menjadi
anggota masyarakat yang berguna serta mendukung terwujudnya peradilan pidans |
terpadu, L

Pengaturan tentang Pembimbing kemasyarakatan dalam UU No. 3 Talmum 1997

tertuang dalam BAB IV tentang Petugas Kemasyarakatan pada Pasal 33 sampai Pasal 39.

Dalam Pasal 33 dirumuskan bahwa :

Peiugas kemasyarakatan terdiri dari : i

1. Pembimbing Kemasyarakatan dan Departemen Kchakiman;

b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
¢. Pekerja Sosial Sukgrela dari Organisasi Sosial Kemagyarakatan.
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Tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan tertuang dalam Pasal 34, yuitu

‘3. membanty memperlancar tugas Penyidik, Peountut Umum, dan Hakim dalam perkara

Auak Nakal, baik di daian maupun di Juar sidang anak denpan membuat laporan basit
pencliian kemasyarakatan;

b, membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang bordasarksn putusan
pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidona denda, diseraiikan kepada
negara dan harus mengikutt latihan kerjs, slaw anak yang memperokh punbebasan
bersyarat dan Lembags Pemasyarakata,

Dalwn hal perbantuan pada pemerikssan  disidang pengaditan, pads Pasal 56
dirurnuskan ©
(i3. Sebelum sidang: dibuka, Makim meomerinishken agar Pembimbing Keniasyarakstan

menyanpakan laporan  basii  penclitian  kemusyarskatan niengens ok  yang
bersanglkutan.

(). Laporan schagaimana dimukend dalam ayat (1) berist:

a. data individu anak, kelvarpa, pendidikan, dun kehidupan sosial anak; dan
b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Apa vang dimaksud dengan penclitian kemasyarakatan (Litmas) tersebut adalah rangkunian

data yang diperotch dari hasil wawanears Pembimbing Kemasyarakatun denpan klien, Kelnarga

klien, masyarakat tompat nggal klien, serta pemerintah setempat.

Pelaksanamn dari Pasal 56 di atus yaifu dengan dikeluarkannya Kcputusan Mentri
Kehakiman RY No. M. 62, PW. 07, 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tota
Rumg Sidang - sebagal perubahan dai Peraturan Mentri Kehakiman Rl No. M, 06. UM. 01.
06 Tahun 1983 yang kenudian diubah dengen Peraturan Menti Kehakiman No. M. 93 ~ UM.
01. 03 Tahun 1991 khnsus Pasal 12 ayat (2) - teruang dalam Pasal 12 avat (1), (2), dan )
bersikan

Ayal (1), Sebeluru sidang dibuka, haldm memenataikan kepada pembimbing kemasyarakatan
pads Balsi Pemasyaakatan di  wilayah  hakem Pengadilan  Negeri yang
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bersangkutan, menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai
anak tersebut, agar dapat diketahui latar belakang kehidupan anak vang
bersangkutan. :
(2). Dalam hat di wilayah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1) tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, hakim dapat memerintahkan pembimbing
kemasyarakatan dari anak yang bersanglutan untuk membuat laporan hasil
penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.
(3). Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangiya memuat ©
a, data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan,
b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat
laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Berkaitan dengan ayat (2) di atas, dengan merujuk pada surat Direktorat Jendaral
Pemasyarakatan tanggal ;9 Maret 1998 No. E. PK. 04. 10-23 perihal ‘Keputusan Mentri
Kehakiman RI No. M ‘01, PK. 04. 10 Tahun 1998 dan usul pengangkatan PX bufir 2,
bilamana wilayah kerja BAPAS  terlampau  luas maka diperintabkan kopada

KALAPAS/KARUTAN vang fokasinya sulit dijangkau oleh BAPAS untuk mengnsulkan

petugasnya yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PK yang nantinya berfungsi

_melaksanaken tugas BAPAS yang berada di dalam wilaysh hukum LAPAS/RUTAN

bersangkutan.
Untuk memenuhi tugas Pembimbing Kemasyarakatan™ dalam hal pembuatan Litmas
seperti yang tertuang daiam Pasal 34 ayat (1). a UU No. 3 Tahun 1997 guna memperlancar

tugas penyidik, penuniut umum, dan hakim, dimana apabila tersangka anak berdomisili di

8 1 Jepang, ketika Pengadilen Keluarga (Kateisaibansha) menerima perkara anak pelaku
kejahatan, maka pengadilan memerintahkan pejabat “choosekeay” tntuk meneliti keadaan anak.
Choossakan adalah pekerja sosial yang meneliti latar belakang sosial — yaitu lingkungan keluarge,
sekolah, tempat tinggal dan lain-lain — anak yang dikirim ke Pengadilan keluarga dan metribuat laporan
gosial yang disertai dengan saran tentang perlakuan terhadap anak tersebut (Pasal 8 Undang-Undang
Anak yaitn UU No. 168 Tahun 19438).

Tatsuya Ota dalam makaleh “Situasi Pembinaan Anak Nakal Di Dalam Lembaga Di Jepang Pada Saal
i, Pemasysrakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun,

hal. 115.
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k7

wilayah BAPAS yang berbeda dengan wilayah Pengadilan Neper tempat anak tersebut
disidangkan, maka Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Surat Nomor : E. PK. 04. 07-48
Perihal Mckanisme Pembuatan Litmas antar dacrah tertanggal 6 Meci 1998 menyatakan :

a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim minta Litmas kepada BAPAS sciempat yang
wilayah kerjanya meliputi termpat kedudukan Pengadilan Negeri tersebut.

b. BAPAS tersebut di atas mohon bantuan kepada BAPAS tempat domisili anak, guna
pembuatan Litmas dengan melampirkan identitas dan risalah singkat anak tersebut antara
lain :

(1). Apakah ditahan atau tidak, jika ditahan sejak kapan.

(2). Latar belakang perbuatan melanggar hukum, termasuk faktor penyebab.

(3). Masalah perbuatan melanggar hukum hendaknrya diuraikan secara kronologis.

(4). Akibat yang timbul atas perbuatan melanggar hukum terhadap dirinya, keluarga,
kerabat, dan lingkunpan masyarakat.

¢. Selenjutreya hasil Litmas tersebut disampaikan kembali kepada BAPAS pemohon bantuan,
untuk seterusnya BAPAS pemohon bantuan menyampaikanya kepada Penyidik, Penuntut
Umur, dan Ketua Pengadilan Negeri.

Melihat perbantuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuatam Litmas di wilayah
miknm Palembang, pada dasarmya ielah mengalami kemajuan sebagai dampak penyeimbangan
diberlakukannya UU No, 3 Tahun 1997 sccara efektif. ¥al terscbut terlibat dari sifat
perbantuan yang dahuly bara dimintakan pada saat menjelang hari sidang anak, namun
semenjak bulan Mei 1999 telah mulai difungsikan pada proses penyidikan. Hanya sayangiya,
sifat perbantuan terscbut dimanfaatkan oleh penyidik yang melakukan peﬂyidikan kasus
kenakalan anak hamya scbatas memenuhi formalitas belaka, karena penuntut vmum yang
discrahi tugas untuk melakukan penuntutan terhadap anak tidak akan menerima berkas
pelimpahan perkara dari penmyidik kepada penuntut umum tanpa dilampirkan penelitian

kemasyarakatan terhadap ansk yang bersangkutan.
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4. Kurang Diakuinya Eksistensi Psikologi Dalan Penanganan Kenakalan
Anak/Tindak Pidana Anak

Herman MMeirn dalam bukunya The Diemma of Penal Reform seperti vang
~ dikutip oleh Barﬁbang" Pocrmomo menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan akibat buruk
dari pidana penjara, khususmya pada penyelenggaraan peradilan anak, dipertukan adanya
kolaborasi antara ahhhukum ahli psikologi, dan ahli psikiatri.®

Dari ungkap;m di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pcrédilan anak
{dimulai dari tingkat penmyelidikan/penyidikan) dibutubkan organ-organ yang lebih banyak
dibanding dengan peradilan orang dewasa, sémata—mata demi pemahaman dan pendalaman latar
belakang perilaku mereka — yaitu perilaku menyimpang — dan perlakuan yang cocok terhadap
anak tersebut, untuk menunjang upaya perlindungan dan kesejahteraan si anak.

Secara umum, Psikologi Kriminal — sebagai cabang Psikolopi — bermanfast untuk
mempelajari faktor kejiwaan (psyche) yang berhubungan dengan kejehatan, yang meliputi :

a, Struktur kepribadian dan hubungannya dengan perilaku kejahatan atau hubungan antara
kejahatan dan struktur kepribadian si pelaku kejahatan.

b. Xondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejabatan ©
1. Jiwe manusia yang sakit yang berhubungan dengan kejshatan (hal ini menjadi studi

Psikiatri Kriminal)
2. Jiwa manusia yang tidak sakit, namun terdapat kelainan atau ketidaknormalan yang
diantarariya dapat menimbulkan dilakukannya perbuatan jahat.

c. Pengaruh interaksi sosial atau situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan
atau ketidakmampuan penyesuaian dif, yang dapat mendorong yang bersangkutan
melakukan kejahatan.

d. Pengaruh interaksi sosial dan sifuasi kelompok sosial yang dapat membina keyakinan
individu tertentu untuk memilih dan mcnyctugoui perbuatan pelanggaran hukum atau berbuat
kejahatan daripada mentaati undang-undang.

® Bambang Poermomo, Operasi Pemberantisan Kejabatan dan. Kernanfaatan Ahli
Kedokteran Jiwa, Bina Aksara, tanpa tempat, 1984, hal. 17, dikutip dari Herman Manheim, The
Dllervwaa of Penal Reformm, George Allen and Unwind Ltd, London, 1939, hal. 206

% Soedjono, Iln:iu Jiws Kojahatan, Karya Nusartara, Bandung, 1977, hal.33,



205

Dalam pamiangén Psikologi, istilah kejahatan, pelanggaran, kenskalan, atan lainmya
tiduktah dikenal, tctap.i. teridentifikasi menjadi “nomnal” dan “tidak normal” (abnormal), yang
maksudnya sama dengan istilah-istilah yang dikenal dalam hukum pidans.

Tingkah laku 3:#ng normal menurut Dra. Kartini Kartono merupakan tingkah laku yang
adekuat (serasi tepat), yang bisa diterima oleh masyarakst pada umumnya. Selsnjutys beliau
membsrikan pengertian tentang tingksh luku pribadi yang nortal tersebut, adalab ©

“Sikap hidupnya/aitiude-nya scsual dengan pola kelompok masyarakat tempat ia
berada, schingga tercapuah satw relasi interpersonal dan intersosial yung
memuaskan™"

Manusia mempunyai motif yang kuat untuk hidup teratwr, aman, tenteram, dan ingin
menciptakan, memelibara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergautan hidupmya. Useha
manusia memenubi hasrat tersebut tergantung pada Kemampuan individu, karena tiap manusie
itu memiliki daya taban diri dalam menghadapi rangsangan dari loar.

Mekanisme penahanan divi (defence mechanism) tidak dapat berfungsi sceara opfiraal,
dischabkan adamya gangguan pada perkembangan kepribadinnnys. Gangguan pada kepribadian

ersebut menurut Soerjotio Seckante disebabkan oleh '

“1, Tekanan-ickanan kekecewaan, konflk, dan kekhawstiran yang tidak

teratasi yang menimbulkan gejala neurosis dan psikbosts.
3. Gangguan pada perkembangan kepribadian, sehingga meunycbabkan
terjudinya gejula sosiopatik (sociopathic personality).”
Dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor terscbut, sescorang daput bertingkah laku yang sbnormal

atau berperitaku yang melanggar norma-norma hukum dan norma Kemasyarakatan.

I

103 e mting Kartono, Psikologi Abnoviual dan Pathologi Seks, Alurmini, Bandung, 1981, hal. 2.

% goerjono Soekanio, Beborapa Catatan Tentung Psikologl Hukum, Alurmi, Bandung,
1579, hal. 40.
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(angpuan kejiwaan itu dupat berwujud kelainan-kelainan yang dapat dikelompokkan
menjadi tigs golongan besa™™ soperti yang diungkapkan oleh Kartini Kartono'® dan B.
Sirmandjuntal!®?, yaitu :

1. Psikoncurosa (Meurosis)

b. Psikopat (Sosiopathik)

¢, Psikosa (Psitosis)

Untuk lebih memahami {enlang ketiga kelompok kelainan kejiwaan t.c;schut akan kita bahas
satu-persatu pada bagian berikut,

3. Psikoneurosa (Nenrosis).

Vang dimaksud dengan penyakit kejiwaan Psikoneurosa atau yeng populer disebut
neurosis adalah sckelompok reaksi psikis yang dicirkan secara khas dengan unsur kecemasan,
dany secara tidak sadar dickspresikan dengan jalan menggnnakan mekantsme pertshanan diri
(defence mechanism). 10%

Pada vejula-gejala neuross, si penderita tidsk mampu menpadakan adaptasi terhadap
tingkunpannya, Tingkah lakunya aneh-anch dan kadangkala si penderita membenct dirinya
sendiri, Sebab utamanya adalah faktor psikologi dan Kultural yang menycbabkan timbulnya
barryak ketegangan, schingga pribadi mengulami frustast dan konflik emosional. Kebanyakkan

penderita memiliki 1Q yang tinggl, memilks daya knitis dalam menilai sitvasi yang bertentangan,

195 Tarq ahli Psikologl berbeda pendapat raengenai pernbagian jenis penyakil st gangguan
kejiwaan tersebul.

W06 ¥ artini Karlone, op.cit., hal, 82-139.

197 1 gimandjuntak, Pyikologt Perkembangan, Fdiss Revisi, Targito, Bandung, 1979, hal. 345,

19 wartini Kartorio, loc.cit.
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vang mengakibatkan si penderita merasskan adanya konflk terus mencrus. Si pendenta
kadangkala erasalan takut ferus menerus, yang bisa muncul pada sctiap kejadian meskipun
tidak ada rangsangan secara khusus. Bila gangguan itu pada ulam sadar, maka penderita akan
kehifangan ingatan atau mungkin bisa melakukan pekerjuan  dalam keadaan  tidur
{somnanbuiist).

Gejala lain, penderits memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa dikontrol meskipun bertentangan dengan kernauan yang
sadar sewaktu melakukannya. Hal yang anch bahwa penderita merasa puas bila kermauamiya
it ditaksanakan, namun scbaliknya apabils tidak dilakukan ia merasa berdosy, tidak
senang/tidak puas, dan akan bingung/panik. Kecenderungan skan melakukan perbuatan itu
berupa perbuatan mencurd (kleptomania), membakar (pyromaenia), minum-rinuman keras
(dipsomania) dan sebagainya.

b, Psikopat {Sosiopatik)

Bentuk gangenan kejiwaan ind adalab bentuk kekalutan mental yang ditundal dengan
tidak adanya pengorganisastan dan pengintograsiai pribadi. Penderita memperiihatkan tingkal
laku yang auli sosial, tidak memperdulikan norma yang ada dulam masyarakat. Ada juza yang
menyebutnya Sosiopati (Socipaty) karena yang dirugikan adalah masyarakat. Sikap penderita
ggosentri dalam bentuk yang ekstrim pendarnita dapat menjadi orang yang mempunyai kelebiban

yang istimewa, misalirya dapat menjadi penipy ulung, pembunuh ulung, 09

197 Thid.
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Pritchard'® borpendapat bahwa penderita psikopat adalah orang yang menderita
perkerbangsn kemampuan kejiwaan yang disharmons, yang menyebabkan penderita-pendenta
terhalang hidup sedernikian rupa, sehingga mercka senditt dan scsama manusia selals menderita
kelidukscnangan dan pcﬁdmitamx. Penderita scjak niasa mudanya sedikit sekali babkan hampir
sama sckali tidak pemah mendapatkan kasih sayang, tidak pernsh merasakan kemesraan dari
orang fua dun Iinglmngaﬁnya. Maka sctelah dewasa si penderita kehilangan sense of sociality
dan sense of humenity.

Menurut Soerjono Sockanto yang tormasuk dalam gangeuan kejiwasn ini adalah !

(1). Reaksi anti sosial, yang bercirikan hampir-hanipir tidak mempunyai ctika/mordal, bersikap
agresif karena tidak fahan pada tekanan-tekanan berupa kekecewaan,

(2). Reuksi divcosiel, yaitu yang tems menerus menjadi perusuh (constant trowble maker), dan
schalu berurusan dengan hukum yang dischabkan karena latar belakang kehidupan yang
mepengaruhinya, nisalys :

+ lingkungan dimans ia mendupatkan penghargaan sebapai orang berhasil itu adalsh
orang yang berbuat jaliat.

+ lingkungan yang membentuk norma sendir, yeng datam hal tertentu bertentangan
dengan norna yang berlaku dalam masyarakat.

*  linghungan keluargs yang tidak baik, misal hubungan antara orang tua yang tidak wajar
(disharmonis).

(3). Deviasi seksuel, yaity penyimpangan scksualitss dalam bentuk mastwbasi, home
scksualitas  sasiniasls, impetensi, pelacuran, incest, pedophilia, bestiafity, perkosaan,
sadismn, dun necophilia,

{d). Addiction, yang menderita karena ia selaly membiasakan din untuk melakukan vang
menimbulkan kenikinatan bagi divinya tanps mengindahkan bahaya yang bakal menimpa
ditinya. Misulnya alcoholism, mengakibatkan yang bersanghkutan bernbah psikis dan
phisiknys vang akhirnya berubah kepribadiannya,

19 pritehard dalam Masan Basri Saanin It Tan Pagiarnan, Pelkiater dan Pengadilan, Bina
Cipta, tanpa tempat dan tebur, hal, 84,

e Joerjono Joekanto, op.cit., hal, 42-43.
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¢. Psikosa {Psikosis)

Psikosa merupakan jenis ganpguan jiwa yang berat, bshkan dapat dikatakan
kescluruhan organ jiwanya sudah dak berfungsi lag. Para ahli jiwa (Psikieter) membuat
rumusan definisi scbagai berikut :

“Psikosa morupakan gangguan kejiwaan (kelsinan kepribadian) yang meliputi

keseloruhan kepribadian (emosi, berfikir, dan scbagainya) scseorang, sehinpga

otang vang menderita tidak bisa lapi mepyesuaikan din denpan nonma yang

berlaku dalam masyacakat,™ 2

Sclain itu ada jnga yang membuat definist psikosa adalah :
“Bentuk disorder mental atau kekalutan mentsl yang dicinkan dengan adanya
disinteprast kepiibadian dan terputnsnya hubungan dirimya dengan realitas,”

Dan kedua definisi di alas, bahwa si penderita mengatami gangguan untok berintekrasi
dengan lingkunganmya, bahkan sudah tidak ada kentsk dengan realitas, kehilangan orientasi
pada lmgl{lxllganrmfa, maka ia sering menghayal. Penderita tidak berkemampuan untuk
mengadakan partisipasi sosial, bahkan kadeng-kadang agresif menyerang pada orang lain,
merasa orang yang super dan memperlibatkan gojala keeurigaan yang berlebihan, dan
diproyeksikan pada orang lain untuk membela cgormya.

Dalam mengkaji masalsh kejahatan/pelagggaran, peranan psikologi disertakan untuk
mepgelahui febih jauh hubungan sotara jiwa raga dengan perbuaten ysng mengganggu
ketertiban uropm ini. Pasal-pasal dalan bukun pidana baik yang terumus dalam KUHP maupun

di luar KUHP memberi petunjuk perlunya mengetahui kondisi jiwa (psyche) si pelaku. Hal ini

N7 B Simandjuntak, loc.cil.

M3 Katini Kartono, op.cit., hal. 115.
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berguna untuk mengetabui ada atou tidak adamya salab satu unsur perbuatan pidana, seperti
yany diungkapkan oleh D. Socdjono sebagui berkut :

“Unsur-unsur pslkoleg;s dalany kejahatan, budpdpun biasanrya nampak scbagat

unsur pembentuk mensrea, vaitu sifat kesalahan si pelaka, bersama dengan sifat

ketidaktaatan terhadap hukum... Aspek psikologis dari kejabatan merupaksn

bagian dari perbuatan krimival dan sebagai yang salah dan aspek psikologis i

meneniukan sifat kesatahan si pelai, ™'

Pengetabuan tentang hubungan aspek psikologis atau sikap batin si pelakn dengan
perbuatan yang dilakukannya adalah penting dalam hal penentuan pertanggungjawaban hukum
pidana. Schab pertanggungjawaban bukum pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan
kcadasn batin ity dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rapa schingga orang itu
dapat dicela karenanya. Untuk mepgetshui sikap batin si tersangka dapat diketalwi dengan
menjawab pertanyaan, apakah perbuatan itu atau okibat perbuatan itu dikchendaki dan
diketahui terdakwa, dengan kats lain apakah ada unsur kesengajaan. Uniuk mengetahui ada
atau tidaknya unsur kesengajaan, ada dua teon yaifu
1. Teon Kehendak, yang mengatakan kesengajaan merupakan kehendak vang diarahkan pada

terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang, Jadi harus ada hubungan

kausal antara perbuatan, fujuan, dan motif dalurn batin terdakwa;

=

T'eori Penpetalman, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengstahui unsur-
wnsur yang diperlukan menurut undang-undang, Jadi teori ini menganggap bshwa ada atau
tidaknya kesengajaan itu cukup dengan perbuatan dan akibataya itu diketahui, dimengerti,

atan diinsyafi oleh terdakowa,'?

B4 1, Soedjono, Rertanggungjawaban dalam  Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981,
hal. 38,

M3 3indzakkir, Peranan Psikelogi dalam Penevapan Hukum Pidmna, Cetakan Pertamia,
Turmsan Hulurn Pidana Fakultas Thikum UL Yogyakarta, 1985, hal, 47,
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Mocljatno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” cenderung mengikuti teori
Pengetahuan, dengan alasan ;'

“Kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki

sesuaty, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahvan (gambaran)

tentang scsuatu itu. Tapi apa yang diketahui sescorang belum tentu juga
dikehendaki olehmya, lagipula kehendak merupakan arsh, maksud, atau tujuan,

hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong atay berbuat) dan tujuan

perbuatan.”

Jadi untuk menentukan bahwa terdakwa meclakukan perbuatan dengan sengaja menurut
Mocliatno cukup dengan perbuatan ito diinsyafi atau disadari si pelaku,

Dalam hal menghadapi pelanggaran yang pelakunya adalah scorang anak, data di
lapangan menunjukkan bahwa peranan psikologi disadari masih amat kurang, sementara untok
menentukan apakah §éorang anak itu dapat dipertangpunpjawabkan sccara hukum atau tidak,
berkaitan erat dengan keadaan batiniah/kejiwaan si anak. Tindakan yang diberikan kcpada anak
anak pelaku selama ini tidak berbeda dengan tindskan wyang diberikan pada scorang dewasa
yang melakukan kejahatan, dan menimbulkan kekhawatiran  akan sangat mempengarubi
perkembangan kejiwaan (psyche) si anak. Pada akhirmya, bukan kebaikan yang dicapai, tetapi
justru menjerumuskan si anak ke dalam persoalan yang tidak saja mengena pada diri si anak,

tetapi jupa keluargamya, masyarakat, bahkan masa depan suatu bangsa.

N

1 Moeljatno, Asas-asas Hukurn Pidana, op.cit., hal. 117,
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D. UPAYA FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENGEMBALIAN KEPADA ORANG  TUA,
WALL ATAU ORANG TUA ASUH DALAM KASUS KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA
ANAK

‘1. EBminasi Perbedaan Perspektif Shuktwr Peradilan Anak Tentang Tujuan Peradilan
Anak ‘

Pada bagian akhir Bab IIT sub C bagian 1.a. di atas telah dikcmtikakan bahﬁra aparat-
aparat yang terkait dalam peradilan anak sebagai sub sistem dari sistem peradilan anak, idealnya
mempunyai persepsi dan sikap yang saling menunjang untuk mencapai tujuan dard peradilan
anak it sendiri, yaitu kesejahteraan anak. Perbedaan persepsi dari struktur hukum peradilan
anak - yang terfokus pada penyidik dan penuntut umum disatu pihak, dengan hakim/aparat
pemutus dilain pihak - berakibat pada terhambatoya pencapaian tujuan fersebut. Terutama
pada aparat penyidik, perbedaan persepsi yang dimaksud terkait pada masalah perbenturan nilai
yang ada dimana tuj'uan yang sebenarmya dari peradilan anak diterjemahkan dan diarabkan
sendiri ke arah pencapaian tujuan organisasi kepolisian sebagai suatu organisasi birokrasi.

Dalam hubungan dengan proses peradilan anak, ada kondisi-kondisi yang dapat
diperhitungkan oleh pihak kepolisian, untuk menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut
perbenturan nilai ferscbut. Apabila seorang anak terdakwa/tertudub yang terhadaprrya telah
diadakan penyelidikan/penyidikan - sebagai .awal berjalanmya proses peradilan. —~ dan
terhadaprya dimasulskan dalam lembaga penahanan, pihak kepolisian (juga penuntut umum dan
hakim) berwenang untuk melakukan penangguhan penshanan. Upaya tersebut salah satumya
adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang kelak akan mempengaruhi
pertumbuhan mental spiritualnya, yang tak terlepas dari upaya unfulk menyejahterakan anak.
Penangguhan penshanan — terutama yang dilakukan pada saat proses penyidikan dan
penuntutan sebelum ‘diadakan pelimpahan ke pengadilan - adalah kondisi yang dalam proses

peradilan anak dapat membantu hakim dan berpotensi untuk dijatuhkannya putusan
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pengemnbalian kepada orang tua, wall, stau orang fua asuhnya. Dalam pengertian lain, apabils
sejak awal si anak tidak dimasukkan dalam tahanan, skan terhindar pemberian putusan penjara
oleh hakim, yang scbdgian besar scmula-mata dijatubikan untuk menyeimbangkan antara
lamanya pidana penjara dijatuhkan saa dengan lamanya anak dalam iembaga penahanan
(baca kembali pcnjabar:;n tabel 10 dalam pembshasan Bab T sub B.?_).. Dalatn hal int, hakim
hanya meneruskan terhadsp tindakan-tindakan yuny diberikan olch aparat sebelummnya, untuk
menjaga sinkronisasi pelaksanaau peradian. Selain penangguhan penahanan tersebut, bahkan
pihak penyidik - dengan keleliasaan kewenangau yang melekat pada mercka - berhak juga
untuk melakukan diskresi terhadap kasus-kasus snak yang ditanganinya, yang berasti telah
menghentikan proses pemeriksoun dan mengembalikan anak tersebut pada keluarganya (orang
‘iuw'waliipcngasuhnya). Dasar hukum yang melandasi tindakan demildan yaitu seperti yang
tertuang dalam Pasal 16 point | {UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia), yang merumuskan bahwa polisi berwenang wniuk mengadakan tindakan lain
menurut bukum yang bertanggung jawab. Untuk pemahaman yang lebih luas, pada bagian
berikut kondisi-kondisi tersebut akan dibahas satu persatu,

Kewenangan Penaprenhan Penahianan dalam Kasus Anak

Dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (UU No. € Tahon 1981)
mervmuskan bahwa

{1). Atas permintzan tersangka atuu terdakwas, penyidik atau penunfut vmum atau hakim,
sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan
dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2). Karena jubatanmya, penyidik atan penuntut nmum atau hakim sewaktu-waktu dapat
miencabui penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 1981, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan”™
ialah wajib lapor, ﬁda}_ﬁ ketuar rumah atan kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang
tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan,

Dari rumusan penjelasan yang menyatakan bahwa masa penangguban penahanan
fidaklah termasuk status tahanan, memberikan peluang/potensi bahwa pada akhir putusan yang
diberikan bagl si anak dapat berups putusan pengembalian kepada orang fua, wali, atau orang
fua asulnya, asalkan penangguhan penahanan tersebut diberikan selama proses peradilan yaitu
pada masa peryidikan, penuniutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Distsi lain, putusan tersebut
dapat saja diberikan ai}abiia hakim telah memandang secara teliti keadaan orang tua, wali, atau
pengasuhnya yang akan menerima dan mendidik anak tersebut memiliki kemampuan untuk
melakukan tugas :

1. Memberikan pembinaan mental-spiritual dengan sebaik-baiknya.

2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya scbagal biaya pendidikan.

3, Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya. '’

Kebijakan hakim yang sangat teliti atas dasar kemanusian dan kcséjahtcraan anak, mernitiki
jangkuan nilai-nilal yang sangat luhur agar anak memperoleh pendidikan, kasih sayang, dan
pembinaan yang scbaik-baiknya.

Untok pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan, dalam Keputusan Mentri
Kchakiman Republik; mdonesia No. M. 14. PW. 07. 03 Tahiun 1983 tentang Tambaban

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukwn Acara Pidana pada point 8 Lampiran,

ditetapkan :

7 sudarsono, op.cit., hal. 30,
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Dyatam hail ada permintaan wniuk penangguhan penshanan yang dikabulkan, maka diadakan
perfanjian anlara pojabat yuog berwonang sesual dengan Ongkat pemoiksaan dengan
fersunghka wiau penasihat hukumnya beserta syarat-syarainya. '
Apabila jwruinan itw berupa vang, maks wwmp jsminan barus secara jelas disebuthan datam
perjanjian dan besarnya ditciupkan oleh pejabal yang berweuang (Pasal 35 ayai (1)
Peraturau Peinerintall No. 27 Tabun 1983).

Dalam bl jaminan itu adalah orang, maka identilas orang yauy menjamin (orsebut scoara
jedas dicantumkan dabwn perjaujion dan jupa ditelapkan besarnya wveng vang harus
ditangpung oleh penjanun tersebut (pasal 36 wyat (1) PP No. 27 Tahun 1983}

Uang jaminan dinvaksud buiir b, disciorkan sendind oleh pemohion atau penasitat hulkunuys
ataw kelvareanys ke panitera pengadilan, depgan formlic penyelorun yang dikeinarkan eleh
pejabat vase berwenang sexnal dengan Sagkat panenilisian.

Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3, schelai schagai arsip panitera, sehiel dibawa oleh
yang mesyoiorkan vtk digunatan sebagai bukti tetah melaksanakan i puijanjiss dan
yang schelai lagi dikitimkan ofeh panitera kepada pejabat yang berwenang melolui Kuir,
fetapi fidak dititipkan kepada yang nsenyetorkan, untuk digunakan sebagai slat Kondrol.
Rerdasarkan fanda bukii penyetoran vang yang, diperlihatian oleh keluarga atan kuasamys,
atau berdasarkan tanda bukl pewyetoran uvang jaminan yang diterims dari pamders
pengaditan, atan swat jaminan dar penjomin dulam hal jaminaonya adalah orang, maka
peigbat yang berwenany sesuad  dengun  tingkat pemeriksaen  mengeluurkan  surat
perintalypenctapan penangguhan penahanan,

Apabila berkas perkara tefsb diserabkun kepada penuntel vmwiro dan penustut umum
berpendapat bahwa berkas perkara sudah fengkap, scdangkan tersangha masih dalam status
penangguhan penahana dengan jaminan, mitka schelum penyidik mengelarkan perintsh
nenghentian penangguban penahouan, agar dikonsultasikan dengan pihiak penuntat umum
epnd mempertunbanekmn Relanjulan ditiogkat pemmtuian, ‘

Demikian puls hafmya apabils berkas perkars oleh penuntvd wmum iclah difimpahkan
kepada penpadian, scdusgkan {terdakwi masiy datum stafus penangguhan  penshanan
dengun jaminan ok peruntul vinum dalam surad pelnpaliannya minta kepada Kot
Pengaditun Negesi apar penanggihan penabanan dengat jaminan feiap dilanjutkan.

Dalam ba) tersangkaderdakwe mefaikan din dan tidak dapai ditemukan lagl, maka
dipertukan penetapan pengadilan terdang pengambilalihan vang jaminan tersebut menjads
mitik verma dan memerintabkan kepada panitera untuk menyetorkan nang tersehut ke kas
NEPars,

Dalum bal tersangkaferdakwa yaog Twi dimaksoad butir i, jaminanoys adalah orung, dan
ternyatn perjamin tidak dupal mewbryar vang yaug menjad nzgunganay, mika nntuk
memenuli vuug jaminan ilu, peidu penctapan pengudilan vutuk melakukan perryitaan
terhadap barang-barang itk pewjamin menorut hukum scara pardata,
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Dalam hal pc_pangguhan penahanan terhadap terdakwaferinduh anak ditingkat
penyidikan yang ada di lapangan, sumber Kasat Serse Poltabes Palembang Kapten  Drs.
Mudjionoe'® mcnglchawaﬁfkan keadaan-keadaan yang mmjangkut :

a. Perihal pcnjaminar‘x, yaitu umumnya penyidik korang mempercayai kapabilitas orang
tua/wali yang berstatus sebagai penjamin untuk menghadirkan si anak apabila diperlukan
dalam proses pemeriksaan.

b, Masalah “keyakinan™ pihak penyidik, yang khawatir apabila si tertuduh/terdakwa anak
akan lari.

Sebenarmya, kekhawatiran demikian justru memberi kesan bahwa dalam penanganan
kasus kenakalan anak, pihak penyidik cenderung menutup kemungkinan penanganan yang non-
kelembagaan - yang dalam dokumen internasional bertentangan dengan Rule 18.1 dan 18.2
Beijing Rules - scbagai-upaya yang salah satunya gdalah untuk menghindari stigmatisasi bagi
anak. Terlebih kekhawatiran akan larinya si anak, merzimbl;ilian pertanyaan bagi kita, apakah si
anak akan mampu melakukan hal yang demikian ? Kekhawatiran tersebut akan sangat wajar
apabila ditujukan bagi pelaku dewasa yang mempunyai kemampuan pikir dan tindakan untuk
melakukannya.

Perluasan Diskresi Dalam Proses Peradilan Anak

Diskresi berasal dari kata “Discretion”, yang menwrut kamus umum yang disusun
John M. Echols dan kawan-kawan diartikan scbagai kebijaksanaan, kelcluasaan. Alvina Treut
Burrow mengartikan discretion sebagai ability to choose wisely or judge for oneself, artinya

kemampuan untuk memilih sccara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.'”’

106 K asatSerse Polta;bes Palembang Kapten Drs. Mudjiono, Wawancara Pribadi 3 Maret 1999,

197 M Faal, op.cit., hal, 15.



Sedanpkan dalam kasus hukum yang disusun oleh J. C. 1. Simorangkir dan kawan-kawan,
dishresi diartikan seha{}ai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi
menurut pendapataya sendir. '

Dengan demikian apabila kata diskresi ini dipabungkan dengan kata kepolisian, maka
istilahnya menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan
kekvasaannys (power) untuk melzkukan sustu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan
dirinya. Sedangkan menuret Thomas 1. Aaron dinyatakan bahwa ‘Wiscreiion is power
authority conferred by law Lo ection on the basic of judgement or conseience, and its use Is
mare an Idea of ma:m! than lew”. Yang dapat diamtikan sebagal suatu kekuasasn atau
wewenang yang dilakukan berdasarkan Inkum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih
menelankan pertimbangan moral daripads pertimbangan hukam, ™

Dengan penjelasan terscbut di atas, menunjukkan bahwa diskresi it dilakukaun bukan
lepas dari ketestuan hokuos tetapi tetap dilakukan dalam keranghka bukum, Hal tersebut sesuai
dengan ungkapan vang diberikan oleh Sunaryati Harteno bahws hukvm (kaidsh) ifu bukan
merupakan tojuan, akan fetapt hanya merupakan janbatan yang akan membawa kita kepada
ide vang dicita-citakan.* Juga Satjipto Rahardjo menyatakan babwa hukum itu hanya dapal
mernmntut kehidupan bersuma secary umum, sebab pada saat iz mengatur secars nnct dengan

memberikan skenario langkah-angkah secara Jengkap, muka pada wakiu itn pula kehidupan

120 5 ¢ T Simoranghir, dan kawa-kawan, Kamws Hokwn, Aksara Barw, Jakarta, 1980, hal.
435,
121~ &

. Faal, loc. CH.

2 Surarysti Hartono, Apatah the Rude of Law, A, Bandung, 1996, hal, 3.
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akan macet. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dan sistem
\ pengaturan oleh hukum itu sendiri. !’
Dalam SMR-JJ (The Beijing Rules) masalah diskresi ini terumus dalam point 6 pada
General Principles. Ruang lingkup diskresi yaitu ;

6.1. In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety, of measures

available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of
proceedings qfra’ at the different feve;*fs of juvenile justice administration, including
investipation, prosecution, adjudication, and the follow-up of dispositions.
(Dalam meninjau tentang beragamnya kebutuhan khusus anak seperti juga beragammnya
tindakan yang tersedia, maka ruang lingkup yang tepat bagi diskresi harus diperbelehkan
diseluruh tingkatan pemeriksaan dan disetiap tahap proses peradilan anak, meliputi
pcnyclidikmﬂpgnyidikm, penuntutan, ajudikasi, dan disposisi lanjiltan).

6.2. Efforts shall be made, however, to ensure sufficient accountability at ail stages end
levels in the e:é:_ercise of any such discretion.

(Harus dilskukan usaha-usaha, bagaimanapun, untuk menjamin keadaan yang dapat
dipcﬂanggungiawabkan discluruh tinpkatan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan
setiap diskresi).

6.3. Those who exercise discretion shall be specially qualified or trained to exercise it
Judiciously and in accordance with their functions end mandates.

(Mereka yang melakukan diskresi haruslah mempunyai kualifikasikecakapan dan
terlatih agar melakukannya secara hukum dan sesuai dengan fumgsi dan mandat

mereka).

B! gaijipto Rehardjo, Masalsh Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal, 11,



219

Perumusan-perumusan di atas, bagi aparat penegak hukum dalam peradilan anak,
dituntut untuk secara leluasa dan seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk
melakukan diskresi, démi pelaksanaan peradilan anak yang efektif, adil, dan manusiawi. Hanya
saja, untuk mcrcdaﬁ_rx/mcngckang setiap pemyelewengan kekuasaan diskiesi dan untuk
melindungi  hak-hak anak pelaku, instumen vyang paling tepat adalsh “bisa
dipertanggungjawabkan” dan profesionalisme™ dari aparat yang bersangkutan (comm entary).

Dalam Rule 17 tentang Guiding principles in adjudication end disposition, pada Rule
17.4 dinyatakan bahwa : the competent authority shall have the power to discontinue the
proceedings at any time (pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk setiap saat
tidak melanjutkan proses pemeriksaan). Dalam commentary dipertegas bahwa kekuasaan untuk
tidak melanjutkan proses pemeriksaan terscbut adalah cirifkarakteristik yang melekat dalam
penanganan pelanggar anak (@ cheracteristic inherent in the handling of juvenile offenders).
Berkenazan dengan chifl(araktclisﬁk khas tersebut, Barda Nawawi menyatakan bahwa Rule 17.4
ini adalah satu mata rantai dengan Rule 11.1 dan Rule 11.2 yang mengatur tentang Diversion,
yang memberi kewenangan kepada polisi, penuntut umum, atau badan-badan lain yang terkait
dalam kasus anak untuk mengambil kebijaksanaan khusus berupa tindakan diversi.!'?

?ada taraf kepolisian, pemberian diskresi kepolisian scbenamya bukanlah masalah
sederhana, karena ada konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat, Tuntutan bukan saja
karena pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikan perkara semata,
tetapi diperlukan dukungan intelektual bagi si anggota polisi agar dampak tindakannya betul-

e

"2 parda Nawawi Arief, Bunga Rampal Hukum Pidans, op.cit., hal. 126,
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betul elekit” dan ciis‘iuﬁ. Drig harus misnpu memiith kepodusan yaug, terbaik disutars berbapsi
alternatii,

Utk mewuindkan profil polisi vane demikian, harus meniiliki persyaratai-persyaratan
wiciektval wlau kecerdasan vany memmdel, serfa hums memitiki jiwa kejnangan atag vang
dizebut dengan “pejiang profesions) vany, lagenl’. Schubungan denean it Swhils Wirawan
Sawono dalzm Pidafo Dies Nalales P vang koW fabun 1087, mighihag sevl psikoloyt ent-
citt yany perhi iiinIi}iki:,;:f_i's;&gg;f)i:;- poliz sutws b dan sepd kecerdasan, fisik, dan kepribadian
amggota. Mot belian syarat-syarad keeerdasan mencaknp

s Taral Regerdasun harus cukup finggd, setidal-iiduknys pada twaf rats-rats univk Bintars
dant diatas rate-rain wtek Perwira (oleh kavena adsoyva persvaratan i, inakae memang
pangkat tantama urang, sestdd dengan Dmigst dag wegss Polri, keeuall pada satuan- satuan
khuosus sepoerti Brsnob),

b Daya analisis dan daya sintetis yane cokap o onbuk neomnekinkannys mengamati dan

merneehkan masatud dengen cenat dan tepat,

Haya pemahantan sostal (vocded comprelienaony yanp, Ungel ugar polist vang berssngkutan

cukup peka dan copul buceaksd ferhudap Kondisi sosiad di Eaphungaiivs,

d. Dava sogjinest dan krestivitas yang cokup baik sehinpes tidak ferpaku pada kaidah-kadsh
yang buku secwry kuko yuie munekio skan memyulithanaya dalam manghadapi masalah-
misatah dadakan stan vany ldak lieon diponpa.

L

Sedangkan sikap kerja polist disyarsthan

A Hateknnan datan bekerpa

oo Dayas anan Bk da psikis vane dieed
Byesprdine yamne ol

4 Solidavilas sesmng sekan soprval,

¢ Dapat diperesya, ujse, fast sames.

~

Fersyaratan kepribadian sauncghig -

8 Kepereayaun din yauy besm.

b Koo aniuk seaeanbi opatisan,

e Roemampuan persius) (evakmban arame jain.
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Loyalitas, setia kepada kesatuan dan atasan.
Konservatif, sciia kepada peraturan yang berlaku.
Motivasi yang tinggi.

Khusus untuk Perwira ; Kepemimpinan.'"

e e o oM

Terlepas dari bagaimana keadaan sesungguhrrya polisi itu dengan tentutan persyaratan
yang diharapkan, polisi didalam memberikan diskresi kepolisian harus benar-benar proporsional,
agar sedapat mungkin p;oﬁl polisi scbagai penegak hukum, sebagai bapak, teman sejawat,
moralis, dan pelindung masyarakat bisa tercalisasi. Sclain itu, terhindar dari penyalahgunaan
wewenang seperti tindakan korupsi, diskriminatif, angker, dan tindakan-tindakan tidek adil
lainnya. 't

Yang menjadi pertanyaan sekarang, i)idang tugas apa saja yang dapat diberikan diskresi
kepolisian?. Menurut James Q. Welson, diskresi kepolisian dapat diberikan diseluruh bidang
tugas kepolisisan yang sccara konsepsional mencakup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu
Lintas, Sabhara, dan tupas-tugas represif seperti Polisi Reserse; batk dalam tugas-fugas
penjagaan tata tertib (Order maintenance), maupun dalam tugas-tugas penegakan hukum (Law
enforcement). Hanya saja distribusi yang scring/banyak diberikan olch polisi adalah pada
pelanggaran hukum yang didapatkan oleh polisi itu sendiri, sedang pelanggaran. hukum yang
diternukan atau difaporkan warga masyarakat, persentasenya lebih kecil daripada pemberian

diskresi vang pertama,’’

13 garlito Wirawen Sarwono, Peranan Psikologi dalam Rangks Optimasi dan Dinamisasl
Tugas Polri, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK ke-4, 1987, hal. 19

" M. Faal, op.cit., hal. 23.

15 Tames Q. Wilson (Vartetles of Police Behavior) dalam M. Faal, ibid, hal, 65.
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Lebih lanjut James Q. Wilson mencoba menggambarkan perbedaan diskresi yang
diberikan oleh anggota kepolisian yang bersumber pada order maintenance dengén law
enforcement dan terhadap perkara-perkara yang ditemukan atas inisiatif petugas polisi itu sen-

diri dengan perkara-perkara yang diadukan/dilaporkan warga masing-masing sebagai berikut :!!¢

Police Invoked Actionr  Citizen Invoked Action

Law Enforcement I I

Order Maintenance m v

Pada kasus I, dijelaskan bahwa dibidang tugas polisi represif atau Jaw enforcement, perkara-
perkara itu didapatkan oleh inisiatif polisi sendiri (terutama perkara-perkara pidana ringan),
pemberian  tindakan - diskresi relatif besar atau misalnya wewenang polisi untuk
menangkap/menahan 'écscorang atau tidak, ada ditangan polisi. Jadi kesempatan pemberian
diskresi berskala relatif besar,

Pada Kasus 11, masih dalam lingkup bidang tugas represif (law enforcement), totapi perkaranya
didapatkan atau dilaporkan/diadukan oleh warpa masyarakat yang menghendaki agar perkara itu
diproses. Di sini pemberian diskresi pada si pelaku kejahatan seperti mengemyampingkan,
menghentikan atau tidak memproses, relatif kecil, Namun demikian kewenangan polisi untuk
memberikan diskresi itu tetap ada umparna dalam kasus-kasus anak/remaja...

Pada kesus 111, di sini, dalam lingkup bidang tugas preventif atau order maintenance, tetapi
perkaranya ditemukan, oleh petugas polisi sendiri, sehingpa kewenangan pemberian diskresi

kepolisian juga relatif besar.

16 Thid hal. 66-67.
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Pada kasus IV, masih dalam linpkup bidang tugas preventif (order maintenance), tetapi
perkaranya dikehendaki oleh warga masyarakat apar dicégah terjadinya peristiwa yaﬁg akan
menggangen kedamaian, maka keleluasaan pemberian diskresi bagi petugas disinipun relatif
besar.

Dani penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang
didapatkan ofeh petugas polisi sendiri, kesempaten pemberian diskresi relatif lebih besar
daripada yang didapatkan orang lain — yang menghendaki untuk diproses - terutama dalam
perkara Jaw enforcement, demi menjapa hubungan baik antara masyarakat dan polisi Tetapi
diskresi yang diberikan terbatas pada perkara-perkara pidana ringan, yang tidak membahayakan
kepentingan umum.

Demikian juga perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventf (order
maintenance), pemb:criau diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara low
enforcement, Hal ini wajar karena tugas-tugas polisi itu ursumnya adalsh tugas-tugas preventif,
tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang ingkupnya sangat luas dan tidak
scluruhnya tertulis dalam suatu peraturan ncgara, schingga untuk éclanjutnya diserahkan
tindakan apapun yang akan diberikan polisi, atau dengan kata lain diciptakan sendiri olch
anggota polisi terssbut. Disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi itu.

Dalam memberikan diskresi, polisi berpijak pada landasan yuridis seperti yang terumus
dalam Pasal 16 huruf-# UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
bahwa polisi berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab. Dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah
tindakan dari penyelidik dan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan

syarat : .
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tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya findakan jabatary;
tindakan itu harvs patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
atas pertunbangan yang layak ber dusmk‘m keadaan vang memaksa;

menghormati hak gsasi manusia.

e o

&

Agar dapat memenuhi/menurut hukum yang bertanggung jawab, seperti yang terupus
dalam Pasal 16 huruf ¢ tersebut, pengpunaan wewenang diskresi tidak dé‘pat dilepaskan dari
pelaksanaan penegﬁkaﬁ Iukun dan ketertiban masyarakat. Adanya wewsenang diskresi dan
penggunam wewcnanf; ity ditinjau dani aspek positifiya justry merupskan sarana undang-
undang dan sarana bay pelugas karcna rasa tangpung jawab pada tugas-lugas yang

diembannya, Namun persoalan skan timbul apabila muncul sisi negatif bilamana pelaksanaan

wewenang diskresi ity :

« melampaui batas wewenang [ebuse of power),

« tidak mengindabkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang,

» merugikan orang lain atan pihak-pihak,

» tidak sesuai dengan kebijaksanaun sosial, krininal, dan atau pimpinan,

» diskriminatif, kasar, sewenang-wenang, serta difalakan dengan maksud untuk kepentingan

diri atau kelompoknya,

« tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.'®

Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap pemutusan tndakan diskresi kepolisian ini
dapat diminta pertanggungjawabannya dari berbagai segi hukum maupun segi moral dan etika
kepolisian. Sclain itu, agar pelaksanaan diskresi itu tidak menyimpang dari maksud dan tujuan
vang dikehendaki dan y‘ang diatur oleh ketentuan hukum dan kebijaksanaan pimpinan, harus

dilakukan pengawasan-pengawasar.

12 1hid, hal. 121-122.
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Pertanggunpjawaban pemberian diskresi, bila ditinjau darn segi hukum, akan ferkait
pada hukum adrrﬁnistras;i, hukum pidana militer/disiplin militer, hokum perdata; disamping segi
moral dan ctika kcpoli%an. Dalam hukum administrasi, polisi scbagai petugas ﬁdnﬁnistrasi
negara yang apabila mciénggar ketentuan hukum yang mengkat divinya dan telah ditentukan
oleh undang-undang, ia tidak terlepas dari ancaman hukuman. Ancaman atau sanksi hukum itu
dapat berakibat pada lembaga maupun pada diri petugas itu sendid. Dalam hukum
militer/disiplin  militer, hal yang penting diperhatikan adalah peran Qtama pimpinan atau
Komandan yang discbut Ankum (Atasan yang berhak menghukom). Hal im sebagai salah satu
ciri organisasi militer yang mempunyal satu kesatuan komando (wnify of command), dimana
apabila ada anak buah atou anggota melakukan tindak pidana atau melanggar disiplin, maka
Ankum memeriksa dan memutus hukuman bagl si pelaku (anggotanya) berdasarkan Hukum
Pidana Tentara (stb 193:1 No. 167 vang telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 39 Tahum
1947) dan Hukum Disiplin Tentara (stb 1934 No. 168 yang telsh diubah menjadi UL No. 40
Talmm 1947). Dari seg hukum perdata, tindakan anggota polisi yang melampaui batas
wewenang bamyak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, secara material maupun spiritual..
Umpama tindakan karena salah tahan, menimbulkan kerugian bagi si tertahan dan keluarganya
yang pada akhimya menimbulkan inisiaif untuk menunfut ganti ruglh. Hukum perdata
menentukan bahwa tap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 BW), dan bahwa
orang bertanpgung jawah tidak saja untuk kerugian karena perbuatanmya, tetapi juga karena
kelalaian atau kurang hati-hati (Pasal 1366 Hukum Perdata/BW). Dari segi moral dan etika
kepolisian, tanggung jaw*iib pemberian diskresi tersebut merupakan tangguﬁg jawab batiniah/hati

nurani — yang berbeda dengan pertanggungjawaban dar Sééj hukum formal yang sanksi
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wmumnya diberikan oleh kekwatan di luar dinl polisi - yang sanksinya dirasakan oleh diri pribadi
scbagai anggota kepolisian. Mengingat betapa pentingnya peran kode etik ini di lingkungan
Polri, berkenaan dengsn lugasnys yang banyak rn::nying;étmg hak-hak asasi dan wewenang
diskresi, maka pada tanggal 1 Juli 1985 dengan Surat Keputusan Kapoli No. Pol,
Skep/213/VII/1985 telah disabkan Kode Etik Pold, denpan 17 butir penjabarannya dan wajib
diilrarkan bagi setiap nlusan pendidikan Polri sebelum melaksanakan tugas. '™

Dalam hal pelaksanaan dislaesi, agar tidak menyimpang dani maksud dan tujuan yang
dikehendaki dan yang diatwr oleh ketentwan hukuin dan kebijaksanaan, pengawasan harus
dilakukan, Menurut M. Faal, pengawasan yang dimaksud mencakup beberapa segi, yaitu : dari
diri anggota polisi sendin, pengawasan vertikal (Atasan langsung dan tidak lanpsung),
pengawasan horisontal (instansi samping seperti kejaksaan atau pcngadﬂén), dan masyarakat
fuas, Pengawasan dalam diri anggota polisi itu scndird, sesungguhnya yang paling efektif dan
sangal penting, karena bcngawasan yang berasal dani kesadaran hati nurani ini menyangkut
masalah kepribadian anggota yang dilandasi penghayatan dan pengamalan kode etik.
Pengawasan dari atasan dilakukan menurut Surat Keputusan Menhankam No. Skep/035/1/1987
tanggal 16 Januari 1987, vang discbut dengsn ‘Pengawasan Melekat’. Sementara itu,
pengawasan horisontal terutama oleh kejaksaan dan pcngadilan, adalah berkaitan dengan sistem
peradilan pidana. Hal ini berkenaan dengan koordinasi antar sub sistem agar lidak terjadi
kesalahan-kesalahan dalam menetapkan Hukum Acara Pidana, misalnya seperti yang tertuang
dalam Pasal 109 ayat } KUHAP tentang pemberitahuan penyidik kepada. penuntut umum
dalam hal dimulainya pcﬁycljdikan. Pasal 109 ayat 2 KUHAP tentang pemberitahuan penyidik

kepada penuntut umum: apabila terjadi penghentian penyidikan. Terakhir, pengawasan oleh

130 11, Faal, op.cit., hal, 121-135.
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masyarakat Juas (kontrol sosial), scperti laporan-laporan langsung dari masyarakat baik lisan
maupun tulisan, atau kontrol yang dilakukan karena aktivitas media massa.''”

Khusus pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak-anak/remaja yang melakukan
kenakalan, di Palembang biasanya hamya berkaitan dengan perkelahian-perkelahian pelajar,
yang memang ditemui lanpsung oleh petugas di lapangan. Sementara terhadap kualitas
kenakalan yang lain — yang berasal dari laporan masyarakat - jar‘r'zmg sekali diternui
kebijaksanaan yang d.:cmikian. Secara konseptual, pemberian diskresi juga dapat diberikan
terhadap kasus-kasus anak yang berasal dari laporan masyarakat dalam bidang tupas represif
(baca kasus II Teori James Q. Wilson). Terlebih terhadap kenakalan pencurian yang memang
mendominasi seluruh kualitas kenakalan yang ada, menuntut pihak kepolisian untuk lebih
bijaksana (pemberian diskresi) dalam memandang kenakalan anak dan lebih mendasarkan diri
atas pertimbangan-pertimbangan mengapa si anak melakukan kenskalan itu (pencurian
misalnya). Dengan kata lain, aparat kepolisian dituntut untuk cenderung melakukan tindakan-
tindakan informal yang didasarkan atas pernikiran pcriin&nngan terhadap anak'® dan
menghindari prosedur represif dan yustisial yang semata-mata rflcmbcri penghukuman terhadap
anak. Sementara data di lapangan menunjukkan bahwa pelaku-pelaku pencurian terscbut dilihat

dari kehidupan sosialnya, scbapian besar berasal dari lingkungan masyarakat pinggiran‘kumuh.

U9 1hid, hal. 136-142.

120 1j Jepang, prosedur bagi anak pelaku kejahatan (yaitu anak berusia di atas 14 tshun dan di
bawah 20 tahun yang disebut “hanzaishoonen” afaw juvenile offender) disebut “prosedur
perlindungan” yang sangat berbeda dengan “prosedur pidane” yang diberlakukan bagi orang dewasa
Karena prosedur anak bukan bertujuan untuk menghukum anak, tetapi untuk melindungi dan mendidik
anak. Yang perlu bagi anak pelaku kejahatan adalah perlindungan dari negara, bukan hukuman oleh
negera, Gagasan demnikian dikenal dengan istilah “Azas Prioritas Perlindungan” (“Hogo Tiaewen
Shug) dan berasal dari “Parens Patrige” yang pernsh berkembang di Arnerika Serikat.

Tatguya Ota, op.cit., hal, 114,
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Untuk itulah tindakan diskresi yang merupakan perilaku positif'® petugas lebih dioptimalkan
dalame menghadapi kasus-kasus anak. Pertimbangan misalnya bahwa anak tersebut masih
sckolah, atau karena melakukan pencurian ringan, atau tidak membahayakan ketertiban umum,
atau ada pemberian maaf dari korban, patut diperhitungkan olch petugas demi kesejahteraan
anak itu sendiri. Dalam kajian ilmu psikologi sosial,_ tindakan diskresi ini digolongkan pada
perilaku prososial, y:éng menurut Hary Prasetya diartikan sebagai pcﬁiaku yang memberi
keuntungan kepada orang, lain yang mempurryai konsckuensi-konsckuensi sosial positif schingga
akan menambah kcb:;ikan fisik maupun psikis bagi penerimanya. '

Sebagai perbandingan, di Surabaya pihak kepolisian telah mengambil langkah-lanpgkah
kcbijai{an dalam menyelesaikan masalah pelangparan hukumn ofeh anak dengan tidak mengambil
jalan formal untuk menghindari stigma pemidanaan, yaitu dengan melakukan hearing pada
anak tersebut, dan langsung menerapkan suatu tindakan atau pemenuhan suatu syarat tertentu
antara kain wajib apel, melakukan tupas/kerja yang bersifat sementara.'®

Tindakan sejenis dikenal pula di Australia Barat dengan sebutan “Cawtioning” yang
dikemukakan olch Lynn Atkinson : “Mn /99! Western Australian introduced formal police

cautioning as a second front to its pre-court diversion program. Formal police cautioning is

12! soerjono Soekanto menyatakan bahwa apebila suatu sikep tindak atau perilaku itu sesuai
dengan tujuan atau maksud hukum disebut sikap tindak atau perilaku positif. Dan apabila sebaliknya di
sebut perilaku negatif.

Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum dan persnan sanksi, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hal. 7.

V22 Yary Prasetya;-Mengapa Perilaku Prososial Pada Anggota Polri Diperlukan ?, Wira
Bhakti, Oktober 1997, hal. 12.

123 sari Mandiana dalam makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terp‘i.dana I dengan judul
Lembaga Peradilan Ansk : Prospek dan Permasalahannya, Pemasyaraksatan Terpidana Anak
dan Wanita ( Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun), op.cit, hal, &1,
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recommended to replace the two tiered panel system and to become the front line response to

Juvenile offenders ™%

2. Penumbuhan Sikap Urgensi Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak

Pada pembahasan Bab I sub C bagian 1.b di atas telah dikemukakan bahwa dalam
praktek peradilan anak di Palembang, pelaksanaan hak untuk didampingi penasihat hukum -
walaupun telah diatur dapat diperolch sccara cumé-cuma - oleh anak pelaku tindak pidana yang
menjalani proses peradilan pidana, dirasakan masih amat kurang. Scmentara bagi anak pelaku,
pendampingan/bantuan penasihat hukum tersebut sangat dipentingkan, karena anak adalah tetap
scorang anak dengan segala kekuranpan dan kelergantungan yang melekat pada diri mereka.
Karena itn, penumbuhan sikap akan pentingnya bantuan hukum pada struktur hukum peradilan
angk, amatiah wajar untuk dircalisasikan,

Dalam kaitan denpan keadaan-keadaan/kondisi-kondisi yﬁng menumbuhkan potensi
Lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, pentingnya pemberian
bantuan hukum tersebut idealnya telth dimulai pada saat penangkapan seorang anmak yang
dituduh/diduga memenuhi mnusan tindak pidana. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa
pengajuan keberatan atas penabanan anak tertuduh/tersangka (yang akan diberikan penahanan
setelah penangkapan) —seperti yang tertuang dalam Pasal 123 KUHAP — kepada penvidik atan
atasannya yang melakukan pchahanan terscbut. Denpan keberatan atas penahanan tersebut,

walaupun Kasusnya terus berjalan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, aken memberikan

'3 1 ynn Atkinson, Responding to Juvenile Crime in the 1990, Paper for Urban Crime :
International Trends in Criminal Policy Conference, Yogyakarta, 1993, hal. 2.
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alternatif bagi hakim untuk mcmberikan tindakan pengembalian kepada orang tua, waﬁ, atau

orang tua asuhnya, untuk menghindari dijatubkannya putusan custodial/penjara yang pada

kenyataanuya scbagian besar semata-mata diberikan untuk menjaga keseimbangan koordinasi

pelaksanaan tshap-tahap scﬁclumnya.

3. Optimalisasi Manfaat Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Kasus
Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Pada bagian tcfdahrﬂu (Bab I sub C bagian 1.c) dipaparkan bahwa selama ini
pendampingan Pernbimbing Kemasyarakatan (PX) dalam peradilan anak masih sangat kurang,
karcna pada saat pemberiakuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP - sebelum bertakunya
UU No. 3 tahun 1997 - sifat perbantuan hanya berkaitan dengan pembuatan “case stuay”™ si
anak pada saat pemeriksaan di pengadilan akan dimulai. Setelah diberlakukanmya UU No. 3
tahun 1997, ada kemajuan dalam perbantuan tersebut. Pada bulan Mei 1999, ppneliﬁan
kemasyarakatan (litmas) telah dimintakan pada saat penyidikan telah dimulai, hamrya
disayangkan kalau sifat perbantuan tersebut dimanfaatkan oleh penyidik hahya sehatas
memenuhi formalitas belaka.

Idealnya, sifat perbantuan tersebut dapat lebih dimanfaatkan secara optimal/maksimal
okeh penyidik untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil sebagai
reaksi dari kenakalan yang dilakukan anak tersebut, selain tindakan represif belaka. Dengan
kata lain, setelah penyidik mendapatkan litnas yang dibuat olch pembimbing kernasyarakatan,
dapat membantu penyidik untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang bukan bersifat
menghukum semata, bahkan mongkin dapat menyelesaikan/menghentikan kasus sebatas tingkat

penyidikan - yang berarti mengembalikan si anak pada lingkungan asalnya/keluarganya - kalau
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memang kebutuhan anak lebih cenderung untuk diberikan tindakan vang demikian. Dalam
bentuk yang fain, pihak penyidik juga dapat memanfaatkan perbantuan yang bersifat
pertimbangan {edvisor) Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya diberikan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana yang belum berusia 8 (delapan) tahun ~ scpert yang disyaratkan
dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 Tahun 199742 | tetapi pada scluruh anak nakal yang telah
melakukan atau diduga melaknkan tindak pidana atay perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi

anak, seperti yang terumus dalam Pasal 1 sub 2. a dan b UU No. 3 Tahun 1997,

4. Urgensi Pengalouan Eksistensi Psikologi Dalam Penanganan Kenalkalan anak/ Tindak
Pidana Anak

Upaya terakhir yang juga penting untuk dikemukakan berkaitan dengan kondisi-kondisi
penumbuhan potensi fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atﬁu orang
tua asuh dakam kasus tindak pidana anak, adalah pengakuan cksistensi psikologi bagi struktur
hukum peradilan anak, dalam menangani masalah kenakalan anak. Dikatakan penting karena
psikologi sangat membantu aparat penegak hukum dalam hal pemahaman tentang perbuatan
yang mercka lakukan, disamping membants dalam hal pemberian tindakan yaﬁg akan
diberikan kepada anak pelaky, sesuai dengan kebutuhan si anak dan terutama fidak
menghambat perkembangan lejiwaannya. Pemahaman pentingnya peranan psikologi terhadap
penanganan kenakalan anak, terfokus pada 2 bagién pembahasan, yaitu peranannya pada

pemeniksaan pendahuluan dan pada pemeriksaan di sidang pengaditan.

123 Pagal 5 gyat (3) UU No. 3 Tahun 1997 merumuskan Apabila menurut hasil pemeriksaan,
penyidik berpendapat bahwa anal sebagaimana yang dimaksud dalamn ayat (1} Canak yang belum
berumur B tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana — pen) tidak dapat dibina lagi oleh
orang tua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik mertyerahkan anak tersebut kepada Departernen Sosial
setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan,
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a. Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dalam Kasus Anak

Menurut Hukum Acara Pidana, pemeriksaan pendahuluen bermaksud untuk niencari
kebenaran hakiki, yaitu mengungkapkan apa yeng schenarnya terjadi. Dalam persoalan hukum
pidana, yang dihadapi adatah scorang tersangka (manusia), yaitu seorang manusia dengan akal
pikiran, kehendak, perasaan, nafsu, dan sebagainya.

Bertitik tolak dari sifat manusia tersebut di atas, tentunys penyidik bisa menempatkan
dirinrya dalam menghadapi manusia yang disangka telsh melanggar aturan hukum. Bila penyidik
menyadari akan hal ini, segala persoalan yang dihadapi dalam hubungannya dengan tersangka,
tentunya disclesaikan secara manusiawi pula. Hal ini tak terlepas dari nilai-nilsi dasar (HAM)
yang melckat pada diri si pelaku, dan sesuai dengan sila Kemanusian yang adil dan beradab.

Penyidik dalam hal menghadapi tersangka, menurut Inbau dan Reid dalam bukunya
“Criminal Interrogaﬁén and Confession” yang dikutip oleh Gerson Bawengan', membagi
menjadi dua golongan, vaitu
(1). Tersangka yang kesalahannya sudah definitip atau dapat dipastikan, ﬂan
(2). Tersangka yang kesalshannya belum pasti
Penyidik Iebih mudah bila menghadapi tipe (1) karena tclah memiliki data dan fakts yang
meyakinkan bahwa tprsangka adalah pelaku; sementara bila berhadapan dengesn tipe ()
penyidik belum bisa memastikan apakah tersangka scbagai pelaku perbuatan atau bukan, dan

ini memerlukan sikap keberhati-hatian, kecermatan, dan ketekunan penyidik.

126 iorgon ‘W, Bawengen, Penyldikan Perkara Pldana dan Teknik Interogasi, Pradnya
Paremita, Jakarta, 1977, hal. 57.
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Ditinjau dan Sf{gi kejiwaan tersangka, pelaku kejshatan dapat dibagi menjadi 2 jenis,
yaitu :
(1). Emotional Offenders

| (2). Non-Emotional Offenders'”’

l ad (1). Golongan Emotional Offenders adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap
jiwa orang, misa]ﬁya pembunuhan, penganiyaan yang dilakukan oleh dorongan nafsu,
amarah, balas dendam dan sebagainya termasuk puta kelalaian karena salah. Qffenaers
iidak dalam keadaan sadar penub, faktor emosi menguasai perbuafannya, mekanisme
pertahanan dm {defence mechmzis;'m) tidak bekerja secara normal. Pelaku golongan ini
biasanya mau ;icnycsaﬁ perbuatannya.

ad {2). Golongan Non-Emotional Offenders ialah mereka yang melakukan kejahatan untuk
tujuan penghasilan keuangan (financie! gain), misalnya mencur, merampok,
membunuh atau menganiaya dengan tujuan memperoleh uang. Mereka merasa banpga,
senang atas keberhasilan dan tidak merasa menyesal.

Mengenai penggolongan pelanggar hukum dari scgi kejiwaan, Abrahamsen memberikan
komentar sebagai berikut :

“Mengklasifikasikan pelanggar-pelanggar hukum, harusish didasarkan pada

faktor. psil.ﬁolog‘is dari pribadi itu sendiri tan'pzsa melipakan situast lingkungan serta

kombinasi antara kedua faktor termaksud.

Abrahamsen mcmbcriir.an penggolongan pelanggar hukum menjadi dua golongan, yaitu

pelanggar yang ecwte dan chronic. Acute offfender adalah erang yang melakukan kejabatan

127 bid

128 plrahamsen dalam Gerson W. Bawengan, IPengantsr Psikologi Kriminal, op.eit, bl 23,
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pada sekali waktu; sementara chronic offender adalsh orang yang melakukan kejahatan sebagai
kebiasaan.

Dalam hal .mc’fighadapi pelanggaran yang pelakunya adalah anak-anek/remaja, peranan
psikologi disadari oleh pembcntuk kebijakan scbagai hal yang dipentingkan. Hal terscbut terlihat
pada perumusan Pasali42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta

pertimbangan atay saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila periu

juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli keschatan

jiwa, ahli agama, atau petugas keamasyarakatan lainmya (garis bawah oleh

pemulis).

Pasal terssbut menunjukkan bahwa sudah ada niat baik dari pemerintah secara idealistis-
rasionalis memperlakukan anak pelaku pelanggaran Iebih bumanistk, yaitu dengan
memperhatikan kcpcr;tingan-kcpcnﬁngan subjektif si amak, Niat baik terscbut merupakan
pengejawantahan nilaiinﬂai global yang tertuang dalam dokumen-dokumen internasional yang
menggariskan bahwa kesejahteraan anak adaleh scbagai pedoman/penuntun (guiding Jactor)
dalam memperlakukan anak-anak yang mempunyai hambatan kelakuan. N

Di sisi lain, dalam diri petugas penyidikpun — yang melakukan pemyidikan terhadap
kenakalan anak - diisyaratkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

anak.'?® Syarat-syarat tersebut hanya akan menjadi slogan semata apabila dalam diri si penyidik

12 1yoiem UU No, 3 Tahun 1997, dalam Pasal 41 ayet (2) menyatakan belwe penyidik anak

' herus memenuhi syarat-syaral !

a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh oreng dewasa,

b. rnempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Dalam Penjelasan Pagal, yang dimaksud dengan “mempunysi minat, perhatien, dedikasi, dan memajami

masalsh ansk” adalah: v

(1). Pembinasn enak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pemnbinaan sopan santun, disiplin anek,
gerta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik,

(2). Pertumbuhan dan perkembangan anak; den

(3). Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
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tersebut tidak mempunyal niat dan diberd kesempatan untuk selalu mempelajari psikolog
perkembangan anak, dan menempatkan dinnya scolah-olah berada dalam alam kehidupan anak.
Penunjukan penyidik khusus (penyidik anak) scperti yang diisyaratkan Rule 12.1 SMR.JT (The
Beijing Rules) tt:ntang‘SpeciaI:‘zazimr within the police vang menckankan perlunya snatu unit
polisi khusus yang fe.r('iidik dan {erlatih - menjadi hal yang urgen apabila kita menginginkan
penanpanan yang lebih manusiawi dalam menghadapi kasus-kasus kenakalan anak.

b. Peranan Psikolog. dalam sidang peneadilan anak

Dalam sidang, pengadilan anak, psikologipun sangat berperan. Pasal 8 ayat (1) dan
Pasal 57 ayat (1) UU No, 3 Tahun 1997 yang secara cksplisit menyatakan bahwa sidang
tertutup untuk umum, bemmaksud memberikan perlindungan terhadap anak akan beban

psikologis yang diperofch anak. Dalam hal ini, Ny. Lamya Mocljatne mengungkapkan bahwa

sidang tertutup untuk ﬁ'mum bagi perkara anak, bermaksud :

“Untuk melindungi anak agar jangan menjadi tontonan orang, schingga ia
merasa terfekan dan malu. Lagipula agar hari depanmya tidak terganggu oleh
publikasi tentang perkaranya yang dengan sendirimya akan terjadi dengan turut
hadirnya pers dalam sidang, Ada kemungkinan dengan pemberian cap sebagai
anak yang diputus olch pengadilan pidana, ia menjadi jahat atau deviant ataw
tidak lggmperolch tempat kembali di sekolalh atau tidak mendapat tempat
kerja.”

Pada acara pemeriksaan saksipun — seperti yang terumus dalan Pasal 58 ayat (1) —
perintah hakim agar terdakwa anak dibawa ke luar sidang, bermaksud untuk menghindari

adarrya hal buruk yang akan mempengaruhi jiwa anak,

e

Y2 1 amya Moeljatrio, Pelaksanaan Peradilan Anak Di Indonnsia Pada Waktu Sekarang
Dan Pengaturannys Menurut Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, Fidato Dies ke-39
UL, Yogyakaria, 1983, hal. 18, :
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Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya daiam
Sidang Ansk tidak memukai toxa atau pakaian dinas (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997). Dalam
pemenksaan di pengadilan dimana  hakim diumjurkan uniuk  tidak  memakai  pakatan
kebesarannya, wmat didukung oleh Ny, Mutiora Djokosutone agar tidak tercipta suasang
peradian -- seperti yang dilakukan apabila terdakwanya adalsh orang dewasa - dan persidangsn
cenderung, ditakokan dengan wawancars (dulow svasana ke elargaan -- pen). Lebih lanjut
dikatakan babwa halim yang mengadifi petkarn anak nakal haruskah mengetahui dmo jiwa

anak dan menerapkanmya.' ™

M3 yiutiara Djokosutono dalam Mudzakkir, op.cit., hal. 61,




T BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B

KESIMPULAN

Sctelah mempeihatikan pembahasan-pembahasan dari permasalahan yang menjadi

lingkup dalam penelitian ini pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindakan tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak dalam sistem peradilan

anak, umumnya tidak berbeda dengan tindakan-tindakan yang diberikan bagi orang
dewasa. Pengungkapan kalimat bahwa anak mempunyai “ciri dan sifat khusus™ dalsm
Konsideran UU No. 3 tahun 1997, masih merupakan slogan semata dan kurang dipahami
oleh struktur hukum peradilan ansk. Hal ini terlihat pada bentuk sanksi hukum yang
diberikan terhadap anak nakal, terkonsenfrasi pada putusan bersifat kelembagaan/
institusional dan sama sckali tidak menpenal jenis putusan non-kelembagaan berupa
Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Persoalan utama kondisi
yang demikian disebabkan karena putusan pidana penjara digunakan aparat pemutus
(hakim) sernata-mata untuk menyecimbangkan terhadap tindakan-tindakan penahanan yang
diambil olch aparat sebelumya, yaitu pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Karcnanya,
scbagian besar dari putusan pidana penjara tersebut mempunyai selang waktu/lama yang
sama dengan lamanya si anak menjalani proses pemenksaan dari awal hingga pemberian
putusan oich hakim. Penangguhan penabanan adalah solusi yang paling rasional dan
mendasar dalam ménunjang eksistensi putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau

orang tua asuh tersebut.
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2. Tidak dikenalnya putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuh sebagai
reaksi terhadap kenakalan anak mengingkari tujuan peradilan anak itu sendiri, yaitu semata-
mata demi “kescjehteraan anak”, bahkan scharusmya kita tidak berharap berlebihan
terhadap kapabilitas peradilan anak sebagai sarana menjadikan “taat hukum™ bagi anak
nakal. Kondisi dcmﬂdan teridentifikasi pada masalah-masalah :

s Adanya perbedaan perspekiif§ subjek hukum pemutus (hakim) disatu pihak dengan
aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan (perryidik dan penuntut
umum) dilain pihak, tentang mjuan peradilan anak. Hakim sudah lebih merniliki
pernahaman bahwa “kesejahteraan anal”™ adalsh sebagai faktor ‘pedoman (guiding
factory dalam menangani masalsh anak; sementara tindakan polisi/penyidik dan jaksa
lebih bersifat yustisial/formalistik dan birokratik.

e  Kurang difungsikannya penasihat hukum scbagai struktur yang hérus diperhifungkan
keberadaanmya dalam sistem peradilan pidana terpadu, terutama dalam kasus kenakalan
anak untuk menjamin bantuan hukum bagi mereka.

+ Pendampingan pembimbing kemasyarakatan terutama terhadap pola kerja penyidik
yang menangani masalah Kenakalan anak, dianggap kurang difungsikan secara
optimalinaksimal, baik dalam hubungan pemanfaatan penelitian kemasyarakatan
(Litmas) yang mengungkapkan latar belakang perbuatan dan kehidupan sosial anak,
maupun pada fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai advisor (pemberian
pertimbangan).

«  Kurang diperhitungkannya eksistensi psikologi oleh aparat penegak hukum, bak dalam

hal membanty~ pemahaman terbadap ketidaknormalan (abnormal) perilaku anak,

y
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maupun dalam hal pemilihan tindakan-tindakan yang akan diberikan, yang tidak

menghambat/mernsak pcrkcmbangan kejiwaan {psyche) anak pclaku

3. Identifikasi lcondisi-kondisi terscbut memberi pemahaman yang sccara rasional mendorong

upaya difungsionalisasikannya lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang

tua asuh, melalui :

*

pengeliminasian perbedasn perspektif strukiur hukum peradilan anak'tentang tujuan
peradilan anak yang berwujud sosialisasi kewenangan penangguhan penshanan di setiap
proses peradilan; juga perluasan diskresi dalam segala tingkatan pemeriksaan terutama
di tingkat penyidikan (diskresi kepohsnan) yang menunjukkan adanya penghentian
pemenksaan dan mengembalikan si anak kepada keluarganya.

penumbuhan sikap pentingnya bantuan hukum dalam proses peradilan anak, yang akan
sangat membanfu kepentingan hukom si anak, karena anak (pelaku) adalah tetap
seorang anak dengan segala kekurangmandirian/ketergantungan yang melekat pada
diinya,

optimalisasi manfaat pendampingan pembimbing kemasyarakatan (PX) terutama di
tingkat penyelidikan/penyidikan - sebagai proses pertama yang mengadakan kontak
awal dengan anak - dalam hal pembuatan penelitian kemasyarakatan (fitmas) dan
perbantuan yang bersifat pertimbangan (advisor).

urgensitas pengakuan cksistensi psikologi bagi strukivr hukum peradilan anak, baik
pada pemeriksaan pendahuluan maupun di sidang pengadilan, yang dibutuhkan aparat
dalam memahami hubungan batiniab/kejiwaan si anak pelaku dengan perbuatanmya,
disamping jupa membantu dalam hal penentuan ti‘ndgkan aba yang patut diberikan yang

tidak menghambat perkembangan kejiwaan (psyche) anak pelaku.
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. SARAN-SARAN

. Perlu adanya kesatuan perscpsi/pandangan dari struktur hukum peradilan anak tentang
tujuan peradilan anak, karena selama ini tindakan yang diberikan terhadap anak pelaku
tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap pelaku dewasa. Dengan
demikian, maka dapat diciptakan kesatuan sikap tindak dalam penanganan kenakatan/tindak
pidanz anak.

. Perlu adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang tindakan-tindakan yang positif
(prososial) tcrhadqp anak, yaitu dengan dibenfuknya biro/badan khusus dengan personil
yang khusus pula :lalam menangani perilaku anak nakal (polisi anék dan jaksa anak), dan
melakukan pelatihan-pelatihan khusus sebagai usaha pemahaman terhadap anak sebagai
subjek perlindungan hukum dan permasalahanmya.

. Perlu adanya pemikiran dan aplikasi yang integral dari selurub komponen bangsa untuk
lebitt mengutamakan perhatian terhadap pencegahan kenakalan anak, dibandingkan dengan

penanganan yang dilakukan setelah si anak melakukan kenakalan.
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